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WALI KOTA MADIUN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 31
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

KOTA MADIUN TAHUN 2023

WALI KOTA MADIUN,

bahwa guna mengintregasikan program dan kegiatan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan
perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran,
maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun
Tahun 2023 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi

saat ini sehingga perlu diubah;

bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a
merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan untuk penyusunan Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Wali
Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023;



Mengingat

10.

11.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

di Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kota Madiun Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan

Penganggaran Daerah;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Madiun Tahun 2019-2024;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Nomor 8 Tahun 2020;



Memperhatikan

Menetapkan
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21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023;

23. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun

Tahun 2023;

24. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 64 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 16 Tahun

2023;

: Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor:
1/S-HP/XVIII.SBY/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang
Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Madiun Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 31
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 31
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Madiun Tahun 2023 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.



Peraturan Wali

diundangkan.

Agar  setiap

Pasal II

ini mulai berlaku pada tanggal

mengetahuinya,  memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 30/G

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 24 Juli 2023

WALI KOTA MADIUN,
ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALI KOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepalgd Bagiald Hukum

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19750117 199602 1 001
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LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR : 30 Tahun 2023
TANGGAL : 24 Juli 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen
penting dan startegis Pemerintah Kota Madiun dalam melaksanakan
pembangunan pada Tahun 2023. RKPD menjamin konsistensi antara capaian
tujuan perencanaan strategis jangka menengah. RKPD Tahun 2023 menjadi
pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu
Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD Tahun 2023. RKPD yang telah
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah
disusun berlandaskan RKPD.

Perubahan kebijakan anggaran perlu di antisipasi oleh pemerintah
daerah. Perubahan kebijakan anggaran pemerintah Tahun 2023 berdampak
secara langsung terhadap APBD Tahun 2023. Sementara kinerja pengelolaan
keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 secara tidak langsung berdampak
terhadap APBD Tahun anggaran 2023. Demikian pula dengan kinerja masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pencapaian sasaran
RPJMD Tahun 2019-2024. Dalam menyikapi proyeksi perubahan-perubahan
baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka
pelaksanaan program/kegiatan untuk tahun yang berjalan perlu disesuaikan
dengan amanah RPJMD dan mengakomodir RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-
2024 dan RPJMN Tahun 2020 - 2024. Selain itu perlu penyesuaian terhadap
perubahan dalam pengalokasian dana bantuan penyelenggaraan pemerintah
daerah, seperti dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana bagi hasil pajak
dari provinsi dan pemerintah lainnya serta dana penyesuaian.

Perubahan terhadap RKPD perlu di lakukan sesuai dengan perubahan
dinamika pembangunan. Dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja
pelaksanaan program/kegiatan APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2023
sampai dengan Bulan Juni 2023 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi-asumsi dalam Kebjakan Umum APBD (KUA) Kota Madiun Tahun
Anggaran 2023, yang meliputi : Perubahan Asumsi ekonomi Maro yang telah
disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil
yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2019-2024, perubahan kebijakan
pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai perkembangan aspirasi
masyarakat dan permasalahan aktual yang mendesak serta adanya
penyesuaian beberapa program/kegiatan, maka perlu dipertimbangkan untuk
melakukan perubahan terhadap perencanaan program kegiatan dan

penganggaran daerah dalam bentuk perubahan RKPD.
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Penyusunan perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2023 ini dilakukan
dengan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaaan RKPD
Tahun 2023 sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal tersebut dilakukan
dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 343.

Berdasarkan regulasi tersebut, Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan. Perubahan tersebut diantaranya adalah 1) Perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka
ekonomi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan
keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Berdasarkan regulasi tersebut, maka pada triwulan II dilakukan
evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Madiun. Jika terdapat perubahan dalam
asumsi makro, kebijakan pemerintah, potensi pendapatan dan belanja daerah,
maka penting untuk disusun dokumen Perubahan RKPD. Perubahan dalam
dokumen RKPD memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-1 sampai
dengan Triwulan II tahun berjalan, pergeseran (penambahan atau pengurangan)
pagu indikatif pada masing-masing SKPD/urusan/prioritas beserta hal-hal
yang mendasari perubahan tersebut. Tujuannya, agar tercipta kesinambungan
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan
dalam pelaksanaan pembangunan.

Perubahan RKPD Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah. Perubahan RKPD akan menjadi landasan penyusunan Perubahan
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA)
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) untuk
menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun
Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, dokumen tersebut akan akan disepakati
bersama antara Bupati engan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Madiun. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2023 yang telah disepakati
tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi
dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Perubahan (RKPD-P) Kota Madiun Tahun 2023 dilandasi oleh:

1.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah;



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto -
Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru,
serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk
Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rancana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.



1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai bagian terintergrasi dalam sistem perencanaan pembangunan,
Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan
daerah yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen
perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun daerah. Dokumen
perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
antara lain: (1) RPJPD; (2) RPJMD; (3) Renstra-PD; (4) RKPD dan (5) Renja-PD.
Sedangkan dokumen di luar Kota Madiun yang terkait dengan dokumen ini
antara lain: (1) RPJP Nasional dan Provinsi; (2) RPJM Nasional dan Provinsi; dan
(3) RKP Nasional dan Provinsi. Diagram keterkaitan hubungan RKPD dengan

dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar

berikut.
RPUP —
NAS/PROPERTR NosEncrare i I G S EROR
1
. | PUSATIROP |

1

acuan : memperhatikan
I
1

4---|----

v
RPJP RPUM
DAERAH DAERAH > g RABD > | D
acuan I
RTRW KOTA RENSTRA _> RENJA PD rRkaskeD PR RINCIAN
APBD
UU No.25/04 UU No.17/03
«— SPPN — > — KN

Gambar 1. 1 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2023 merupakan penyempurnaan
dari RKPD Kota Madiun Tahun 2023 serta penjabaran dari arah kebijakan
pembangunan RPJMD Kota Madiun 2019-2024. Perubahan RKPD Tahun 2023
mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2023; RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, serta
berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025.
Selanjutnya Dokumen Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2023 akan
menjadi acuan penyusunan Rancangan Perubahan APBD dan Perubahan Renja
perangkat daerah Tahun 2023 Kota Madiun. Keterkaitan antar dokumen ini
penting bagi penyusunan kebijakan daerah yang konsisten demi mendukung

pembangunan daerah yang berkelanjutan.



1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai
penyesuaian terhadap perubahan asumsi makro, kondisi dan kapasitas
fiskal, serta kebijakan pada tahun berjalan. Disamping itu, perubahan RKPD
juga dimaksudkan untuk mencapai efisensi alokasi sumber daya dalam
mencapai tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya, rincian tujuan dari
penyusunan perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai
berikut:

a. Sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Kota Madiun dalam

penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan (PPAS-P) dan sebagai dasar dalam penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Madiun
Tahun Anggaran 2023.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Madiun mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi memuat/menjelaskan latar belakang dan dasar
pertimbangan perubahan, dasar hukum, maksud dan tujuan,

sistematika dokumen.
BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini menguraikan tentang kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan

RKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.
BABIII : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab III menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan
perkiraan perubahan tahun berjalan, yang antara lain mencakup
perubahan indikator pertumbuhan ekonomi daerah, perubahan
kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah,

belanja daerah dan pembiayaan daerah.



BAB IV

BAB V

BAB VI
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini akan memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah
mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah yang direncanakan dalam RPJMD,
identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah
dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta
kerangka pendanaan dan pokok-pokok pikiran DPRD. Perumusan
prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas
kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh PD

berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan daerah
tersebut mencakup semua rencana Perubahan program dan
kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak

langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

PENUTUP

Pada penutup dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat
dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai pedoman
bagi semua pihak dalam memfungsikan Perubahan RKPD sesuai

dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merujuk pada

evaluasi dan pengukuran hasil dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Capaian kinerja ini digunakan untuk mengukur

sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta

efektivitas kinerja pemerintah daerah. Sebagai wujud implementasi pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan, Kota Madiun menyelenggarakan urusan

pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD dan APBD Kota Madiun

Tahun 2023 dengan mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024, sebagaimana

capaian indikator kinerja tujuan berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Tujuan Kota Madiun Tahun 2021-2022

. A 2021 2022 2023
No Indikator Kinerja Baseline Target Realisasi Target
1 | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) (B) 66,26 (B) 68 (B) 69,26 | (B) 69,26
2 | Livable City 89,4 88,19 90,33 90,33
Indeks Pembangunan Manusia
3 (IPM) 81,25 81,7 82,01 82,47
4 | Indeks Pembangunan Gender 94 .42 94,44 94,57 94,57
5 Indeks' Pembangunan Ekonomi 6.87 6.4 6,87+ 6,89
Inklusif
6 | Indeks Ketentraman 78,74 77,05 81,25 81,25
7 | Indeks Gini 0,345 0,332 0,398 0,329
Sumber: Perangkat Daerah dan BPS, 2023
*Jangka sementara
Penjelasan terhadap tabel diatas adalah:
1. Indeks reformasi birokrasi mengalami perbaikan dari tahun 2021 sebesar B

(66,26) menjadi B (69,26) pada tahun 2022. Peningkatan tersebut juga telah

mencapai target yang ditetapkan dan mengindikasikan kualitas birokrasi

pemerintahan Kota Madiun telah mengalami perbaikan.

2. Kota layak huni atau livable city merupakan gambaran sebuah lingkungan

dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat

untuk beraktifitas yang dilihat dari berbagai variabel baik fisik maupun non-

fisik. Kota layak huni tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan

tahun 2021 dan telah melibih dari target yang ditetapkan. Peingkatan

tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun termasuk dalam daerah

dengan kota yang relatif nyaman untuk beraktivitas.
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3. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami peningkatan dari tahun
2021 (81,25) ke tahun 2022 (82,01). Indeks tersebut juga telah melebih
target (81,70) yang ditetapkan.

4. Seiring dengan peningkatan IPM, Indeks Pembangunan Gender juga
mengalami peningkatan meskipun dengan peningkatan yang relatif kecil.
IPG Kota Madiun 2021 sebesar 94,42 meningkat menjadi 94,57 tahun 2022.

Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 94,44.

5. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Madiun mengalami
peningkatan tahun 2021 sebesar 6,87 menjadi 6,87* pada tahun 2022 yang
merupakan angka sementara pada Tahun 2022. Nilai IPEI Kota Madiun
2021 melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 6,40.

0. Indeks ketentraman mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya.
Tahun 2021 indeks ketentraman sebesar 78,74 meningkat menjadi 81,25
tahun 2022 dan sudah mencapai target yang ditetapkan (77,095)

7. Tingkat kemiskinan pada tahun 2021 mengalami penurunan seiring dengan
pemulihan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan kemiskinan menurun
dari 5,09 persen tahun 2022 menjadi 4,76 persen tahun 2022. Nilai tersebut
telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 4,87 persen. Pencapaian target
tersebut salah satunya disebabkan oleh menurunnya tingkat pengangguran,
disisi lain Tingkat Ketimpangan pendapatan/ Indeks Gini naik dari 0,345
pada tahun 2021 menjadi 0,398 pada tahun 2022 hal ini disebabkan
penyerapan tenaga kerja yang tidak diimbangi standar pengupahan yang
mereka peroleh, pengangguran turun yang berdampak kemiskinan turun
akan tetapi pendapatan mereka di bawah standar yang ditetapkan sehingga

terjadi ketimpangan pendapatan.

Kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan
yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan penduduk,
persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan
ekonomi dan indeks gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat
dampak (impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional,
dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku
pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Kota Madiun pada Tahun 2021

disajikan pada Tabel dibawah:
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Tabel 2. 2 Indikator Makro Kota Madiun Tahun 2022

1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 81,25 82,01
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 4,79 5,52
3 Inflasi Persen 2,00 5,80
4 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 8,15 6,39
5 Angka Kemiskinan Persen 5,09 4,76

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam
upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM
menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Dalam periode lima tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia di Kota
Madiun terus mengalami kemajuan. Hal ini tentu positif melihat dalam beberapa
tahun ini Pandemi Covid-19 membawa sedikit perubahan dalam pencapaian
pembangunan manusia di Kota Madiun. IPM tahun 2021 tercatat sebesar 81,25
atau tumbuh 0,42 persen dibanding tahun sebelumnya. Setelah intensitas
Pandemi Covid-19 berangsur menurun serta kegiatan perekonomian masyarakat
meningkat yang berpengaruh terhadap besarnya kenaikan IPM Tahun 2022
mencapai 82,01 atau tumbuh sebesar 0,93 persen terhadap tahun 2021.

82,01

81,25
80,88 80,91 [ A
80,33
2018 2019 2020 2021 m 2022

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Gambar 2. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun
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IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat
(a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak
(decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat
dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka
kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.
Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan

Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah

(RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas
dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan
sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh
anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak
digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai

pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).

Tabel 2. 3 IPM Kota Madiun Menurut Komponen

Umur Harapan Pengeluaran per

Tahun Hidup Saat Har;z;:l:: ™2 Rata-rata Lama Kapita yang

u Lahir (HLS) Sekolah (RLS) Disesuaikan
(UHH) (PPP)
2018 72,59 14,21 11,11 15.616
2019 72,75 14,39 11,13 16.040
2020 72,81 14,40 11,14 16.018
2021 72,83 14,41 11,37 16.095
2022 73,13 14,43 11,67 16.503

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur
panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode
Tahun 2018 hingga 2022, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan
hidup saat lahir dari 72,59 tahun (2018) menjadi 73,13 tahun (2022) atau naik
sebesar 0,54 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan

penduduk di Kota Madiun




- 13-

7213

?2/

2018 2019 2020 2021 2022
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Gambar 2. 2 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Tahun Kota Madiun

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan
Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata Lama Sekolah
(RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam
menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai
lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada
umur tertentu di masa mendatang. Selama periode 2018 hingga 2022, HLS Kota
Madiun meningkat dari 14,21 tahun (2018) menjadi 14,43 tahun (2022) atau naik
sebesar 0,22 tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal
positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2022,
harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,43 tahun yang berarti bahwa
anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga
lulus D2.

Sementara rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 11,11 tahun (2018)
menjadi 11,67 tahun (2022) atau naik 0,56 tahun. Ini berarti rata-rata lama
sekolah penduduk Kota Madiun usia 25+ setara dengan tingkat pendidikan SMA
kelas XI. Pertumbuhan yang positif, baik RLS maupun HLS, menjadi modal
manusia penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Dengan
kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat
pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih
baik.



- 14 -

—p=——HLS5 == RLS

L —tp $ $ +
14,21 14,39 14,40 14,41 14,43

| L = - 11.67
11,11 11,13 11,14 11,37 .
2018 2019 2020 2021 2022

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Gambar 2. 3 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama
Sekolah (RLS) Kota Madiun

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar
hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga
konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022 pengeluaran per kapita
masyarakat Kota Madiun yang disesuaikan mencapai Rp 16,503 juta per tahun,

naik tipis 2,53 persen dibanding tahun 2021 lalu.

H2018 m2019 w2020 w2021 w2022

16,503

16040 16018 0O

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Gambar 2. 4 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) Kota Madiun
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Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang
dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu wilayah,
ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pembangunan ekonomi pada
daerah tersebut pun meningkat. Nilai pertumbuhan ekonomi didapatkan dari
perhitungan pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB di suatu
wilayah. Definisi PDRB sendiri adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari
produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu.
Terdapat dua jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan
dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga
konstan. Sedangkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi adalah
dengan melihat data tentang pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku
pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian.
Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada
tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sedang
PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada
satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini
digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak
dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian Ilaju
pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga
konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan

arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Tabel 2. 4 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan
Konstan Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Tahun ADHB =) ADHK

2022 15.825,61 11.119,55
2021 14.435,43 10.537,70
2020 13.519,88 10.055,91
2019 14.107,34 10.623,07
2018 13.128,89 10.051,29

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023
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PDRB Kota Madiun selama periode 2018-2021 menunjukkan tren
meningkat, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. PDRB ADHB Kota Madiun
pada tahun 2018 mencapai Rp 13,128 triliun dan pada tahun 2019 meningkat
menjadi Rp 14,107 triliun. Namun, pada tahun 2020 PDRB ADHB mengalami
penurunan hingga sehingga menjadi sebesar Rp. 13,519 triliun dan kembali
mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 14,435 triliun dan

tahun 2022 menjadi sebesar 15,825 triliun.

Tidak jauh berbeda dengan PDRB ADHB, PDRB ADHK Kota Madiun pada
tahun 2018 dari 10,051 triliun menjadi sebesar Rp 10,623 triliun pada tahun
2019. PDRB ADHK mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.
10,055 triliun dan kembali mengalami kenaikan pada periode tahun 2021 menjadi
sebesar Rp. 10,537 triliun dan tahun 2022 menjadi sebesar 11,119 triliun.
Peningkatan nilai PDRB ADHK selama periode 2018-2022 mengindikasikan
bahwa perekonomian Kota Madiun terus mengalami pertumbuhan setiap
tahunnya. Rata- rata pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama periode 2018-
2022 adalah sebesar 3,32%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kota Madiun selama
periode tersebut terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 5,96%, sedang
pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu terkontraksi
sebesar 5,34%. Pada Gambar di atas, terlihat dalam kurun waktu 2018-2022,
pertumbuhan ekonomi Kota Madiun cenderung melambat dimana perlambatan
tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi, dampak pandemi Covid-19 serta
menurunnya daya beli masyarakat. Pada periode tahun 2021 dan 2022, laju
pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mulai membaik dan kembali positif naik dari

sebesar 4,79 menjadi sebesar 5,52.
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15.825,61
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12.000,00 - :
10.000,00
8.000,00
6.000,00 10.051,29
10.623,07
4.000,00
2.000,00
0,00

2018 2019 2020 2021 2022

5,52

14.435,43

13.519,88

11.119,55

10.055,91 10.537,70

s FDRB ADHB s PDRB ADHK e LAJU PERTUMBUHAN

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Gambar 2. 5 Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan
Ekonomi Kota Madiun Tahun 2018-2022
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Secara terperinci pertumbuhan

sektor ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2018-2022 (%)

ekonomi

di

masing-masing

Kategori 2018 2019 2020 2021 2022
A  |Pertanian, Kehutanan, dan 1,78 -0,94 11,57 -7,26 -5,67
Perikanan
B |Pertambangan dan Penggalian 1,07 2,41 -5,65 -4,12 -8,49
C [ndustri Pengolahan 7,01 4,64 -23,84 7,10 2,17
D |Pengadaan Listrik dan Gas 5,45 6,69 1,98 2,95 7,95
E |[Pengadaan Air, Pengelolaan 4,44 4,52 4,86 6,28 3,50
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
F [Konstruksi 2,03 4,90 -4,71 -0,90 8,24
G [Perdagangan Besar dan Eceran; 7,54 6,20 -11,18 10,16 7,98
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
H ([Transportasi dan Pergudangan 8,48 9,11 -4,38 7,17 16,90
I Penyediaan Akomodasi dan 9,23 8,86 -7,98 3,21 9,96
Makan Minum
J [Informasi dan Komunikasi 5,34 4,58 16,12 4,75 5,94
K Jasa Keuangan dan Asuransi 4,08 4,79 -0,66 0,47 0,32
L [Real Estate 3,57 5,96 0,33 1,19 5,09
M,N [Jasa Perusahaan 5,31 6,1 -3,18 0,77 5,26
O [|Administrasi Pemerintahan, 4,48 3,85 -2,23 -0,99 -0,43
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
P Jasa Pendidikan 4,21 7,65 1,97 0,54 0,59
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 7,38 7,52 9,08 5,46 3,29
Sosial
R,S,T, Jasa lainnya 5,74 6,92 -10,68 4,08 12,11
U
PRODUK DOMESTIK REGIONAL 5,96 5,69 -5,34 4,79 5,52
BRUTO

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Kota
Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama kurun waktu 2018-2021
selalu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah tersebut. Data tersebut
mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan pusat pertumbuhan ekonomi
di wilayah barat Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi tertinggi
pada tahun 2022 adalah Kabupaten Pacitan sebesar 5,54. Data mengenai

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota eks Karesidenan Madiun ditampilkan

Untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karesidenan Madiun yang

pada tabel berikut :
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Tabel 2. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Wilayah
Karesidenan Madiun Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota 2018 2019 2020 2021 2022
Kota Madiun 5,96 5,69 -5,34 4,79 5,52
Madiun 5,10 5,42 -0,12 3,32 4,32
Magetan 5,25 5,04 -1,64 3,04 3,89
Ngawi 5,26 5,05 -1,69 2,55 3,19
Pacitan 5,51 5,08 -1,84 2,49 5,54
Ponorogo 5,31 5,01 -0,90 3,19 3,24

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Inflasi

Tingkat inflasi yang berfluktasi tinggi menggambarkan besarnya
ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan
ekonomi, sehingga dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan.
Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena
menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang
dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena
itu, kestabilan dan pengendalian inflasi perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Inflasi/Deflasi Kota IHK

- kota mengalami deflasi di Provinsi Jawa Timur

@ Inflasi Deflasi

EAST JAVA

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Gambar 2. 6 Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2022

Tingkat inflasi Kota Madiun tahun 2022 terhadap 021 sebesar 5,80 persen.
Adapun pada Bulan Desember 2022 sendiri terjadi inflasi sebesar 0,58 persen
dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,61. Inflasi tertinggi terjadi di
Kabupaten Jember sebesar 7,39 persen dengan IHK 115,65 dan inflasi terendah
terjadi di Probolinggo sebesar 5,45 persen dengan IHK 112,18. Adapun secara
umum Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 6,52 persen dan Nasional
mengalami inflasi sebesar 5,51 persen. Sedangkan tingkat inflasi tahun kalender
Nasional dari tahun ke tahun (Desember 2022 terhadap Desember 2021) masing-

masing sebesar 5,51 persen.
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Sumber : BPS Kota Madiun, data diolah, 2023

Gambar 2. 7 Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Madiun

Inflasi di Kota Madiun dipicu karena adanya kenaikan harga dibandingkan
pada Desember tahun lalu pada hampir seluruh kelompok pengeluaran, seperti
kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi yoy sebesar 6,42
persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,47 persen; kelompok
perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,71 persen;
kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar
3,06 persen; kelompok kesehatan sebesar 9,87 persen; kelompok transportasi
sebesar 16,18 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,01
persen; kelompok pendidikan sebesar 0,69 persen; kelompok penyediaan
makanan dan minuman/restoran sebesar 4,32 persen; dan kelompok perawatan
pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,73 persen. Sedangkan kelompok informasi,
komunikasi, dan jasa keuangan adalah satu satunya kelompok pengeluaran yang
mengalami penurunan atau deflasi dibandingkan pada Desember tahun lalu,

yaitu sebesar 7,73 persen.

Ketenagakerjaaan

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke
atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring
bertambahnya jumlah penduduk di Kota Madiun. Penduduk usia kerja pada
Agustus 2022 sebanyak 144.820 ribu orang, naik sebanyak 601 orang dibanding
Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja
yaitu 96.815 orang (66,85 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.
Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 90.627 orang penduduk
yang bekerja dan 6.188 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021
terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 376 orang. Penduduk bekerja
mengalami peningkatana sebanyak 2.047 orang dan pengangguran menurun

sebanyak 1.671 orang.
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Tabel 2. 7 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021 - Agustus 2022

Penduduk Usia Kerja 144.219 144.820 0,42
Angkatan Kerja 96.439 96.815 376 0,39
-Bekerja 88.580 90.627 2.047 2,31
-Pengangguran 7.859 6.188 -1.671 -21,26
Bukan Angkatan Kerja 47.780 48.005 -255 0,47
————
Tingkat Pengangguran -1,76

Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi 66,87 66,85 -0,02

Angkatan Kerja (TPAK)
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya
penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia
kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus
2022 sebesar 66,85 persen, turun 0,02 persen poin dibanding Agustus 2021.
Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 75,94 persen lebih tinggi
dibanding TPAK perempuan yang sebesar 58,56 persen. Apabila dibandingkan
Agustus 2021, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,78 persen poin

sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 0,75 persen poin.

68,63

66,73 66,87 66,85

64,41

= 2018 2019 2020 m2021 m 2022

Sumber : BPS Kota Madiun, data diolah, 2023

Gambar 2. 8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
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Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan
untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan
menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil
Sakernas Agustus 2022 sebesar 6,39 persen. Hal ini berarti dari 100 orang
angkatan kerja, terdapat sekitar delapan orang penganggur. Pada Agustus 2022,

TPT mengalami penurunan sebesar 1,76 poin dibandingkan Agustus 2021.
Tabel 2. 8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angkatan Kerja 96.439 96.815

- Bekerja 88.580 90.627

- Pengangguran 7.859 6.188
Bukan Angkatan Kerja 47.780 48.005
Penduduk Usia Kerja 144.219 144.820

Sumber : BPS Kota Madiun, data diolah, 2023

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun ini masih merupakan akibat dari
pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan, salah satu
fenomenanya adalah banyak terjadi pemutusan hubungan kerja yang
menyebabkan jumlah pengangguran masih tinggi. TPT laki-laki sebesar 9,85
persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 2,30 persen. Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Bulan Agustus 2022 menurut jenis kelamin memiliki
pola yang sama dengan TPT Agustus 2021, dimana TPT laki- laki lebih besar dari
TPT perempuan. Dibandingkan Agustus 2021, TPT laki- laki dan perempuan turun

masing-masing sebesar 0,03 persen poin dan 3,92 persen poin.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat
tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai
kemampuan, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor
produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses
pembangunan. Adapun persentase penduduk miskin yang lazim disebut tingkat
kemiskinan, yakni penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita
perbulan di bawah garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di Kota Madiun secara umum menunjukkan
perkembangan yang fluktuatif masih dipicu oleh adanya Pandemi COVID-19 yang
berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Berdasarkan data yang
dirilis BPS Kota Madiun, persentase penduduk miskin Kota Madiun Periode Maret
Tahun 2022 sebesar 4,76 persen dengan garis kemiskinan apabila dibandingkan
pada periode tahun 2021, maka terjadi penurunan sebesar 6,29 persen atau
sekitar Rp 37.211,00 dimana Garis Kemiskinan Tahun 2021 berada pada level Rp
514.409,00 perkapita perbulan dan pada Tahun 2022 mencapai Rp 551.620,00

perkapita perbulan.
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Tabel 2. 9 Profil Kemiskinan Tahun 2022 Kota Madiun

Garis Kemiskinan Penduduk Miskin
Tahun (Rp/Kapita/Bulan) Jumlah Persentase
2018 446.525,00 7.920 4,49
2019 478.304,00 7.690 4,35
2020 497.628,00 8.830 4,98
2021 514.409,00 9.060 5,09
2022 551.620,00 8.490 4,76

Sumber : BPS Kota Madiun, data diolah, 2023

Pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakan
pembangunan oleh pemerintah. Berbagai upaya nyata diberbagai bidang telah
dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun mulai dari program penanggulangan
kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat serta
pemberdayaan usaha kecil. Hal ini berdampak pada jumlah penduduk miskin di
Kota Madiun yang mengalami penurunan.
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Sumber : BPS Provinsi Jatim, data diolah, 2023

Gambar 2. 9 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Tahun 2022 (Ribu Jiwa)
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2.2 Capaian Kinerja Tujuan Sasaran Kota Madiun Tahun 2022

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam perubahan RPJMD Kota
Madiun 2019-2024 menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Secara umum
terdapat perubahan tujuan dan sasaran pembangunan dalam dokumen
perubahan RPJMD 2019 - 2024. Tujuan pembangunan mengalami perubahan
dari yang sebelumnya terdapat empat tujuan menjadi lima tujuan dengan narasi
yang berubah. Tambahan 1 tujuan tersebut adalah Terwujudnya Stabilitas
Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif. Selanjutnya sasaran
pembangunan mengalami perubahan dari 14 menjadi 11 sasaran. Perubahan
tersebut sejalan dengan refocusing pembangunan sesuai dengan perkembangan
kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terkini.

Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran
menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat
pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Wali Kota Terpilih. Berangkat
dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan capaian Visi, Misi, Tujuan, dan

Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini :

Tabel 2. 10 Capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Madiun Tahun 2022

Misi/ Kondisi Tahun 2022
. q N o q
';:.;1;::!{ Indikator Kinerja Satuan Awal 2021 Target Realisasi % Capaian
Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

T.1 Terwujudnya IT1.1 | Indeks Indeks (B) 65,55 (B) 68 (B) 101,85%
tata kelola Reformasi 69,26
pemerintahan Birokrasi
yang baik,
bersih, dan
profesional
yang
berorientasi
pada
pelayanan
publik
berbasis
smart cities

S.1 Meningkatnya IS1.1 Nilai Skor BB (70,01) BB (71) BB 108,66%
akuntabilitas Akuntabilitas (77,15)
penyelenggara Kinerja
an pemerintah Pemerintah
daerah Kota

Madiun
(AKIP)
IS1.2 Nilai Laporan | Skor 3,3805 Tinggi 2,98 87,39%
Penyelanggar (sedang) (sedang)
aan
Pemerintah
Daerah
(LPPD)
IS1.3 | Indeks Indeks 3,06 2,83 2,86 100,35%
Sistem (baik) (baik)
Pemerintaha
n Berbasis
Elektronik
(SPBE)

S.2 Meningkatnya | IS2.1 | Indeks Indeks 86,456 86,50 86,964 100,54%
kualitas Kepuasan (baik) (baik) (baik) 100,54%
pelayanan Masyarakat
public (IKM)

Pemerintah
Kota Madiun
IS2.2 | Indeks Indeks 62,08 55,6 53,96 97,1%
Inovasi
Daerah
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M.iSi/ . . . Kondisi b AT o .
’;ujuan/ Indikator Kinerja Satuan Awal 2021 Target Realisasi %o Capaian
asaran
Misi 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan
T.2 Terwujudnya IT2.1 | Indeks Indeks 89,40 88,19 90,33 102,43%
Pembangunan Kenyamanan
infrastruktur Kota (livable
Kota yang city)
Maju,
berwawasan
lingkungan
dan
berkelanjutan
S.3 Meningkatnya IS3.1 Indeks Indeks 97,99 98,25 98,27 100,01%
kualitas infrastruktur
layanan
infrastruktur
kota
S.4 Meningkatnya IS4.1 Indeks Indeks 58,99 57,77 58,13 100,62%
kualitas Kualitas
lingkungan Lingkungan
hidup Hidup
Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun
T.3 Terwujudnya IT.3. Indeks Indeks 81,25 81,70 82,01 100,38%
Pembangunan | 1 Pembanguna
Sumber Daya n Manusia
Manusia yang | IT.3. Indeks Indeks 94,42 94,44 94,57* 99,98%*
berkualitas 2 Pembanguna
dan berdaya n Gender
saing
S.5 Meningkatnya IS5.1 Harapan Tahun 14,40 14,41 14,43 100,13%
kualitas Lama
pendidikan Sekolah
Masyarakat [S5.2 Rata-rata Tahun 11,39 11,39 11,67 104,66%
Lama
Sekolah
S.6 Meningkatnya IS6.1 Angka Tahun 72,83 72,83 73,13 100,41%
Derajat Harapan
kesehatan Hidup
masyarakat
S.7 Meningkatnya IS7.1 Indeks Indeks 77,18 77,18 76,75* 99,44%*
Pemberdayaan Pemberdayaa
Gender n Gender
Misi 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
T.4 Terwujudnya IT4.1 | Indeks Indeks 6,69 6,40 6,87* 107,34%*
Pembangunan Pembanguna
ekonomi n Ekonomi
inklusif Inklusif
S.8 Menurunnya 1S9.1 Tingkat % 8,15 5,74 6,39 88,67%
tingkat Penganggura
pengangguran n Terbuka
terbuka
S.9 Meningkatnya IS8.1 Persentase % 10,16 10,16 7,98** 78,54%**
Pertumbuhan pertumbuhan
dan PDRB sektor
perkembangan perdagangan
ekonomi IS8.2 Persentase % 11,32 11,32 21,57** 190,54%**
pertumbuhan
PDRB sektor
jasa
T.5 Terwujudnya IT5.1 | Indeks Indeks 78,74 77,05 81,25 105,45%
Pemerataan Ketentrama
Kesejahteraan n
dan Stabilitas | IT5.2 | Indek Gini Indeks 0,345 0,37 0,398 92,43%
Kehidupan
Sosial
Masyarakat
S.10 Pengurangan IS10. | Angka % 5,09 5,07 4,76 106,11%
Kemiskinan 1 Kemiskinan
S.11 Meningkatnya IS11. | Indeks Indeks B skor 74,36 B skor B skor 101,72
stabilitas 1 Kerukunan (Harmonis) 74,40 74,40
kehidupan (Harmonis) | (Harmoni
sosial s)
masyarakat IS11. Indeks rasa Indeks 81,00 76,2 82,18 107,84%
2 aman

Sumber: Tim Penyusun LKPJ Kota Madiun, data diolah, 2023
*Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara IT : Indikator Tujuan
IS : Indikator Sasaran
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Tujuan 1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan

profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities

IT 1.1 Indeks RB Kota Madiun

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari perdoman tersebut
dari pedoman evaluasi tahun sebelumnya adalah penekanan pada hal-hal yang
bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis holistik.

Evaluasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanan program reformasi
birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang
bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang
mampu memberika pelayanan publik yang semakin membaik. Selain juga untuk
memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi

birokrasi.

70
69 P

68 /
67 67,34 /

66 /I~

65 / \ 66,25

64 / ~N——
63 / 65,55
62
61
60 //
/

69,26

2018 2019 2020 2021 2022

Sumber : Inspektorat Kota Madiun, Kementerian PANRB, 2022

Gambar 2. 10 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kota Madiun Tahun 2018-2022

Berdasarkan Grafik 4.0 diatas Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota
Madiun dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan, sedangkan
di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan PMPRB Tahun 2020 terdapat
perbedaan dalam komposisi penilaiannya, jika dulu hanya terdiri dari 2 komposisi
yaitu Faktor Pengungkit (60%) dan Hasil (40%), tapi di tahun 2020 terdapat
perubahan di komposisi Faktor Pengungkit sebagai berikut:

e Mandatory (20%): poin-poin penilaian dalam mandatory adalah poin-poin
penilaian dalam faktor pengungkit yang lama, bedanya jika dulu bobotnya
60% sekarang berubah menjadi 20%.
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Kewajiban K/L (10%): adalah penilaian oleh Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah yang hasilnya antara lain Penilaian Arsip (oleh lembaga
kearsipan), indeks kinerja penyerapan anggaran (oleh Kemenkeu), Indeks
Pengelolaan Aset (oleh Kemenkeu), Indeks APIP (oleh BPKP), Indeks SPIP (oleh
BPKP), dsb.

1. Reform (30%): hasil perubahan yang sudah dicapai oleh perangkat daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pendayagunaan Aparatur
Negara Tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Madiun
adalah 69,26 kategori “B” dengan capaian kinerja sebesar 103,37%. Rincian hasil

evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022

A. Komponen Pengungkit

I. Pemenuhan 20,00 13,61
II. Hasil Antara Area Perubahan 10,00 6,79
III. Reform 30,00 16,19
Total Komponen Pengungkit 60,00 36,59
B. Komponen Hasil
1. |Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 10,00 8,40
2. [Kualitas Pelayanan Publik 10,00 9,13
3. [Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 8,54
4. [Kinerja Organisasi 10,00 6,60
Total Komponen Hasil 40,00 32,67

Sumber : Kementerian PANRB, 2023
Sedangkan untuk Hasil Antara dari masing-masing leading sector adalah

sebagai berikut :

Tabel 2. 12 Hasil Antara Penilaian Reformasi Birokrasi dari Kementerian/Lembaga

Sistem Merit 0-400 130,50

2. ASN Profesional 0-100 47,39 48,33 BKN

3. Sistem Pemerintahan 1-5 3,06 2,86 Kementerian PANRB
Berbasis Elektronik (SPBE)

4. Kualitas Penegelolaan 0-100 23,79 65,60 LKPP
Pengadaan Barang dan Jasa

5. Kualitas Pelayanan Publik 0-5 4,17 4,36 Kementerian PANRB

6. Kapabilitas APIP 0-5 1 3 BPKP

7. Maturitas SPIP 0-5 3 3 BPKP

8. Kepatuhan terhadap Standar 0-100 78,47 74,52  Ombudsman RI
Pelayanan Publik

9. Kualitas Pengelolaan Arsip 0-100 59,01 79,06  ANRI

10. Reformasi Hukum 0-100 - 66,80  Kementerian Hukum

dan HAM
Sumber : Kementerian PANRB, 2023
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Dari tabel diatas dapat dilihat, jika dibandingkan dengan tahun 2021,

terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara ditahun 2022 yaitu system

merit, ASN Profesional, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Kualitas

Pelayanan Publik, Kapabilitas APIP, dan Kualitas pengelolaan arsip. Meskipun

Sistem Pemerintahan Berbasis ELektronik (SPBE) dan Kepatuhan terhadap

Standar Pelayanan Publik mengalami penurunan dari hasil penilaian tahun 2021.

Namun penilaian hasil antara Pemerintah Kota Madiun yaitu Reformasi Hukum

menunjukkan hasil yang cukup baik dengan nilai sebesar 66,80. Sehingga secara

keseluruhan hasil antara Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2022 mengalami

peningkatan yang signifikan. Capaian dari komponen hasil Pemerintah Kota
Madiun adalah :

- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 0-100 85,42

Tabel 2. 13 Capaian Komponen Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi

- Opini BPK Opini WTP BPK

- Nilai SAKIP 0-100 77,15 Kementerian PANRB

?ﬁg{ell)()s Persepsi Kualitas Pelayanan Publik 0-100 9199 Kementerian PANRB

SPI Eksternal oleh KPK

- Survei Internal Organisasi 0-100 85,12 SPI Internal oleh KPK
Sumber : Kementerian PANRB, 2023

Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1.

Kemauan dan komitmen politik yang kuat, mulai dari  pimpinan

tertinggi sampai dengan tingkat terendah

. Kesamaan persepsi dan tujuanmulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan

tingkat terendah

Konsistensi dan keberlanjutan, karena reformasi birokrasi merupakan
proses panjang dan berkelanjutan

Ketersediaan dana/anggaran, untuk melaksanakan program dan

kegiatan reformasi birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan pegawai

Dukungan masyarakat, berupa partisipasi masyarakat dan sistem kontrol

dari berbagai unsur masyarakat

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan

Pemerintah Kota Madiun adalah :

1.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah masih belum

dilaksanakan dengan optimal

. Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap program/kegiatan RB dan

role model (agent of change) di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat
daerah sehingga belum sepenuhnya berhasil menciptakan inovasi-inovasi

yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan
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. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kota

Madiun masih rendah

Belum adanya evaluasi mengenai kemampuan struktur organisasi untuk
adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis

Sistem pola karir (career path) pegawai yang ada belum sepenuhnya berbasis
hasil kerja/prestasi kerja

Belum efektifnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Belum semua unit pelayanan publik yang ada memiliki dan menerapkan
Maklumat Layanan (Service Level Agreement) sebagaimana yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan

budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Madiun

telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1.

Melakukan bimbingan teknis peningkatan kapasitas agen perubahan di
tahun 2022.

Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi agen
perubahan pada perangkat daerah.

Melakukan identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang
tumpang tindih, tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat dengan
kebijakan lainnya dari tahun 2001 sampai dengan 2021.

Melaksanakan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan
sistem merit diantaranya assessment pegawai, penyusunan Human Capital
Develomment Plan (HCDP) dan pememtaan talenta pegawai.

Melakukan pembinaan dan pendampingan inovasi pelayanan publik dalam
rangka menciptakan inovasi-inovasi yang bisa dimanfaatkan dalam
pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Madiun telah melakukan Peyetaraan Jabatan Administrasi
ke dalam Jabatan Fungsional sebanyak 166 Pejabat Struktural dan telah
dilantik pada tanggal 31 Desember 2021 dalam rangka menindaklanjuti
Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang langkah konkrit
Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan menteri PANRB Nomor 28 Tahun
2019 tentang Penyetaraan Jabatan Adminisrasi ke dalam Jabatan
Fungsional.

Pelaksnaan pembangunan zona integritas dengan mengusulkan unit kerja
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Puskesmas
Demangan dan Puskesmas Sukosari di tahun 2022.

Melaksanakan survey Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi
secara Mandiri dalam rangka pembangunan zona integritas pada unit

pelayanan publik.
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Melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) tiap tahun sekali yang
hasilnya digunakan sebagai perbaikan kualitas pelayanan kepada
masyarakat

Menindaklanjuti Lapran Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021 sebagai bentuk
penguatan manajemen kinerja sektor publik.

Melakukan pengembangan aplikasi dengan mengintegrasikan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi. Untuk
tahun 2022 ini telah direalisasikan Dashboard Manekin yaitu dashboard
yang berisikan manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
yang terdiri dari aplikasi e-kak, sipd, mskp dan e-sakip. MSKP juga
merupakan aplikasi pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di

Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Dashboard Manekin

MANAJEMEN KINERJA KOTA MADIUN
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Sumber : Aplikasi Manajemen Kinerja, 2023

Gambar 2. 11 Realisasi Dashboard Manekin Tahun 2022

Melakukan Refreshment dan Pelatihan Awareness SNI ISO 9001:2015 dan
SNI ISO 37001:2016 kepada pegawai Sekretariat Daerah Kota Madiun. Dan
diperolehnya Sertifikasi [SO yaitu SNI ISO 9001:2015 terkait
management Quality System-Requirement dan SNI ISO 37001:2016 tentang
Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Sekretariat Daerah Kota Madiun
dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.

Penguatan kebijakan pengawasan internal dengan melakukan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia pada Perangkat daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi
Jawa Timur yaitu dengan mengadakan bimbingan teknis Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah.

Memberikan pembinaan dan panduan dalam rangka pengisian LHKASN

pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.



- 30 -

Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

IS 1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka
telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Madiun oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau
pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam
rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented
government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Adapun komponen-komponen penilaian SAKIP yaitu :
1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 %
4

Evaluasi Internal dengan bobot 25%

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor : 38
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 33
Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022
bahwa guna mengintregasikan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun
anggaran terdapat beberapa penyesuaian target indikator salah satunya yaitu
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun dimana dalam RPJMD
dengan target 76 disesuaikan menjadi 71. Hal ini dilakukan dengan dasar
berdasarkan kenaikan capaian atas nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota
Madiun pada tahun 2021 sebesar 0,96. Selain itu telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
mana terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria
penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi

akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.
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Tabel 2. 14 Hasil Penilaian Pemerintah Kota Madiun

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja 30 23,16

Pelaporan Kinerja 15 11,49

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 16,83

Nilai Hasil Evaluasi 100 77,15
ingkat Akuntabilitas Kinerja BB

Sumber : Kemenpan RB, 2023

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Tanggal 6 Desember 2022 Nomor : B/1071/AA.05/2022
perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Tahun 2022, hasil evaluasi Pemerintah Kota Madiun mendapatkan nilai
77,15 dengan Predikat BB tercapai 101,51% dari target RPJMD sebesar 76.
Secara umum perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun
cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. ”"Nilai Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kota Madiun” selama kurun waktu S (lima) tahun berturut-turut sejak
tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 capaian kinerjanya mengalami kenaikan.
Namun hasil evaluasi tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan hasil
evaluasi tahun — tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat
perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.
Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas

kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

2018 2019

Sumber : Kemenpan RB, 2023

Gambar 2. 12 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2022
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Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penetapan RPJMD Perubahan dan Penetapan RENSTRA Perangkat
Daerah Perubahan ;

2. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja pada
Perangkat Daerah mulai dari Kepala Perangkat Daerah sampai dengan
Pelaksana dan penandatanganan Perjanjian Kinerja ;

3. Melakukan pendampingan penyusunan RENSTRA Tahun 2019-2024 beserta
dokumen perencanaan masing-masing Perangkat Daerah dengan pendekatan
yang menggambarkan tingkat keberhasilan yang ingin dicapai dan keterkaitan
dengan sasaran RPJMD serta tupoksi,untuk penyusunan lebih lanjut sesuai
regulasi, bersamaan dengan review RPJMD dan RENSTRA tentang
implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang berlaku secara
serentak bagi pemerintah daerah ;

4. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Pohon Kinerja Perangkat
Daerah berdasarkan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Perubahan
2019-2024 ;

5. Perencanaan penganggaran untuk kedepan akan difokuskan pada prioritas
pencapaian tujuan dan sasaran ;

6. Saat ini sedang dilakukan restrukturisasi skema dan esakip ;

7. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan LKj Perangkat Daerah
Tahun 2021 yang dilaporkan Tahun 2022, dengan penekanan pada analisis
terhadap capaian kinerja serta rencana aksi/tindak lanjut tahun berikutnya,
cascading dan peta proses bisnis Perangkat daerah ;

8. Meningkatkan kapasitas evaluator dengan akan dilakukannya BIMTEK bagi
evaluator, melakukan pendampingan dengan Inspektorat Provinsi/Biro

Organisasi, dan study banding ;

9. Melakukan pengembangan aplikasi dengan mengintegrasikan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi. Untuk
tahun 2022 ini telah direalisasikan ashboard Manekin yaitu dashboard yang
berisikan manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang
terdiri dari aplikasi e-kak, sipd, mskp dan e-sakip. MSKP juga merupakan
aplikasi pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah

Kota Madiun.
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IS 1.2 Nilai Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah

Nilai Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah adalah laporan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang
dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran
pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD
menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk
itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci
(IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi
capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam
menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan
pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.
Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh

Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

Nilai EKPPD Tahun 2022 terhadap hasil LPPD tahun sebelumnya
diumumkan terakhir kali pada tahun 2020, maka pada tahun 2021 dan 2022 data
yang disajikan masih menggunakan data tahun 2020 yaitu memperoleh Status
Kinerja Sangat Tinggi dengan Skor 3,3805 akan tetapi jika dikonfersikan dengan
perhitungan penilaian yang terbaru skor nilai 3,3805 mendapatkan kualifikasi
kinerja Sedang yaitu di antara 2,610-3,400 dan untuk nilai tinggi berada diantara
skor nilai 3,400-4,200 dan sekor sangat tinggi berada pada skor dengan nilai
diatas 4,200. Evaluasi Kinerja Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
daerah baik secara keseluruhan (Kinerja Makro) maupun keberhasilan
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menarik menjadi kewenangan daerah.
Evaluasi Kinerja Makro dilakukan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian

kinerja indikator, sebagai berikut :

Tabel 2. 15 Indikator Kinerja Makro

NO INDIKATOR KINERJA MAKRO BOBOT INDIKATOR
1 Indeks Pembangunan Manusia 20%
2 Angka Kemiskinan 20%
3 Angka Pengangguran 15%
4 Pertumbuhan Ekonomi 10%
5 Pendapatan Perkapita 15%
6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 20%
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Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan
untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan
mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Dilakukan dengan
menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan
pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerinta daerah yang diatur
dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
yang meliputi 105 IKK outcome, 488 IKK Output dan 18 IKK Fungsi Penunjang.

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019  Tahun 2020

Sumber : Bapppeda Kota Madiun, 2022

Gambar 2. 13 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun 2020
Meraih nilai 3,3805 dengan predikat Sangat Tinggi (penilaian perhitungan lama).
Hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang memperoleh nilai
3,3056. Sedangkan di Tahun 2018 yang memperoleh nilai 3,2399 dan Tahun 2017
termasuk dalam kategori peringkat dan status kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang tidak ditampilkan (N/A, Not Available). Dan di Tahun
2016 skor 3,2055. Capaian kinerja indikator Nilai Laporan Penyelanggaraan
Pemerintah Daerah adalah 100%. Hal ini merupakan bukti adanya partnership
yang sangat baik antar stakeholder antara pemerintah eksekutif dengan legislatif

dan juga partisipasi dari masyarakat.

IS 1.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada
Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang
berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan
berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan

keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
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Sedangkan pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur
tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada instansi pusat dan
pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.
pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan
(maturity level) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang

direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.

Pemerintah Kota Madiun

\._—_—_&______._\\.

Sumber : Kemenkominfo, 2023
Gambar 2. 14 Indeks SPBE Kota Madiun

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka Nilai indeks SPBE
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022 sebesar 2,86 dengan predikat BAIK. Nilai
ini turun jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang memperoleh nilai 3,06
(Baik). Sedangkan di Tahun 2019 yang memperoleh nilai 2,82 (baik) dan Tahun
2018 memperoleh nilai 3,16 (Sangat Baik). Untuk penilaian Indeks SPBE Tahun
2020 dikarenakan dengan adanya pandemi Covid-19 diutamakan untuk Daerah
atau Kabupaten/Kota yang Indeks SPBE nya masih bernilai rendah, sehingga
untuk tahun 2020 ini Pemerintah Kota Madiun tidak dilakukan evaluasi SPBE.

Faktor pendorong :

1. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan
penyelenggaraan SPBE

2. Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat, yang mendorong
penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif,
inovatif, dan akuntabel

3. Tersedianya anggaran yang ada untuk mendukung pelaksanaan peningkatan

kualitas insfrastruktur jaringan internet Pemerintah Kota Madiun
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. Dukungan kepala daerah dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota

Madiun

. Tersedianya layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang

saling terintegrasi

. Tersedianya layanan Publik Berbasis Elektronik dalam meningkatkan

pelayanan yang berkualitas dan terpercaya

Tersedianya infrastruktur dan jaringan TIK yang memadai

Faktor Penghambat :

1.

2.

Proses dokumentasi sistem informasi yang belum optimal

Belum otimalnya integrasi layanan aplikasi (integrasi masih belum terlihat

dilakukan secara menyeluruh)

. Kompetensi SDM TIK belum mencukupi sesuai kebutuhan

. Dengan adanya pemerataan akses jaringan internet di wilayah Kota Madiun

diperlukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan jaringan internet yang lebih

optimal

Adapun upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mencapai tingkat

kematangan (maturity level) penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1.

Melaksanakan proses dokumentasi sistem informasi dengan rapi dan

terstruktur

. Meningkatkan integrasi pada layanan administrasi pemerintahan dan

layanan publik berbasis elektronik

. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfrastruktur TIK

. Meningkatkan sinergitas seluruh perangkat daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Madiun dalam penerapan SPBE

Ketersediaan akses internet yang merata tentunya tidak terlepas dari

pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi (TIK). Dalam

rangka pemerataan akses internet di seluruh wilayah Kota Madiun, Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Madiun melakukan pemerataan penyediaan

akses internet antara lain:

1.

Menyediakan akses internet gratis pada Seluruh kantor pelayanan pemerintah
Daerah Kota Madiun dan seluruh sekolah Negeri (SD-SMP) diwilayah Kota
Madiun

Menyediakan akses internet gratis bagi masyarakat, yang ditempatkan pada
Poskamling, Ruang terbuka hijau, lapak UMKM, dan fasilitas umum (fasum)

di lingkungan RT lainnya.
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Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
IS 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun

Dalam rangka menjaga kepercayaan dari masyarakat, salah satu upaya
yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan
melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan
mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survey Kepuasan
Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat
kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam
dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Kepuasan Masyarakat
dapat menggunakan metode dan teknik survey yang telah ditentukan dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dari hasil atas Survey Kepuasan Masyarakat akan dibuat suatu penelitian
dengan menggunakan analisis statistik atau metode tertentu. Dari hasil penelitian
ini diperoleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap masing- masing unit
penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Sehingga dapat diketahui kekurangan dari masing-masing unit tersebut yang
kemudian dapat diperoleh saran perbaikan terhadap peningkatan kualitas

pelayanan.

Pada tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Madiun
Nomor : 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun
Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun
bahwa terjadi penyesuaian target indikator yang mana pada RPJMD sebesar 83
disesuikan menjadi 86,50. Hal ini dilakukan karena berdasarkan kebutuhan atas
Indeks Kepuasan Masyarakat maka terjadi penambahan lokus untuk pelaksanaan
survey sehingga penyesuaian berdasarkan proyeksi dengan memperhitungkan

realisasi capaian kinerja Tahun 2021.
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Sumber : Bagian Organisasi, Setda Kota Madiun, 2023
Gambar 2. 15 Indeks Kepuasan Masyarakat

Trend Indeks Kepuasan Masyarakat mulai Tahun 2018 sampai dengan
Tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan di Tahun 2020
terdapat penurunan nilai yang dikarenakan kondisi nasional yaitu adanya
pandemi Covid-19 sehingga terdapat perubahan system pelayanan dan
penyesuaian dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan
survey yang dilakukan secara online. Sedangkan pada Tahun 2021 dan 2022
terjadi kenaikan nilai yang dipengaruhi oleh pembiasaan atas pemberlakuan new
normal dengan adanya pandemi covid-19 sehingga pemberian pelayanan ke
Masyarakat bisa dilakukan secara optimal. Namun Pemerintah Kota Madiun
melaksanakan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
pelayanan publik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
terutama di bidang pelayanan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai
berikut :

1. Melakukan asistensi dan monitoring terhadap penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

2. Melakukan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah
Kota Madiun ;

3. Melaksanakan dan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat
Kota Madiun, Tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Tingkat Nasional ;

4. Pemberian pengharagaan kepada unit pelayanan publik yang berprestasi

5. Melaksanakan pendampingan dan penyegaran ISO bagi Auditee dan Atuditor
dengan menjalin kerjasama dengan BSN (Nota Kesepahaman antar

Pemerintah Kota Madiun dengan Badan Standarisasi Nasional Nomor
20 ,/6/401.011 /2019
02/BSN/Mol/IV/201% tentang Pembinaaan dan Pengembangan Standarisasi dan

Penilaian Kesesuaian) ;
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6. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey
Kepuasan Masyarakat sehingga hasilnya lebih akurat ;

7. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey
Evaluasi Pelayanan Publik sehingga hasilnya lebih akurat ;

8. Melaksanakan Sertifikasi ISO/SNI bagi Unit Pelayanan Publik (tahun 2021
dilaksanakan pada 2 Unit Pelayanan Publik yaitu Sekretariat Daerah dan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

IS 2.2 Indeks Inovasi Daerah

Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif atau disebut Innovative
Government Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah
pusat yakni Menteri Dalam Negeri untuk menghargai dan mendukung usaha
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam melakukan Inovasi Daerah.
Innovative Government Award (IGA) bertujuan untuk memotivasi pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/ Kota guna meningkatkan inovasi dalam pelayanan

masyarakat. Penilaian tersebut berdasarkan kategorinya terdiri dari :

Tabel 2. 16 Indeks Inovasi Daerah

Kategori Rentang Skor
Sangat Inovatif 60,01 - 100,00
Inovatif 35,00 - 60,00
Kurang Inovatif 0.01 - 34,99
Tidak Dapat Dinilai 0

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2023

Bapelitbangda khususnya Sub Koordinator Inovasi dan Bangda Bidang
Litbang memiliki tanggung jawab dalam pencapaian Indeks Inovasi Daerah/ IID
yang dilakukan melalui input data inovasi pada SIM IGA Kemendagri. Dalam
RPJMD-P 2019-2023 IID tahun 2022 ditargetkan mencapai angka 2.086, namun
dengan adanya perubahan perhitungan indeks sebagaimana ketentuan dari
Kementerian Dalam Negeri, maka target tersebut dikonversikan menjadi 55,6.
Berdasarkan Pedoman Umum pelaksanaan IGA 2022 Kemendagri, IID dinilai
berdasarkan laporan inovasi yang di-input dan dilengkapi data dukung pada SIM
IGA Kemendagri. Adapun penilaian IID 2022 dihitung dengan melalui tahapan

penilaian dengan rumus :
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SPD = Y1 Skor Indikator Satuan Pemda ke — i
Skor Jumlah Inovasi = Jumlah Inovasi x 0,38

n
E (235, , Skor Indikator Satuan Inovasi ke i)Inovasi ke j
j=1

SID =
Skor Total = SPD + SID

— + Skor Jumlah Inovasi

Keterangan :
n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah
i adalah Nomor Indikator
j adalah Nomor Inovasi
SPD adalah Indikator Satuan Pemerintah Daerah
SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah

» Skor Indikator Jumlah Inovasi diperoleh dari Jumlah Inovasi dikalikan bobot
sebesar 0,38. Skor Maksimal Indikator Jumlah Inovasi adalah 76. Apabila
jumlah inovasi yang diperhitungkan lebih dari 200 inovasi maka akan dinilai
sebesar skor maksimal tersebut;

» Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Indikator Satuan Pemerintahan

Daerah (SPD) dengan Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).
Setelah didapatkan nilai Skor Total selanjutnya perhitungan Indeks Inovasi
Daerah dirumuskan dengan :

Skor Total

Indeks I i D h= 100
naeks fnovast paera Skor Total Maksimum x

Keterangan :
- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor
Maksimal Indikator Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dengan
Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID)
- Skor Total Maksimum adalah 250
- Skala IID adalah 0 s.d 100

Dengan proporsi aspek sebagai berikut :
- Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari:
1. 3 Variabel;
2. 15 Indikator; dan
3. Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20% dari 250).
- Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari:
1. S Variabel;
2. 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator

Jumlah Inovasi apabila maksimal senilai 76 atau 30,40%); dan
3. Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80% dari 250).

Tahun 2022, dalam pelaksanaan IGA 2022, Bidang Litbang Kota Madiun selaku
koordinator IGA 2022 di Kota Madiun melakukan beberapa hal seperti berikut:
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a. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis IGA 2022, dilaksanakan pada Rabu tanggal

2 Maret 2022 dengan menghadirkan narasumber dari unsur :

-  Pemerintah Kota Madiun : Bp.Wali Kota Madiun;

- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) : Adi Suhendra, M.Sosio;

- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)/ Balitbang Kemendagri :

Plh.Kepala BSKDN

b. Desk dan pendampingan, dilaksanakan desk sekaligus pendampingan kepada

Perangkat Daerah selama 3 hari di Bulan Agustus 2022.

c. Input data dan pelaporan inovasi

Pada SIM IGA Kemendagri dilakukan input data baik data profil pemerintah

Daerah (SPD) maupun Inovasi Daerah (SID) dengan hasil sebagaimana berikut :

Tabel 2. 17 Rekap Hasil Laporan IGA 2022

Data

Uraian Jumlah
jumlah inovasi yang dilaporkan 38
jumlah video 52
rata2 kematangan 106,39
perangkat daerah yang melaporkan 17
Bentuk Inovasi
- tata kelola pemerintahan 4
- layanan publik 32
- inovasi lainnya 10
total inovasi 51
Sumber : https://indeks.inovast.litbang.kemendagri.go.id/
diolah berdasarkan data yang termuat
https://indeks.inovasti.litbang.kemendagri.go.id/ capaian IGA 2022

dalam

yang

mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersaji

sebagaimana berikut :

Tabel 2. 18 Capaian IGA Kota Madiun Tahun 2020-2022

PELAPORAN INOVASI 2020 2021 2022
Inovasi Yang Dilaporkan 30 24 38
Jumlah Video 21 24 52
Rata-Rata Kematangan 63 112 106,39
Perangkat Daerah Yang Melaporkan 13 12 17
Total Inovasi 43 48 S1

BENTUK INOVASI _

Tata Kelola Pemerintahan 3 1 5
Inovasi YANBLIK 36 32 36
Inovasi Lainnya 4 15 10

Sumber :

https:/ /indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/
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Tujuan 2 Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang
Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

IT 2.1 Indeks Kenyamanan Kota (Livable City)

Dalam pembangunan dan perkembangan perkotaan, akan ada perubahan
dari waktu ke waktu. Akibatnya muncul isu perkotaan baik yang positif maupun
yang negatif. Dampak positif yang muncul akan meningkatkan kualitas hidup
masyarakatnya sedangkan dampak negatif akan menimbulkan permasalahan
pada suatu kota. Masalah yang muncul cukup beragam seperti kemacetan, polusi
lingkungan, tata kota yang tidak beraturan, maupun masalah sosial dan ekonomi.
Banyaknya isu permasalahan akan menyebabkan daya hidup suatu kota
berubah.

Perubahan yang terjadi cenderung berakibat pada daya hidup kota yang
menurun. Tidak terkecuali pada kota-kota di Indonesia juga Kota Madiun. Kota
Madiun memiliki sejarah perencanaan wilayah yang baik dan memiliki letak yang
strategis. Kondisi ini menjadi alasan penelitian tentang konsep livable city
terhadap karakteristik ruang Kota Madiun, yang bertujuan untuk
mengidentifikasi variabel, indikator, dan faktor yang mempengaruhi terbentuknya
Kota Madiun yang livable.

Untuk menghasilkan kota yang layak huni, maka karakteristik ruang
perkotaan yang berlaku harus memiliki standar daya hidup yang baik, dinamis,
saling berpengaruh, berintegrasi dan ramah bagi lingkungan serta penghuninya.
Konsep livable city bertujuan untuk menciptakan kondisi kota yang seimbang
dalam interaksi antara manusia dan lingkungannya. Berdasarkan hasil analisis
melalui penentuan kriteria dan tolok ukur tingkat livability di Kota Madiun,
ditemukan bahwa kawasan Kota Madiun masih memiliki tingkat daya hidup yang
baik, tetapi perlu lebih ditingkatkan lagi. Kondisi ini masih dikategorikan livable
dikarenakan perencanaan awal kawasan yang baik sehingga daya hidup Kota
Madiun masih dapat dipertahankan dan diharapkan berkelanjutan.

Kota yang livable membutuhkan indikator-indikator yang dapat menjadi
suatu ukuran dalam mencapai kota yang layak huni. Indikator diklasifikasikan
menjadi dua jenis, yaitu indikator umum dan khusus. Indikator yang bersifat
umum karena juga diterapkan di kota-kota besar dan metropolitan di Indonesia.
Sementara itu, indikator tambahan lebih bersifat khusus pada Kota Madiun
mengacu pada karakteristik kota.

Prinsip-prinsip dasar livable city :

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian

yang layak, air bersih, listrik),

2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi

publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/ibadah),
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3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan
berinteraksi,
4. Keamanan, Bebas dari rasa takut,
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya, 6. Sanitasi lingkungan
dan keindahan lingkungan fisik.
Indikator Umum
I. Sarana Prasarana
1. Ketersediaan Angkutan/ Transportasi
Kualitas Angkutan/ Transportasi
Kondisi Jalan
Pedestrian
Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
Kualitas Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

® N Ok WD

Kualitas Fasilitas Pendidikan
O. Listrik

10. Ketersediaan Air Bersih
11. Kualitas Air Bersih

12. Telekomunikasi
II. Ekonomi
Ketersediaan Lapangan Pekerjaan
1. Biaya Hidup
III. Penataan Kota dan Pengelolaan Lingkungan
1. Tata Kota
RTH
Kebersihan

Persampahan

a bk wNb

Pencemaran/ Polusi Udara dan Air
IV. Kehidupan Sosial

Kriminalitas

Ketersediaan Fasilitas Rekreasi

Kualitas Fasilitas Rekreasi

b

Akses Informasi Pelayanan Publik

5. Keamanan

Indikator Khusus
I. Sarana Prasarana
1. Kantong Parkir
2. Permukiman/ hunian/ tempat tinggal (kondisi sanitasi, indikator

kumuh, drainase,penerangan, ciri khas)
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3. Ketersediaan Fasilitas Diffabel dan Lansia

4. Desain fasilitas umum yang ramah anak, lansia,dan difabel

5. Jaringan Internet (WIFI)

II. Ekonomi

ITII. Iklim usaha/investasi dalam perekonomian skala kecil dan menengah
IV. Kehidupan Sosial

1. Interaksi Sosial bera toleransi/ kerukunan antar penduduk/agama

2 Ketersediaan Public Space/ Fasilitas Aktivitas Sosial

3. Kualitas Public Space/ Fasilitas Aktivitas Sosial

4 Komponen Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan (keterlibatan
seluruh elemen masyarakat termasuk perempuan dan lansia)

5. Event-event yang melibatkan dan menggerakkan masyarakat untuk
aktif

V. Pengembangan warisan budaya sebagai pemicu dalam pengembangan

variasi rekreasi, fasilitas sosial, tempat kuliner khas, dan museum

VI. Pemanaatan Sumber Daya Alam sebagai daya dukung lingkungan
VII. Kondisi Politik

VIII. Smart City

IX. Kualitas Hidup Penduduk

91
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Indeks Kenyamanan Kota (Livable City)

2019 2020 2021 2022

Sumber : Bapppeda Kota Madiun, data diolah, 2023

Gambar 2. 16 Indeks Kenyamanan Kota (Livable City)

Livable City Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2022 sebesar 90,33
dengan target 88,19. Sehingga capaian kinerjanya mencapai 102,43%. Sedangkan

di tahun 2021 realisasinya sebesar 89,4 dengan capaian kinerja 101,85%. Hal ini

menunjukan peningkatan capaian kinerja dari tahun ke tahun
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Sasaran 3 Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur Kota IS 3.1 Indeks
Infrastruktur

Kota yang baik adalah kota yang mempunyai infrastruktur yang memadai
dari segi jalan, akses air minum, sanitasi layak, ketersediaan listrik dan kulitas
akses internet dan telepon. Perhitungan Indeks infrastruktur dapat memberikan
gambaran sejauh mana infrstruktur di suatu daerah dapat dikatakan baik,
indeks infrastruktur dibentuk dari berbagai indikator yang diantaranya indikator
persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses
terhadap air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses tehadap
sanitasi layak, persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon
dan internet di daerah

Salah satu aset paling penting dalam pembangunan daerah adalah
infrastruktur. Secara umum kondisi infrastruktur di Kota Madiun cukup baik. Hal
ini diindikasikan oleh indeks infrastruktur Kota Madiun tahun 2021 sebesar
97,99%. Walupun secara target Indeks Intrastruktur tidak tercapai, tetapi jika
dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 96,85 maka mengalami

kenaikan sebesar 1,14 poin.

Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong :

1) Adanya keinginan masyarakat Kota Madiun agar sarana dan prasana
perkotaan representatif

2) Adanya aplikasi yang mewadahi pengaduan masyarakat sehingga
segera dapat ditangani

3) Adanya pembangunan berkelanjutan sehingga pembangunan merata
dan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat;

4) Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga
pelaksanaan konstruksi selesai tepat waktu sesuai kontrak yang
berlaku;

S5) Pemilihan penyedia jasa konsultasi dan jasa konstruksi yang tepat,
berkualitas dan kompeten sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan;

6) Adanya anggaran yang mencukupi sehingga dapat mendukung
pelaksanaan pembangunan.

7) Peningkatan pengawasan terhadap perusahaan yang berpotensi
sebagai penghasil limbah domestic;

8) Meningkatnya peran masyarakat pengurangan sampah dalam bentuk

Bank Sampah dan Zero Waste.

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain :

1) Kurangnya tenaga teknis yang berkompeten di bidang infrastruktur

2) Kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia penyedia dalam
proses penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan dalam kontrak

3) Kesadaran pengusaha dalam pengolahan limbah domestik yang
dihasilkan;
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4) Belum adanya IPLT (Ijin Pengolahan Limbah Tinja).
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan/ mempertahankan indeks
Infrastruktur adalah:

1) Melaksanakan seleksi terhadap mitra DPUPR/ stageholder pelaku
jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia telah
dipersyaratkan tenaga teknis yang memiliki kualifikasi tertentu,
sehingga tenaga yang berada di lapangan harus sesuai dengan dokumen
pemilihan dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan;

2) Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sarana dan
prasarana yang akan dibangun dan yang telah terbangun untuk
melakukan pemeliharaan secara berkala;

3) Merencanakan pembangunan dan mengalokasikan anggaran sesuai
prioritas.

4) Perlu dilakukan peningkatan dari sisi kuantitas dan kualitas kapasitas
lingkungan hidup diseluruh wilayah Kota Madiun. Sehingga dapat
meminimalisir dampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup
(perubahan iklim mikro, menyusutnya daerah serapan air,
berkurangnya sumber mata air, menurunnya kualitas air sebagai
akibatintensitas yang tinggi dalam peningkatan pembangunan
infrastruktur  Terwujudnnya  infrastruktur kota juga  harus
memperhatikan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.
Kualitas lingkungan hidup dapat diukur dengan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH).

Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup IS 4.1 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan
lingkungan hidup di Indonesia digunakan untuk menilai kinerja program
perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan
informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan
dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas
lingkungan hidup yang didasarkan pada data Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas
udara, Indeks Kualitas Tutupan lahan. Adapun pembobotan untuk setiap
indikator terdiri dari 30 % untuk pencemaran air, 30 % untuk pencemaran udara,
dan 40 % untuk tutupan hutan.

Berdasarkan pengukuran IKLH Kota Madiun menunjukkan perbaikan
dengan terus meningkatnya nilai indeks setiap tahun hingga pada tahun 2022
sebesar 58,13. Indeks Lingkungan Hidup terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks
Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan
Lahan (IKTL). Capaian IKA Tahun 2022 yaitu 50,00, IKU Tahun 2022 yaitu 84,17,
sedangkan IKTL Tahun 2022 yaitu 23,94.Perhitungan IKLH Tahun 2022

dilakukan denganmenggunakan formula: baru sebagai berikut :
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IKLH = (0,376 xIKA) + (0.405 xIKU) + (0.219 xIKTL)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Madiun Tahun 2021 yaitu
58,99 sedangkan nilai IKLH Kota Madiun di Tahun 2022 adalah 58,13, sehingga
apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan karena
terdapat penurunan target IKLH sesuai RPJMN 2020 - 2024 akan tetapi jika angka
tersebut melebihi target RPJMD Kota Madiun 2019-2024 yaitu 57,93. Angka
indeks ini menyimpulkan bahwa status lingkungan hidup Kota Madiun pada
Tahun 2022 berada dalam posisi “sedang”. Diharapkan setiap tahun Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup selalu mengalami peningkatan karena sebagai tolok
ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Madiun.

Faktor pendorong tercapainya IKLH Kota Madiun yaitu :
a. Adanya kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas air dan udara
b. Penambahan RTH yang menunjang peningkatan indeks kualitas lahan
Faktor penghambatnya yaitu :

a. Kemungkinan sumber pencemar pada badan air yang berasal dari luar Kota
Madiun yang berpeluang memberi kontribusi penurunan kualitas air
b. Penambahan jumlah kendaraan bermotor yang berpotensi menimbulkan

pencemaran udara

c. Pada awal tahun 2021 Kota Madiun mengalami banyak kegiatan pembaruan
struktur yang menyebabkan adanya penebangan pohon lindung tepi jalan,
sehingga nilai tutupan lahan karena tajuk vegetasi menjadi berkurang.

d. Kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup masih
kurang

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam Upaya menjaga
kualitas lingkungan di Kota Madiun yaitu :
a. Optimalisasi pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan

hidup

o

Optimalisasi penanggulangan pencemaran dan pemulihan kerusakan
lingkungan hidup

Optimalisasi penambahan RTH oleh OPD terkait

. Optimalisasi penanaman pohon lindung tepi jalan oleh OPD terkait

Optimalisasi pengelolaan sampah dan B3

M0oA 0

Optimalisasi pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dan tindak
lanjut pengaduan lingkungan hidup

g. Optimalisasi peningkatan kapasitas lingkungan hidup
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Tabel 2. 19 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH)

64,22 63,87 60,15 58,99 58,13

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2023

Hasil pengukuran IKLH Kota Madiun pada tahun 2018-2022
menununjukkan terjadi penurunan setiap tahunnya, penurunan tersebut sebagai
dampak kota madiun menjadi pusat perkembangan perekonomian, selain itu
terbitnya surat Kementerian LHK S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tentang
perubahan metodelogi perhitungan yang menjelaskan perubahan metodologi lama

dan metodologi baru, mengakibatkan semakin menurunkan nilai IKLH.

Tujuan 3 Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
dan berdaya saing

IT 3.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi
penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk
mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia
(masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat
mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,
pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat
(a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak
(decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat
dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka

kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan
Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya
(tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.
Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah
formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa
mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita
disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya

beli (purchasing power parity).
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Tabel 2. 20 IPM Kota Madiun

2017 72,48 14,20 11,10 15.415
2018 72,59 14,21 11,11 15.616
2019 72,75 14,39 11,13 16.040
2020 72,81 14,40 11,14 16.018
2021 72,83 14,41 11,37 16.095
2022 73,13 14,43 11,67 16.503

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Peningkatan pertumbuhan IPM tahun 2022 dipengaruhi oleh meningkatnya
seluruh indikator pembentuknya, baik indeks kesehatan, indeks pendidikan
maupun indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Dari sisi
kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup
hingga usia 73,13 tahun, lebih lama 0,3 tahun dibandingkan dengan mereka yang
lahir pada tahun sebelumnya. Sedangkan indikator pendidikan, untuk komponen
Harapan Laman Sekolah (HLS) tahun 2022 tercatat sebesar 14,43, lebih tinggi
0,13 persen dibanding sebelumnya yaitu 14,41, sedangkan komponen pendidikan
lainnya yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS 25thn+) tahun 2022 mencapai 11,67,
atau meningkat 2,63 persen dibanding tahun lalu. Indikator Pengeluaran per
Kapita yang disesuaikan pada tahun 2022 mencapai Rp. 16.503.000 atau
meningkat 2,53 persen disbanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.
16.095.000.

Gambar 2. 17 IPM Kota Madiun

Selama 2018 hingga 2022, IPM Kota Madiun terus mengalami peningkatan.
Hanya saja, peningkatan IPM terkecil terjadi di tahun 2020 disebabkan karena
pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan komponen
pengeluaran /kapita/tahun yang disesuaikan. Setelah intensitas Pandemi COVID-
19 berangsur menurun, geliat ekonomi memulih yang berpengaruh terhadap
besarnya kenaikan IPM Tahun 2021 dan 2022.

Pemulihan ekonomi sosial di tengah Pandemi COVID-19 membawa
pengaruh terhadap pembangunan manusia di Kota Madiun. Hal ini terlihat dari
peningkatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022
dibanding tahun- tahun sebelumnya. IPM Kota Madiun tahun 2022 sebesar 82,01
atau tumbuh 0,93 persen (meningkat 0,76 poin) dibandingkan capaian tahun

sebelumnya.
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Gambar 2. 18 Tingkat Kedudukan IPM Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Madiun pada tahun 2022 Kota
Madiun menduduki peringkat ketiga dari 38 (Tiga Puluh Delapan)
Kabupaten/Kota Se Jawa Timur dengan angka 82,01. Ini menunjukkan bahwa
upaya Pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan pembangunan manusia
cukup berhasil. Prestasi ini ditunjukkan dari predikat IPM Kota Madiun pada
Tahun 2022 masih bertahan menjadi IPM berkategori “sangat tinggi”. Walaupun
demikian, Pemerintah Kota Madiun tetap perlu meningkatkan kinerja
pembangunan manusianya
IT 3.2 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan
perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Perempuan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki. Semakin kecil
jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100, maka semakin
setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar
jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100, maka semakin
besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka
100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka Indeks Pembangunan
Gender (IPG), karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling

sempurna.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun dari Tahun ke Tahun

adalah sebagai berikut :
Tabel 2. 21 IPG Kota Madiun Tahun 2017-2022

NO. INSTANSI TAHUN INDEKS
1. Kota Madiun 2017 93,66
2. Kota Madiun 2018 93,47
3. Kota Madiun 2019 94,05
4. Kota Madiun 2020 94,38
5. Kota Madiun 2021 94,42
6. Kota Madiun 2022 94,57

Sumber : Dinsos PP, PA Kota Madiun, data diolah, 2023
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Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir IPG Kota Madiun mengalami
tren kenaikan walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2018. Indeks
terendah ada pada tahun 2018 sebesar 93,47 dan yang tertinggi ada pada tahun
2020 sebesar 94,38. Pada tahun 2021 dan 2022, IPG terus menunjukan
peningkatan hingga sebesar masing -masing 94,42 dan 94,57. Dengan terus
meningkatnya IPG Kota Madiun, menandakan Kinerja Pemerintah Kota Madiun
dalam kesetaraan gender yang dilaksanakan secara optimal. Tindak
lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian
kinerja adalah :

1. Mengoptimalkan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program
dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

2. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA

3. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai

kewenangan Dinsos PPPA

Sasaran 5 Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat
IS 5.1 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah
(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di
masa mendatang. Selama periode 2018 hingga 2022, HLS Kota Madiun
meningkat dari 14,21 tahun (2018) menjadi 14,43 tahun (2022) atau naik sebesar
0,22 tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif
bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2022, harapan lama
sekolah di Kota Madiun mencapai 14,43 tahun yang berarti bahwa anak-anak
usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2.
Pertumbuhan yang positif tersebut menjadi modal manusia penting untuk
mendukung pembangunan di Kota Madiun. Dengan kualitas sumber daya
manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses

pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.
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Gambar 2. 19 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Madiun

IS 5.2 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk
usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Indikator sasaran rata-
rata lama sekolah di Tahun 2022 terjadi penyesuaian target sebagaimana
tertuang dalam pada Peraturan Wali Kota Madiun Nomor : 38 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022 yang mana pada
RPJMD-P target rata-rata lama sekolah sebesar 11,15 dan pada RKPD Perubahan
telah disesuaikan menjadi sebesar 11,39. Hal ini dilakukan dengan

mempertimbangan proyeksi rata- rata lama sekolah dengan memperhatikan

realisasi rata-rata lama sekolah pada tahun 2021.

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

Gambar 2. 20 Rata-rata Lama Sekolah ( RLS) Kota Madiun
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka
meningkatkan dimensi pengetahuan pada IPM adalah :
1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan melalaui penyediaan

gedung sekolah yang representatif, bantuan laptop gratis, serta sarana

dan prasarana belajar mengajar
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2. Meningkatkan kualitas pendidikan

3. Meningkatkan Kualitas PAUD dan Pendidikan Dasar degan
pegembangan kurikulum dan melakukan pengelolaan Pendidikan

4. Meningkatkan pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga
kependidikan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan

calon guru yang mengikuti seleksi Pendidikan Profesi guru

Sasaran 6 Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat
IS 6.1 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup menunjukkan rata-rata tahun hidup yang akan
dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi angka
harapan hidup suatu daerah, maka menunjukkan semakin panjang pula tahun
hidup yang akan dijalani oleh bayi yang lahir di daerah itu pada kurun waktu
tersebut. Angka Harapan Hidup (AHH) juga merupakan alat untuk mengevaluasi
kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada
umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka harapan hidup warga Kota Madiun selalu mengalami peningkatan
dalam setiap tahun, dan hal tersebut akan selalu di dukung oleh perangkat
daerah terkait dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini
menunjukkan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya
termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program
pemberantasan kemiskinan sudah cukup baik di lingkungan Pemerintah Kota
Madiun.

Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur
panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode
Tahun 2018 hingga 2022, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan
hidup saat lahir dari 72,59 tahun (2018) menjadi 73,13 tahun (2022) atau naik
sebesar 0,54 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan

penduduk di Kota Madiun

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

Gambar 2. 21 Angka Harapan Hidupo di Kota Madiun
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Dari grafik dapat dilihat adanya tren kenaikan dari AHH di Kota Madiun,

dari Tahun 2018 ke Tahun 2022, hal tersebut disebabkan karena dukungan faktor

kesehatan berupa:

a. Pemantauan status kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan ibu
hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi
baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif dan
pelayanan kesehatan pada usia lanjut sudah dilaksanakan sesuai
dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.

b. Adanya skrining faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) pada
kelompok wusia produktif dan lansia, dimana adanya transisi
epidemiologi dimana penyakit tidak menular trennya meningkat
daripada penyakit menular sehingga dengan diadakannya skrining
faktor resiko PTM akan berdampak ditemukan sedini mungkin.

c. Peningkatan penemuan kasus pada penyakit menular untuk
pengendalian penularan dan penurunan mortalitas akibat penyakit.

d. Cakupan vaksinasi covid-19 di Kota Madiun yang tinggi pada tahun
2022 menyebabkan penyebaran covid-19 di Kota Madiun terkendali
sehingga kematian akibat covid-19 juga mengalami penurunan.

Faktor penghambat peningkatan AHH di Kota Madiun pada tahun 2022

antara lain:

. Masih ada kematian ibu sebanyak 1 orang ibu, sehingga Angka Kematian Ibu

(AKI) Kota Madiun tahun 2022 sebesar 42,42 per 100.000 kelahiran hidup

. Terdapat 10 kematian bayi dengan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 4,24

per 1.000 kelahiran hidup

. Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di masyarakat masih belum

berjalan optimal sehingga kasus DBD juga meningkat

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan AHH

pada tahun 2023 yaitu:

1.

Menurunkan Angka Kematian Ibu dengan berbagai upaya pelayanan

kesehatan untuk ibu hamil dan ibu bersalin

Menurunkan kematian bayi dan balita dengan berbagai upaya pelayanan
kesehatan untuk bayi dan balita

Menurunkan kematian karena penyakit menular dan tidak menular dengan
meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan pengendalian
penyakit tidak menular. Salah satunya dengan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) PSN untuk mencegah penularan penyakit DBD dan
meningkatkan skrining faktor risiko PTM pada usia produktif dan lansia.

Peningkatan pelayanan gizi masyarakat
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Sasaran 7 Meningkatnya Pemberdayaan Gender
IS 7.1 Indeks Pemberdayaan Gender

IDG atau Indeks Pemberdayaan Gender, menunjukkan apakah perempuan
dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG
menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di
bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas
terhadap sumber daya ekonomi. IDG terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di
parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan
perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi,
manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator
persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan
perempuan.

IDG di Kota Madiun pada Tahun 2018 sebesar 82,28, namun pada tahun
2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Tahun 2018 menjadi
77,07 pada Tahun 2019. IDG Kota Madiun pada Tahun 2019 yang menurun
tersebut dipengaruhi oleh persentase keterwakilan anggota perempuan di DPRD
Kota Madiun yang kurang dari 30% dari total jumlah anggota DPRD Kota Madiun.

Pada Tahun 2020, IDG mengalami kenaikan menjadi 77,18 yang
menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota
Madiun menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari tahun sebelumnya,
sedangkan untuk Tahun 2021 terjadi penurunan kembali menjadi 76,75, hal ini
dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid 19 dimana peranan perempuan dalam
pengambilan keputusan sangat dimungkinkan berkurang, selain itu juga kondisi
perekonomian secara keseluruhan juga menurun sehingga Distribusi Pendapatan
antara laki-laki dan perempuan terjadi ketimpangan. IDG Tahun 2022 belum ada

rilis resmi dari Badan Pusat Statistik baik dari Badan Pusat Statistik Pusat

maupun Daerah
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Gambar 2. 22 IDG di Kota Madiun
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Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka

mencapai IDG Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai

pembangunan yang dilakukan melalui strategi :

a.

Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan
tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai
tahapan, proses, dan bidang pembangunan melalui sosialisasi maupun
pembinaan

Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
di berbagai program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan
gender melalui sosialisasi maupun pembinaan kepada masyarakat
maupun dunia usaha

Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
di berbagai program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan
gender melalui sosialisasi maupun pembinaan kepada masyarakat

maupun dunia usaha

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

yang dilakukan melalui strategi:

a.

C.

Peningkatan pemahaman tentang tindak kekerasan terhadap perempuan
serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai

tindak kekerasan melalui sosialisasi maupun pembinaan

. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum

terkait kekerasan terhadap perempuan,;

Peningkatan efektivitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan

Ketiga, mengingkatkan kapasitas kelembagaaan PUG dan kelembagaan

perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Strategi untuk

meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain untuk :

a.

Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan

kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;

. Pelaksanaan review dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-

undangan agar berspektif gender;

Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penanganan tindak kekerasan

. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak

hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG;

. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan

tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
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f. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data
terpilah;

g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.

Tujuan 4 Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif
IT 4.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur
dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik
pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan
Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek
pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan
kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator

pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. Pilar tersebut yaitu :

1) PILAR 1 : Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi menjadi landasan
fundamental untuk menciptakan dan mempeluas kesempatan ekonomi dan
kesempatan kerja, dan pada akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi yang
inklusif.

a. Sub-Pilar 1.1 : Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak
sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi
menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari- hari
di masyarakat. Dengan indikator :

- Pertumbuhan PDRB rill per kapita

- Share manufaktur terhadap PDRB

- Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nominal

b. Sub-Pilar 1.2 : Kesempatan Kerja

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi
ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah,
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat.
Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat

produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi. Dengan

indicator :
- Tingkat kesempatan kerja
- Persentase Penduduk Bekerja Penuh

- Persentase tenaga kerja dengan tingkat Pendidikan menengah ke atas
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c. Sub-Pilar 1.3 : Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi
sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya
berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan
infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target
pertumbuhan. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukungan yang
dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari

tingginya pertumbuhan ekonomi. Dengan indikator :

- Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN
- Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam
- Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang

2) PILAR 1 : Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Karena
pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi
ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender,
maupun wilayah harus dihapuskan.
a. Sub-Pilar 2.1 : Ketimpangan
Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya
pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi
pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan. Dengan indicator :
= Rasio Pendapatan Gini
= Sumbangan Pendapatan Perempuan
= Rasio Rata-rata pengeluaran Rumah Tangga Desa dan Kota
b.Sub-Pilar 2.2 : Kemiskinan
Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi
yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan

yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan. Dengan

indicator :
- Persentase penduduk miskin
- Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari

3) PILAR 1 : Perluasan Akses dan Kesempatan

Memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap
penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif serta memberikan
kesempatan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang adil dan
berkualitas. Sub-Pilar 3.1 : Kapabilitas Manusia

Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia
yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi
pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Dengan indikator :

= Angka Harapan Lama Sekolah

= Persentase Balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap

= Persentase penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan
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b. Sub-Pilar 3.2 : Infrastruktur Dasar

Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah
pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat
yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan
akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan. Dengan
Indikator :

= Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak

= Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri

c. Sub-Pilar 3.3 : Keuangan Inklusif

Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas
mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.
Dengan Indikator :

= Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk usia produktif

= Rasio kredit perbankan UMKM

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Tahun 2019 s.d. 2021

6,9
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Gambar 2. 23 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tahun 2019-2021

Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan
indikator baru di RPJMD Kota Madiun yang baru ditargetkan di tahun 2022
sebesar 6,40, realisasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif pada Tahun 2022
belum rilis dari Bappenas sehingga angka IPEI Kota Madiun belum bisa diukur
mengalami kenaikan atau penurunan. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan
Ekonomi Inklusif (IPEI) Kota Madiun tahun 2021 sebesar 6,87 yang tergolong
kategori memuaskan. Untuk tahun 2021 Kota Madiun mendapat nilai untuk tiga
pilar yaitu:

1. Pilar 1 pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di daerah mendapat
nilai poin 6,16 (tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kota Kediri)

2. Pilar 2 pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di daerah
mendapatkan nilai poin 6,79 (tertinggi ketiga setelah Kabupaten Sumenep
dan Kabupaten Mojokerto)

3. Pilar 3 perluasan akses dan kesempatan di daerah (tertinggi kedua setelah
Kota Blitar)
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Sasaran 8 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
IS 8.1 Tingkat Pengangguran terbuka

Pengangguran Terbuka atau sering juga disebut pengangguran penuh
adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang
mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau
sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah
angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu
mereka yang bekerja dan penganggur. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan
kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus

rumah tangga dan lainnya.

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit
(orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan
lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat
keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi,
indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan
perekonomian, selain angka kemiskinan. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)

Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk

mengukur tingkat penggangguran.
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Gambar 2. 24 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun Tahun 2018-2022

TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 6,39 persen. Hal ini berarti dari
100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar delapan orang penganggur. Pada
Agustus 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 1,76 poin persen dibandingkan
Agustus 2021. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun,
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2022 adalah sebesar 6,39
%, yaitu perbandingan antara pengangguran sebesar 6.188 orang dengan
angkatan kerja sebesar 96.815 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022
mengalami penurunan sebesar 21,26 % dari TPT tahun 2021 yaitu sebesar 8,15

% atau 7.859 orang, dengan penurunan jumlah pengangguran sebanyak 1.671
orang.
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Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 ini diakibatkan oleh
banyaknya formasi lowongan kerja yg tersedia dan wirausaha baru selain itu
masyarakat lebih siap dan kompeten menghadapi pasar kerja sehingga
menyebabkan jumlah pengangguran semakin menurun, dan ada rekrutmen calon
tenaga kerja baru oleh pemberi kerja. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja
(15 tahun lebih) sebesar 0,42 persen poin dari tahun sebelumnya atau naik
sebanyak 601 orang. Peningkatan jumlah usia kerja di Kota Madiun ini dibarengi
dengan peningkatan angkatan kerja sebanyak 376 orang. Apabila di bandingkan
dengan target TPT tahun 2022 sebesar 8,26 %, realisasi TPT tahun 2022 sebesar
6,39 %. Untuk TPT apabila Capaian Kinerja lebih kecil dari target maka Capaian
kinerja semakin baik, karena angka pengangguran lebih kecil dari target.
Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka menurun tetapi didominan oleh sektor

jasa sedangkan pada sektor ini tidak terlalu besar penyerapan tenaga kerjanya.

Faktor Pendorong Keberhasilan menurunnya tingkat Pengangguran
Terbuka di Kota Madiun yaitu :
1. Pertumbuhan ekonomi sudah mulai berkembang setelah selesainya pandemi
COVID-19.
2. Sudah mulai dibukanya sejumlah lowongan pekerjaan oleh para pelaku
usaha.
3. Terjalinnya kerja sama dengan lembaga maupun perusahaan dalam
peningkatan Soft Skill dan Hard Skill serta penempatan para pencari kerja.
Faktor Penghambat yaitu :

1. Penyebab pengangguran di Kota Madiun adalah adanya ketidakseimbangan
antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya.
Adanya persaingan ketat di antara para fresh graduate maupun yang sudah
berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan
tersebut telah terjadi. Mahasiswa dan lulusan magister pun semakin
kesulitan memiliki pekerjaan karena jumlah pekerjaan yang tersedia sedikit
dan tidak diiiringi dengan kemampuan dari para individu tersebut.

2. Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor penyebab pengangguran
di Indonesia. Hal tersebut menjadi penyebab pengangguran dengan
banyaknya lulusan muda yang menganggur untuk menunggu pekerjaan.

3. Sebuah perusahaan yang memiliki lowongan pekerjaan akan membutuhkan
karyawan yang sesuai dengan kriteria sesuai dengan jabatan yang akan
ditempati oleh calon karyawan tersebut. Namun menjadi kendala ketika
sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan dengan skill yang
tinggi. Secara otomatis, hanya akan ada beberapa pelamar yang memiliki
kesempatan. Hal ini disebabkan karena jarangnya pelamar yang memiliki

banyak keterampilan untuk menunjang posisi di suatu perusahaan.
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4. Kemajuan teknologi yang semakin pesat kini membebani para angkatan
kerja untuk mampu beradaptasi. Sayangnya, jika para angkatan kerja tidak
mampu mengikuti perkembangan teknologi, maka mereka akan mudah ter-
PHK dari kesempatan kerja mengingat teknologi kini sudah memasuki
seluruh lini kehidupan manusia.

Memperhatikan sejumlah kondisi tersebut maka upaya-upaya yang
dilakukan Pemerintah Kota Madiun wuntuk lebih menurunkan Tingkat
Pengangguran terbuka tahun 2023 adalah :

a. Meningkatkan kualitas pencari kerja dengan memberikan pendidikan dan

pelatihan bagi pencari kerja

b. Menyelenggarakan kegiatan job fair/bursa kerja untuk mempermudah
pemberi kerja mendapatkan calon tenaga kerja, dan pencari kerja bisa
dipertemukan langsung dengan pemberi kerja.

c. Melakukan pembinaan dan monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah,
Lembaga Swasta dan atau Perguruan Tinggi guna terciptanya koordinasi dan
kerjasama yang baik untuk dapat menempatkan alumni atau calon pencari
kerja baru dengan pemberi kerja sesuai kompetensi masing-masing.

d. Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi
Pasar Kerja (IPK)

e. Melakukan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi TenagaKerja dan

Masyarakat

Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

TR

. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

[
.

Menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk membuka peluang
pekerjaan
j. Updating data pengangguran tenaga kerja sebagai bahan untuk pengambilan

kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah penganggutan di Kota Madiun.

Sasaran 9 Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
IS 9.1 Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

Data realisasi pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun 2022 adalah
7,98 dibandingkan tahun 2021 sebesar 10,16. Pertumbuhan PDRB tahun 2022
mengalami penurunan sebesar 2,18 poin. Sedangkan kondisi kinerja pada awal
periode RPJMD pada tahun 2019 sebesar 5.82. Untuk tahun 2020 prosentase
pertumbuhan sebesar (-10.83) atau mengalami kenaikan sebesar 16,65. Faktor
Penghambat penurunan dari 2019-2020 karena adanya pandemi global covid-19
dan menurunnya daya beli masyarakat akibat penurunan sebagian besar kegiatan
usaha dan penerapan PSBB dan terbatasnya aktivitas produksi serta konstruksi

menyebabkan capaian kinerjanya mengalami penurunan.
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Di tahun 2021 capaian pertumbuhan PDRB di Kota Madiun mengalami
kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 470,37 % dibandingkan dengan target
tahun 2021. Untuk target pada tahun 2022 terjadi penyesuaian target dari RPJMD
Perubahan dimana pada RPJMD perubahan target PDRB sector jasa sebesar 2,44
disesuikan menjadi 10,16 dengan memperhitungkan realisasi capaian pada tahun
2021. Hal ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan data pada dokumen LKPJ yang

menggunakan data total item.

10,16

Gambar 2. 25 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Faktor Penghambat:

1. Penataan pedagang informal belum maksimal dengan semakin banyaknya
masyarakat yang berjualan dan tempat berjualan yang terbatas

2. Harga Bahan Pokok di pasaran yang terkadang kurang stabil dan
mempengaruhi aktivitas perdagangan

3. Promosi Produk perdagangan yang belum optimal

Faktor Pendorong:

1. Diperbolehkannya aktivitas masyarakat secara new normal pasca pandemi
Covid-19

2. Program dan kegiatan yang tepat sasaran

3. Infrastruktur dan Sarana prasarana pendukung yang memadai

Upaya-upaya dalam peningkatan capaian PDRB sektor perdagangan:

1. Lebih memanfaatkan sistem informasi manajemen dan teknologi dalam
pengelolaan sistem perdagangan contoh: SIM Pasar, E-Retribusi, E- Bakul

2. Pengendalian Harga dan Inflasi dengan Operasi Pasar dan kegiatan Tekan
Inflasi melalui Subsidi Bahan Pokok Kepada masyarakat

3. Menggalakkan Promosi Produk Perdagangan melalui Pameran produk dan
Event-event perdagangan serta pelatihan-pelatihan pada pedagang

4. Revitalisasi Pasar dan perbaikan sarana prasarana pasar rakya evitalisasi
Pasar dan perbaikan sarana prasarana pasar rakyat

S. Merintis jalur sistem distribusi perdagangan melalui kerjasama dengan Pasar
Induk (Pasar Tanah Abang Jakarta) dan bantuan ongkos kirim pada pedagang

pasar rakyat
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Kontribusi Perangkat Daerah dalam indikator PDRB sektor perdagangan:

1. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi
daerah

2. Mempromosikan produk perdagangan/produk unggulan daerah
3. Revitalisasi Pasar Rakyat sebagai salah satu pusat perdagangan daerah

4. Sosialisasi dan Pembinaan kepada pengusaha terkait kemudahan
pengurusan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha sesuai peraturan

yang berlaku

S. Pemenuhan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat yang merupakan salah satu
sumber PAD dan dapat menggerakkan Belanja Barang/Jasa Daerah yang

dapat menunjang pertumbuhan PDRB perdagangan barang/jasa

IS 9.2 Persentase pertumbuhan PDRB sektor Jasa

Pertumbuhan PDRB sektor jasa meliputi Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa
Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa
Lainnya. Untuk data series pertumbuhan PDRB sector jasa menurut BPS pada
tahun 2022 adalah sebesar 21,57 dengan capaian sebesar 190,54% jika
dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 11,32. Pertumbuhan PDRB di
sektor jasa juga mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan
tahun 2021 sebesar 11,32 atau mengalami kenaikan sebesar 10,25 poin. Untuk
target pada tahun 2022 terjadi penyesuaian target dari RPJMD Perubahan dimana
pada RPJMD perubahan target PDRB sector jasa sebesar 0,76 disesuikan menjadi
11,32 dengan memperhitungkan realisasi capaian pada tahun 2021. Hal ini
disesuaikan berdasarkan kebutuhan data pada dokumen LKPJ yang

menggunakan data total item.

Pemerintah Kota Madiun telah melakukan upaya Rem Covid-19 Gas
Ekonomi dalam rangka memperbaiki Pertumbuhan PDRB di Kota Madiun antara
lain :

a) Pembangunan Infrastruktur kesehatan, pendidikan yang memadai

b) Melakukan Promosi Produk Perdagangan

c) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan

d) Melakunan PengawasanTerhadap Alat Ukur Takar Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP)

e) Meningkatkan Mutu Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

f) Melakukan Pengawasan Perijinan Perdagangan

g) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan PKL
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h) Membangun Jejaring Perdagangan Lintas Kota

i) Melakukan Pendataan Volume Perdagangan Kota Madiun

j) Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat

k) Melakukan Promosi Pasar Rakyat

1) Pembangunan Lapak UMKM di tiap Kelurahan (aplikasi pro UMPKM)

m) Pembagunan jalur sepeda wisata penghubung lapak

n) Pembangunan dan pengembangan Pahlawan Street Center (PSC) sebagai pusat

wisata baru di Kota Madiun

Faktor Penghambat:

1. Tenaga ahli bidang Kesehatan dan Pendidikan masih banyak dibutuhkan

2. Tingginya suku bunga kredit dari lembaga keuangan

3. Promosi daerah melalui event-event daerah masih perlu diperbanyak

Faktor Pendorong:

1. Infrastruktur daerah yang memadai. Infrastruktur dapat diartikan sebagai
sarana dan prasarana umum atau fasilitas publik, seperti rumah sakit, jalan,
jembatan, sanitasi, jaringan telepon, dan sebagainya

2. Tingkat Inflasi daerah yang terkendali

3. Tingkat kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup meningkat
Semakin tinggi usia harapan hidup masyrakat maka semakin panjang usia
rata- rata hidup masayarakat, sehingga kesempatan masyarakat tersebut
untuk melakukan kegiatan yang produktif dari segi ekonomi semakin panjang

pula

Tujuan 5 Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan
Sosial Masyarakat

IT 5.1 Indeks Ketentraman

Indeks Ketentraman dan Ketertiban sebagai salah satu alat pengukuran
tingkat ketentraman dan ketertiban yang dapat digunakan untuk mengukur
perubahan tingkat ketentraman dan ketertiban. Penyusunan Survei Indeks
Ketentraman dimaksudkan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi
tentang nilai Indeks Ketentraman dari masyarakat di Kota Madiun. Berdasarkan
hal tersebut diharapkan juga mampu menjadi bahan pengambilan kebijakan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Ketentraman dan Ketertiban Umum

serta perlindungan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.



Gambar 2. 26 Capaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Capaian indeks ketentraman Kota Madiun tahun 2022 adalah 82,18%,
peningkatan keamanan dan ketentraman akan meningkatkan toleransi dalam
bermasyarakat. Disisi lain, toleransi masyarakat yang masih rendah mengenai
pentingnya menjaga kebersamaan dan keharmonisan kehidupan sosial
bermasyarakat akan memicu terjadinya konflik sosial. Partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya perlu
dioptimalkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan wupaya sistematis,
berkesinambungan,  konsisten untuk  meningkatkan  toleransi dan
peran/partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan, menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta
mengurangi angka kriminalitas dan penggunaan NAPZA. Terdapat empat dimensi
pengukuran indeks ketentraman dan ketertiban :

1. Dimensi Pada Persepsi Keteraturan sesuai Hukum yang berlaku dan

Norma- norma yang ada (Ketertiban Umum)

2. Dimensi Pada Persepsi Suasana Tenang
3. Dimensi Pada Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan
4. Dimensi Pada Persepsi Aman

Berdasarkan hasil survei dan analisis yang dilakukan kepada masyarakat
(responden) bahwa penilaian persepsi pada setiap indikator disimpulkan rata-rata
Nilai Persepsi Indeks Ketentraman Masyarakat di Kota Madiun Tahun 2022
adalah Nilal Interval 3,25 atau Nilai Konversi 81,25 dengan peringkat “B” atau
status/predikat “KONDUSIF” atau naik sebesar 2,51 poin jika dibandingkan
tahun 2021 yaitu sebesar 78,74. Sedangkan capaian tahun 2022 adalah sebesar
105,45% dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 yaitu sebesar 77,05.
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IT 5.2 Indeks Gini

Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur
tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu
wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara O hingga 1. Koefisien Gini bernilai O
menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang
memiliki pendapatan yang sama, nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling
tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Atau
dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan
dikatakan makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0), sedangkan
makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini-nya

makin mendekati satu.

Gambar 2. 27 Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2018-2022

Indeks Gini Kota Madiun pada Tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi
0,35. Sedangkan pada Tahun 2020 mengalami penurunan dari Tahun 2019
menjadi sebesar 0,39, penurunan ini dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid 19
dimana kondisi pada saat itu perekonomian secara keseluruhan menurun
sehingga terjadi kesenjangan pendapatan antar penduduk dalam satu wilayah.
Untuk Tahun 2021 mengalami kenaikan membaik dari Tahun 2020 menjadi
sebesar 0,345, hal ini menandakan mulai membaiknya tingkat kesenjangan
pendapatan antar penduduk dalam satu wilayah, akan tetapi Indeks Gini pada
Tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 0,398, hal ini
dikarenakan pada Tahun 2022 terjadi inflasi yang tinggi hampir di semua daerah
bahkan di sebagian besar negara terjadi kenaikan inflasi yang tinggi.

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan
capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah.
Bantuan Sosial Air Bersih.
Bantuan Sosial Lansia Tidak Potensial.

Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar.

a kLN

Bantuan Sosial Santunan Kematian.


https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-distribusi/14564
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-nilai-atau-value/115990
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6. Bantuan Sosial kepada lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan,
Keagamaan dan Bidang lainnya).

7. Bantuan Sosial untuk Janda Perintis.

8. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan  Pemberdayaan
Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA

9. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai

kewenangan Dinsos PPPA

Sasaran 10 Pengurangan Kemiskinan
IS 10.1 Angka Kemiskinan

Sebagaimana tertuang pada Peraturan Wali kota Madiun Nomor : 38 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022 bahwa
indikator sasaran pengurangan kemiskinan juga mengalami penyesuaian target
sebagaimana tertuang pada RPJMD Perubahan, semula pada RPJMD-P target
pengurangan kemiskinan sebesar 4,87 disesuaikan menjadi 5,07. Hal ini

berdasarkan proyeksi penghitungan angka kemiskinan di Kota Madiun.

=
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5 4,76
4,8
4,6 4,35
4.4
4,2

3,8
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Gambar 2. 28 Angka Kemiskinan di Kota Madiun

Selama periode Maret 2021-Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Kota
Madiun berkurang sebanyak 0,57 ribu jiwa, dari 9,06 ribu jiwa pada Maret 2021
menjadi 8,49 ribu jiwa pada Maret 2022 atau mengalami penurunan sebesar 6,29
persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kota Madiun dalam rentang
waktu satu tahun, tersebut mengalami penurunan sebesar 0,33 persen, dari 5,09
persen pada Maret 2021 menjadi 4,76 persen pada Maret 2022.

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kota
Madiun miskin selama periode Maret 2021 antara lain adalah:

a. Aktifitas perekonomian masih belum pulih sebagai dampak pandemi covid-19.
Hal ini tercermin dari informasi big data (https://dataforgood.facebook.com)
pergerakan masyarakat di Kota Madiun yang rata-rata masih -0,13 terhadap

kondisi Februari 2020 (baseline kondisi sebelum pandemi).
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b. Dalam upaya mematuhi anjuran pemerintah dalam rangka pencegahan

perluasan covid-19, masyarakat di Kota Madiun masih banyak berdiam diri di
rumah. Kondisi ini tercermin dari informasi big data
(https:/ /dataforgood.facebook.com) pergerakan masyarakat di Kota Madiun
yang rata-rata masih 0,20 terhadap kondisi Februari 2020 (baseline kondisi

sebelum pandemi).

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan

capaian kinerja adalah sebagai berikut :

o0k Lb -

® N

Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah.

Bantuan Sosial Air Bersih.

Bantuan Sosial Lansia Tidak Potensial.

Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar.

Bantuan Sosial Santunan Kematian.

Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan,
Keagamaan dan Bidang lainnya).

Bantuan Sosial untuk Janda Perintis.

. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA

. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan

Dinsos PPPA

Sasaran 11 Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat IS 11.1

Indeks Kerukunan

Capaian Indikator Indeks Kerukunan untuk Tahun 2022 adalah 75,68

dengan predikat Harmonis sehingga melebihi target yang telah ditetapkan sebesar

74,40 dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,72 %. Hal ini menunjukan

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 74,40 dengan kenaikan

sebesar 1,28. Indikator tersebut diukur berdasarkan beberapa dimensi :

o p 0 TP

Tabel 2. 22 Indeks Kerukunan Kota Madiun Tahun 2019-2022

NO. TAHUN TARGET REALISASI KINERJA
1 2019 2,65 3,70 atau 73,95
2 2020 2,77 3,7015 atau 74,0306
3 2021 74,30 74,36
4 2022 74,40 75,68

Sumber : Bangkesbangpol Kota Madiun, 2023

Menghormati
Menerima
Jujur
Teladan

Kesetaraan



-70 -

Sedangkan faktor pendorong peningkatan capaian kinerja :

1. Kerukunan antar umat beragama

2. Toleransi dalam menjalankan ibadah

3. Kerukunan antar suku yang ada di Kota Madiun

4. Saling menghargai dan menghormati dengan perbedaan

S. Deteksi dini akan timbulnya konflik sosial

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun sebagai upaya
untuk meningkatkan Indeks Kerukunan adalah :

1. Rakor Forkopimda untuk membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat
2. Sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat dan generasi muda tentang
ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Sarasehan Bela Negara

Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama

Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan

Membentuk Tim Kewaspadaan Dini

Menyusun Peta Rawan Konflik

® N ook

Fasilitasi/audiensi apabila timbul konflik sosial di masyarakat

IS 11.2 Indeks Rasa Aman

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus
terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan
masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak
akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam
kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap
kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa , harta dan kehormatan.

Indeks keamanan sebagai salah satu alat pengukuran tingkat keamanan
dan digunakan untuk mengukur perubahan tingkat keamanan. Indeks Rasa
Aman Kota Madiun mengadopsi metodologi penyusunan dan pengembangan
Indeks Rasa Keamanan Manusia Indonesia yang merupakan sintesa dari beberapa
pendekatan keamanan manusia dengan mempertimbangkan konteks ke
Indonesiaan yang terdiri dari 4 dimensi. Adapun empat dimensi dalam yang

digunakan dalam pengukuran Indeks Rasa Aman yaitu:

a. Dimensi Keamanan dari Bencana (Kebencanaan)
Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial (Kesejahteraan Sosial)
c. Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan
(Kebhinnekaan)

d. Dimensi Keamanan dari Kekerasan (Kekerasan)
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Capaian kinerja untuk indikator Indeks Rasa Aman tahun 2021 adalah
sebesar 81,00 dengan peringkat Aman, sehingga melampaui target yang
ditetapkan yaitu sebesar 76,15. Capaian Kinerja telah mencapai persentase
sebesar 106,36%. Sedangkan capaian kinerja untuk indikator Indeks Rasa Aman
tahun 2022 adalah sebesar 82,18 dengan peringkat Aman Terkendali, sehingga
melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 76,2. Capaian Kinerja telah
mencapai persentase sebesar 107,84%, sehingga Indeks Rasa Aman Pemerintah
Kota Madiun Tahun 2022 naik sebesar 1,18 poin.

2018 2019 2020 2021 2022

Gambar 2. 29 Capaian Kinerja Indeks Rasa Aman Tahun 2018-2022

Didalam Indeks Rasa Aman dan Indeks Kerukunan terdapat dimensi
kepedulian sosial dan kepedulian lingkungan yang sejalan dan dapat dijadikan
tolok ukur dalam mendukung keselarasan dalam pencapaian Indeks Kesalehan

pada Provinsi Jawa Timur.
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Tabel 2. 23 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Tingkat Capaian
Urusan/ Bidang Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Perangkat
Kode Urusan/ Program/ Indikator Program/ Satuan Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Daerah
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Berjalan yang di Evaluasi RKPD yang di Evaluasi | Anggaran RKPD | Penanggung
Kegiatan (2023) Murni 1 I 1II v Tahun 2023 Tahun 2023 (%) Jawab
Murni
5 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100%
! 2 3 4 K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. | K Rp. K (%) |RP. (%) 12
PROGRAM
2 PENGELOLAAN Wajib Belajar 9 Tahun % 100 | 100.961.227.62( 100 4.436.758.660 100 100 61.599.887.239| 100% 61%
57.163.128.579
PENDIDIKAN 6
s persentase sekolah yang
0, )0, 0,
Z | =en pendidikan Sekolah | gixelola dengan bailk e 100 | 66.950.144.200| 100 | 2:554.185.718 | 100 | o) 460 913.487 100 | 55015.069.205| 100% | 82%
Rehabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang Dinas
1 113 3 o, 0,
2 | 2.01 8 |[Sedang/Berat Ruang |Direhabilitasi Ruang 68 1.056.207.700 0 2.900.000 28 437.954.868 28 440.854.868 41% 42% Pendidikan
Kelas Sedang/Berat
Pengadaan Jumlah Perlengkapan : o o, |Dinas
2 | 201116 Perlengkapan Sekolah |Sekolah yang Tersedia Unit 4880 40.670.000.000 0 48.388.866 | 4600 49.130.202.330 4600 49.178.591.196|  94% 121% Pendidikan
Penyelengar_aan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan Dinas
11 1 0, 0,
2120123 gﬁrﬁ ?;Skpgferta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan | 283.281.000| ° 60.480.790 | 0 46.823.900 0 107.304.690| %% | 38% Ipendidikan
. Belajar dan Ujian
Kartoharjo)
Penyelengar.aan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan Dinas
11 1 0, 0,
2| 201123 Uj.la.n bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 1 168.577.000 0 - 0 0 - 0% 0% Pendidikan
Didik (SDN 02 4 o
. Belajar dan Ujian
Kartoharjo)
Penyelengaljaan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan Dinas
» . o o
21201 )23 gﬁrﬁ ](Osag}fg;ma Menyelenggarakan Proses |Pendidikan| 1 177.176.000| © 30.649.435| 0 71.805.717 0 102.455.152| %% | 58% Ipcndidikan
. Belajar dan Ujian
Kartoharjo)
Penyelengaraan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan o o, |Dinas
2 | 201 | 23 \Ujian bagi Peserta  |Menyelenggarakan Proses |Pendidikan| | 293.566.000| ° 73.486.091| 0 64.440.000 0 137.926.001| %% | 47% |pendidikan
Didik (SDN 01 Klegen) |Belajar dan Ujian
Penyelengaraan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan o o Dinas
2120123 Ujian bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 1 189.916.000 0 33.157.838 0 30.424.000 0 63.581.838 0% 33% Pendidikan
Didik (SDN 02 Klegen) |Belajar dan Ujian
Penyelengaraan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan o o Dinas
2 | 201 | 23 \Ujian bagi Peserta  |Menyelenggarakan Proses |Pendidikan| | 306.973.000| ° 53.815.359| 0 88.955.939 0 142.771.208] % | 47% Ipendidikan
Didik (SDN 03 Klegen) |Belajar dan Ujian
Penyelengaraan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan o o Dinas
2 | 201 | 23 \Ujian bagi Peserta  |Menyelenggarakan Proses |Pendidikan| | 152.626.000| © 32.477.612| 0 23.241.000 0 55.718.612] 9% | 37% |pendidikan
Didik (SDN 04 Klegen) |Belajar dan Ujian
Penyelengaraan Jumlah Satuan
- Pendidikan yang Satuan o o Dinas
2 | 201} 23 \Proses Belajar dan |\ o\ o1ono0aralcan Proses | Pendidikan| 354.228.000| ° 83.815.1611 0 70.316.900 0 154.132.061| % 44% | pendidikan
Ujian bagi Peserta f -
Belajar dan Ujian
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5 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100%
2 3 4 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. K (%) |RP. (%) 12
Didik (SDN Oro - Oro
Ombo)
Peny elengar.aan Jumlah Satuan
2.01 | 23 |Ujan boi beserta  |Pendidiken yang Satuan 26.659.300 0% | 70% |Pimas
’ DJidik (S]%N o1 Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 139.947.000 : ’ 71.856.220 98.515.520 ° °  |Pendidikan
X Belajar dan Ujian
Rejomulyo)
Penyelengar‘aan Jumlah Satuan
201 | 23 Et?:rfsb}:eilalg::eita; Pendidikan yang Satuan 0% 0% Dinas
’ i & Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 152.185.000 - - ° °  |Pendidikan
Didik (SDN 02 . o
X Belajar dan Ujian
Rejomulyo)
Penyelengaljaan Jumlah Satuan
no1 | 23 Elj?:ssblseil?’ar i{a; Pendidikan yang Satuan 37.986.493 oo 249, Dinas
: Jlan bagl Fese Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 158.442.000 s 31.700.208 69.686.701 ° °  |Pendidikan
Didik (SDN 01 ) &
. Belajar dan Ujian
Kanigoro)
Penyelengar.aan Jumlah Satuan
201 | 23 IP}ljf)sesbBe.legar d?n Pendidikan yang Satuan 57.486.099 0% 51% Dinas
: jlan bag teserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 254.492.000 0. 72.234.800 129.720.899 ° °  |Pendidikan
Didik (SDN 02 ) a
. Belajar dan Ujian
Kanigoro)
Penyelengar'aan Jumlah Satuan
2.01 | 23 Er'?:gsb}:e}?:;eig Pendidikan yang Satuan 47.321.649 0% 40% |Dinas
’ Jjia g Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 236.001.000 : ’ 47.671.010 94.992.659 ° °  |Pendidikan
Didik (SDN 03 Belajar dan Uii
. jar dan Ujian
Kanigoro)
Penyelengaraan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan o o, |Dinas
201 ) 23 Ujian bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 186.397.000 89.527.691 37.768.300 77.295.991 0% 41% Pendidikan
Didik (SDN Sukosari) |Belajar dan Ujian
Penyelengaljaan Jumlah Satuan
2.01 | 23 Er'?sr?SbBeiI?ar (iim Pendidikan yang Satuan 56.165.377 0% 31% |Dinas
: DJi C‘fik (Sa]%N eserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 419.729.000 100 72.358.000 128.523.377 o °  |Pendidikan
. Belajar dan Ujian
Pilangbango)
Penyelengaljaan Jumlah Satuan
2.01 | 23 Er'?srfsbBeiI?ar cl?n Pendidikan yang Satuan 31.957.660 0% 299 |Dinas
: Jjlan bagl Feserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 208.295.500 I 27.657.000 59.614.660 o °  |Pendidikan
Didik (SDN 01 4 o
. Belajar dan Ujian
Tawangrejo)
Penyelengar‘aan Jumlah Satuan
2.01 | 23 Etfjgsblse}?:;eii: Pendidikan yang Satuan 26.909.710 0% 379% (Dinas
’ Jia & Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 141.670.000 : ’ 24.897.000 51.806.710 ° °  |Pendidikan
Didik (SDN 02 4 o
. Belajar dan Ujian
Tawangrejo)
Penyelengaraan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan o o, |Dinas
2.01 | 23 Ujian bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 199.889.000 86.291.395 44.940.675 81.232.070 0% 41% Pendidikan
Didik (SDN Kelun) Belajar dan Ujian
Penyelengal:aan Jumlah Satuan
2.01 | 23 {’Ir‘?:x(:sb]:eil?’:;ei?: Pendidikan yang Satuan 69.391.800 0% 399 [Dinas
’ DJidik (S]%N o1 Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 323.546.000 : ’ 57.708.449 127.100.249 ° °  |Pendidikan
. Belajar dan Ujian
Manguharijo)
Penyelengaraan .
. Jumlah Satuan Satuan o o, |Dinas
2.01 | 23 |Proses Belajar dan 150 4igivan vang Pendidikan 372.900.000 41.437.788 61.222.000 102.650.788| 0% 28% | pendidikan

Ujian bagi Peserta
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Didik (SDN 01 Menyelenggarakan Proses
Nambangan Lor) Belajar dan Ujian
Peny elengar.aan Jumlah Satuan
2.01 | 23 |Ujan boi beserta  |Pendidiken yang Satuan 36.472.586 0% | 450 |Pimas
’ DJidik (S]%N 02 Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 198.418.000 : ’ 53.745.600 90.218.186 ° °  |Pendidikan
Belajar dan Ujian
Nambangan Lor)
Penyelengar‘aan Jumlah Satuan
2.01 | 25 |Utan bagi beserta  |Pendidikan yang Satuan 19.999.298 0% | 349 |Pinas
’ i & . Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 174.272.000 : ’ 39.999.555 59.998.853 ° °  |Pendidikan
Didik (SDN 01 Madiun f o
Belajar dan Ujian
Lor)
Penyelengaljaan Jumlah Satuan
no1 | 23 Elj?:ssblseil?’ar i{a; Pendidikan yang Satuan 95.790.917 oo - Dinas
: Jlan Bagl FESErta Iy fenyelenggarakan Proses |Pendidikan 122.129.000 e 25.798.900 51.519.817 ° °  |Pendidikan
Didik (SDN 02 Madiun 4 o
Belajar dan Ujian
Lor)
Penyelengar.aan Jumlah Satuan
201 | 23 IP}ljf)sesbBe.legar d?n Pendidikan yang Satuan 84.317.424 0% 46% Dinas
: jlan bagl teserta -y fenyelenggarakan Proses |Pendidikan 436.862.000 Ll 116.252.800 200.570.224 ° °  |Pendidikan
Didik (SDN 03 Madiun f o
Belajar dan Ujian
Lor)
Penyelengar'aan Jumlah Satuan
2.01 | 23 Er'?:gsb}:e}?:;eig Pendidikan yang Satuan 80.429.617 0% 599 |Dinas
’ Jjia g . Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 248.571.000 : ’ 67.410.600 147.840.217 ° °  |Pendidikan
Didik (SDN 04 Madiun f o
L Belajar dan Ujian
or)
Penyelengaljaan Jumlah Satuan
2.01 | 23 Er'?sr?SbBeiI?ar (iim Pendidikan yang Satuan 79.788.211 0% 449, |Dinas
: Jjlan bagl FeSErta Iy fenyelenggarakan Proses |Pendidikan 333.674.000 fee 68.335.000 148.123.211 o ° |Pendidikan
Didik (SDN 05 Madiun f o
Belajar dan Ujian
Lor)
Penyelengaljaan Jumlah Satuan
2.01 | 23 Er'?srfsbBeiI?ar cl?n Pendidikan yang Satuan 58.883.309 0% 520, |Dinas
: DJi ;k (SSN g?e a Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 226.409.000 R 59.880.874 118.764.183 o °  |Pendidikan
Nambangan Kidul) Belajar dan Ujian
Penyelengar_aan Jumlah Satuan
201 | 23 Er.gsesbBe'laP])ar d?n Pendidikan yang Satuan 0% 0% |DPinas
’ jlan bag teserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 176.487.000 - - ° °  |Pendidikan
Didik (SDN 02 Belajar dan Ujian
Nambangan Kidul)
Penyelengar.aan Jumlah Satuan
2.01 | 23 Er'?:gsbgeil?:;ei?: Pendidikan yang Satuan 71.484.150 0% 36% |Dinas
’ DJidik (S]%N 03 Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 265.232.000 : ’ 24.655.200 96.139.350 ° °  |Pendidikan
Nambangan Kidul) Belajar dan Ujian
Penyelengaljaan Jumlah Satuan
201 | 23 [P}lf;)sgsbBeilaIE]’ar cl;tm Pendidikan yang Satuan 36.385.908 0% 400, |DPinas
: DJi ;k (sa]%N gie a Menyelenggarakan Proses | Pendidikan 173.282.000 R 33.597.226 69.983.134 o °  |Pendidikan
Nambangan Kidul) Belajar dan Ujian
Penyelengaljaan Jumlah Satuan
201 | 23 |Ujan bagi beserta |Pendidikan yang Satuan 48.105.814 0% | 34% |Pnas
’ J g Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 279.104.000 : ’ 47.674.000 95.779.814 ° ° |Pendidikan

Didik (SDN 01
Winongo)

Belajar dan Ujian
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Penyelengar.aan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan Dinas
" ; o o
2:01 | 23 |Ujian bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 176.350.000 26.148.550 28.598.000 54.746.550| % 31% | pendidikan
Didik (SDN 02 4 o
. Belajar dan Ujian
Winongo)
Penyelengaraan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan o o, |Dinas
2.01 1 23 Ujian bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 162.976.000 81.239.330 35.128.700 66.368.030 0% 41% Pendidikan
Didik (SDN Ngegong) |Belajar dan Ujian
Penyelengaraan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan o o Dinas
2:01 123 Ujian bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 253.546.000 60.288.300 69.199.707 129.488.007 0% 51% Pendidikan
Didik (SDN Patihan) Belajar dan Ujian
Penyelengar.aan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan Dinas
11 1 0, 0,
2.01 1 23 g{:;ﬁ ?sja[gﬁqu ?erta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 126.334.000 - - 0% 0% Pendidikan
Belajar dan Ujian
Pangongangan)
Penyelengar'aan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan Dinas
11 1 0, 0,
2.01 | 23 |Ujian bagi Peserta |\po v ejengoarakan Proses | Pendidikan 350.092.000 76.234.988 111.032.829 187.267.817| °% | 53% |pendidikan
Didik (SDN 02 . o
Belajar dan Ujian
Pangongangan)
Penyelengaraan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan o o Dinas
201123 Ujian bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 189.465.000 28.488.684 22.471.000 50.959.684 0% 27% Pendidikan
Didik (SDN Sogaten) |Belajar dan Ujian
Penyelengaraan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan o o, |Dinas
2.01 1 23 Ujian bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 436.181.000 101.668.410 110.557.600 212.226.010 0% 49% Pendidikan
Didik (SDN 01 Taman) |Belajar dan Ujian
Penyelengaraan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan o o, |Dinas
2.01 1 23 Ujian bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 133.440.000 23.870.232 40.876.200 64.746.432 0% 49% Pendidikan
Didik (SDN 02 Taman) |Belajar dan Ujian
Penyelengaraan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan o o, |Dinas
2.01 1 23 Ujian bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 196.679.000 39.394.030 37.785.280 77.179.310 0% 39% Pendidikan
Didik (SDN 03 Taman) |Belajar dan Ujian
Penyelengaljaan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan Dinas
» . o o
2.01 1 23 g{‘dali ?Sagi\lpgfe“a Menyelenggarakan Proses | Pendidikan 284.316.000 77.931.722 39.325.000 117.256.722] % | #1% |pendidikan
Belajar dan Ujian
Pandean)
Penyelengar‘aan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan Dinas
» . o o
2.01 1 23 gjlldali ?Sagi\lpgzerta Menyelenggarakan Proses | Pendidikan 360.290.000 54.654.202 81.733.800 136.388.002| % 38% | pendidikan
Belajar dan Ujian
Pandean)
Penyelengaraan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan o ., |Dinas
2.01 1 23 Ujian bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 264.879.000 62.897.456 69.090.000 131.987.456 0% 0% Pendidikan
Didik (SDN Banjarejo) |Belajar dan Ujian
Penyelengaraan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan Dinas
" . o o
2:01 | 23 |Ujian bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 224.045.000 20.878.373 17.356.000 38.234.373| 9% 17% | pendidikan

Didik (SDN 01
Mojorejo)

Belajar dan Ujian
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Penyelengar.aan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan Dinas
" ; o o
2.01 | 23 |Ujian bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 444.378.000 79.225.823 57.092.500 136.318.323| % 31% | pendidikan
Didik (SDN 02 4 o
L Belajar dan Ujian
Mojorejo)
Peny elengar.aan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan Dinas
» . o o
2.01 | 23 \Ujian bagi Peserta |\ o eonooarakan Proses | Pendidikan 321.711.000 59.478.018 43.959.500 103.437.518] %% | 32% |pendidikan
Didik (SDN 01 f o
e Belajar dan Ujian
Manisrejo)
Penyelengar'aan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan Dinas
11 1 0, 0,
2.01 | 23 |Ujian bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 238.968.000 53.350.491 238.968.000 202.318.491| 0% 122% | pendidikan
Didik (SDN 02 . o
e Belajar dan Ujian
Manisrejo)
Penyelengaljaan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan Dinas
» . o o
2.01 1 23 U_!la.n bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 188.487.000 31.564.000 54.471.500 86.035.500 0% 46% Pendidikan
Didik (SDN 03 4 o
e Belajar dan Ujian
Manisrejo)
Penyelengaljaan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan Dinas
» . o o
2.01 1 23 U_!lgn bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 247.445.000 45.778.605 33.093.300 78.871.905 0% 32% Pendidikan
Didik (SDN 04 Y a
e Belajar dan Ujian
Manisrejo)
Penyelengar_aan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan Dinas
11 1 0, 0,
201123 Uj.la.n bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 126.303.000 27.259.947 20.897.000 48.156.947 0% 38% Pendidikan
Didik (SDN 01 f o
Belajar dan Ujian
Demangan)
Penyelengar'aan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan Dinas
11 1 0, 0,
2.01 1 23 Uj.la.n bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 175.762.000 42.107.066 41.018.000 83.125.066 0% *7% Pendidikan
Didik (SDN 02 . o
Belajar dan Ujian
Demangan)
Penyelengaljaan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan Dinas
” . o o
2.01 | 23 \Ujian bagi Peserta  |\jo 1\ c1enooarakan Proses | Pendidikan 187.140.000 40.031.663 38.406.500 78.438.163] %% | %% |pendidikan
Didik (SDN 01 Y a
Belajar dan Ujian
Josenan)
Penyelengaljaan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan Dinas
» . o o
2.01 1 23 \Ujian bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 270.901.000 33.470.240 37.687.000 71.157.240| % 26% | pendidikan
Didik (SDN 02 . o
Belajar dan Ujian
Josenan)
Penyelengar‘aan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan Dinas
o . o o
2.01 | 23 \Ujian bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 116.239.000 17.483.320 19.843.900 37.327.220] 9% 32% |pendidikan
Didik (SDN 03 f o
Belajar dan Ujian
Josenan)
Penyelengaraan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan o o, |Dinas
2.01 | 23 Ujian bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 158.714.000 26.011.719 33.945.700 59.957.419 0% 38% Pendidikan
Didik (SDN Kejuron) |Belajar dan Ujian
Penyelengaraan Jumlah Satuan
Proses Belajar dan Pendidikan yang Satuan o o, |Dinas
2.01 1 23 Ujian bagi Peserta Menyelenggarakan Proses |Pendidikan 148.079.000 24.037.201 30.090.400 54.127.601 0% 37% Pendidikan

Didik (SDN Kuncen)

Belajar dan Ujian
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Jumlah Siswa yang
Pembinaan Minat, Mengikuti Ajang Dinas
2.01 | 25 B?kat dan Kreativitas Kompet1§1/Lornba Siswa 50 449.340.000 0 B 1 18.515.500 1 18.515.500 2% 4% Pendidikan
Siswa Akademik dan Non
Akademik
Jumlah Sekolah
Pembinaan Menengah Dasar yang Satuan Dinas
1 1 0, 0,
2.01 | 28 Kelem_bagaan dan Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan 73 708.000.000 5 38.770.000 2 78.942.500 7 117.012.500 10% 17% Pendidikan
Manajemen Sekolah |Kelembagaan dan
manajemen sekolah
LU G persentase sekolah yang
idi 0, 0, 0,
202 Pendidikan Sekolah | 4,1 0015 dengan baik % 100 |,4.818.822.426| 100 1.835.458.882 | 100 | 4 605.151.802 100 6.440.610.684| 100% | 26%
Menengah Pertama
Rehabilitasi Jumlah Gedung Sekolah Dinas
2.02 | 13 |Sedang/Berat Gedung |yang Direhabilitasi unit 6 200.378.400 0 600.000 2 834.316.158 2 834.916.158 33% 417% Pendidikan
Sekolah Sedang/Berat
Pengadaan Jumlah Perlengkapan o o Dinas
2.02 ] 27 Perlengkapan Sekolah |Sekolah yang Tersedia Paket ! 3.975.043.026 0 10.812.000 0 1.814.987.000 0 1.825.799.000 0% 46% Pendidikan
lzfggssle;egggZ?r;an Jumlah Peserta Didik yang Peserta Dinas
1 1 1 0, 0,
2.02 | 36 | (yiian bagi Peserta 2'[;:%11?23 Proses Belajar Didik | /0! 1.075.214.000] °© 125.157.088 | 0 111.639.435 0 236.796.523| °% | 22% |pendidikan
Didik (SMPN 1) J
lzfggssle;egggZ?r;an Jumlah Peserta Didik yang Peserta Dinas
1 1 1 0, 0,
2.02 | 36 | yiian bagi Peserta lc‘l'[e:%ﬂ.;“r? Proses Belajar Didik | /%0 665.151.000| ° 137.402.366 | 0 147.357.252 0 284.759.618| °% | *3% |pendidikan
Didik (SMPN 2) an Ljia
]]zfcx)geesle]gegggzirclian Jumlah Peserta Didik yang Peserta Dinas
1 H 1 0, 0,
2:02 1 36 Ityiian bagi Peserta lc‘l'[e:%ﬂ.‘i“r? Proses Belajar Didik | > 606.869.000| ° 149.263.100 | 0 179.981.500 0 329.244.600 °% | % |pendidikan
Didik (SMPN 3) an Ljia
]]zfcx)geesle]gegggzirclian Jumlah Peserta Didik yang Peserta Dinas
1 1 1 0, 0,
2:02 1 36 Ityiian bagi Peserta 1(\14;:%1123 Proses Belajar Didik 860 636.595.000| ° 111.779.327 | 0 106.951.000 0 218.730.327| 0% 34% | pendidikan
Didik (SMPN 4) J
]]zfcx)geesle]gegggzirclian Jumlah Peserta Didik yang Peserta Dinas
1 1 1 0, 0,
2:02 1 36 Ityiian bagi Peserta 1(\14;:%1123 Proses Belajar Didik | %2 780.283.000| ° 235.981.698 | 0 179.087.119 0 415.068.817| 2% | 3% |pendidikan
Didik (SMPN 5) J
]]zfcx)geesle]gegggzirclian Jumlah Peserta Didik yang Peserta Dinas
1 1 1 0, 0,
2.02 1 36 |tjiian bagi Peserta g’g‘%}klzg Proses Belajar Didik 615 767.282.000| ° 100.617.863 | 0 173.023.400 0 273.641.263| °% 36% | pendidikan
Didik (SMPN 6) J
ii:geeslegeglaagziléan Jumlah Peserta Didik yang Peserta Dinas
1 1 1 0, 0,
2:02 1 36 |yjian bagi Peserta g’g‘%}klzg Proses Belajar Didik 722 724.390.000| ° 95.681.050 | 0 181.641.300 0 277.322.350| % 38% | pendidikan
Didik (SMPN 7) J
ii:geeslegeglaagziléan Jumlah Peserta Didik yang Peserta Dinas
1 1 1 0, 0,
2.02 1 36 |tjiian bagi Peserta g’fﬁ%}fiﬁ Proses Belajar Didik | °26 324.372.000| ° 41.296.050 | 0 87.242.150 0 128.538.200, %% | 9% Ipendidikan
Didik (SMPN 8) J
if:geeslegeglaaEZ?rcllan Jumlah Peserta Didik yang Peserta Dinas
1 1 1 0, 0,
2:02 1 36 |tjiian bagi Peserta 2/1:;%}122 Proses Belajar Didik | *3° 701.484.000| ° 233.776.748 | 0 139.781.000 0 373.557.748| °% | 53% |pendidikan
Didik (SMPN 9) J
gf:g:sle]geglaagZ?rcllan Jumlah Peserta Didik yang Peserta Dinas
1 M 1 0, 0,
2:02 1 36 |tjiian bagi Peserta  |Mengikuti Proses Belajar pidik | °17 976.920.000| © 158.461.741 | 0 169.370.850 0 327.832.501| °% | 3%% |pendidikan

Didik (SMPN 10)

dan Ujian
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gsgg:sle];legSEZ?rcllan Jumlah Peserta Didik yang Peserta Dinas
1 1 1 0, 0,
2:021 36 \yjian bagi Peserta 24;;‘%11?23 Proses Belajar Didik 650 712.148.000| ° 142.089.184 | 0 175.377.700 0 317.466.884| 0% 45% | pendidikan
Didik (SMPN 11) J
gsgg:sle];legSEZ?rcllan Jumlah Peserta Didik yang Peserta Dinas
1 1 1 0, 0,
2.02 1 36 |(jjian bagi Peserta 24;;‘%11?23 Proses Belajar Didik 581 378.161.000| ° 74.420.3111 0 110.405.750 0 184.826.061| 7% 49% | pendidikan
Didik (SMPN 12) J
gsgg:sle];legSEZ?rcllan Jumlah Peserta Didik yang Peserta Dinas
1 1 1 0, 0,
2:021 36 \jian bagi Peserta 1(\1/13%1123 Proses Belajar Didik | 692 539.907.000| ° 129.783.460 | 0 113.933.288 0 243.716.748| % | % |pendidikan
Didik (SMPN 13) J
i:;lz:slegegggiircllan Jumlah Peserta Didik yang Peserta Dinas
1 1 1 0, 0,
2:021 36 \jian bagi Peserta 1(‘1’[;:%112;‘ Proses Belajar Didik | 52% 375.477.000| ° 88.336.896| 0 68.618.900 0 156.955.796| °” | *2% |pendidikan
Didik (SMPN 14) J
. . Jumlah Satuan
Penylapan dan T indalk Pendidikan Menengah
Lanjut Evaluasi Pertama yang Siap Satuan Dinas
1di 0, 0,
2.02 | 37 |Satuan Pendidikan Dievaluasi dan Pendidikan 23 212.633.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama Melaksanakan
Rekomendasi
Jumlah Siswa yang
Pembinaan Minat, Mengikuti Ajang Peserta Dinas
e - o o
2.02 | 38 B.akat dan Kreativitas Kompet1§1/Lomba Didik 105 592.540.000 0 B 2 11.438.000 2 11.438.000 2% 2% Pendidikan
Siswa Akademik dan Non
Akademik
Pembinaan Jumlah Sekolah Satuan Dinas
0, 0,
2.02 | 41 Kelempagaan dan Mfrnengah Pertama yang Pendidikan 23 570.970.000 0 B 0 . 0 ) 0% 0% Pendidikan
Manajemen Sekolah |Dilaksanakan Pembinaan
DG G persentase sekolah yang
idi o o, )
=l Pendidikan Anak |4, 01015 dengan baik % 64 | g.528.461.000 | ° 44.048.060/ 0 65.971.290 0 110.010.350, °% T
Usia Dini (PAUD)
Penyelenggaraan Jumlah Peserta Didik Peserta Dinas
1 1 0, 0,
2:03 1 13 |p ses Belajar PAUD | LAUD yang Mengikuti Didik 175 343.425.000| ° 21.004.060 | 15 39.550.290 15 60.554.350| % 18% | pendidikan
Proses Belajar
Jumlah Pendidik dan
Pengembangan Karir Tenaga Kepend1d11'<z.;1n yang
o Mendapatkan Fasilitasi
Pendidik dan Tenaga Kenaikan Dinas
1d1 0, 0,
2.03 | 16 |Kependidikan pada |p. oot/ Golongan, Orang | 1000 3.600.000.000 ° - 0 - 0 [ 0% 0% | pendidikan
Satuan Pendidikan : K
PAUD Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi
Pembinaan Jumlah PAUD yang
Dilaksanakan Pembinaan Satuan o o Dinas
2.03 | 17 |Kelembagaandan |y 1o 100000 dan Pendidikan | 103 1.011.796.000| ° 23.044.000 | 5 26.421.000 5 49.465.000| 37 5% | pendidikan
Manajemen PAUD Manaiemen
Pengelolaan Dana Jumlah PAUD yang Satuan o o Dinas
2.03 | 18 BOP PAUD Mengelola Dana BOP Pendidikan 163 3.573.240.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% Pendidikan
:::ﬁ:;gll::l persentase lembaga non
0, )0, 0,
2.04 Nonformal/Kesetaraa | 0" ™4l yang dikelola % 100 663.800.000| 100 3.096.000 0 31.092.000 100 34.188.000 100% | 5%
n dengan baik
Penyelenggaraan o .
. Jumlah Peserta Didik yang| Peserta o o Dinas
2.04 | 12 |Proses Belajar Mengikuti Proses Belajar Didik 175 178.000.000| © 1.856.000| 3 4.234.000 3 6.090.000| 2% 3% | pendidikan

Nonformal/Kesetaraan
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Jumlah Sekolah

Pembinaan

1 [ 1] 2 | 200 | 16 [Kelombagaandan  \FonErmA Festiaraan Satuan | ;g 0 1.240.000| 11 11 15% | 33% |Pnas
! Manajemen Sekolah yang - Pendidikan 85.000.000 : : 26.858.000 28.098.000 ° °  |Pendidikan
Pembinaan Kelembagaan
Nonformal/Kesetaraan 4 X
an Manajemen

Pengelolaan Dana Jumlah Sekolah Satuan Dinas
11| 2 |204| 17 |BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan e 4 0 0 0 0% 0% -1

Nonformal/Kesetaraan|yang Mengelola Dana BOP Pendidikan 400.800.000 B B Pendidikan

PROG Prosentase Sekolah

0y )0, 10,

11| 3 ;%l;(;gglmGAﬂ berkurikulum SNP % 100 5.256.616.906 100 214.244.000 100 1.462.267.023 100 1.676.511.023| 100% | 32%

Penyusunan Silabus
Muatan Lokal
Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan
Nonformal

Jumlah Silabus Muatan
Lokal Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal yang Tersusun

Dokumen

1.292.891.903

55.609.000

394.217.215

449.826.215

0%

;Z;y;:tl:;:? Dasar Jumlah Kompetensi Dasar Dinas
idi 0, 0,
11 3 | 2.01 1 Muatan Lokal Muatan Lokal Pendidikan | Dokumen 1 1.657.533.530 0 115.609.500 0 631.755.500 0 747.365.000 0% 45% Pendidikan
A Dasar yang Tersusun
Pendidikan Dasar
Penyusunan Silabus |Jumlah Silabus Muatan Dinas
idi 0, 0,
111 3 | 2.01 2 Muat_ar_l Lokal Lokal Pendidikan Dasar Dokumen 1 1.338.312.674 0] 39.190.500 [0] 314.154.800 0 353.345.300 0% 26% Pendidikan
Pendidikan Dasar yang Tersusun
Pelatihan Penyusunan |[Jumlah Penyusun
Kurikulum Muatan Kurikulum Muatan Lokal o o, |Dinas
LI L] 8 | 2010 4 \p kal Pendidikan Pendidikan Dasar yang Orang | 96 967.878.799| ! 3.835.0001 9 122.139.508 10 125.974.508| 0% | 13% |pendidikan
Dasar Meningkat Kompetensinya

Dinas
Pendidikan

PROGRAM PENDIDIK
DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Perhitungan dan
Pemetaan Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan Satuan
Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

Persentase Tenaga
Pendidik Bersertifikasi
yang Berprestasi

Jumlah Dokumen Hasil
Perhitungan dan
Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Satuan Satuan Pendidikan

Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

Dokumen

1.609.200.000

750.000.000

305.844.400

264.725.200

239.022.200

570.569.600

239.022.200

0%

17%

32%

Dinas

Pendidikan
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Penataan
Pendistribusian
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Penataan
Pendistribusian Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Satuan Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

Persentase indikator
SPM (Standar Pelayanan
Minimal) Kesehatan
mencapai target

Jumlah sarana, prasarana
dan alat kesehatan yang

Laporan

%

859.200.000

96.959.857.208

305.844.400

5.994.295.925

25.703.000

15.024.115.008

331.547.400

21.018.410.933

0%

0%

39%

22%

Dinas
Pendidikan

Dinas Kesehatan,

Rehabilitasi dan telah dilakukan program Pengendalian
12| 2 |201]| 8 |Pemeliharaan Rumah CLaxKan progr Unit 1 0 0 0% 0% |Penduduk dan
. rehabilitasi dan 544.352.000 - - -
Sakit (RSUD) . Keluarga
pemeliharaan oleh rumah B
. erencana
sakit
Jumlah Sarana, Prasarana .
Dinas Kesehatan,
Rehabilitasi dan ’(Ii‘:lr:i}?l SEIK]eSi};itan yang Pengendalian
1 1 0, 0,
1] 2|2 |201) 9 Pemeliharaan Rehabilitasi dan Unit ! 246.629.080 1 ° 1.192.000 0 1.192.000 %% 0% |Penduduk dan
Puskesmas . Keluarga
Pemeliharaan Oleh
Berencana
Puskesmas
Dinas Kesehatan,
Pengadaan Sarana Jumlah sarana di fasilitas Pengendalian
12| 2 |201] 12 |Fasilitas Pelayanan pelayanan kesehatan yang Unit 3 34.502.467.000 B 0 B 0 | 0% 0% |Penduduk dan
Kesehatan (RSUD) disediakan : : : Keluarga
Berencana
Pengadaan Prasarana lah fasili Dinas Ifieslt.ehatan,
dan Pendukung Jumlah prasarana fasilitas Pengendalian
112] 2 |201] 13 o1 pelayanan kesehatan yang Unit 198 0 0 0% 0% |Penduduk dan
Fasilitas Pelayanan LI 1.933.520.134 - - -
disediakan Keluarga
Kesehatan (RSUD) Berencana
Pengadaan Alat Jumlah Alat Dinas Kesehatan,
Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Penunjang Pengendalian
1 1 1 ili 1 0, 0,
112] 2 |201] 14 Pen}l.njang Medik Medik Fasilitas Pelayanan Unit 778 1.976.438.000 1.417.000| 118 396.554.527 118 397.971.527 15% 20% |Penduduk dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Keluarga
Kesehatan Disediakan Berencana
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Pengadaan Alat Jumlah alat Dinas Kesehatan,
Kesehatan/Alat kesehatan/alat penunjan Pengendalian
2.01 | 14 |Penunjang Medik paran/atat penunjang |- ;e 17 0 0 0 0% 0% |Penduduk dan
. medik fasilitas pelayanan 1.413.119.000 - - -
Fasilitas Pelayanan kesehat disediak Keluarga
Kesehatan (RSUD) esenatan yang disediaxan Berencana
Jumlah Penyediaan dan
Pemeliharaan Alat Uji dan Dinas Kesehatan,
Pengadaan dan Kalibrasi Pada Unit Pengendalian
2.01 | 15 |Pemeliharaan Alat Pemeliharaan Fasilitas Unit 619 143.404.500 0 B 0 ~ 0 B 0% 0% |Penduduk dan
Kalibrasi Kesehatan : ’ Keluarga
Regional/Regional Berencana
Maintainance Center
Dinas Kesehatan,
. Pengendalian
Pengadaan Obat, Jumlah Obat dan Vaksin o o
2:01 116 Iy ksin yang Disediakan Paket | 25 3.128.867.000] © 35.554.435| 4 629.205.346 4 664.759.781| 167 | 21% Eee?j;‘;‘;k dan
Berencana
Dinas Kesehatan,
. Pengendalian
Pengadaan Obat, Jumlah obat dan vaksin o o
2.01 1 16 |5/ ksin (RSUD) yang disediakan Paket 6 4.999.852.477| °© 40! 1.395.402.000 1 1.395.402.000 17% | 28% |Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Pemeliharaan Rutin Jumlah Alat Dinas Kesehatan
dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Pengendalian ’
Kesehatan/Alat Medik Fasilitas Layanan . o o
201120 | b unjang Medik Kesehatan yang Unit 162 85.933.200| & 15.161.090| 36 22.279.875 54 37.440.965| 3% | 4% EZ?j;de dan
Fasilitas Pelayanan Terpelihara Sesuai Berencgana
Kesehatan Standar
Penyediaan Layanan
5;;:1?::%;;':“1: Persentase Indikator
0, )0, 0,
2.02 Rujukan Tingkat Lt Lo C IR % 7S | 47.085.274.817| © 5.942.163.400 0 12.579.481.260 o 18.521.644.660 °%° 39%
Mencapai Target
Daerah
Kabupaten/Kota
Dinas Kesehatan,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Pengendalian
0, 0,
2.02 1 Keschatan Ibu Hamil Mendapatkan Pel.ayanan Orang 2490 891.908.100 109 10.745.600| 133 12.268.400 242 23.014.000 10% 3% |Penduduk dan
Kesehatan Sesuai Standar Keluarga
Berencana
Dinas Kesehatan,
Pengelolaan Pelayanan|Jumlah Ibu Bersalin yang Pengendalian
0, 0,
2.02 | 2 Kesehgtan Ibu Mendapatkan Pel_ayanan Orang 2377 67.976.000 241 10.929.600( 351 5.683.600 592 16.613.200 25% 24% |Penduduk dan
Bersalin Kesehatan Sesuai Standar Keluarga
Berencana
Jumlah Bayi Baru Lahir Dinas Kes;hatan,
Pengelolaan Pelayanan yang Mendapatkan Pengendalian
1 0, 0,
2.02 | 3 Kese.:hatan Bayi Baru Pelayanan Kesehatan Orang 2264 110.303.450 76 7.168.000 48 5.218.000 124 12.386.000 5% 11% |Penduduk dan
Lahir X Keluarga
Sesuai Standar
Berencana
Dinas Kesehatan,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Pengendalian
2.02 | 4 g ey Mendapatkan Pelayanan Orang 9218 0 0 0 0% 0% |Penduduk dan
Kesehatan Balita N 247.091.000 - -
Kesehatan Sesuai Standar Keluarga
Berencana
Pengelolaan Pelayanan Lligrr:;ii}ilkzrrllagali:rayang Dinas Kesehatan,
- o o N
2.02 | 5 |Kesehatan pada Usia |\o 4o0atican Pelayanan Orang | 31972 103.130.000| © 736.000 ° 4.226.000 0 4.962.000| 9% 5% |Pengendalian
Pendidikan Dasar ) Penduduk dan
Kesehatan Sesuai Standar
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Keluarga
Berencana
Jumlah Penduduk Usia Dinas Kesghatan,
Pengelolaan Pelayanan Produktif yang 11549 Pengendalian
i 0, ()
2.02 | 6 Kesehatgn pada Usia Mendapatkan Pelayanan Orang 0 119.184.408 4.872.000 7 670.000 12.542.000 0% 11% |Penduduk dan
Produktif ) Keluarga
Kesehatan Sesuai Standar
Berencana
Jumlah Penduduk Usia Dinas Kes?hatan,
Pengelolaan Pelayanan Lanjut yang Mendapatkan Pengendalian
i 0, 0,
2.02 1 7 |Kesehatan pada Usia |5 100, o Kesehatan Orang | 28597 69.678.100 368.000 8.643.600 9.011.600] ©% 13% |Penduduk dan
Lanjut . Keluarga
Sesuai Standar
Berencana
Jumlah Penderita Dinas Kesghatan,
Pengelolaan Pelayanan Hipertensi van Pengendalian
2.02 | 8 |Kesehatan Penderita p yang Orang 0 0% 0% |Penduduk dan
- . Mendapatkan Pelayanan 13.567.000 - - -
Hipertensi . Keluarga
Kesehatan Sesuai Standar
Berencana
Jumlah Penderita Diabetes Dinas Kesc?hatan,
Pengelolaan Pelayanan Melitus vang Mendapatkan Pengendalian
2.02 | 9 |Kesehatan Penderita yang p Orang 0 0% 0% |Penduduk dan
) X Pelayanan Kesehatan 28.788.000 - - -
Diabetes Melitus X Keluarga
Sesuai Standar
Berencana
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang Dinas Kes§hatan,
Kesehatan Orang Mendapatkan Pelayanan . . Pengendalian
2.02 | 10 dengan Gangguan Kesehatan Qrang dengan Orang 338 64.735.000 11.972.000 7 980.000 19.952.000 0% 31% |Penduduk dan
. Gangguan Jiwa Berat Keluarga
Jiwa Berat A
Sesuai Standar Berencana
Jumlah Orang Terduga Dinas Kesghatan,
Pengelolaan Pelayanan . . Pengendalian
2.02 | 11 |Kesehatan Orang Menderita Tuberkulosis Orang 0 0% 16% |Penduduk dan
’ . |yang Mendapatkan 52.894.750 - 8.312.000 8.312.000
Terduga Tuberkulosis - Keluarga
Pelayanan Sesuai Standar
Berencana
Pengelolaan Pelayanan|Jumlah Orang Terduga E;?lgznlileasl?:r?tan,
Kesehatan Orang Menderita HIV yang 0 0,
2.02 1 12 | 4engan Risiko Mendapatkan Pelayanan Orang 0 163.368.900 9.800.000 58.829.000 68.629.000| 9% 42% E:‘j;rd‘;k dan
Terinfeksi HIV Sesuai Standar &
Berencana
Pengelolaan Pelayanan .
Kesehatan bagi Jumlah Dokumen Hasil Dinas Kesehatan,
Pengelolaan Pelayanan i
Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk Pengendalian
2.02 | 13 |Kondisi Kejadian Luar oagt ren Dokumen 2 0% 0% |Penduduk dan
X pada Kondisi Kejadian 210.000.000 - - -
Biasa (KLB) . . Keluarga
Luar Biasa (KLB) Sesuai
(Puskesmas Standar Berencana
Manguharjo)
Pengelolaan Pelayanan|Jumlah Dokumen Hasil Dinas Kesehatan
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Pengendalian ’
202 | 13 Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk Dokumen 9 0% 0% Pengu duk dan
. Kondisi Kejadian Luar |pada Kondisi Kejadian 210.000.000 . . - ° ° Keluarea
Biasa (KLB) Luar Biasa (KLB) Sesuai Berencgana
(Puskesmas Ngegong) [Standar
Pengelolaan Pelayanan|Jumlah Dokumen Hasil Dinas Kesehatan
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Pengendalian ’
Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk o o
202 ) 13 |y ondisi Kejadian Luar |pada Kondisi Kejadian Dokumen | 2 210.000.000 - - | 0% | 0% |Pendudukdan
Biasa (KLB) Luar Biasa (KLB) Sesuai Berenc%ina
(Puskesmas Sukosari) [Standar
Pengelolaan Pelayanan|Jumlah Dokumen Hasil o o Dinas Kesehatan,
2.02] 13 Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Dokumen 2 210.000.000 - - 0% 0% Pengendalian
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Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk Penduduk dan
Kondisi Kejadian Luar |pada Kondisi Kejadian Keluarga
Biasa (KLB) Luar Biasa (KLB) Sesuai Berencana
(Puskesmas Standar
Tawangrejo)
Pengelolaan Pelayanan|Jumlah Dokumen Hasil Dinas Kesehatan
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Pensendalian ’
202 | 13 Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk Doku: 0% o% |p g duk d
‘ Kondisi Kejadian Luar |pada Kondisi Kejadian oxumen 210.000.000 - - 0 0 K:‘u;r ‘; an
Biasa (KLB) Luar Biasa (KLB) Sesuai Berencina
(Puskesmas Banjarejo) |Standar
Pengelolaan Pe.layanan Jumlah Dokumen Hasil .
Kesehatan bagi Dinas Kesehatan,
Pengelolaan Pelayanan X
Penduduk pada . Pengendalian
R, Kesehatan bagi Penduduk
2.02 | 13 |Kondisi Kejadian Luar S-S Dokumen 0% 0% |Penduduk dan
X pada Kondisi Kejadian 210.000.000 - -
Biasa (KLB) . . Keluarga
Luar Biasa (KLB) Sesuai
(Puskesmas Standar Berencana
Demangan)
Jumlah Dokumen Hasil Dinas Kesc?hatan,
Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan Pengendalian
171 0, 0,
2.02 | 15 |Kesehatan Gizi Kesehatan Gizi Dokumen 162.926.250 2.208.000 30.602.000 32.810.000 0% 20% |Penduduk dan
Masyarakat Masyarakat Keluarga
Berencana
Pengelolaan Pe}ayanan Jumlah Dokumen Hasil Dinas Kesc?hatan,
Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan Pengendalian
0, 0,

2.02 | 15 |Masyarakat Kesehatan Gizi Dokumen 310.665.000 20.700.000 62.190.000 82.890.000 33% 27% |Penduduk dan
(Puskesmas Masvarakat Keluarga
Manguharjo) Y Berencana
Pengelolaan Pelayanan|Jumlah Dokumen Hasil E;EZEIEZSE:Stan’
Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan o o

2:021 15 |Masyarakat Kesehatan Gizi Dokumen 342.402.000 25.140.000 110.265.000 135.405.000| 3% | 40% |Pendudukdan

Keluarga
(Puskesmas Ngegong) |Masyarakat Berencana
Pengelolaan Pelayanan|Jumlah Dokumen Hasil PD:rizzrﬁlzsl?:stan’
Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan o o
2021 15 |Masyarakat Kesehatan Gizi Dokumen 469.350.000 24.150.000 148.695.000 172.845.000| 3% | 87% |Pendudukdan
. Keluarga
(Puskesmas Sukosari) |Masyarakat Berencana
Pengelolaan Pe}ayanan Jumlah Dokumen Hasil Dinas Kes§hatan,
Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan Pengendalian
0, 0,

2.02 | 15 |Masyarakat Kesehatan Gizi Dokumen 249.475.000 24.000.000 92.835.000 116.835.000 33% 47% |Penduduk dan
(Puskesmas Masvarakat Keluarga
Tawangrejo) Y Berencana
Pengelolaan Pelayanan|Jumlah Dokumen Hasil PD;EZ:rEeaSI?:r?tan)
Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan o o

2:021 15 |Masyarakat Kesehatan Gizi Dokumen 672.959.000 44.580.000 108.600.000 153.180.000| 3% | 23% |Pendudukdan

L Keluarga
(Puskesmas Banjarejo) |[Masyarakat Berencana
Pengelolaan Pe.layanan Jumlah Dokumen Hasil Dinas Kes@hatan,
Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan Pengendalian
0, 0,

2:02| 15 |Masyarakat Kesehatan Gizi Dokumen 536.250.000 - 220.125.000 220.125.000| 33% | 41% |Pendudukdan
(Puskesmas Masvarakat Keluarga
Demangan) Y Berencana

Jumlah Dokumen Hasil Dinas Kesghatan,
Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan Pengendalian
1 0, 0,

2.02 | 16 |Kesehatan Kerja dan Kesehatan Kerja dan Dokumen 400.507.500 34.896.000 48.023.000 82.919.000 33% 21% |Penduduk dan

Olahraga Keluarga

Olahraga

Berencana
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Dinas Kesehatan,
Pengelolaan Pelayanan|Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian
0, 0,
2.02 | 17 K.esehatan Pengelolaan Pelayanan Dokumen 5 109.035.700 1.668.800 0 4.618.400 0 6.287.200 0% 6% |Penduduk dan
Lingkungan Kesehatan Lingkungan Keluarga
Berencana
Dinas Kesehatan,
Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian
1 0, 0,
2.02 | 20 Surveilans Kesehatan Pengelolaan Surveilans Dokumen 3 115.061.000 3.000.000 1 54.113.200 1 57.113.200 33% 50% |Penduduk dan
Kesehatan Keluarga
Berencana
Dinas Kesehatan,
Pengelolaan Pelayanan|Jumlah Penyalahguna Pengendalian
1 0, 0,
2.02 | 22 |Kesehatan Jiwa dan |NAPZA yang Mendapatkan Orang 338 60.032.200 4.800.000 0 7.900.000 0 12.000.000 0% 20% |Penduduk dan
NAPZA Pelayanan Kesehatan Keluarga
Berencana
Jumlah Dokumen Hasil Dinas Kest.ehatan,
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pengendalian
1 0, 0,
2.02 | 25 P.enyaklt Menular dan Penyakit Menular dan Dokumen 2 276.645.000 19.165.000 0 20.006.000 0 39.171.000 0% 14% |Penduduk dan
Tidak Menular " Keluarga
Tidak Menular
Berencana
Dinas Kesehatan,
Pengelolaan Jaminan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian
1 0, 0,
2.02 | 26 Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Jaminan Dokumen 36 27.933.193.164 5.558.928.100| 15 10.385.381.900 18 15.944.310.000 50% 59% |Penduduk dan
Kesehatan Masyarakat Keluarga
Berencana
Dinas Kesehatan,
Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian
0, 0,
2.02 | 29 |Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Dokumen 10 324.124.800 17.674.000 0 25.062.000 0 49.736.000 0% 13% |Penduduk dan
Sehat Kabupaten/Kota Sehat Keluarga
Berencana
Operasional Dinas Kesehatan,
Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Pengendalian
2.02 | 33 Operasional Pelayanan Dokumen 4 0 0 0% 0% |Penduduk dan
(Puskesmas 1.919.000.000 - - - I
Manguharjo) Puskesmas Keluarga
Berencana
Dinas Kesehatan,
Operasional Jumlah Dokumen Pengendalian
2.02 | 33 |Pelayanan Puskesmas |Operasional Pelayanan Dokumen 4 0 0 0% 0% |Penduduk dan
1.466.214.600 - - -
(Puskesmas Ngegong) |Puskesmas Keluarga
Berencana
Dinas Kesehatan,
Operasional Jumlah Dokumen Pengendalian
2.02 | 33 |Pelayanan Puskesmas |Operasional Pelayanan Dokumen 4 0 0 0% 0% |Penduduk dan
. 1.634.640.000 - - -
(Puskesmas Sukosari) [Puskesmas Keluarga
Berencana
Operasional Dinas Kesehatan,
Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Pengendalian
2.02 | 33 Operasional Pelayanan Dokumen 4 0 0 0% 0% |Penduduk dan
(Puskesmas 1.531.620.000 - -
N Puskesmas Keluarga
Tawangrejo)
Berencana
Dinas Kesehatan,
Operasional Jumlah Dokumen Pengendalian
2.02 | 33 |Pelayanan Puskesmas |Operasional Pelayanan Dokumen 4 0 0 0% 0% |Penduduk dan
L 2.100.000.000 - -
(Puskesmas Banjarejo) [Puskesmas Keluarga
Berencana
Overasional Jumlah Dokumen Dinas Kesehatan,
2.02 | 33 [P Operasional Pelayanan Dokumen 4 0 0 0% 0% |Pengendalian

Pelayanan Puskesmas

Puskesmas

1.916.250.000

Penduduk dan
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(Puskesmas Keluarga
Demangan) Berencana
Operasional Jumlah Dokumen Eé?lzzrﬁlzslf:r?tan’

i Operasional Pelayanan o o
2.02 | 34 |Pelayanan Fa§1htas Fasilitas Keschatan Dokumen 7 2.979.953.695 0 23.467.500 3 950.007.760 3 073.475.260 43% 43% |Penduduk dan
Kesehatan Lainnya ) Keluarga
Lainnya
Berencana
Pelaksanaan Jumlah Fasilitas PDégairE(?:l?:r?tan’
2.02 | 35 Akreditasi Fasilitas Kesehatan yang Unit 6 0 0 0 0% 0% Pengu duk dan
’ Kesehatan di Terakreditasi di 22.939.200 - - - Keluarga
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Berenc%ana
Jumlah Public Safety
Penyediaan dan Center (PSC 119) Dinas Kesehatan,
Pengelolaan Sistem Tersediaan, Terkelolaan Pengendalian
. . . o o
2.02 | 38 |Penanganan Gawat dan Terlntegram Dengan Unit 1 659.406.000 0 81.194.800 0 192.926.400 0 074.191.200 0% 42% |Penduduk dan
Darurat Terpadu Rumah Sakit Dalam Satu Keluarga
(SPGDT) Sistem Penanganan Gawat Berencana
Darurat Terpadu (SPGDT)
PROGRAM q
ronciaTay __[Fersentase lualtas
KAPASITAS SUMBER % 91 o 47.153.000 0 o 86.500.850 0% 44%
DAYA MANUSIA (SDM). Kesehatan yang 198.360.350 39.347.850
KESEHATAN sesuai standar
Pengembangan Mutu
dazi Peningkatan Jumla]} Sumber Daya
. . Manusia Kesehatan
Kompetensi Teknis Tingkat Daerah
0, 0,
CHES Sumber Daya Kabupaten/Kota yang 2 LEA ] by 198.360.350| % RGISS D00 L 39.347.850 R 86.500.850| 9% | 44%
Manusia Kesehatan e
Ti Ditingkatkan Mutu dan
ingkat Daerah Kompetensinya
Kabupaten/Kota p 4
Pengembangan Mutu
dan Peningkatan Jumla}} Sumber Daya Dinas Kesehatan,
; . Manusia Kesehatan X
Kompetensi Teknis Tingkat Daerah Pengendalian
0, 0,
2.03 1 Sumbe_r Daya Kabupaten/Kota yang Orang 500 198.360.350 98 47.153.000| 72 39.347.850 170 86.500.850 34% 44% |Penduduk dan
Manusia Kesehatan . Keluarga
. Ditingkatkan Mutu dan
Tingkat Daerah Kompetensinva Berencana
Kabupaten /Kota p Yy
Persentase Fasilitas
PROGRAM SEDIAAN |Felayanan Farmasi,
FARMASI, ALAT Industri Rumah Tangga . ., .
KESEHATAN DAN ia:ga;l {IRTI;), TempaTtPP % 88 06.205.700 o 15.656.200 0 16.614.000 o 32.270.200 0% 34%
MAKANAN MINUMAN |Féngelolaan Pangan (TPP)
dan Depot Air Minum
(DAM) i Standar
Jumlah Dokumen Hasil
. . Pengendalian dan
Pemberian Izin q
Pengawasan serta Tindak
Apotek, Toko Obat, b
Lanjut Pengawasan
2.01 Toko Alat Kesehatan |, ;nan Apotek, Toko | Dokumen | 2 o 15.656.200| 0 o 0% | 33%
: dan Optikal, Usaha P 2 61.684.700 990 4.714.400 20.370.600 ° °
B Obat, Toko Alat
Mikro Obat h d ikal
Tradisional (UMOT) |Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil Dinas Kesehatan
2.01 | 1 |Pensawasan serta Pengendalian dan Dokumen | 2 0 15.656.200| 0 0 0% 33% |Pengendalian
’ Tindak Lanjut Pengawasan serta Tindak 61.684.700 ’ : 4.714.400 20.370.600 ° ° &
.. < Penduduk dan
Pengawasan Perizinan |Lanjut Pengawasan




Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan,
dan Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional (UMOT)]

Pengendalian dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Pengawasan
Penerbitan Sertifikat

Perizinan Apotek, Toko
Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT]

Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
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Keluarga
Berencana

Dinas Kesehatan,

Laik Higiene Sanitasi |Penerbitan Sertifikat Laik Pengendalian
2.04 Tempat Pengelolaan |Higiene Sanitasi Tempat Dokumen 3 0% 34% |Penduduk dan

Makanan (TPM) Pengelolaan Makanan 34.521.000 11.899.600 11.899.600 Keluarga

antara lain Jasa Boga, |(TPM) antara lain Jasa Berencana

Rumah Boga, Rumah

Makan/Restoran dan |Makan/Restoran dan

Depot Air Minum Depot Air Minum (DAM)

(DAM)

Persentase Upaya

PROGRAM Kesehatan

PEMBERDAYAAN Bersumberdaya

MASYARAKAT Masyarakat (UKBM) yang % (53 2.482.254.780 ISP LD 575.317.400 A Y] 30%

BIDANG KESEHATAN

Peningkatan Upaya
Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan

dan Pemberdayaan
Masyarakat

Bimbingan Teknis dan
Supervisi
Pengembangan dan

mengalami kenaikan
strata

Jumlah Dokumen Promosi
Kesehatan, Advokasi,
Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Upaya

2.127.242.860

557.922.000

694.688.000

Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan




Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat

PROGRAM

PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR
A

Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Persentase ketaatan
terhadap RTRW

100

Persentase Rawan
Banjir/Genangan

18,47

12.574.216.000

o
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146.056.500

o

348.307.407

o

494.363.907

iUKBMi

0%

0%

Keluarga
Berencana

4%

Rehabilitasi Stasiun

Jumlah Stasiun Pompa

Dinas Pekerjaan

Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi
dan Teknis SPAM

Jumlah Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Teknis SPAM yang
disusun

21.869.000

1 0, 0,
]3] 2|20 28 |5 pa Banjir Banjir yang Direhabilitasi Unit 2 235.100.000| © 40 0 [ 0% 0% |Umum dan
Penataan Ruang
. . . Dinas Pekerjaan
1]3] 2 | 201 | 3s |Feningkatan Stasiun |Jumlah Stasiun Pompa Unit 2 0 0 0 0% 0% |Umum dan
Pompa Banjir Banjir yang Ditingkatkan 3.165.339.960 - -
Penataan Ruang
1 ]3] 2 | 201 | 46 |Normalisasi/Restorasi | Panjang Sungai yang KM 0,5 0 26.647.500| 0 0 0% 1% [ dan
! Sungai Dinormalisasi/Direstorasi ’ 8.075.086.040 ' : 27.300.000 53.947.500 ° °
Penataan Ruang
Operasi dan Jumlah Stasiun Pompa Dinas Pekerjaan
N . . - : . 5 o
13| 2 |201]|55 Pemehhara?in Stasiun Banjlr.yar.lg Dioperasikan Unit 1 1.098.690.000 0 119.409.000 0 321.007.407 0 440.416.407 0% 40% |Umum dan
Pompa Banjir dan Dipelihara Penataan Ruang
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN Persentase rumah tangga
PENGEMBANGAN o ) | o o
PENYEDIAAN AIR
MINUM

Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

1{3]| 6 |201

PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE

Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi

Persentase panjang
drainase dalam kondisi
baik

Jumlah Rencana,
Kebijakan, Strategi dan

Dokumen

80,09

20

22.188.093.000

934.450.000

300.098.789

o

802.584.640

1.102.683.429

0%

0%

Dinas Pekerjaan
0% |Umum dan
Penataan Ruang




dan Teknis Sistem
Drainase Perkotaan

Teknis Sistem Drainase
Perkotaan yang Disusun
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Pembangunan Sistem

Panjang Saluran Drainase

Dinas Pekerjaan

0, 0,
2.01 Drainase Perkotaan Perkotaan yang Dibangun M 100 19.195.397.000 0 - 0 205.144.800 0 205.144.800 0% 1% |Umum dan
Penataan Ruang
Operasi dan Panjang Saluran Drainase Dinas Pekerjaan
1 1 1 1 0, 0,
2.01 Pem'ehharaan Sistem yang Ploperamkan dan M 100 2.058.246.000 19 300.098.789| 25 597.439.840 44 897.538.629 44% 44% |Umum dan
Drainase Dipelihara Penataan Ruang
PROG Persentase Bangunan
PENATAAN g % 100 (0] 2.592.100f O (0] 1.664.434.300| 0% 4%

BANGUNAN GEDUNG

Penyelenggaraan
Penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan
(IMB), Sertifikat Laik
Fungsi (SLF), Peran

Sesuai Ketentuan

Jumlah Penyelenggaraan
Penerbitan Persyaratan
Bangunan Gedung (PBG),
Sertifikat Laik Fungsi

38.642.900.000

1.661.842.200

Dinas Pekerjaan

2.01 Tenaga Ahli Bangunan |(SLF), peran Tim Profesi | Cokuwmen | 5 242.900.000| © 2.592.1001 0 0 0 2.502.100| % 1% gmu;n dag
Gedung (TABG), Ahli (TPA), Pendataan enataan kuang
Pendataan Bangunan |Bangunan Gedung, serta
Gedung, serta Implementasi SIMBG
Implementasi SIMBG
Perencanaan, Jumlah Dokumen
Pembangunan, Perencanaan,
Pengawasan, dan Pembangunan, Dinas Pekerjaan
2.01 Pemanfaatan Pengawasan dan Dokumen 40 38.400.000.000 0 B 2 1.661.842.200 2 1.661.842.200 5% 4% |Umum dan
Bangunan Gedung Pemanfaatan Bangunan Penataan Ruang
Daerah Gedung Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENATAAN Persentase Bangunan
BANGUNAN DAN  |Sesuai Ketentuan % 100 | 45.964.000.805| ° 1.305.498.400| 0 | 5 170.614.250 0 3.476.112.650) 0% | 18%
LINGKUNGANNYA
Jumlah Penataan
Bangunan dan
Lingkungan di Kawasan
Penataan Bangunan Cagar Budaya dan Dinas Pekerjaan
2.01 Tradisional Bersejarah, Kawasan 27 27 1.252.570.400| 27 27 3.223.383.650| 100% 18% |Umum dan

dan Lingkungan

Kawasan Pariwisata,
Kawasan Sistem
Perkotaan Nasional dan
Kawasan Strategis Lainnya

18.371.066.895

1.970.813.250

Penataan Ruang
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5 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100%
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Jumlah Pemeliharaan
Bangunan dan
Lingkungan di Kawasan
Pemeliharaan Cagar Budaya dan Dinas Pekerjaan
. . o o
9 | 2.01 4 Biangunan dan Tradisional B.er_sejarah, Kawasan 27 592.934.000 27 52.928.000| 27 199.801.000 27 252.729.000 100% 43% |Umum dan
Lingkungan Kawasan Pariwisata, Penataan Ruang
Kawasan Sistem
Perkotaan Nasional dan
Kawasan Strategis Lainnya
PROGRAM Persentase jalan dalam
0, 0, 0,
10 ‘l;ifxll?LENGGARAAN kondisi mantab % 95,5 41.965.000.000 (4] 1.298.291.000 (V] 8.975.446.380 (0] 10.273.737.380| 0% 24%
Penyelenggaraan q
Persentase jalan dalam o o o
10} 2.01 Jalan kondisi mantap % 95,5 | 41.965.000.000| ° 1.298.291.000| 0 8.975.446.380 0 10.273.737.380| 0% | 24%
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana,
Kebijakan, dan Jumlah Dokumen Hasil
Strategi pelaksanaan Advis dan Dinas Pekeriaan
10 | 2.01 | 1 |Pengembangan Layanan Teknis, Kajian | 1 nen |1 0 0 0 0% 0% |Umum dan
’ Jaringan Jalan serta |Kebijakan, Bantuan 258.292.800 - - - ° ° Penataan Ruan
Perencanaan Teknis Teknis, Bimbingan Teknis, g
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengendalian
Jalan dan Jembatan
Pembebasan Luas Lahan yang Tersedia Dinas Pekerjaan
Lahan/Tanah untuk
10 | 2.01 2 untuk Penyelenggaraan M2 1500 0 0 0 0% 0% |Umum dan
Penyelenggaraan 3.015.100.000 - - -
Jalan Penataan Ruang
Jalan
Survey Kondisi Jumlah Data dan Dinas Pekerjaan
10 | 2.01 4 Y Informasi Terkait Kondisi Dokumen 1 0 0 0 0% 0% |Umum dan
Jalan/Jembatan 408.600.000 - - -
Jalan/Jembatan Penataan Ruang
10 | 2.01 | 5 |Pembangunan Jalan |F2jang Jalan yang KM 1,5 0 0 0 0% 2% Bgifnpgﬁrjaan
’ Dibangun ’ 1.652.330.000 - 39.200.000 39.200.000 Penataan Ruang
Panjang Jalan yang Dinas Pekerjaan
Pelebaran Jalan . , o
101 2.01 1 7 | prenambah Lajur Dilakukan Pelebaran KM 2 13.976.210.000] © 40 715.105.380 0 715.105.380| % 5%  |Umum dan
dengan Menambah Lajur Penataan Ruang
Pemeliharaan Berkal Panjang Jalan yang Dinas Pekerjaan
10 | 2.01 | 10 |*EMmeUnaraan Berk&& Injaiukan Pemeliharaan KM 1,5 0 649.766.000| 0,5 0,5 8.014.387.000| 33% | 56% |Umum dan
Jalan 14.379.050.000 7.364.621.000
Secara Berkala Penataan Ruang
Pemeliharaan Rutin Panjang Jalan yang Dinas Pekerjaan
1 1 0, 0,
10 | 2.01 | 11 Jalan Dilakukan Pemehharaan KM 6 5.852.247.200 0 648.525.000 2 758.470.000 2 1.406.995.000| 33% 24% |Umum dan
Secara Rutin Penataan Ruang
10| 201 12 Pembangunan Panjang Jembatan yang M2 10 0 0 0 0% 0% Bi;lisml:’g;elrjaan
: Jembatan Dibangun 2.195.180.000 - - - ° ° |penataan Ruang
. . Panjang Jembatan yang Dinas Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin . X
10 | 2.01 | 19 Jembatan Dilakukan Pemehharaan M2 10 997.990.000 0 B 3 98.050.000 3 08.050.000 30% 43% |Umum dan
Secara Rutin Penataan Ruang
FROGRAM konstrukei yang
11 PENGEMBANGAN . % 77,98 o 1.750.700 o (0] 11.663.700| 0% 2%
JASA KONSTRUKSI memenuhi .standar 679.650.000 9.913.000
kompetensi
Penyelenggaraan Jumlah tenaga trampil
11 | 2.01 Pelatihan Tenaga konstruksi yang orang 100 491.250.000 (4] _ o ) (4] | 0% 0%
Terampil Konstruksi |bersertifikat : :
Pelaksanaan Pelatihan |Jumlah Tenaga Kerja Dinas Pekerjaan
11 | 2.01 4 |Tenaga Terampil Konstruksi Kualifikasi Orang 100 491.250.000 0 B 0 0 0 B 0% 0% |Umum dan
Konstruksi Jabatan Operator dan ) ) Penataan Ruang




13|11

2.03

Pembinaan dan
Peningkatan
Kapasitas Badan
Usaha Jasa
Konstruksi

Teknisi atau Analis yang
Mengikuti Pelatihan

Jumlah peserta yang

peningkatan Kapasitas
Badan Usaha Jasa
Konstruksi

mengikuti pembinaan dan

Orang

188.400.000

1.750.700| 0 9.913.000 0 11.663.700| %

6%

Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

Persentase ketaatan
terhadap RTRW

59.233.295

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang
untuk Investasi dan

Pembangunan Daerah |dan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemanfaatan
Ruang untuk Investasi

Pelaksanaan
Persetujuan a Jumlah Dokumte)n Dinas Pekerjaan
Substansi, Evaluasi, |Persetujuan Substansi,
1|38 12]20l Konsultasi Evaluasi EvaluasJi dan Penetapan Dokumen 200.000.000 6.573.630| 0 12.957.480 0 19.531.110] 9% 10% |Umum dan
dan Penetapan RTRW |RTRW Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan
l;erbsetujuan , Jumlah Doklémsn Dinas Pekerjaan
ubstansi, Evaluasi, |Persetujuan Substansi,
1|38 12]201 Konsultasi Evaluasi EvaluasJi dan Penetapan | DoKumen 300.000.000 5.552.232) 0 9.011.635 0 14.563.867| 0% 5% |Umum dan
dan Penetapan RRTR |RRTR Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Kabupaten/Kota
ge?etapangiebijakan Ju]ranlalli Dokuzne;x rod Dinas Pekerjaan
alam rangka Kebijakan Perda/Perkada
R Pelaksanaan Penataan selaiJn RTRW Dokumen 250.000.000 - 0 - 0 | 0% 0% gmuin dag
Ruang Kabupaten/Kota cnataan kuang
Sosialisasi Kebijakan [Jumlah Dokumen
dan Peraturan Sosialisasi Kebijakan dan Dinas Pekerjaan
13|12 2.01 Perundang-undangan |Peraturan Perundang- Dokumen 200.000.000 B 0 B 0 | 0% 0% |Umum dan
Bidang Penataan undangan Bidang : : Penataan Ruang
Ruang Penataan ruang

Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
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I
I

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penertiban dan
Penegakan Hukum
Bidang Penataan
Ruan,

PROGRAM

PENGEMBANGAN
PERUMAHAN

Pendataan Rumah
Sewa Milik
Masyarakat, Rumah
Susun dan Rumah
Khusus

Operasional dan
Pemeliharaan
Lingkungan
Perumahan pada
Relokasi Program
Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pengelolaan
Kelembagaan dan
Pemilik/Penghuni
Rumah Susun

Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
Sinkronisasi Penertiban
dan Penegakan Hukum
Bidang Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

Dokumen 1 0] 0

200.000.000 430.000 0 0% 2%

4.417.968 4.847.968

Prosentase
Pengembangan % 100
Perumahan

o 217.001.502 o (o] 704.278.092( 0% 28%

2.477.810.500

Jumlah Rumah pada

Lokasi Relokasi Program

K{:lbupaten /Kota yang unit rumah 3 2.295.210.500
Dilaksanakan Operasional

dan Pemeliharaan

Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Pengelolaan
Kelembagaan bagi
Pemilik/Penghuni Rumah

487.276.590

Dinas
Perumahan
1.445.900 1.445.900 0% 2% |Rakyat dan
Kawasan
Permukiman

500.000

Jumlah Dokumen Data
Rumah Sewa Milik
Masyarakat, Rumah
Susun, dan Rumah
Khusus

Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman

Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman

Laporan 0]

96.450.000 450.000

14| 3 202

PROGRAM KAWASAN

PERMUKIMAN

Survei dan Penetapan
Lokasi Perumahan
dan Permukiman
Kumuh

Prosentase kawasan
permukiman yang tidak
kumuh

99,5 (o] 44.364.000 371.534.550, 0%

5.723.441.600 327.170.550

Jumlah Hasil Survei dan

Penetapan Lokasi Dinas
0, 0,
Perumahan dan Dokumen 1 95.000.000| © 1 0 0 0 1 0% 0% |Perumahan
Rakyat dan

Permukiman Kumuh




Kawasan
Permukiman

Penyusunan Rencana
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Hunian

PROGRAM
PENINGKATAN
KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN

UMUM

Pencegahan
Gangguan
Ketenteraman dan

Persentase Kasus K3
(Ketertiban,
Ketentraman dan
Keindahan) yang
diselesaikan

Jumlah Kasus Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum yang

Kasus

40

11.113.091.000

1.525.526.000

40

744.669.042

162.929.250

40

697.755.500

215.683.250

40

1.442.424.542

378.612.500

100%

100%

13%

25%

Tapak (Site Plan) dan |Jumlah Rencana Tapak Dinas
Detail Engineering (Site Plan ) dan Detail Perumahan
1 1 1 1 0, 0,
114]| 3 |203 Design !DED) Engmee.rmg Design (DED) | Dokumen 3 38.736.000 0 4.196.000 0 B 0 4.196.000 0% 11% |Rakyat dan
Peremajaan/Pemugar |Peremajaan/Pemugaran Kawasan
an Permukiman Permukiman Kumuh Permukiman
Kumuh
Dinas
Perbaikan Rumah Jumlah Rumah Tidak Perumahan
1 1 0, 0,
L4 38 |20 Tidak Layak Huni Layak Huni yang unit 160 2.222.940.600 ° 8.391.000/ 0 13.468.250 0 21.859.250| % 1% |Rakyat dan
Diperbaiki Kawasan
Permukiman
Pelaksanaan Dinas
Pembangunan Luas Permukiman Kumuh Perumahan
0, 0,
114]| 3 |203 Pemuggran/ yang ) ha 16,41 3.366.765.000 0 31.777.000 0 313.702.300 0 345.479.300 0% 10% |Rakyat dan
Peremajaan Diremajakan/Dipugar Kawasan
Permukiman Kumuh Permukiman
PROGRAM
:gﬂlsljgmq "'IAAN Prosentase Peningkatan
¢l [y O, 0,
14| 5 SARANA DAN E:?Jsi:;:l:;;ns:::l(l;s‘:;n % 100 19.677.447.900 o 1.628.169.110| 50 4.014.652.030 50 5.642.821.140, 50% 29%
UTILITAS UMUM
PSU
Penyediaan Jumlah Lokasi Perumahan Dinas
Prasarana, Sarana, . .
o . |yang Disediakan Perumahan
14| 5 |201 dan Utilitas Umum di. |5, o0 Sarana, dan lokasi 3 3 1.628.169.110| 3 3 5.642.821.140| 100% | 29% |Rakyat dan
Perumahan untuk o i § 19.677.447.900 : : : 4.014.652.030 : : :
Menuniang Funesi Utilitas Umum yang Kawasan
Jang g Menunjang Fungsi Hunian Permukiman

Satuan Polisi
Pamong Praja
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5 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100%
2 3 4 K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K (%) |RP. (%) 12
Ketertiban Umum Dicegah Melalui Deteksi dan Pemadam
Melalui Deteksi Dini Dini dan Cegah Dini, Kebakaran
dan Cegah Dini, Pembinaan dan
Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan
Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan
Pelaksanaan Patroli, |Pengawalan
Pengamanan, dan
Pengawalan
Penindakan Atas Jumlah Kasus Gangguan
Gangguan Ketenteraman dan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Satuan Polisi
berdasarkan Perda Perkada Melalui Pamong Praja
201 dan Perkada Melalui |Penertiban dan Kasus | 275 812.347.000| °7 96.479.750| 53 131.810.000 120 228.289.750| 4% | 28% |4an pemadam
Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa Kebakaran
Penanganan Unjuk dan Kerusuhan Massa
Rasa dan Kerusuhan |yang Dilakukan
Massa Penindakan
Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Pelaksanaan Koordinasi ‘s
Satuan Polisi
Ketent'raman dan Penyelenggaraan ) Pamong Praja
2.01 Ketertlbap Umum Ketenteraman, Ketertlban Dokumen 8 152.772.000 0 B 1 19.847.500 1 19.847.500 13% 13% dan Pemadam
serta Perlindungan Umum dan Perlindungan Kebakaran
Masyarakat Tingkat Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen yang
Pemberdayaan Memuat Hasil .
i Satuan Polisi
Perlindungan Pemberdayaan Pamong Praja
2.01 Masyarakat dalam Perlindungan Masyarakat | Dokumen 6 5.763.046.000 0 217.452.750 1 217.467.250 1 434.920.000 17% 8% dan Pemadam
rangka Ketentraman |dalam rangka Kebakaran
dan Ketertiban Umum |Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Peningkatan
Kapasitas SDM
Eatuan POh.S ! Jumlah SDM Satuan Polisi .
amongpraja dan . Satuan Polisi
Satuan Perlindungan Pamongpraja dan Satuan o o, |Pamong Praja
2:01 Masyarakat Termasuk |- crindungan Masyarakat Orang 8 312.875.000| 2 61.736.000 13 57.910.000 25 119.646.000| 2% | 38% l4an Pemadam
yang Ditingkatkan
dalam Pelaksanaan K Kebakaran
Tugas van Kapasitasnya
gas yang
Bernuansa Hak Asasi
Manusia
Jumlah Laporan
Penegakan Peraturan |Pelaksanaan Penanganan
Daerah Atas Pelanggaran
2.02 I:abupaten/Kota dan |Peraturan Daerah dan Dokumen 4 2.442.006.000 1 206.071.292 1 55.037.500 2 261.108.792 50% 11%
eraturan Peraturan Bupati/Wali
Bupati/Wali Kota Kota yang dapat
ditangani sesuai SOP
Jumlah Laporan Hasil
Sosialisasi Penegakan Pelaksanaan Sosialisasi Satuan Polisi
Peraturan Daerah dan Penegakan Perda/Perkada o o Pamong Praja
2.02 Peraturan kepada Dokumen | 4 2.096.102.000 ! 189.921.292) 0 9.747.500 1 199.668.792| 2°% 10% | jan Pemadam
Bupati/Wali Kota Masyarakat /Kelompok Kebakaran
Masyarakat/Pelaku
Usaha/
Penanganan Atas Jumlah Laporan Satuan Polisi
2.02 Pelangggaran Pelaksanaan Penanganan Laporan 12 345.904.000 3 16.150.000 ! 45.290.000 4 61.440.000 33% 18% Pamong Praja




Peraturan Daerah dan
Peraturan
Bupati/Wali Kota

Atas Pelanggaran
Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur yang
Dapat Ditangani Sesuai
SOP

Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas Pejabat PPNS
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dan Pemadam
Kebakaran

Satuan Polisi

Kabupaten/Kota (Per
Jenis Bencana)

Penduduk yang Tinggal di
Daerah Rawan Bencana
Sesuai Jenis Ancaman
yang Ada di Kawasan
Tempat Tinggalnya

Pengembangan dalam Mendukung Pamong Praja
15| 2 |203 g;ggsuas dan Karier Eenyellenggaraan Laporan 12 104.519.000 ~ ~ B 0% 0% dan Pemadam
etertiban Umum dan
Kebakaran
Ketenteraman Masyarakat
serta Penegakan Perda
dan Perkada
15| 3 :ggfnnggumnem Persentase Korban % 100 196.288.300 445.582.482| 0% 32%
T Bencana Yang Ditangani ° 1.412.859.000 s 249.294.182 oo ° °
Penyusunan Kajian Jumlah Dokumen Kajian Badan
1|15]| 3 |201 Risiko Bencana Risiko Bencana yang Dokumen 1 50.000.000 B 0 | 0% 0% |Penanggulangan
Kabupaten/Kota Dilegalisasi i i Bencana Daerah
Jumlah Orang yang
Mendapatkan Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi
Sosialisasi, dan Edukasi (KIE) Rawan
Komunikasi, Informasi|Bencana Kabupaten/Kota Badan
dan Edukasi (KIE) (Per Jenis Bencana) Secara
LS| s |20 Rawan Bencana Tatap Muka kepada Orang 300 62.354.000 - 0 [ 0% 0% |Penanggulangan

Bencana Daerah

Penyusunan Rencana

Terhadap Bencana

Keluarga, maupun Petugas

Penanggulangan Jumlah Dokumen Badan
0, 0,
1({5]| 3 |202 Bencana Rencana Penang.gular}gan. Dokumen 1 50.000.000 ~ ~ 0% 0% |Penanggulangan
Bencana yang Dilegalisasi Bencana Daerah
Kabupaten/Kota
Pelatihan Pencegahan i‘;g;fixﬁga I\I\/}Ziagrilili?n Badan
1t1 i 0, 0,
LIS )3 ]202 dan Mitigasi Bencana | b1 ihan Pencegahan dan | OT2R& | 200 87.155.000 - 26.000.000 26.000.000 0% | 30% |Penanggulangan
Kabupaten/Kota e Bencana Daerah
Mitigasi Bencana
Penyediaan Peralatan |Jumlah Peralatan Badan
153|202 Perlindungan dan Penyelamatan Diri bagi Unit 5 1.015.000 100% | 87% |Penanggulangan
: Kesiapsiagaan Individu Warga Negara, 19.040.000 R 15.620.182 16.635.182 o ° gguang:

Bencana Daerah
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Penguatan Kapasitas

Jumlah Kawasan yang

Bencana
Kabupaten/Kota

Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana

Jumlah Dokumen

1]5| 3 |202]| 6 [Kawasanuntuk Ditingkatkan Kapasitasnya| . acan | 6 0 7 7 117% | 72% ]Ps:ear?aar?ggulangan
! Pencegahan dan dalam Pencegahan dan 50.650.000 - 36.239.000 36.239.000
Lo . Bencana Daerah
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan Bencana
iz;ies?tl:sal’;ig;nRe aksi Jumlah Personil TRC yang Badan
1 1 0, 0,
1{5| 3 |202]| 8 Cepat (TRC) Bencana leembangkan Kgpgsnas Orang 37 888.600.000 37 133.200.000 0 133.200.000 37 266.400.000 100% 30% |Penanggulangan
Teknis dan Manajerialnya Bencana Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Aparatur dan Badan
Gladi Kesiapsiagaan |Warga Negara yang 0 0,
11513 1202110 I adap Bencana  |Mengikuti Gladi Orang | 300 48.945.000 © .| 300 20.495.000 300 20.495.000| 100% | #2% |Penanggulangan
o Bencana Daerah
Kesiapsiagaan
Pencarian, Jumlah Korban yang
Pertolongan dan Berhasil Ditemukan, Badan
;i X X . o o
15| 3 |203| 3 |Evakuasi Korban Dltolong, dar} D'1evakua31 Orang 12 80.475.000 0 19.485.000| 18 7 740.000 18 27.925.000 150% 34% |Penanggulangan
Bencana Per Jenis Kejadian Bencana Daerah
Kabupaten/Kota Bencana
Penyediaan Logistik  |Jumlah Korban Bencana
Penyelamatan dan yang Mendapatkan Badan
; Lo i o o
15| 3 |203| 4 |Evakuasi Korban Distribusi Logistik Orang 12 25.640.000 0 22.588.300 0 _ 0 29.588.300 0% 88% |Penanggulangan

Bencana Daerah

NON KEBAKARAN

Penanganan
Pascabencana
Kabupaten/Kota Melalui
Penanganan Pengkajian Kebutuhan o o Badan
15| 3 |204| 6 |Pascabencana Pasca Bencana (JITU Dokumen 1 50.000.000 0 20.000.000 0 10.000.000 0 30.000.000 0% 60% |Penanggulangan
Kabupaten/Kota Bencana Daerah
PASNA) Rencana
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca
Bencana (R3P)
PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, |Pelayanan Penyelamatan
15| 4 PENYELAMATAN dan Evakuasi Korban % 100 (4] 181.159.850| 50 50 355.748.450| 50% 33%
KEBAKARAN DAN Kebakaran 1.091.528.000 174.588.600
PENYELAMATAN
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5 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100%
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Pencegahan Jumlah Dokumen NSPM Satuan Polisi
Kebakaran dalam Pencegahan/Penanggulan o o, |Pamong Praja
2.01 Daerah gan Kebakaran dalam Dokumen 6 686.635.000 1 102.421.100 1 99.556.600 2 201.977.700 33% 29% dan Pemadam
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota . Kebakaran
Setiap Tahunnya
Jumlah Laporan Hasil
Pemadaman dan . .
. Pelaksanaan Kegiatan Satuan Polisi
Pengendalian Kesiapsiagaan Petugas Pamong Praja
0, 0,
201 Kebakaran dalam pjjcet dan Pemadaman Laporan | 6 387.793.000 ! 78.738.750 1 75.032.000 2 153.770.750| 3% | 9% l4an Pemadam
Daerah
Kabupaten,/Kota Kebakaran dalam Daerah Kebakaran
Kabupaten/Kota
0 Prosentase Kegiatan
Inspeksi Peralatan . . o o o
2:02 Proteksi Kebakaran [LnsPeksi Proteksi & %0 17.100.000 ° | ° 5 0 0% | 0%
Kebakaran
Jumlah Dokumen yang
Memuat Data Satuan Polisi
Pendataan Sarana Bangunan/Gedung/Lingk Pamong Praja
1 0, 0,
2.02 Prasarana Proteksi ungan yang Dokumen 6 17.100.000 0 B 0 0 (0] B 0% 0% dan Pemadam

Kebakaran

PROGRAM

Dipersyaratkan Harus
Memiliki Sistem Proteksi
Kebakaran

Persentase PSKS yang

Kebakaran

i 0, 0, 0,
PEMBERDAYAAN berperan aktif dala.m % 58 3.589.656.050 o 218.067.200 o 291.855.300 (1] 509.922.500| 0% 14%
SOSIAL Pemberdayaan Sosial
Pengembangan
DT ST Persentase PSKS yang
i o, O, 0,
2.03 Resejahteraan Sosial | gibina % 58 | a.s89.656.050 ° 218.067.200| 0 291.855.300 0 509.922.500 0% | 14%
Kabupaten/Kota
Peningkatan . |Jumlah Orang Mendapat Dinas Sosial,
Kemampuan Potensi X .
Pekerja Sosial Peﬁm.gkatar} Il(apa31task . . Pemberdayaan
2.03 Masyarakat Ezweer;];:o:;a Masyarakat Orang 214 396.044.900 43 67.428.400( 209 40.700.000 252 108.128.400 118% 27% g:ﬁrrlliglllijnaian
Kewenangan Kab ¢ g /Kot Anak g
Kabupaten/Kota abupaten/tota na
. Jumlah Tenaga
Peningkatan . . . .
. |Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial,
Kemampuan Potensi
Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kewenangan Pemberdayaan
0, 0,
2.03 Sosial Kecamatan Kabljlpaten/Kota yang Orang 3 65.647.800 0 7.023.800 3 9.151.900 3 16.175.700 100% 25% Pergmpuan dan
Meningkat Kapasitasnya Perlindungan
Kewenangan
Kewenangan Kabupaten Anak
Kabupaten/Kota
/Kota
Peningkatan Dinas Sosial
Kemampuan Potensi |[Jumlah Keluarga yang Pember dayaa,ln
Sumber Kesejahteraan|Meningkat Kapasitasnya o o
2.03 Sosial Keluarga Kewenangan Keluarga | 5 210.899.700| ° 7.458.300 5 52.563.200 5 60.021.500| 100% | 28% |Perempuan dan
Perlindungan
Kewenangan Kabupaten/Kota Anak
Kabupaten /Kota
Peningkatan
Kemampuan Potensi |[Jumlah Lembaga Dinas Sosial,
Sumber Kesejahteraan |Kesejahteraan Sosial yang Pemberdayaan
H 1 3 0, 0,
2.03 Sosial Kelembagaan Meningkat Kapasitasnya Lembaga 14 2.917.063.650 0 136.156.700 14 189.440.200 14 395.596.900 100% 11% Pere.mpuan dan
Masyarakat Kewenangan Perlindungan
Kewenangan Kabupaten/Kota Anak

Kabupaten/Kota




PROGRAM
REHABILITASI
SOSIAL

Persentase PMKS yang
mendapatkan pelayanan
rehabilitasi sosial

Jumlah Orang yang
Mendapatkan Pemenuhan
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Dinas Sosial,

Kabupaten/Kota

16| a|201]| 1 |Penyediaan Kebutuhan Permakanan Orang | 165 24 31.076.000| 24 48 20% | 24% gg::;ﬁ:?ﬁ:n
: Permakanan Sesuai dengan Standar 204.084.000 : : 18.598.000 49.674.000 .
N, Perlindungan
Gizi Minimal Kewenangan Anak
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang Dinas Sosial,
Menerima Pakaian dan Pemberdavaan
16| 4 |201| 2 |Penyediaan Sandang |Kelengkapan Lainnyayang| o .0 60 27 15.843.700| 0 27 45% | 61% Perempuasrll dan
! Tersedia dalam 1 Tahun 25.768.681 ' : - 15.843.700 .
Perlindungan
Kewenangan Anak
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang . .
Mendapatkan Alat Bantu Eérﬁsefg:la:én
16| 4 |201| 3 |Penyediaan Alat dan Alat Bantu Peraga Orang 13 7 25.594.900| 0 7 54% | 72% Perempua}rll dan
’ Bantu Sesuai kebutuhan 35.457.200 : ’ - 25.594.900 :
Perlindungan
Kewenangan Anak
Kabupaten /Kota
Jumlah Orang yang Dinas Sosial,
Pemberian Pelayanan Mendapatkan Pelayanan Pemberdayaan
i i 0, 0,
1161 4 12011 4 g unifikasi Keluarga Egﬁgj‘;ﬁemarg"‘ Orang 12 42.300.000| ° 4.263.000| 4 480.000 4 4.743.000| 3% | 11% ﬁg;ﬁ%’:ﬁ;ﬁan
Kabupaten/Kota Anak
o Dinas Sosial,
Pemberian Bimbingan ;;ﬁa&:g:;rtgp?;gﬁ;?gan Pemberdayaan
TS > > 0, 0,
16| 4 |2.01 5 Fls.ll?, Mental, ) dan Sosial Kewenangan Orang 62 10.100.000 0 2.100.000 1 700.000 1 2.800.000 2% 28% Pere_mpuan dan
Spiritual, dan Sosial Perlindungan
Kabupaten/Kota Anak
Pemberian Bimbingan |Jumlah Peserta Bimbingan
Sosial kepada Sosial kepada Keluarga
Keluarga Penyandang |Penyandang Disabilitas Dinas Sosial,
Disabilitas Terlantar, |Terlantar, Anak Terlantar, Pemberdayaan
3 1 0, 0,
16| 4 | 201 6 Anak Terlgntar, Lanjut Usia Terlantar, Orang 270 666.392.900 114 432.542.000| 230 14.580.700 230 447.122.700 85% 67% Pere'mpuan dan
Lanjut Usia Terlantar, |serta Gelandangan Perlindungan
serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Anak
Pengemis dan Kewenangan
Masyarakat Kabupaten/Kota
Jumiah Orang yang P
1|6]| 4 |201]| 10 |Pemberian Layanan |Mendapatkan Pelayanan Oran 60 13 11.278.000| 3 16 27% | 28% |Perempuan dan
: Kedaruratan Kedaruratan Kewenangan € 103.969.400 ' : 17.532.500 28.810.500 ° ° Perlingl)ungan

Anak
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5 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100%
2 3 4 K Rp. Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K (%) |RP. (%) 12
Bukan Korban Sosial yang mendapatkan
HIV/AIDS dan NAPZA [rehabilitasi sosial
di Luar Panti Sosial
Jumlah Orang yang l];);rr;absefgzlzlz;n
2.02 | 2 |Pemberian Layanan |Mendapatkan Pelayanan |, 25 16.359.000 4 4 16% | 16% |Perempuan dan
’ Kedaruratan Kedaruratan Kewenangan g 191.360.500 ’ : 15.200.000 31.559.000 ° ° mp
Perlindungan
Kabupaten/Kota Anak
Jumlah Orang yang Dinas Sosial,
Mendapatkan Pemenuhan Pemberdavaan
2.02 | 3 [Penyediaan Kebutuhan Permakanan Oran, 250 13.472.800| 160 160 64% | 30% |Perempuan dan
’ Permakanan Sesuai dengan Standar g 95.736.800 ’ : 15.558.800 29.031.600 ° ° mp
AN Perlindungan
Gizi Minimal Kewenangan Anak
Kabupaten/Kota
Jumlab orang yang Dinas Sosial,
Menerima pakaian dan Pemberdavaan
2.02 | 4 |Penyediaan Sandang |KClengkapan lainnyayang | ., 50 1.340.000| 34 34 68% 64% |Perempuan dan
: Y € |Tersedia dalam 1 tahun g 20.250.900 S 11.604.400 12.944.400 ° 0 mp
Perlindungan
Kewenangan Anak
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang . .
Mendapatkan Alat Bantu PDHI:; fgzla{;n
2.02 5 Penyediaan Alat dan Alat Bantu Peraga Oran 20 0 0 0% 0% Pgren‘f ua3r71 dan
’ Bantu sesuai Kebutuhan g 10.789.900 - - - ° ° mp
Perlindungan
Kewenangan Anak
Kabupaten /Kota
Jumlah Orang yang Dinas Sosial,
Penyediaan Mendapatkan Pemenuhan Pemberdayaan
2.02 6 |Perbekalan Kesehatan Kebutuhan Perbekalan Orang 100 3.003.500| 85 85 85% 58% |Perempuan dan
’ ) X Kesehatan di Luar Panti 26.051.380 ’ : 12.110.800 15.114.300 .
di Luar Panti Perlindungan
Kewenangan Anak
Kabupaten /Kota
. . Dinas Sosial,
Pemberian Bimbingan “F{;?Ea&:ris:lrtgp?;?f;?gan Pemberdayaan
fod 3 ’ 0, 0,
2.02 7 F1s_11§, Mental, ) dan Sosial Kewenangan Orang 135 71.700.000 10.700.000| 160 11.600.000 160 29.300.000 119% 31% Pere_mpuan dan
Spiritual, dan Sosial Perlindungan
Kabupaten/Kota Anak
Jumlah Orang yang . .
. Mendapatkan Akses ke Dinas Sosial,
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Pemberdayaan
idi 0, 0,
2.02 | 10 |Layanan Pendidikan Kesehatan Dasar Orang 75 117.792.000 19.632.000( 75 19.632.000 75 39.264.000 100% 33% Pergmpuan dan
dan Kesehatan Dasar Perlindungan
Kewenangan Anak
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang Dinas Sosial,
Pemberian Pelavanan Mendapatkan Pelayanan Pemberdayaan
2.02 | 12 . . ¥ Reunifikasi Keluarga Orang 18 4 4 22% 0% |Perempuan dan
Reunifikasi Keluarga Kewenangan 14.100.000 - - - Perlindungan
Kabupaten/Kota Anak
rocnam _[Fersentase PUKS yeng
PERLINDUNGAN DAN . % 99,66 2.386.333.150 o (0] 3.228.398.350| 0% 31%
JAMINAN SOSIAL Perl.mdungafl dan 10.466.050.900 842.065.200
jaminan sosial
persentase anak
Pemeliharaan Anak- |terlantar yang o o o
ZHU Anak Terlantar mendapatkan e ol 8.668.000 100.000 Y 350.000 2 450.000 D5 S
perlindungan sosial
Penjangkauan Anak- |Jumlah Anak-Anak o o Dinas Sosial,
2001 1 Jnak Terlantar Terlantar yang Dijangkau Orang 15 3.960.000 100.000] 4 250.000 4 350.000] 27 9% |pemberdayaan
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Kewenangan Perempuan dan
Kabupaten/Kota Perlindungan
Anak
Jumlah Anak-Anak Eérfse?g:;in
Rujukan Anak-Anak |Terlantar yang Mendapat o o
201 Terlantar Rujukan Kewenangan Orang 8 4.488.000| ° 40 100.000 0 100.000| 9% 2% g:;ﬁ’;‘é’;‘snaia“
Kabupaten/Kota g
Anak
Pemantauan Terhadap|Jumlah Anak Terlantar PD:rfbsefgz;&:z;n
2.01 Pelaksgnaan yang Terpantau dan Orang 8 0 1 1 13% 0% |Perempuan dan
Pemeliharaan Anak Terpelihara Kewenangan 220 - - - Perlindungan
Terlantar Kabupaten/Kota g
Anak
Pengelolaan Data persentase fakir miskin
Fakir Miskin yang mendapatkan o o o
CH ] Cakupan Daerah perlindungan dan 2 e 10.457.382.900 2 SRLEARERIEY O 841.715.200 2 3.227.948.350 S S
Kabupaten/Kota jaminan sosial
Pendataan Fakir Jumlah Fakir Miskin PDHrfbs ?g:lzlén
2.02 Miskin Cakupan Cakupan Dacrah o} 24685 1376 81.413.600| 30889 30889 125% | 29% |Perempuan d
: Daerah Kabupaten/Kota yang rang 919.803.700 LS 180.820.200 262.233.800 ° 0 PZ;ﬁrgssnanan
Kabupaten/Kota Didata g
Anak
Pengelolaan Data Jumlah Keluarga yang PDlnabs Sé)sml,
2.02 Fakir Miskin Cakupan |Mendapatkan Pengentasan| o1 200 | 4000 873 123.458.150| 30889 30889 772% | 41% |Perempuan dan
‘ Daerah Fakir Miskin g 606.105.400 TOS 123.901.000 247.359.150 0 ° Perhné’ungan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Anak
Jumlah keluarga penerima . .
e manfaat (KPM) yang Dinas Sosial,
Fasilitasi Bantuan mendapatkan bantuan Pemberdayaan
1 1 0, 0,
2.02 Sosial Kesejahteraan sosial kesejahteraan Keluarga | 4000 8.003.928.800 873 2.178.811.800| 3726 536.994.000 3726 2.715.805.800( 93% 31% Pere_mpuan dan
Keluarga Perlindungan
keluarga kewenangan Anak
kabupaten/kota
Jumlah Orang Dinas Sosial,
Fasilitasi Bantuan Mendapatkan Bantuan Pemberdayaan
i 0, 0,
2.02 Pengem}?angan Pengembangan Ekonomi Orang 56 97 545.000 0 2.549.600 0 ~ 0 2.549.600 0% 9% Pergmpuan dan
Ekonomi Masyarakat |Masyarakat Kewenangan Perlindungan
Kabupaten/Kota Anak
Persentase perlindungan
PROGRAM dan Jaminan Sosial pada
PENANGANAN saat tanggap dan paska % 100 o 54.220.500 0 o 112.288.500 0% 17%
BENCANA bencana bagi korban ROl s LHiz
bencana
;il;l;::u;eg::ms‘:sial Persentase Korban
0, 0, 0,
2:01 Alam dan Sosial bencana yang mendapat % 100 78.200.900, ° 4.184.500 ° - 0 4.184.500 %% 5%
bantuan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
Mendapatkan Permakanan Dinas Sosial,
3x1 Hari dalam Masa Pemberdayaan
2.01 Penyediaan Makanan |Tanggap Darurat Orang 300 39.982.600 0 4.184.500 0 0 0 4.184.500 0% 11% |Perempuan dan
(Pengungsian) : ’ ’ : Perlindungan
Kewenangan Anak
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang . .
. Mendapatkan Pakaian dan Dinas Sosial,
2.01 Penyediaan Sandang - Orang 300 0 0 0 0 0% 0% |Pemberdayaan
Kelengkapan Lainnya yang 15.177.300 - - Perempuan dan
Tersedia pada Masa p
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Tanggap Darurat Perlindungan
(Pengungsian) dan Pasca Anak
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Korban Bencana Dinas Sosial,
Pelavanan Dukunean |78 Mendapatkan Pemberdayaan
1|16]| 6 |201 ayana g Layanan Dukungan Orang 15 0 0 0 0 0% 0% |Perempuan dan
Psikososial 7 . 23.750.000 - .
Psikososial Kewenangan Perlindungan
Kabupaten/Kota Anak
Penyelenggaraan
Pemberdayaan Persentase Kelurahan
Masyarakat Terhadap|yang mendapatkan o o o
D@ © | e Kesiapsiagaan Sosialisasi Kampung e ey 578.806.500 v SR Y 58.068.000 v 108.104.000 g e
Bencana Siaga Bencana
Kabupaten/Kota
Jumlah Kampung yang
. . . . [Melaksanakan Koordinasi, Dinas Sosial,
Koordinasi, Sosialisasi L .
dan Pelaksanaan Sosialisasi dan Pemberdayaan
16| 6 202 X Pelaksanaan Kampung Kampung 1 0 0 0 0 0% 0% |Perempuan dan
Kampung Siaga si 135.615.200 - .
iaga Bencana Perlindungan
Bencana
Kewenangan Anak
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang . . Dinas Sosial,
. . c . |[Melaksanakan Koordinasi,
Koordinasi, Sosialisasi Sosialisasi dan Pemberdayaan
0, 0,
1|16]| 6 202 dan Pelak.sanaan Pelaksanaan Taruna Siaga Orang 30 443.191.300 17 50.036.000( 22 58.068.000 39 108.104.000 130% 24% Pere.mpuan dan
Taruna Siaga Bencana Perlindungan
Bencana Kewenangan Anak
Kabupaten /Kota
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase Pengelolaan
0, 0, 0,
16| 7 TAMAN MAKAM ';‘:lt:;nkr::‘l;iasrinbl;?:lawan %o 100 182.250.680 (0] 24.283.942 o 24.791.630 (4] 49.075.572| 0% 27%
PAHLAWAN
Pemeliharaan Taman |Persentase Pemenuhan
Makam Pahlawan Kebutuhan Sarana dan o o o,
SNICE I et Nasional prasarana Taman Makam & Y 182.250.680 e idss s 24.791.630 2 49.075.572 E S
Kabupaten/Kota Pahlawan
Pemeliharaan Taman |Jumlah Makam yang Dinas Sosial,
16| 7 |201 Makam Pahlawan Terpenuhi Pemeliharannya |\ 0 | 966 0 24.283.942| 966 966 100% | 27% 52?2'3?3?3&
’ Nasional pada Taman Makam 182.250.680 ’ : 24.791.630 49.075.572 ° ° P
Perlindungan
Kabupaten/Kota Pahlawan Kabupaten/Kota Anak
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)| 16% 23%
. . .. | Sangat | Sangat
Predikat Kinerja Rendah |Rendah

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :
1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan
2. Sinergitas Hubungan antar stackholder menjadikan pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik

Faktor Penghambat :
1. Adanya regulasi baru mengenai struktur sumber dana APBD yang menjadikan OPD harus memetakan sumber dana dan peruntukan belanjanya

2. Adanya perubahan Juknis pada beberapa dana mandatori seperti dana DBH - CHT
3. Pelaksanaan pergeseran anggaran menjadikan beberapa kegiatan baru bisa dimulai pada triwulan II ini
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:
1. Terus melakukaan kordinasi antar lembaga dan memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :
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Tingkat Capaian

Urusan/ Bidang Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Perangkat
Kode Urusan/ Program/ Indikator Program/ o Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Daerah
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Berjalan yang di Evaluasi RKPD yang di Evaluasi | Anggaran RKPD Penanggung
Kegiatan (2023) Murni 1 I 1II v Tahun 2023 Tahun 2023 (%) Jawab
Murni
[ 5 6 7 [ 8 9 10=6+7+8+9 [ 11=10/5 x 100% |

12

PROGRAM
PELATIHAN KERJA |persentase jumlah peserta
3 DAN pelatihan yang berbasis % 30 643.811.800 (4] 24.060.000 (0] 359.653.300 (0] 383.713.300 0% 60%
PRODUKTIVITAS kompetensi
TENAGA KERJA
i:i::‘;::ran Jumlah peserta pelatihan
3 | 2.01 ketrampilan yang Orang 40 621.802.000 (0] 23.362.000 45 351.692.500 45 375.054.500 113% 60%
berdasarkan Unit g .
a mengikuti Uji Kompetensi
Kompetensi
Proses Pelaksanaan
gz{ﬁ;ﬁﬁn dan Jumlah Tenaga Kerja yang Dinas Tenaga
3 |2.01 Keterampilan bagi  |Mcndapat Pelatihan Orang 50 621.802.000 0 23.362.000 45 351.692.500 45 375.054.500 90% 60% | Kerja, Koperasi
X . Berbasis Kompetensi pada Usaha Kecil Dan
Pencari Kerja Tahun n Menengah
berdasarkan Klaster g
Kompetensi
L Er [Eaml e Prosentase LPKS yan,
3 | 2.02 Pelatihan Kerja beriiin yang % 20 10.054.800 o 698.000 60 '7.960.800 60 8.658.800 300% 86%
Swasta J
: Dinas Tenaga
Pembinaan Lembaga . . .
3 |2.02 Pelatihan Kerja Jumlah Lembaga Pelatihan | | oo 27 10.054.800 0 698.000 30 7.960.800 30 8.658.800 111% | se% | Kewa, Koperasi
Kerja Swasta yang Dibina Usaha Kecil Dan
Swasta Menengah
Pengukuran Jumlah Perusahaa.m .yan.g
Produktivitas mendapatkan sosialisasi erusahaa
3 |2.05 . Pengukuran Kompetensi P 30 11.955.000 o] - (4] 4] - 0% 0%
Tingkat Daerah - n
dan Produktivitas Tenaga
Kabupaten/Kota .
Kerja
Pengukuran Jumlah Dokumen Hasil Dinas Tenaga
Kompetensi dan Pengukuran Produktivitas o o Kerja, Koperasi
3 205 Produktivitas Tenaga |dan Daya Saing Tenaga Dokumen 1 11.955.000 0 ) 0 ) 0 B 0% 0% |ysaha Kecil Dan
Kerja Kerja di Tingkat Daerah Menengah
rrocmaw [bersenase Pencar Kere
4 PENEMPATAN melglui infol:'masi bursa % 15 165.600.000 o 40.889.400 (0] 45.994.000 (0] 86.883.400 0% 52%
TENAGA KERJA .
kerja
Pengelolaan Jumlah pencari kerja
4 | 2.03 Informasi Pasar yang ditempatkan melalui| Orang 230 165.600.000 (4] 40.889.400 (4] 45.994.000 (4] 86.883.400 0% 52%
Kerja informasi bursa kerja
Pemeliharaan dan Jumlah Data dan Informasi Dinas Tenaga
4 |2.03 Operasional Aplikasi |yang Dihasilkan Aplikasi | o)\ en 1 99.091.575 0 31.888.800 0 13.404.000 0 45.292.800 0% 469 | Keria, Koperasi
Informasi Pasar Kerja |Informasi Pasar Kerja Usaha Kecil Dan
Online Online Menengah
Jumlah Pencari dan Dinas Tenaga
Pelayanan dan Pemberi Kerja yang Keria. Ko ergasi
4 |2.03 Penyediaan Informasi |Terdaftar dalam Pasar Kerja| Orang 200 66.508.425 23 9.000.600 213 32.590.000 213 41.590.600 107% 63% Ja, Aop
. . AP ) Usaha Kecil Dan
Pasar Kerja Online Melalui Sistem Online
. Menengah
(Karir Hub)




PROGRAM
HUBUNGAN
INDUSTRIAL

Persentase Perusahaan
Yang Mengesahkan
Peraturan Perusahaan

Jumlah Perusahaan yang

- 102 -

dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja serta
Pengupahan

yang Terdaftar sebagai
Peserta Jamsostek serta
Pengupahan

Pengesahan Melaksanakan Pengesahan Dinas Tenaga

Peraturan Peraturan Perusahaan yang | Perusahaa o o, Kerja, Koperasi
217 5 | 2.01 Perusahaan bagi Terkait dengan Hubungan o 15 3.462.000 15 3.462.000 0 0 15 3.462.000 100% 100% Usaha Kecil Dan

Perusahaan Industrial dan Terdaftar di Menengah

WLKP Online

Penyelenggaraan Jumlah Data dan Informasi

Pendataan dan Sarana HI (PP/PKB, Dinas Tenaga

Informasi Sarana Struktur Skala Upah, dan Keria. Ko ergasi
217 5 | 201 Hubungan Industrial |LKS Bipartit) dan Pekerja Laporan 1 5.588.000 0] - [0] 0 0 - 0% 0% Ja, Lop

Usaha Kecil Dan
Menengah

Penyelesaian

Perselisihan

Hubungan Industrial,

Mogok Kerja, dan Jumlah Perkara Dir}as Tenaga'
2| 7|5 |202 Penutupan Perselisihan yang Perkara 15 35.460.000 0 4.400.000 8 4.400.000 8 8.800.000 53% 259, | Kerja, Koperasi

Perusahaan yang Terselesaikan Usaha Kecil Dan

Berakibat/Berdampa Menengah

k pada Kepentingan

di 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Pengembangan

Pelaksanaan .

Jaminan Sovial (1ereeananya o s Teneee
2|17 |5 ]202 Tenaga Kerja dan Keria dan Fasili g Orang 5800 | 1.392.362.624 | 576 262.184.000 4413 183.341.600 4989 445.525.600 86% 32% U fl ? K p.l D

Fasilitas eljgahan asi! 1ta; ) saha ec1ah an

Kesejahteraan Kesejahteraan Pekerja Meneng;

Pekerja

PROGRAM Persentase Alokasi
2|8 |2 PENGARUSUTAMAA (Anggaran APBD yang di % 100 764.802.900 o 207.291.150 o 222.430.840 (V] 429.721.990 0% 56%

N GENDER DAN ARG




- 103 -

L e 000 0 )
PEREMPUAN

Sosialisasi
Peningkatan
Partisipasi
Perempuan di Bidang
Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi

Jumlah Dokumen Hasil
Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi
Kewenangan

I o I

31.362.000

IIIII o -

. . Jumlah Dokumen Hasill . .
Koordinasi dan . . Dinas Sosial,
. o Koordinasi dan
Sinkronisasi Sinkronisasi Perumusan Pemberdayaan
2| 8 2 | 201 Perumusan I Dokumen 32 78.234.400 12 62.843.550 20 - 32 62.843.550 100% 80% Perempuan dan
- Kebijakan Pengarustamaan .
Kebijakan Perlindungan
Gender (PUG) Kewenangan
Pelaksanaan PUG Anak
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Jumla.h D(?kumen Hasil Dinas Sosial,
. o Koordinasi dan
Sinkronisasi Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan
2| 8 2 | 201 Pelaksanaan PUG Pengarustamaan Gender Dokumen 34 23.242.500 0 - 34 11.572.500 34 11.572.500 100% 50% | Perempuan dan
Kewenangan g Perlindungan
Kabupaten/Kota (PUG) Kewenangan Anak
Kabupaten/Kota
Jumlah Perangkat Daerah
yang Mengikuti Advokasi
Kebijakan dan Dinas Sosial
Advokasi Kebijakan |Pendampingan Pember dayaa’n
2| 8| 2 |201 dan Pendampingan  |Pelaksanaan Perangkat | 5, 30.217.000 0 - 34 17.875.000 34 17.875.000 100% | 59% |Perempuan dan
Pelaksanaan PUG Pengarustamaan Gender Daerah Perlindunean
termasuk PPRG (PUG) Termasuk Perencaan Anak g
Pembangunan Responsif
Gender (PPRG) Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Perangkat Daerah
yang Mengikuti Sosialisasi . .
NPT ” Kebijakan Pelaksanaan Dinas Sosial,
Sosialisasi Kebijakan Pengarustamaan Gender Perangkat Pemberdayaan
2| 8 2 |2.01 Pelaksanaan PUG g g 34 12.648.000 0 9.253.000 34 - 34 9.253.000 100% 73% | Perempuan dan
(PUG) Termasuk Perencaan | Daerah .
Termasuk PPRG - Perlindungan
Pembangunan Responsif Anak
Gender (PPRG) Kewenangan
Kabupaten/Kota

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
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Pemngkatan Jumlah sumber Daya

Kapasitas Sumber b di . al

Daya Lembaga Lembaga Penyedia Layanan Dinas Sosial,

Penvedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan
2.03 Perrf’berda a};n Kewenangan Orang 580 562.735.000 127 135.194.600 170 161.621.340 297 296.815.940 51% 53% | Perempuan dan

Perem ua}1,1 Kabupaten/Kota yang Perlindungan

P Mendapat Peningkatan Anak

Kewenangan Kapasitas

Kabupaten /Kota p

Pengem.ban.gan Jumlah Dokumen

Komunikasi, . . . . .

Informasi dan Komunikasi Informasi dan Dinas Sosial,

Edukasi (KIE) Edukasi (KIE) Pemberdayaan
2.03 Pemberdavaan Pemberdayaan Perempuan | Dokumen 1 22.780.000 0 - 1 - 1 - 100% 0% Perempuan dan

Perem uai,l Kewenangan Perlindungan

P Kabupaten/Kota yang Anak

Kewenangan Tersedia

Kabupaten/Kota

Procraw [Fereriase Fenangenan

PERLINDUNGAN g % 100 240.371.000 o 57.696.770 (0] 59.716.880 (1] 117.413.650 0% 49%

Kekerasan Terhadap
PEREMPUAN Perempuan

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Kebijakan, Program

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan

Dinas Sosial,

. - Pemberdayaan
2.01 dan Kegiatan Kebijakan, Program dan | 1 men | 1 36.391.000 0 - 1 32.024.880 1 32.024.880 | 100% | 88% |Perempuan dan
Pencegahan Kegiatan Pencegahan Perlindungan
Kekerasan Terhadap |Kekerasan Terhadap Anak g
Perempuan Lingkup |Perempuan Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota
Advokasi Kebijakan
dan Pendampingan Jumlah Perangkat Daer‘?h Dinas Sosial,
yang Mendapat Advokasi
Layanan dan Pendampingan Perangkat Pemberdayaan
2.01 Perlindungan ping 27 31.896.000 27 21.696.000 [0] - 27 21.696.000 100% 68% Perempuan dan
P Layanan Perlindungan Daerah .
erempuan Perempuan Kewenangan Perlindungan
Kewenangan Anak

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan

Jumlah Layanan Tindak
Lanjut Pengaduan yang
Memerlukan Koordinasi
dan Sinkronisasi bagi
Perempuan Korban

Layanan

155.907.000

25.900.000

25.900.000

51.800.000

30%

33%

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak




Korban Kekerasan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
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Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penyediaan
Kebutuhan Spesifik Jl.lmlal.j Perempuan dalarq X Dinas Sosial,
. Situasi Darurat dan Kondisi
bagi Perempuan Khusus Kewenangan Pemberdayaan
2| 8 3 |2.03 dalam Situasi Kabupaten,/Kota gan Orang 12 7.518.000 4 1.792.000 1.792.000 10 3.584.000 83% 48% | Perempuan dan
Darurat dan Kondisi P yang Perlindungan
Kh Mendapatkan Pemenuhan
usus Kewenangan |y i ,iuhan Spesifik Anak
Kabupaten/Kota P
Penguatan Jejaring Jumlah Dokumen Hasil . .
antar Lembaga L Dinas Sosial,
. Penguatan Jejaring Antar
Penyedia Layanan Lembaga Penvedia Lavanan Pemberdayaan
2| 8 3 |2.03 Perlindungan oag y Yy Dokumen 1 8.659.000 0 8.308.770 - 1 8.308.770 100% 96% | Perempuan dan
P Perlindungan Perempuan .
erempuan Kewenangan Perlindungan
Kewenangan Kabupaten/Kota Anak
Kabupaten/Kota P
;gg&%‘;':,r AN Persentase RT yang
2| 8 | 4 KUALITAS memiliki data keluarga % 20 314.350.300 (0] 116.289.300 9.634.000 (0] 125.923.300 0% 40%
KELUARGA berkualitas

Advokasi Kebijakan
dan Pendampingan

Jumlah Perangkat Daerah
yang mendapat Advokasi
dan Pendampingan

Dinas Sosial,

untuk Mewujudkan ~|Kciuarea untuk Perangkat Pemberdayaan
2| 8 | 4 |201 KG dan PerliJndun on Mewujudkan Kesetaraan Dacrah 34 83.769.300 34 81.417.300 - 34 81.417.300 100% 97% | Perempuan dan

Anak Kewenan, ang Gender (KG) dan Perlindungan

Kabupaten /Kotga Perlindungan Anak Anak

p Kewenangan
Kabupaten /Kota

Eiﬁf;ﬁzzf Jumlah Komunikasi,

Informasi da:n Informasi, Edukasi (KIE) Dinas Sosial,

Edukasi KG dan Kesetaraan Gender (KG) Pemberdayaan
218 | 4 |201 Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak Dokumen 1 180.810.000 0 31.572.000 1.692.000 0 33.264.000 0% 18% | Perempuan dan

bagi Keluagr o bagi Keluarga Kewenangan Perlindungan

Kegenan aﬁ Kabupaten/Kota yang Anak

g Tersedia

Kabupaten/Kota




Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Lembaga

Jumlah sumberdaya
Lembaga Penyedia Layanan
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Dinas Sosial,

Penvedia Layanan Peningkatan Kualitas Pemberdayaan
2.02 Penfn katanyKu alitas Keluarga yang mendapat Orang 257 49.771.000 3.300.000 190 7.942.000 190 11.242.000 74% 23% | Perempuan dan
g - Peningkatan Kapasitas Perlindungan
Keluarga Tingkat
Keluarga Kewenangan Anak

Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota P
PROGRAM Jumlah Dokumen Data

Dokumen 1 (0] (0] 0%

G d

PENGELOLAAN Terpilah G dan Anak 156.292.900 8.686.000 8.325.500 [ ] 17.011.500 11%
SISTEM DATA Terpenuhinya Data

Dokumen 1 (0] (V] 0%

GENDER DAN ANAK

terpilah gender dan anak

Penyediaan Data Jumlah Dokumen Data Pzgls:ri(;?/fih
2.01 Gender dan Anak di |Gender dan Anak Dokumen 2 62.698.900 280.000 0 963.500 0 1.243.500 0% 2% | Perempuan dan

Kewenangan Kabupaten/Kota yang Perlindungan

Kabupaten/Kota Tersedia Anak

Penyajian dan Jumlah Dokumen Dinas Sosial

Pemanfaatan Data Penyajian dan Pemanfaatan Pember dayaa’n
2.01 Gender dan Anak |Data Gender dan Anak | p) ey 2 93.594.000 8.406.000 0 7.362.000 0 15.768.000 0% 17% | Perempuan dan

dalam Kelembagaan |dalam Kelembagaan Data di Perlindunean

Data di Kewenangan |Kewenangan Anak g

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

PROGRAM Persentase Lembaga yang

PEMENUHAN HAK |aktif dalam Pemenuhan % 22,43 264.556.000 25.876.300 o 26.322.000 o 52.198.300 0% 20%

ANAK (PHA) Hak Anak

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelembagaan
Pemenuhan Hak
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelembagaan
Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Dokumen

43.238.000

18.346.300

18.346.300

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
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Penyediaan Layanan |Jumlah Anak yang Dinas Sosial,
Peningkatan Kualitas [Mendapatkan Layanan Pemberdayaan
2.02 Hidup Anak Peningkatan Kualitas Orang 100 22.584.000 - - 0 - 0% 0% Perempuan dan
Kewenangan Hidup Anak Kewenangan Perlindungan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Anak
Koordinasi dan
Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Dinas Sosial
Pelaksanaan Koordinasi dan Pemberda aa’n
Pendampingan Sinkronisasi Pelaksanaan Y
2.02 : . . - Dokumen 1 84.179.000 3.530.000 21.322.000 0 24.852.000 0% 30% | Perempuan dan
Peningkatan Kualitas |Peningkatan Kualitas Perlindungan
Hidup Anak Tingkat [Hidup Anak Kewenangan Anak g
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Komunikasi, Jumlah Dokumen
Informasi dan Komunikasi Informasi dan Dinas Sosial
Edukasi Pemenuhan |Edukasi (KIE) Pemenuhan Pember. dayaa’n
2.02 Hak Anak bagi ~|Hak Anak bagi Lembaga | popimen | 1 76.214.000 4.000.000 5.000.000 0 9.000.000 0% 12% | Perempuan dan
Lembaga Penyedia Penyedia Layanan Perlindungan
Layanan Peningkatan |Peningkatan Kualitas Anak g
Kualitas Hidup Anak [Hidup Anak Kewenangan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penguatan Jejaring Jumlah Dokumen Hasil . .
antar Lembaga L Dinas Sosial,
) Penguatan Jejaring Antar
Penyedia Layanan Lembaga Penvedia Lavanan Pemberdayaan
2.02 Peningkatan Kualitas - yedia Lay Dokumen 1 38.341.000 - - 0 - 0% 0% | Perempuan dan
X - Peningkatan Kualitas .
Hidup Anak Tingkat X Perlindungan
Hidup Anak Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota Anak
Kabupaten/Kota p
PROGRAM Persentase kasus
PERLINDUNGAN kekerasan terhadap anak % 0,04 82.818.000 1.350.000 6.410.000 (1] 7.760.000 0% 9%
KHUSUS ANAK P

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pencegahan
Kekerasan Terhadap
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan
Sinkronisasi

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pencegahan
Kekerasan Terhadap Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Tindak
Lanjut Pengaduan yang

Layanan

12

26.312.000

5.750.000

1.350.000

6.000.000

6.000.000

1.350.000

0%

23%

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
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Pelaksanaan
Pendampingan Anak
yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Memerlukan Koordinasi
dan Sinkronisasi bagi Anak
yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Perempuan dan
Perlindungan
Anak

218 7 |2.02

Penguatan Jejaring
antar Lembaga
Penyedia Layanan
Anak yang
Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil
Penguatan Jejaring Antar
Lembaga Penyedia Layanan
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Dokumen

28.400.000

0%

0%

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

218 7 |2.03

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penguatan Jejaring
antar Lembaga
Penyedia Layanan
Anak yang
Memerlukan
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM
PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN
PANGAN
MASYARAKAT

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi Penguatan
Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Anak
yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Prosentase Angka
Kecukupan Energi

Dokumen

%

100

22.356.000

289.962.000

26.921.100

410.000

55.916.800

410.000

82.837.900

0%

0%

2%

29%

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Penyediaan Informasi

Informasi Harga Pangan

Dinas

Daya Lokal

daya lokal yang tersedia

29| 3 |201 Harga Pangan dan | 'Neraca Bahan Laporan 3 16.713.500 - 7.747.000 7.747.000 33% 46% Ketahanan
Neraca Bahan Pangan dan
Makanan .
Makanan Pertanian
Penyediaan Pangan Pangan berbasis sumber Ke']?z:llll:;an
219 3 | 2.01 Berbasis Sumber g Laporan 1 117.252.000 4.050.000 35.171.000 39.221.000 0% 33%

Pangan dan
Pertanian




Pemantauan Stok,
Pasokan dan Harga
Pangan

Pemantauan stok pasokan
dan harga pangan
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Dinas
Ketahanan
Pangan dan

Pertanian

Penyusunan dan Dinas
2] 9 2.04 Penetapan Target |Target Konsumsi Pangan | o1 men | 1 24.855.000 19.271.100 0 1.098.800 0 20.369.900 0% | 82% Ketahanan
Konsumsi Pangan Per|Per Kapita Per Tahun Pangan dan
Kapita Per Tahun Pertanian
Pemberdayaan
Masyarakat dalam Jumlah Pemberdayaan Dinas
Penganekaragaman Kelompok Masyarakat Ketahanan
219 2.04 N dalam Penganekaragaman Laporan 3 98.650.000 3.600.000 0 4.550.000 0 8.150.000 0% 8%
Konsumsi Pangan X . Pangan dan
. Konsumsi Pangan Berbasis .
Berbasis Sumber Pertanian
Daya Lokal Sumber Daya Lokal
PROGRAM
PENANGANAN Prosentase daerah rentan o o o
2|9 KERAWANAN dan rawan pangan Y% 25 43.842.500 3.200.000 (0] 3.200.000 (V] 6.400.000 0% 15%
PANGAN
Penyu sunarn, Peta dan Analisis Dinas
Pemutakhiran dan Ketahanan dan Kerentanan Ketahanan
219 2.01 Analisis Peta Panean van Dokumen 2 43.842.500 3.200.000 0 3.200.000 0 6.400.000 0% 15% Panean da
Ketahanan dan ngan yang gan dan
Dimutakhirkan Pertanian
Kerentanan Pangan
PROGRAM
PENGAWASAN Prosentase pangan segar ® ® o
2|9 KEAMANAN aman yang teruji % 80 86.182.500 4.417.000 50.110.475 (0] 54.527.475 0% 63%
PANGAN
Penguatan KelembagaanKeamanan Dinas
Kelembagaan Pangan Segar Daerah Ketahanan
219 2.01 Keamanan Pangan g g Dokumen 1 25.139.500 4.417.000 [0] - 0 4.417.000 0% 18%
Kabupaten/Kota yang Pangan dan
Segar Daerah Dibina Pertanian
Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana
dan Prasarana Jumlah Sarana dan Dinas
Pengujian Mutu dan |Prasarana Pengujian Mutu Ketahanan
219 2.01 Keamanan Pangan dan Keamanan Pangan Dokumen 1 61.043.000 - 1 50.110.475 1 50.110.475 100% 82% ©
Pangan dan
Segar Asal Segar Asal Tumbuhan Pertanian
Tumbuhan Daerah  |Daerah Kabupaten/Kota
Kabuiaten i Kota
PROGRAM Prosentase Pengelolaan
2 |10 PENGELOLAAN IZIN |, . A g % 100 15.000.000 2.402.000 30 2.021.250 30 4.423.250 30% 29%
LOKASI Izin Lokasi
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Koordinasi dan

Sinkronisasi Persentase pemberian Dinas
Pemberian Izin rekomendasi Izin Lokasi Perumahan
2110 2 |2.01 Lokasi Penanaman dan Izin Perubahan % 100 15.000.000 2.402.000 30 2.021.250 30 4.423.250 30% 29% Rakyat dan
Modal dan Penggunaan Tanah (IPPT) Kawasan
Kemudahan sesuai ketentuan Permukiman
Berusaha
PROGRAM
2|10 4 A Al ::;Zi‘;tt:s:ai:;";:;i? % 100 | 36.200.000 - 50 13.650.000 50 13.650.000 | 50% | 38%
GARAPAN

Inventarisasi Dinas
Sengketa, Konflik, Jumlah Data Sengketa, Perumahan
2|10| 4 |201 dan Perkara Kontflik dan Perkara dalam | 1)\ 1 36.200.000 - 1 13.650.000 1 13.650.000 | 100% | 38% Rakyat dan
Pertanahan dalam 1 |1 (Satu) Daerah Kawasan
(satu) Daerah Kabupaten/Kota Permukiman
Kabupaten/Kota
PROGRAM Prosentase Penatagunaan
2 (10| 10 ’I:‘ENATAGUNAAN Tanah % 100 80.000.000 25.000.800 50 10.038.200 50 35.039.000 50% 44%
'ANAH

P

P
Kabupaten/Kota

enyusunan dan
enetapan RPPLH

Jumlah Muatan Hasil

Penyusunan dan Penetapan

RPPLH Kabupaten/Kota
ang Disusun

. . Jumlah Laporan Koordinasi Dinas
Koordinasi dan . S
Sinkronisasi dan Sinkronisasi Perumahan
2|10 | 10 | 2.01 Perencanaan Penggunaan Laporan 10 80.000.000 25.000.800 3 10.038.200 4 35.039.000 40% 44% Rakyat dan
Perencanaan
Penggunaan Tanah Tanah dalam 1 (Satu) Kawasan
Kabupaten/Kota Permukiman
:gggrl:gﬂw AAN Prosentase Data
2|11 | 2 LINGKUNGAN Perencanaan Lingkungan % 79,49 | 315.429.000 6.505.000 (4] 6.334.800 (4] 12.839.800 0% 4%
HIDUP Hidup yang Tersedia

Dinas
Lingkungan
Hidup
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2 3 4 &) 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
K Rp. Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K (%) | RP. (%)
Jumlah Dokumen KLHS .
Pembuatan dan RPJPD/RPJMD Dinas
11 2.02 Pelaksanaan KLHS dokumen 1 162.735.000 - 0 750.000 0 750.000 0% 0% Lingkungan
Kabupaten/Kota yang
RPJPD/RPJMD . Hidup
Disusun
PROGRAM
PENGENDALIAN -
PENCEMARAN | Prorenters ik sempe
11 DAN/ATAU ang memenuhi baku % 50 923.491.779 66.867.500 7,5 102.927.500 7,5 169.795.000 15% 18%
KERUSAKAN b
LINGKUNGAN
HIDUP
s Jumlah kegiatan / usaha
Pencemaran ang dipantau kegaitan/
11 2.01 dan/atau Kerusakan y 78 663.400.063 59.984.500 53 67.797.500 53 127.782.000 68% 19%
5 pencegahan usaha
Lingkungan Hidup encemarannya
Kabupaten/Kota p 4
Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
g:fciszrﬁzin Jumlah Dokumen Uji
Pencergn aran Kualitas Lingkungan Hidup Dinas
11 2.01 ) . Dilaksanakan Terhadap dokumen 1 276.787.919 44.808.500 0 27.361.500 0 72.170.000 0% 26% Lingkungan
Lingkungan Hidup . . .
. Media Tanah, Air, Udara, Hidup
Dilaksanakan dan Laut
Terhadap Media
Tanah, Air, Udara,
dan Laut
KpordlngsL . Jumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasi dan ) )
Koordinasi dan .
Pelaksanaan Sinkronisasi Inventarisasi Dinas
11 2.01 Pengendalian Emisi . dokumen 1 386.612.144 15.176.000 0 40.436.000 0 55.612.000 0% 14% Lingkungan
Gas Rumah Kaca dari X
Gas Rumah Kaca, . . Hidup
s . |Sektor Lingkungan Hidup
Mitigasi dan Adaptasi Dilak k
Perubahan Iklim yang Draksanakan
Penanggulangan
Pencemaran jumlah usaha / kegiatan usaha/
11 2.02 dan/atau Kerusakan |yang sudah melakukan Kegai 17 260.091.716 6.883.000 3 35.130.000 3 42.013.000 18% 16%
. . q q egaitan
Lingkungan Hidup |pengolahan limbah cair
Kabupaten/Kota
. . |[Jumlah Laporan Sosialisasi
Pemberian Informasi . .
. Informasi Peringatan
Peringatan .
Pencemaran Pencemaran dan/atau Dinas
11 2.02 Kerusakan Lingkungan laporan 2 135.091.916 870.000 1 29.630.000 1 30.500.000 50% 23% Lingkungan
dan/atau Kerusakan |,. . )
- - Hidup pada Masyarakat di Hidup
Lingkungan Hidup
ada Masyarakat Kabupaten/Kota yang
p Dilaksanakan
Penghentian Jumlah Sumber Pencemar Dinas
11 2.02 Pencemaran dan/atau Kerusakan titik 2 124.999.800 6.013.000 0 5.500.000 0 11.513.000 0% 9% Lingkungan
dan/atau Kerusakan |Lingkungan Hidup yang Hidu
Lingkungan Hidup Dihentikan P
PROGRAM
PENGELOLAAN Prosentase jumlah spesies o _ _ . o o
11 KEANEKARAGAMAN |[KEHATI Lokal Daerah ) LY oAt HLY 2 o O L)
HAYATI (KEHATI)
Pengelolaan
11 2.01 Keanekaragaman |jumlah spesies KEHATI spesies | 342 | 76.700.000 - o - o - 0% 0%
Hayati Lokal Daerah

Kabupaten/Kota
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2 3 4 &) 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
K Rp. Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K (%) | RP. (%)
Penyusunan dan
Penetapan Rencana |Jumlah Dokumen Rencana Dinas
11 2.01 Pengelolaan Induk Pengelolaan Kehati dokumen 1 76.700.000 - 0 - 0 - 0% 0% Lingkungan
Keanekaragaman yang Disusun Hidup
Hayati
PROGRAM
PENGENDALIAN Prosentase pen dali
BAHAN BERBAHAYA pengendalian
DAN BERACUN (B3) bahan berbahaya dan
11 beracun (B3) dan limbah % 75 75.000.000 - 23 - 23 - 31% 0%
DALAREBATT bahan berbahaya dan
BAHAN BERBAHAYA betacun(limbals: B3)
DAN BERACUN
(LIMBAH B3)
Prosentase pengendalian
Penyimpanan bahan berbahaya dan
11 2.01 sementara Limbah |beracun (B3) dan limbah lokasi 17 '75.000.000 - 7 - 7 - 41% 0%
B3 bahan berbahaya dan
beracun(limbah B3)
Fasilitasi Pemenuhan
Koml.tmen Izin Jumlah Fasilitasi
Penyimpanan . X
X Persetujuan/Izin
sementara Limbah X .
B3 Dilaksanakan Penyimpanan sementara Dinas
11 2.01 o Limbah B3 yang dokumen 5 75.000.000 - 3 - 3 - 60% 0% Lingkungan
Melalui Sistem . . .
.. Dilaksanakan Melalui Hidup
Pelayanan Perizinan . ..
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha X .
Teri . Berusaha integrasi
erintegrasi Secara
Elektronik
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN Prosentase pelaku usaha /
TERHADAP IZIN kegiatan yang taat
11 LINGKUNGAN DAN  |terhadap Izin Lingkungan % 76,47 | 342.740.000 13.950.000 35 34.425.000 35 48.375.000 | 46% | 14%
1ZIN dan Izin Perlindungan dan
PERLINDUNGAN Pengelolaan Lingkungan
DAN PENGELOLAAN |Hidup (PPLH)
LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan
Pengawasan q a
Terhadap Usaha jumlah Pembinaan dan
. Pengawasan Terhadap
dan/atau Kegiatan ha d 3
ang Izin Usaha dan/atau Kegiatan perusahaa
11 2.01 ye ;.. |yang Izin Lingkungan dan 17 342.740.000 13.950.000 7 34.425.000 7 48.375.000 41% 14%
Lingkungan dan Izin n
Izin PPLH diterbitkan
PPLH Diterbitkan .
oleh Pemerintah Daerah
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
Daerah P
Kabupaten/Kota
s Jumlah Rekomendasi
Fasilitasi Pemenuhan .
dan/atau Persetujuan .
Ketentuan dan Teknis. Persetuiuan Dinas
11 2.01 Kewajiban Izin ) i J dokumen 4 197.740.000 13.950.000 2 16.704.000 2 30.654.000 50% 16% Lingkungan
) Lingkungan, dan Surat .
Lingkungan Kelayakan Operasi yan Hidup
dan/atau Izin PPLH claye p yang
Diberikan
Pengawasan Usaha [Jumlah Laporan Dari
dan/atau Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Dinas
11 2.01 yang Izin Lingkungan |yang Diawasi Izin laporan 10 145.000.000 - 5 17.721.000 5 17.721.000 50% 12% Lingkungan
Hidup, Izin PPLH Lingkungan, Persetujuan Hidup
yang Diterbitkan oleh |Lingkungan, Surat
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Pemerintah Daerah

Kelayakan Operasi oleh

MASYARAKAT

Jumlah Pendampingan

Kabupaten/Kota Pemerintah
PROGRAM
PENINGKATAN PROSENTASE
PENDIDIKAN, PENINGKATAN
PELATIHAN DAN PENDIDIKAN, PELATIHAN
2|11 | 8 PENYULUHAN DAN PENYULUHAN % 100 614.764.500 31.555.000 o 4.662.850 (1] 36.217.850 0% 6%
LINGKUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
HIDUP UNTUK UNTUK MASYARAKAT

Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli Dinas
2 (11| 8 |2.01 Gerakan Peduli . dokumen 4 614.764.500 31.555.000 0 4.662.850 0 36.217.850 0% 6% Lingkungan
Lingkungan Hidup dan Berbudaya Lingkungan Hidup
Hidup yang Dilaksanakan
PROGRAM
PENANGANAN Prosentase penanganan
2|11 | 10 PENGADUAN pengaduan lingkungan % 100 100.000.000 - 40 42.497.000 40 42.497.000 40% 42%
LINGKUNGAN hidup
HIDUP

Fengellaan Lumiah Pengaduan
2| 11|10 |201 Masyarakat Terhadap g:sf’l gﬁﬁ;gi:‘;‘;‘:}; PPLHI dokumen 5 45.000.000 - 2 3.859.500 2 3.859.500 40% 9% Lingkungan
Eztﬂpaten /Kota Ditindaklanjuti/Ditangani Hidup
gﬁﬁ?{iﬁf;s?an Jumlah Dokumen Hasil
Penerapan Sanksi Koordinasi dan
A dminiz trasi Sinkronisasi Penerapan
Pen elesajan] Sanksi Administrasi, Dinas
2|11 |10 | 2.01 s n}{;k ta, dan/ata Penyelesaian Sengketa, dokumen 1 55.000.000 - 1 38.637.500 1 38.637.500 100% 70% Lingkungan
P:nyi deike;n Y |dan /atau Penyidikan Hidup
Lingkungan Hidup di Lingkungan Hidup di Luar
Luar Pengadilan atau Pengadilan atau Melalui
Melalui Pengadilan Pengadilan
PROGRAM Prosentase penanganan
2 (11|11 PENGELOLAAN ::2::: :‘;J‘:::;:’;‘f;:lfan persen 72  |4.304.290.776 319.408.050 | 72,04 | 702.161.200 72,04 | 1.021.569.250 | 100% | 24%
PERSAMPAHAN rumah tangga
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Penyusunan dan
Pelaksanaan
Penilaian Kinerja
Pengelolaan Sampah

PROGRAM
PENDAFTARAN
PENDUDUK

Jumlah
Unit/Usaha/Swasta/Kelom
pok Masyarakat/Lembaga
dalam Pengelolaan Sampah
Melaksanakan Penilaian

Persentase Penerbitan
Dokumen Kependudukan

unit

100.000.000

264.677.400

68.386.235

66,22

19.716.650

66,22

88.102.885

2 3 4 &) 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K (%) | RP. (%)
Pengurangan Jumlah Laporan Hasil
Sampah dengan Pengurangan Sampah Dinas
2|11 |11 |201 Melakukan dengan Melakukan lokasi 2 250.000.000 0 3.742.700 2 10.016.900 2 13.759.600 100% 6% Lingkungan
Pembatasan, Pembatasan, Pendauran Hidu
Pendauran Ulang dan |Ulang dan Pemanfaatan P
Pemanfaatan Kembali|Kembali
Penanganan Sampah
dengan Melakukan
Pemilahan, Jumlah Sampah yang
Pengumpulan, . . .
Dipilah, Dikumpulkan, Dinas
Pengangkutan, . . . 4218,5 12072,5 o o .
2 (11|11 201 Diangkut, Diolah, Diproses ton 32280 |2.239.000.000 | 7854 262.032.750 280.546.700 542.579.450 37% 24% Lingkungan
Pengolahan, dan Lo 58 6 .
. Akhir di TPA/TPST/SPA Hidup
Pemrosesan Akhir Kabupaten/Kota
Sampah di P
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
Jumlah Masyarakat,
. Kelompok Masyarakat atau
gg};:%:;ﬁz&in Para Pihak Lainnya yang Dinas
2 (11|11 |2.01 dalam Peny clolaan Terlibat Aktif dalam Kelompok 27 147.659.200 0 53.632.600 27 23.635.000 27 77.267.600 100% 52% Lingkungan
Persam ahgan Kegiatan Pengelolaan Hidup
P Sampah Berbasis
Masyarakat
Penyediaan Sarana |[Jumlah Sarana dan
dan Prasarana Prasarana Penanganan Dinas
2|11 11201 Pengelolaan Sampah untuk Kegiatan unit 3 1.567.631.576 | 0 - 2 387.962.600 2 387.962.600 67% 25% Lingkungan
Persampahan di Pemilahan, Pengumpulan, Hidu
TPA/TPST/SPA Pengangkutan, Pengolahan, p
Kabupaten/Kota dan Pemrosesan Akhir

100% 0%

Kinerl'a

68% 33%

Dinas
Lingkungan
Hidup

Kependudukan

Kependudukan

Peningkatan . Dinas
Pelayanan Jumlah laporan hasil Kependudukan
2 (12| 2 |201 Pendaftaran peningkatan pelayanan laporan 12 90.000.000 3 36.859.835 5 13.864.650 8 50.724.485 67% 56% dan Pencatatan
PZn duduk pendaftaran penduduk Si;il
Pencatatan,
Penatausahaan dan Jumlah dokumen Dinas
Penerbitan Dokumen Pencatatan, Penatausahaan Kependudukan
2112 | 2 |2.01 Atas Pelaporan dan Penerbitan Dokumen dokumen 12 74.677.400 3 9.296.000 5 5.852.000 8 15.148.000 67% 20% daﬁ Pencatatan
S relap atas Pelaporan Peristiwa o
Peristiwa Sipil




Fasilitasi Pendaftaran

Jumlah laporan hasil
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Dinas
Kependudukan

PENCATATAN SIPIL

Pencatatan Sipil

2|12 2.03 fasilitasi pendaftaran laporan 12 100.000.000 22.230.400 0 - 3 22.230.400 25% 22%
Penduduk dan Pencatatan
penduduk Sipi
ipil
PROGRAM Persentase Kepemilikan
2|12 Dokumen Akta % 94,5 160.842.000 - 99,2 59.780.000 99,2 59.780.000 105% 37%

Pengolahan dan
Penyajian Data
Kependudukan

Jumlah dokumen data
kependudukan yang diolah
dan disajikan

dokumen

35.100.000

32.895.000

32.895.000

Pencatatan, Jumlah dokumen hasil Dinas
Penatausahaan dan |pencatatan, penatausahaan Kependudukan
2|12 2.01 Penerbitan Dokumen |dan penerbitan dokumen dokumen 12 65.438.000 - 5 - 5 - 42% 0% dan Pencatatan
Atas Pelaporan atas pelaporan peristiwa Sipil
Peristiwa Penting penting p
. Dinas
Peningkatan dalam
2|12 2.01 Pelayanan Jumlah layanan pencatatan| . oo 4 95.404.000 - 4 59.780.000 4 59.780.000 100% | 63% | Kependudukan
Pencatatan Sipil sipil yang ditingkatkan dan Per.lc.atatan
P Sipil
PROGRAM
PENGELOLAAN Akurasi database
2|12 INFORMASI Eependudukar % 99,46 | 275.471.650 77.865.443 100 65.376.167 100 143.241.610 101% 52%
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan

Sipil

2.03

Kerja Sama
Pemanfaatan Data
Kependudukan

Sosialisasi Terkait
Pengelolaan
Informasi
Administrasi

PROGRAM
PENGENDALIAN
PENDUDUK

Jumlah dokumen
kerjasama dan
pemanfaatan data
kependudukan

Jumlah laporan hasil
sosialisasi terkait
pengelolaan informasi
administrasi

dokumen

laporan

12

Meningkatnya Jumlah

SSK SSK 8
Meningkatnya Kampung

KB yang berstandar Karlr;%ung 5

paripurna

39.606.000

200.765.650

439.867.720

3.304.000

74.561.443

64.433.900

20.981.167

11.500.000

259.072.030

24.285.167

86.061.443

323.505.930

42%

0%

0%

43%

Keiendudukan keiendudukan

74%

Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan

Sipil

Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan

Sipil




Penyediaan dan
Pengembangan
Materi Pendidikan
Kependudukan Jalur
Pendidikan Formal
Sesuai Isu Lokal
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen
Penyediaan dan
Pengembangan Materi

Pendidikan Kependudukan | Dokumen

Jalur Pendidikan Formal

Sesuai Isu Lokal
Kabupaten/Kota

98.183.000
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7.128.400

27.537.600

IIII o

29%

Dinas
Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

Pembinaan dan Ke]saell?aatsan
Pengawasan Pen endalia’n
14 2.02 | 9 [Penyelenggaraan 89.787.030 0 89.787.030 0% 0% Pen dgu duk dan
Sistem Informasi 1
Keluarga S
Berencana
Dinas
Jumlah Laporan Kesehatan,
Pencatatan dan Pencatatan dan Pengendalian
14 2.02 | 12 |Pengumpulan Data 1 Laporan 27 289.169.720 57.305.500 141.747.400 11 199.052.900 41% 69% dg duk d
Keluarga Pengumpulan Data Penduduk dan
Keluarga Keluarga
Berencana
Pengolahan dan Jumlah Dokumen Ke]sjétrll:tsan
Pelaporan Data Pengolahan dan Pelaporan Pen endalie;n
14 2.02 | 13 |Pengendalian Data Pengendalian Dokumen 24 52.515.000 - - 0 - 0% 0% Pen. dgu duk dan
Lapangan dan Lapangan dan Pelayanan Keluarga
Pelayanan KB ;
Berencana
PROGRAM
PEMBINAAN
14 KELUARGA Menurunnya Unmet Need % 7,5 1.922.669.452 80.377.200 1.024.565.000 (0] 1.104.942.200 0% 57%
BERENCANA (KB

Jumlah Organisasi yang Dinas

Advokasi Program Mendapatkan Advokasi Kesehatan,

KKBPK kepada Program Bangga Kencana - ~ ~ ~ o o, Pengendalian
201432001 Stakeholders dan (Pembangunan Keluarga, Organisasi 27 5.:450.900 0 0 0 0% 0% Penduduk dan
Mitra Kerja Kependudukan, dan Keluarga
Keluarga Berencana) Berencana
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10=6+7+8+9

11=10/5 x 100%

2 3 4 K Rp. Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K (%) | RP. (%) 12
kepada Stakeholders dan
Mitra Kerja
Jumlah Dokumen
Komunikasi, Komunikasi, Informasi dan Dinas
Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kesehatan,
Edukasi (KIE) Bangga Kencana " o Pengendalian
14 2.01 Program KKBPK (Pembangunan Keluarga, Dokumen 2 256.957.200 ) 0 ) 0 B 0% 0% Penduduk dan
Sesuai Kearifan Kependudukan, dan Keluarga
Budaya Lokal Keluarga Berencana) Sesuai Berencana
Kearifan Budaya Lokal
Jumlah Unit Sarana .
. Dinas
Penyediaan dan Kesehatan
Penyediaan dan Pendistribusian KIE Pengen dalia'n
14 2.01 Distribusi Sarana Program Bangga Kencana Unit 4 41.216.200 - 0 - 0 - 0% 0% g
Penduduk dan
KIE Program KKBPK |(Pembangunan Keluarga,
Keluarga
Kependudukan, dan
Berencana
Keluarga Berencana)
Jumlah Dokumen Promosi
Promosi dan KIE dan KIE Program Bangga Dinas
Program KKBPK Kencana (Pembangunan Kesehatan,
Melalui Media Massa |Keluarga, Kependudukan, B o o Pengendalian
14 2.01 Cetak dan Elektronik |dan Keluarga Berencana) Dokumen 2 75.000.000 0 10.250.000 0 10.250.000 0% 14% Penduduk dan
serta Media Luar Melalui Media Massa Cetak Keluarga
Ruang dan Elektronik serta Media Berencana
Luar Ruang
Pelaksanaan Jumlah Laporan .
. Mekanisme Operasional
Mekanisme
. Program Bangga Kencana .
Operasional Program (Pembangunan Keluarga Dinas
KKBPK Melalui Rapat gu g2, Kesehatan,
Koordinasi Kependudukan, dan Pengendalian
14 2.01 Keluarga Berencana) Laporan 12 46.800.000 - 0 6.405.600 0 6.405.600 0% 14%
Kecamatan < g . Penduduk dan
Melalui Rapat Koordinasi
(Rakorcam), Rapat Keluarga
. . Kecamatan (Rakorcam),
Koordinasi Desa . - Berencana
.. |Rapat Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini Rakord dan Mini
Lokakarya (Minilok) (Rakordes), an vini
Lokakarya (Minilok)
Jumlah Laporan Hasil .
X Dinas
Pengelolaan Operasional
Pengelolaan . . Kesehatan,
Operasional dan dan Sarana di Balai Pengendalian
14 2.01 . . Penyuluhan Bangga Laporan 72 135.823.912 8.092.000 23 68.589.600 29 76.681.600 40% 56%
Sarana di Balai Penduduk dan
Kencana (Pembangunan
Penyuluhan KKBPK Keluarga
Keluarga, Kependudukan,
Berencana
dan Keluarga Berencana)
Dinas
Pengendalian Jumlah Laporan Hasil Pgriszlrllzz?a{n
14 2.01 p g Pengendalian Program Laporan 2 40.000.000 - 0 - 0 - 0% 0% &
rogram KKBPK Penduduk dan
KKBPK
Keluarga
Berencana
Pendayagunaan
Tenaga Penyuluh Jumlah Sarana
14 2.02 KB/Petugas Pendukung Operasional Unit 3 748.155.200 - (o] 748.155.200 4] 748.155.200 0% 100%
Lapangan KB PKB/PLKB yang Tersedia
(PKB/PLKB)
Penyediaan Sarana lah Kk Dinas
Pendukung Jumlah Sarana Pendukung Kesehatan
14 2.02 . Operasional PKB/PLKB Unit 3 740.654.000 - 0 - 0 - 0% 0% L
Operasional ane Tersedia Pengendalian
PKB/PLKB yang Penduduk dan
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Keluarga
Berencana
Dinas
Pengaeratan Kades | [umlah Kader yane pleschatan,
2| 14 2.02 Institusi Masyarakat gikuti fengs Orang 150 7.501.200 0 - 150 15.500.000 150 15.500.000 100% | 207% 8
Kader Institusi Masyarakat Penduduk dan
Pedesaan (IMP)
Pedesaan (IMP) Keluarga
Berencana

Pelaksanaan dan
Pengelolaan Program
KKBPK di Kampung
KB

Pengelolaan Program
Bangga Kencana

Jumlah Kampung KB yang
Mengikuti Pelaksanaan dan

Kampung

120.750.000

9.960.000

54.780.000

64.740.000

0%

54%

Pengendalian )
Pendistribusian Alat Juml dL?poran .
dan Obat Kontrasepsi Peng;n auan Dinas
dan Sarana Pendistribusian Alat dan Kesehatan,
2| 14 2.03 Penunjang Pelayanan |0 ot Kontrasepsi dan Laporan 22 16.200.000 2 550.000 2 1.100.000 4 1.650.000 18% 109 | Pengendalian
o Sarana Penunjang Penduduk dan
KB ke Fasilitas s
Pelayanan KB ke Fasilitas Keluarga
Kesehatan Termasuk
. Kesehatan Termasuk Berencana
Jaringan dan . .
A Jaringan dan Jejaringnya
Jejaringnya
Peningkatan Jumlah Orang yang Ke]saeltrll:tsan
Kesertaan Mengikuti Kesertaan Pengen dalia’n
2| 14 2.03 Penggunaan Metode |Penggunaan Metode Orang 651 391.017.040 79 61.775.200 138 130.804.600 217 192.579.800 33% 49% Pendguduk dan
Kontrasepsi Jangka |Kontrasepsi Jangka Keluarea
Panjang (MKJP) Panjang (MKJP) B g
erencana
Dinas
Penyediaan Sarana Jumlah Unit Sarana szﬁz:?z{n
1 1 - - _ 0, 0,
2| 14 2.03 Penunjang Pelayanan Penunjang Pelayanan KB Unit 2 31.499.000 0] (0] 0 0% 0% Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Pembinaan Jumlah Laporan Hasil .
Pelayanan Keluarga - Dinas
Pembinaan Pelayanan
Berencana dan Kesehatan,
Kesehatan Keluarga Berencana dan Pengendalian
2| 14 2.03 L Kesehatan Reproduksi di Laporan 4 13.800.000 0 - 1 4.480.000 1 4.480.000 25% 32%
Reproduksi di - Penduduk dan
s Fasilitas Kesehatan
Fasilitas Kesehatan . Keluarga
X Termasuk Jaringan dan
Termasuk Jaringan L Berencana
. Jejaringnya
dan Jejaringnya

Dinas
Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
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(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) di

Keluarga
Berencana

SEJAHTERA (KS

Kampung KB
PROGRAM
PEMBERDAYAAN Meningkatnya
2|14 DAN PENINGKATAN |Kepesertaan Anggota % 82 909.868.900 (0] 107.790.400 (0] 231.420.200 (0] 339.210.600 0% 37%
KELUARGA Tribina PUS yang ber-KB

Onegta31 /Pelatihan Jumlah Kader yang
Teknis s
Mengikuti .
Pelaksana/Kader . . . . Dinas
Orientasi/Pelatihan Teknis
Ketahanan dan Kesehatan,
Kesejahteraan Pelaksana/Kader Pengendalian
2|14 2.01 Ketahanan dan Orang 240 199.354.400 0 - 0 - 0 - 0% 0%
Keluarga (BKB, BKR, ‘ah 1 Penduduk dan
BKL, PPPKS, PIK-R | Lesejahteraan Keluarga Keluarga
? ) (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
dan Pemberdayaan PIK-R dan Pemberd Berencana
Ekonomi X “~ dan lem er ayaans
Keluarga /UPPKS) Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Penyediaan Biaya
Operasional bagi
Pengelola dan Jumlah Kader Pengelola Dinas
Pelaksana (Kader) dan Pelaksana (Kader) Kesehata
Ketahanan dan Ketahanan dan Periszn dal?a’n
2|14 2.01 Kesejahteraan Kesejahteraan Keluarga Orang 225 421.740.000 33 52.200.000 74 185.110.000 107 237.310.000 48% 56% Pen dgu duk dan
Keluarga (BKB, BKR, |(BKB, BKR, BKL, PPPKS, Keluarea
BKL, PPPKS, PIK-R  |PIK-R dan Pemberdayaan Berencagna
dan Pemberdayaan |Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Promosi dan .
Sosialisasi Kelompok Jumlah. Laporan 'Ha.tsﬂ . .
. Promosi dan Sosialisasi Dinas
Kegiatan Ketahanan R
. Kelompok Kegiatan Kesehatan,
dan Kesejahteraan Ketahanan dan Pengendalian
2| 14 2.01 Keluarga (BKB, BKR, [, ° 8" | Laporan 32 288.774.500 4 55.590.400 4 46.310.200 8 101.900.600 | 25% 35% N
BKL. PPPKS. PIK-R Kesejahteraan Keluarga Penduduk dan
’ ’ (BKB, BKR, BKL, PPPKS, Keluarga
dan Pemberdayaan PIK-R dan Pemberd B
Ekonomi P - gnK iem er %y;;II{lS erencana
KeluariaiUPPKSi onomi Keluarga/ )
PROGRAM
PENYELENGGARAA |Meningkatnya sarana dan
2|15 N LALU LINTAS DAN |prasarana, serta fasilitas % 92 7.110.085.176| O 699.389.290 2.772.139.323 (0] 3.471.528.613 0% 49%
ANGKUTAN JALAN |perlengkapan lalu lintas
LLAJ
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Pembangunan
Prasarana Jalan di

Jumlah Prasarana Jalan di

Dinas

Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Terminal (Fasilitas
Utama dan

Pendukun;

Jumlah Terminal (Fasilitas
Utama dan Pendukung)
yang Direhabilitasi dan

Dipelihara

Unit

189.200.000

9.430.400

176.923.350

186.353.750

100%

98%

2|15 2.02 Jalan Jalan Kabupaten/Kota Unit 2 52.350.000 - - 0 - 0% 0% Perhubunean
Kabupaten/Kota yang Terbangun s
Penyediaan Jumlah Perlengkapan Jalan .
Perlengkapan Jalan Dinas

2|15 2.02 di Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Unit 200 1.042.174.800 - 200 1.005.175.000 200 1.005.175.000 | 100% 96% Perhubungan
Kabupaten/Kota yang Tersedia s
Rehabilitasi dan Jumlah Perlengkapan Jalan Dinas

2|15 2.02 Pemeliharaan yang Terehabilitasi dan Unit 5 1.757.815.720 224.073.550 2 291.231.235 2 515.304.785 40% 29%

R Perhubungan

Perlengkapan Jalan |Terpelihara

Dinas
Perhubungan

Penataan Manajemen
dan Rekayasa Lalu
Lintas untuk
Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Penataan
Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas untuk Jaringan
Jalan Kabupaten/Kota

59.304.000

430.500

12.300.000

12.730.500

Koordinasi dan
Sinkronisasi Jumlah Laporan Koordinasi
Pengawasan dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Izin Pengawasan Pelaksanaan Dinas
2|15 2.04 Penyelenggaraan dan |Izin Penyelenggaraan dan Laporan 1 1.026.708.000 105.067.630 1 420.854.255 1 525.921.885 100% 51% P
o erhubungan
Pembangunan Terbangunnya Fasilitas
Fasilitas Parkir Parkir Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana [Jumlah Sarana dan
2|15 2.05 dan Prasarana Prasarana Pengujian Unit 10 232.486.000 45.991.750 10 99.647.840 10 145.639.590 | 100% | 63% Dinas
Pengujian Berkala Berkala Kendaraan Perhubungan
Kendaraan Bermotor [Bermotor yang Tersedia
Pemeliharaan Sarana [Jumlah Sarana dan
215 2.05 dan Prasarana Prasarana Pengujian Unit 12 395.148.800 19.904.000 12 299.675.000 12 319.579.000 | 100% | 81% Dinas
Pengujian Berkala Berkala Kendaraan Perhubungan
Kendaraan Bermotor [Bermotor yang Terpelihara

Dinas
Perhubungan




121 -

2.07

Pengawasan
Pelaksanaan
Rekomendasi
Andalalin

Peningkatan

Jumlah Laporan
Rekomendasi Andalalin
yang Terawasi

Jumlah Auditor dan

Laporan

12

359.616.000

28.385.740

19.718.555

48.104.295

33%

13%

Dinas
Perhubungan

2.09

Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota

Penyediaan Angkutan
Umum untuk Jasa
Angkutan Orang
dan/atau Barang
Antar Kota dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

PUBLIK

Monitoring Opini dan
Aspirasi Publik

Kabupaten/Kota

Jumlah Angkutan Umum
untuk Jasa Angkutan
Orang dan/atau Barang
Antar Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
yang Tersedia

Persentase OPD yang
memenuhi Standar
Layanan Informasi Publik

Jumlah Dokumen Hasil
Monitoring Opini dan
Aspirasi Publik

Unit

%

Dokumen

41

80

12

1.048.614.856

3.019.065.320

1.555.562.323

158.233.920

426.221.755

173.218.000

41

245.668.500

719.012.695

491.812.480

41

403.902.420

1.145.234.450

665.030.480

100%

0%

42%

39%

38%

43%

215 2.08 Kapasitas Auditor  |Inspektor LLAJ yang Orang 4 51.300.000 - 0 - 0 - 0% 0% Perh?;gﬁ; an

dan Inspektor LLAJ |Ditingkatkan Kapasitasnya g

Pelaksanaan

Inspeksi, Audit dan |Jumlah Laporan Inspeksi,

Pemantauan Unit Audit dan Pemantauan Unit o o Dinas
2|15 2.08 Pelaksana Uji Pelaksana Uji Berkala Laporan 1 775.103.000 107.871.800 1 158.836.580 1 266.708.380 100% 34% Perhubungan

Berkala Kendaraan |Kendaraan Bermotor

Bermotor

Pelaksanaan

Inspeksi, Audit dan Jumlah Laporan Inspeksi,

Pemantauan ]

Audit dan Pemantauan

Pemenuhan

Persyaratan Pemenuhan Persyaratan Dinas
2|15 2.08 Penyelenggaraan Laporan 1 120.264.000 - 1 42.109.008 1 42.109.008 100% 35%

Penyelenggaraan . . Perhubungan

. Kompetensi Pengemudi
Kompetensi
. Kendaraan Bermotor
Pengemudi

Dinas
Perhubungan

Dinas

Komunikasi dan

Informatika
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6

7

10=6+7+8+9

11=10/5 x 100%

2 3 4 K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K (%) | RP. (%) 12
Pengelolaan Konten [Jumlah Dokumen Hasil .
dan Perencanaan Pengelolaan Konten dan Dl.n as,
16 2.01 | 4 . . . . Dokumen 12 973.923.328 3 201.986.120 2 164.277.780 ) 366.263.900 42% 38% |Komunikasi dan
Media Komunikasi Perencanaan Media Informatika
Publik Komunikasi Publik
Pelayanan Informasi |[Jumlah Dokumen Hasil Dl.n as
16 2.01 6 g R . Dokumen 12 232.964.450 3 32.117.635 2 37.382.435 ) 69.500.070 42% 30% |Komunikasi dan
Publik Pelayanan Informasi Publik Inf "
nformatika
Kemitraan dengan Jumlah Dokumen Dinas
16 2.01 | 8 |Pemangku Kemitraan dengan Dokumen 12 135.415.219 3 9.450.000 2 5 9.450.000 42% % Komunikasi dan
Kepentingan Pemangku Kepentingan Informatika
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Kemitraan dengan
Hubungan Masyarakat, Media dan Dinas
16 2.01 | 12 |Masyarakat, Media |Komunitas dalam Dokumen 12 121.200.000 3 9.450.000 2 25.540.000 5 34.990.000 42% 29% | Komunikasi dan
dan Kemitraan Mendiseminasikan Informatika
Komunitas Informasi Program atau
Kebijakan
Persentase perangkat
daerah yang saling
PROGRAM terkoneksi di Jaringan
16 Kﬁﬂg&"om‘m Intra Pemerintah atau % 100 |8.802.706.560| 100 | 3.166.008.341 | 100 | 3.134.580.104 100 |6.300.588.445 | 100% | 72%
SI menggunakan akses
INFORMATIKA internet yang diamankan
yang disediakan oleh
Dinas Kominfo
Pengelolaan Nama
Domain yang Telah
Ditetapkan oleh
16 2.01 geme“"tah Pusat |Persentase OPD pengguna % 100 |4.858.900.000| 100 | 2.499.038.891 | 100 | 2.494.254.292 100 |4.993.293.183 | 100% | 103%
an Sub Domain di |domain.id
Lingkup Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Penatalaksanaan dan [Jumlah Dokumen
Pengawasan Nama Penatalaksanaan dan
Domain dan Sub Pengawasan Nama Domain Dinas
16 2.01 | 2 |Domain dalam dan Sub Domain dalam Dokumen 1 100.000.000 0 16.056.891 0 11.272.292 0 27.329.183 0% 27% |Komunikasi dan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Informatika
Pemerintahan Daerah|Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Jumlah Sistem Jaringan Dinas
16 2.01 | 3 |[Sistem Jaringan Intra I R g Unit 82 4.758.900.000 82 2.482.982.000 82 2.482.982.000 82 4.965.964.000 100% 104% |Komunikasi dan
. ntra Pemerintah Daerah B
Pemerintah Daerah Informatika
Pengelolaan E- Persentase perangkat
government di daerah yang
16 2.02 Lingkup Pemerintah |menggunakan layanan % 100 |3.943.806.560 o 666.969.450 100 640.325.812 100 | 1.307.295.262 | 100% 33%
Daerah pusat data pemerintah
Kabupaten/Kota daerah
Penatalaksanaan dan [Jumlah Dokumen Hasil
Pengawasan E- Penatalaksanaan dan .
lam Pengawasan E -Government D1vnas.
16 2.02 | 1 [governmentda g Dokumen 1 2.776.480.000 | 0 460.536.105 0 460.468.807 0 921.004.912 0% 33% |Komunikasi dan
Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Informatika
Pemerintahan Daerah|Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil .
Sistem Komunikasi |Penyelenggaraan Sistem Dl.nas.
16 2.02 | 4 . . . Dokumen 1 273.700.000 0 48.832.130 0 49.878.220 0 98.710.350 0% 36% |Komunikasi dan
Intra Pemerintah Komunikasi Intra "
) Informatika
Daerah Pemerintah Daerah
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Pengembangan Jumlah Aplikasi dan Proses Din.
Aplikasi dan Proses |Bisnis Pemerintahan . nas |
2|16 2,02 | 7 s . . . Unit 3 502.848.000 49.308.715 0 34.143.785 0 83.452.500 0% 17% |Komunikasi dan
Bisnis Pemerintahan |Berbasis Elektronik yang Informatika
Berbasis Elektronik |Dikembangkan
Jumlah Layanan Publik
Penyelenggaraan yang Terhubung dengan Dinas
2|16 2.02 | 8 |[Sistem Penghubung [Sistem Penghubung layanan 2 180.778.560 27.300.000 0 18.200.000 0 45.500.000 0% 25% |Komunikasi dan
Layanan Pemerintah |Layanan Pemerintah Informatika
Daerah
Pengembangan dan Jumlah Dokumen Program
Pengelolaan . .
Ekosistem Inovasi yang Dinas
2|16 2.02| 9 Diimplementasikan Sesuai | Dokumen 1 50.000.000 - 0 13.590.000 0 13.590.000 0% 27% |Komunikasi dan
Kabupaten/Kota .
dengan Masterplan Smart Informatika
Cerdas dan Kota Ci
Cerdas ty
Jumlah Dokumen
Pengembangan dan
Pelaksanaan
Pengelolaan Sumber b d .
Daya Teknologi Pengembangan dan Dlpas_
2|16 2.02 | 10 X Pengelolaan Sumber Daya | Dokumen 1 35.000.000 2.992.500 0 12.045.000 0 15.037.500 0% 43% |Komunikasi dan
Informasi dan . X .
o Teknologi Informasi dan Informatika
Komunikasi . - .
. Komunikasi Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah
Pengelolaan Jumlah Dokumen Dinas
2|16 2.02 | 11 |Government Chief —\Pengelolaan Government | 1\ e 1 125.000.000 78.000.000 1 52.000.000 1 130.000.000 | 100% | 104% |Komunikasidan
Information Officer Chief Information Officer Inf tik
IGCIOI IGCIOI nlormatika
PROGRAM Persentase jumlah
PENDIDIKAN DAN |koperasi yang disetujui o ; o o
2 |17 LATIHAN bermohonan berserEiilkae % 75 444.620.000 (0] 79.252.500 (0] 79.252.500 0% 18%
PERKOPERASIAN NIK

Peningkatan
Pemahaman dan
Pengetahuan

Jumlah SDM yang

Dinas Tenaga
Kerja, Koperasi

KOPERASI

2|17 2.01 | 1 |Perkoperasian serta |Memahami Pengetahuan Orang 300 444.620.000 - 185 79.252.500 185 79.252.500 62% 18% U .
X . saha Kecil Dan

Kapasitas dan Perkoperasian Menengah
Kompetensi SDM g
Koperasi
PROGRAM
PEMBERDAYAAN Persentase koperasi yang

2|17 DAN dibina dan jenis usahanya % 2,5 59.995.000 900.000 (o] 120.809.100 (o] 121.709.100 0% 203%
PERLINDUNGAN bertambah
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Pemberdayaan
Peningkatan
,P;ra(ﬁg:;wﬁ:égﬂal Jumlah Unit Usaha yang
4 Produktif, Bernilai Tambah,
Pasar, Akses ST
; Memiliki Akses Pasar,
Pembiayaan, X .
Akses Pembiayaan, Dinas Tenaga
Penguatan Penguatan Kelembagaan Kerja, Koperasi
2|17 2.01 | 1 |Kelembagaan, . ? unit usaha 130 59.995.000 900.000 0 120.809.100 0 121.709.100 0% 203% i’ .
Penataan Manajemen, Usaha Kecil Dan
Penataan . N
. Standarisasi, dan Menengah
Manajemen, L
L Restrukturisasi Usaha
Standarisasi, dan .
s Koperasi Kewenangan
Restrukturisasi Kabupaten,/Kota
Usaha Koperasi P
Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM Persentase Usaha Mikro
2|17 PENGEMBANGAN dibina yang beromzet % 7,33 200.075.406 17.029.300 (0] 16.678.051 (1] 33.707.351 0% 17%
UMKM naik

2.01

Fasilitasi Usaha

Mikro Menjadi Usaha
Kecil dalam
Pengembangan

1 |Produksi dan
Pengolahan,
Pemasaran, SDM,
serta Desain dan
Teknologi

PROGRAM
PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN
MODAL

Jumlah Unit Usaha Mikro
yang Terfasilitasi dalam
Pengembangan Produksi
dan Pengolahan,
Pemasaran, SDM, serta
Desain dan Teknologi

Persentase ketersediaan
dokumen perencanaan
penanaman modal

Unit Usaha

persen

60

100

200.075.406

34.700.000

17.029.300

48

100

16.678.051

350.000

48

100

33.707.351

350.000

80%

100%

17%

1%

Dinas Tenaga
Kerja, Koperasi
Usaha Kecil Dan
Menengah

Dinas
Potonsi dan Peluang |Jumiah Peta Potensi odal dan.
2|18 2.02| 2 Usaha € |Investasi dan Peluang Dokumen 1 34.700.000 - 1 350.000 1 350.000 100% 1% Pelayanan
Kabupaten/Kota Usaha Kabupaten/Kota Terpadu Satu
Pintu
iggﬁlg;l:ﬁ Persentase investor yang
2|18 merealisasikan % 32 308.848.200 21.283.159 32 116.990.959 32 138.274.118 100% 45%
PENANAMAN q 3
MODAL investasinya

2.01

Pelaksanaan
2 |Kegiatan Promosi
Penanaman Modal

Jumlah Dokumen Hasil
Kegiatan Promosi

Dokumen

308.848.200

21.283.159

116.990.959

138.274.118

100%

45%

Dinas

Penanaman
Modal dan




Daerah
Kabupaten/Kota

Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
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Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu

Persentase Pelayanan
Perizinan Terselesaikan

687.175.500

121.171.645

112.514.993

233.686.638

Penyediaan
Pelayanan Terpadu [Jumlah Pelaku Usaha yang Dinas
Perizinan dan Mendapatkan Pelayanan P
L . enanaman
Nonperizinan Terpadu Perizinan dan Non Pelaku Modal dan
18 2.01 | 1 |Berbasis Sistem Perizinan Berbasis Sistem 1800 227.314.000 41.758.900 1712 35.135.590 1712 76.894.490 95% 34%
L. L . Usaha Pelayanan
Pelayanan Perizinan |Pelayanan Perizinan
. . Terpadu Satu
Berusaha Berusaha Terintegrasi Pintu
Terintegrasi Secara |Secara Elektronik
Elektronik
Jumlah Kegiatan Usaha Dinas
Pemantauan dari Pelaku Usaha yang
Penanaman
Pemenuhan Mendapat Pemantauan Kegiatan Modal dan
18 2.01 | 2 |Komitmen Perizinan |Pemenuhan Komitmen 8t 360 222.501.500 41.948.220 66 65.200.203 66 107.148.423 18% 48%
. . Usaha Pelayanan
dan Non Perizinan Perizinan Berusaha dan
.. Terpadu Satu
Penanaman Modal Non Perizinan Penanaman X
Pintu
Modal
Penyediaan Layanan [Jumlah Orang yang
Konsultasi dan Memperoleh Layanan Dinas
Pengelolaan Konsultasi dan Penanaman
Pengaduan Terkelolanya Pengaduan o o Modal dan
18 2.01 | 3 Masyarakat Terhadap |Masyarakat Terhadap Orang 40 237.360.000 37.464.525 10 12.179.200 10 49.643.725 25% 21% Pelayanan
Pelayanan Terpadu |Pelayanan Terpadu Terpadu Satu
Perizinan dan Non Perizinan dan Non Pintu
Perizinan Perizinan
PROGRAM
Ll Jumlah Perusahaan ya erusahaa
18 PELAKSANAAN melaporkan LKPM yang | P n 100 462.675.000 47.017.000 6 88.586.700 6 135.603.700 6% 29%
PENANAMAN P
MODAL

Koordinasi dan Dinas
. N Jumlah Pelaku Usaha yang Penanaman
Slnkr9n15a51 Mendapatkan Pembinaan Pelaku Modal dan
18 2.01 2 |Pembinaan 300 424.582.500 40.670.000 145 80.916.700 145 121.586.700 48% 29%
Pelaksanaan Penanaman Usaha Pelayanan
Pelaksanaan
Modal Terpadu Satu
Penanaman Modal N
Pintu
Koordinasi dan . . Dinas
18 2.01 | 3 |Sinkronisasi Jumlah Kegiatan Usaha keglatan 20 38.092.500 6.347.000 9 7.670.000 9 14.017.000 45% | 37% Penanaman
dari Pelaku Usaha yang usaha
Pengawasan Modal dan
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Pelaksanaan
Penanaman Modal

Melakukan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan

Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu

PROGRAM
PENGELOLAAN

DATA DAN SISTEM

Persentase Jenis Izin
Yang Diproses Secara
Elektronik

%

100

198.248.500

29.143.200

29.143.200

58.286.400

0%

29%

2.01

Pengolahan,
Penyajian dan
Pemanfaatan Data
dan Informasi
Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara
Elektronik

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING
KEPEMUDAAN

Jumlah Data dan Informasi
Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik yang
Diolah, Dikaji dan
Dimanfaatkan

Prosentase peningkatan
pengembangan kapasitas
daya saing kepemudaan

Dokumen

%

10

198.248.500

475.000.000

29.143.200

104.740.600

29.143.200

84.533.228

58.286.400

189.273.828

50%

0%

29%

40%

Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu

Peningkatan Dinas
Kepemimpinan, Jum(liah pemlllda}hyang Kebudayaan,
2|19 2.01 Kepeloporan dan mendapat pelatihan Orang 100 475.000.000 | 23 104.740.600 78 84.533.228 78 189.273.828 78% 40% Pariwisata,
manajemen organisasi
Kesukarelawanan kepemudaan Kepemudaan
Pemuda p dan Olah Raga
PROGRAM
PENGEMBANGAN Prosentase peningkatan
2|19 KAPASITAS DAYA |pengembangan kapasitas % 25 4.191.546.361 (1] 954.328.577 (4] 303.531.500 (4] 1.257.860.077 0% 30%
SAING daya saing keolahragaan
KEOLAHRAGAAN
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Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Pelaksanaan
Penyediaan Sarana
dan Prasarana
Olahraga
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan
Kejuaraan dan Pekan
Olahraga Tingkat
Kabupaten/Kota

Pengembangan
Organisasi
Keolahragaan

Penyelenggaraan,
Pengembangan dan
Pemasalan Festival
dan Olahraga
Rekreasi

PROGRAM
PENYELENGGARAA
N STATISTIK

SEKTORAL

Jumlah sarana prasarana
olahraga yang terfasilitasi

Jumlah penyelenggaraan
event olahraga prestasi
tingkat daerah

Jumlah Organisasi Hasil
Pengembangan
Keolahragaan

Jumlah event festival
olahraga yang
diselenggarakan

Jumlah kompilasi
statistik sektoral yang
dilakukan

sarana
prasarana

Event

Organisasi

Festival
Olahraga

dokumen

2.115.546.361

460.000.000

1.000.000.000

616.000.000

125.000.000

697.501.202

216.909.000

39.918.375

7.753.700

218.762.500

2.800.000

81.969.000

3.273.500

916.263.702

219.709.000

121.887.375

11.027.200

100%

67%

0%

67%

0%

43%

48%

0%

20%

9%

Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Kepemudaan
dan Olah Raga

Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Kepemudaan
dan Olah Raga

Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Kepemudaan
dan Olah Raga

Dinas

Kebudayaan,
Pariwisata,
Kepemudaan
dan Olah Raga

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengumpulan,
Pengolahan, Analisis
dan Diseminasi Data
Statistik Sektoral

PROGRAM
PENYELENGGARAA
N PERSANDIAN
UNTUK
PENGAMANAN
INFORMASI

Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengumpulan,
Pengolahan, Analisis dan
Diseminasi Data Statistik
Sektoral

Persentase OPD yang
menggunakan layanan
persandian untuk
pengamanan informasi

Dokumen

100

125.000.000

292.872.000

7.753.700

6.738.000

3.273.500

1.945.000

11.027.200

8.683.000

0%

0%

9%

3%

Dinas
Komunikasi dan
Informatika
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PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN

Prosentase seni budaya
yang dilestarikan

%

100

1.209.100.000

39.018.500

539.482.000

578.500.500

0%

48%

Pelaksanaan Jumlah Laporan

Keamanan Informasi |Pelaksanaan Keamanan Dinas
2|21 | 2 |201]| 3 |Pemerintahan Daerah|Informasi Pemerintahan Laporan 1 41.752.000 0 3.012.000 0 1.105.000 0 4.117.000 0% 10% |Komunikasi dan

Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Informatik

Berbasis Elektronik |Berbasis Elektronik dan ormatika

dan Non Elektronik |Non Elektronik

Penyediaan Layanan [Jumlah Perangkat Daerah Dinas
2|21| 2 |201]| 4 [Keamanan Informasi Jyang Telah Menggunakan | Perangkat | = 5, 251.120.000 | 34 3.726.000 34 840.000 34 4.566.000 100% 2% |Komunikasi dan

Pemerintah Daerah |Layanan Keamanan Daerah Informatika

Kabuiaten i Kota Informasi

Pelindungan, Dinas
Pengembangan, Jumlah obvek pemaiuan Kebudayaan,
2 (22| 2 |2.02]| 1 [Pemanfaatan Objek b yex p J Budaya 10 939.100.000 0 39.018.500 3 539.482.000 3 578.500.500 30% 62% Pariwisata,
Pemajuan Tradisi udaya yang dimanfaatkan Kepemudaan
y P
Budaya dan Olah Raga
Pemberian
Penghargaan kepada
Pihak yang Dinas
Berprestasi atau Jumlah Pihak yang Kebudavaan
Berkontribusi Luar  |Berprestasi atau Orang/Gro 1day; ?
2122 2 |202] 3 ; X . X 20 270.000.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% Pariwisata,
Biasa Sesuai dengan |Berkontribusi dalam up Kepemudaan
Prestasi dan Pemajuan Kebudayaan danpOIah Raca
Kontribusinya dalam g
Pemajuan
Kebudayaan
igggglﬁgANG AN Prosentase SDM, lembaga
2|22 3 KESENIAN dan pranata kesenian % 100 50.000.000 o - (1] 14.000.000 (V] 14.000.000 0% 28%
TRADISIONAL SEE Gl

Peningkatan
Pendidikan dan
2122 3 |201 1 |Pelatihan Sumber
Daya Manusia
Kesenian Tradisional

Jumlah seniman yang
mendapat pembinaan

Orang/Gro
up

45

50.000.000

0

22

14.000.000

14.000.000

49%

28%

Dinas

Kebudayaan,
Pariwisata,
Kepemudaan
dan Olah Raga
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2 3 4 &) 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K (%) | RP. (%)
PROGRAM
Jumlah cagar budaya dan
2 (22| 5 o e GO WBTB yang berpotensi Obyek 2 50.000.000 o - (4] - o - 0% 0%
O menjadi destinasi wisata
CAGAR BUDAYA J
S O (S Jumlah cagar budaya
2|22 | 5 |2.02 Budaya Peringkat ane dike rﬁban kaz Obyek 20 50.000.000 (0] - (0] - (0] - 0% 0%
Kabupaten/Kota yang g
Dinas
Kebudayaan,
2|22 | 5 |202]| 2 |Pengembangan Cagar|Jumlah cagar budaya yang | oy 20 50.000.000 0 - 8 - 8 - 40% 0% Pariwisata,
Budaya dilindungi
Kepemudaan
dan Olah Raia
PROGRAM Persentase perpustakaan
2|23 | 2 PEMBINAAN sesuai standar nasional % 6 1.040.301.770 o 200.715.000 o 200.715.000 o 401.430.000 0% 39%
PERPUSTAKAAN perpustakaan
Pengelolaan Persentase
2 (23| 2 [2.01 S L e aatan % 4,6 | 349.200.000 | O 79.772.500 0 79.772.500 0 159.545.000 | 0% 46%
Tingkat Daerah perpustakaan oleh
Kabupaten/Kota masyarakat
Jumlah Layanan
Perpustakaan Elektronik
Pengembangan dan X
. yang Dikembangkan .
Pemeliharaan densan Manaiemen Dinas
2123 | 2 |201 1 |Layanan g J . layanan 74 282.400.000 24 79.772.500 50 54.575.361 74 134.347.861 100% 48% Perpustakaan
Perpustakaan Layanan TIK Berbasis dan Kearsipan
. ISO20000 (ITSM :
Elektronik X
Information Technology
Service Management)
Jumlah Bahan
Pengelolaan dan | SRS dan Dinas
2123 | 2 |201| 9 |Pengembangan & Eksemplar | 2400 66.800.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% Perpustakaan
Pengembangan untuk )
Bahan Pustaka . dan Kearsipan
Mewujudkan Keberagaman
Koleksi Perpustakaan
Pembudayaan
Gemar Membaca Jumlah pemasyarakatan . o o
2|23 | 2 |2.02 A kali 20 691.101.770 o 120.942.500 3 48.985.000 3 169.927.500 15% 25%
Tingkat Daerah gemar membaca
Kabupaten/Kota
Sosiaisasi Budaya
Baca dan Literasi Jumlah Lokus )
pada Satuan Pembudayaan Kegemaran Dinas
2 23| 2 |2.02]| 1 |Pendidikan Dasar ¥ egeme lokus 2600 591.101.770 325 120.942.500 34 45.845.000 359 166.787.500 14% 28% Perpustakaan
3 Membaca dan Literasi pada ;
dan Pendidikan o dan Kearsipan
Satuan Pendidikan
Khusus serta
Masyarakat
Pengembangan iggzi?sﬁiﬁﬁz‘i[asii?; di erpustaka Dinas
2123 | 2 [2.02| 4 |[Literasi Berbasis " perp 1 100.000.000 0 - 1 3.140.000 1 3.140.000 100% 3% Perpustakaan
. . Wilayah Kabupaten/Kota an )
Inklusi Sosial . dan Kearsipan
yang dikembangkan
:gfgx:;] AN Persentase koleksi
. o, 0, 0,
2|23 | 3 KOLEKSI NASIONAL n:lsllo:;ialle::;ill‘.l:aasnkah kuno %o 37 205.737.656 o 33.648.500 o 1.475.000 o 35.123.500 0% 17%
DAN NASKAH KUNO |Y2"8
Pelestarian Naskah |Jumlah karya cetak dan
2|23 | 3 |2.01 Kuno Milik Daerah |karya rekam koleksi Eksemplar 178 205.737.656 (1] 33.648.500 (4] 1.475.000 (4] 35.123.500 0% 17%
Kabupaten/Kota daerah yang dilestarikan
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2 3 4 &) 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K (%) | RP. (%)
Peningkatan Peran
Serta Masy a}rakat Jumlah kegiatan .
dalam Penyimpanan, eninekaton peran serta Dinas
2 | 23 2.01 Perawatan, D ot orang 2 106.849.718 0 33.648.500 2 - 2 33.648.500 | 100% | 31% | Perpustakaan
Pelestarian, dan masyara at dalam dan Kearsipan
Pen. daftarar’l Naskah pelestarian naskah kuno
Kuno
Pengembangan,
Pengolahan dan
Fengatimedican  ouman
2123 2.01 Dimiliki oleh yang pengadaan/akuisisi naskah | Eksemplar 2 98.887.938 0 - 4 1.475.000 4 1.475.000 200% 1% Perpustakaan
kuno dan Kearsipan
Masyarakat untuk
Dilestarikan dan
Didaiaﬁinakan
Tingkat ketersediaan
arsip sebagai bahan
akuntabilitas kinerja, alat
PROGRAM bukti yang sah dan
2 | 24 PENGELOLAAN pertanggungjawaban skor 88 656.180.000 o 155.998.700 (0] 44.383.000 (V] 200.381.700 0% 31%
ARSIP nasional (Pasal 40 dan
Pasal 59 Undang-Undang
Nomor 43 tahun 2009
tentang Kearsipan)
Pengelolaan Arsip Persentase Arsip Dinamis
2 | 24 2.01 Dinamis Daerah yang telah dibuatkan % 100 345.182.000 (0] 45.227.000 (0] 16.797.000 (0] 62.024.000 0% 18%
Kabupaten/Kota daftar arsip
Pemeliharaan dan Jumlah Naskah Dinas yang Dinas
2|24 2.01 Penyusutan Arsip Dilakukan Pemeliharaan berkas 58000 345.182.000 | 4395 45.227.000 24166 16.797.000 28561 62.024.000 49% 18% Perpustakaan
Dinamis dan Penyusutan dan Kearsipan
Pengelolaan Arsip Presentase Arsip Statis
2 | 24 2.02 Statis Daerah yang telah dibuatkan % 100 310.998.000 o 110.771.700 o 27.586.000 (1] 138.357.700 0% 44%
Kabupaten/Kota sarana temu balik arsip
Akuisisi, Pengolahan, %i?éiiﬁ;iij;as?s yang Dinas
2|24 2.02 Preservasi, dan Akses S arsip 260 310.998.000 93 110.771.700 198 27.586.000 198 138.357.700 76% 44% Perpustakaan
) K Pengolahan, Preservasi dan )
Arsip Statis . . dan Kearsipan
Akses Arsip Statis
Tingkat keberadaan dan
keutuhan arsip sebagai
PROGRAM bahan N
PERLINDUNGAN Pe'.ta“gg“"f;wa.;“
2 |24 DAN setiap aspek kehidupan skor 8,6 162.762.100 | 0 72.028.400 0 45.017.400 0 117.045.800 0% 72%
berbangsa dan bernegara
PENYELAMATAN ]
ARSIP untuk kepentingan
negara, pemerintahan,
pelayanan publik dan
kesejahteraan rakyat
Pemusnahan Arsip
Dilingkungan :
Pemftintagh Daerah CEEe My
kesesuaian kegiatan
2 | 24 2.01 Kabupaten/Kota % 100 162.762.100 o 72.028.400 (1] 45.017.400 (1] 117.045.800 0% 72%
pemusnahan arsip dengan
yang Memiliki NSPK
Retensi di Bawah 10
(Sepuluh) Tahun
Penilaian, Penetapan |Jumlah Arsip yang Dinas
2| 24 2.01 dan Pelaksanaan Dilakukan Penilaian, arsip 1000 81.211.400 | 732 70.057.100 1664 . 2396 70.057.100 240% | 86% | Perpustakaan
Pemusnahan Arsip Penetapan dan d )
RS, an Kearsipan
yang Memiliki Pelaksanaan Pemusnahan
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1 2 3 4 &) 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K (%) | RP. (%)
Retensi di Bawah 10 |Arsip yang Memiliki Retensi
(Sepuluh) Tahun di Bawah 10 (Sepuluh)
Tahun
Pelaksanaan
Pemusnahan Arsip Jumlah Arsip yang Memiliki Dinas
24| 3 |2.01 yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun| berkas 1000 81.550.700 0 1.971.300 1160 45.017.400 1160 46.988.700 116% 58% Perpustakaan
Retensi di Bawah 10 |yang Dimusnahkan dan Kearsipan
Tahun
Rata - Rata Capaian Kinerja (%) 36% 35%
Predikat Kinerja :::g:; :::g:;
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :
1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan
2. Sinergitas Hubungan antar stackholder menjadikan pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik
Faktor Penghambat :
1. Masih cukup banyak Indikator Program dan Kegiatan yang baru bisa di evaluasi menjelang akhir tahun menjadikan sampai sekarang capaiannya masih terhitung nol
2. Pelaksanaan pergeseran anggaran menjadikan beberapa kegiatan baru bisa dimulai pada triwulan II ini
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:
1. Terus melakukaan kordinasi antar lembaga dan memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :
Tingkat Capaian
Urusan/ Bidang Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Perangkat
Kode Urusan/ Program/ Indikator Program/ Satuan Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Daerah
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Berjalan yang di Evaluasi RKPD yang di Evaluasi | Anggaran RKPD | Penanggung
Kegiatan (2023) Murni 1 I 111 v Tahun 2023 Tahun 2023 (%) Jawab
Murni
— = 0,
" 5 5 A [ 5 6 7 8 9 10=6+7+8+9 [11=10/5 x 100% | 3

PROGRAM
25 | 4 ﬁggfm:#“ ‘;::?;::::fiﬂ::;‘;ks‘ Ton 285 159.900.000| 3% 38.533.520| 0 21.642.786 34 60.176.306| 12% | 38%
BUDIDAYA
Jumlah pembudidaya ikan
yang memperoleh
kegiatan pemberdayaan
(pendidikan dan
Pengelolaan pelatihan/penyuluhan
25 | 4 | 2.04 Pembudidayaan dan RTP 250 159.900.000 38 38.533.520| 30 21.642.786 68 60.176.306| 27% 38%
Ikan ndampingan/kemitraan . :
pe ping;
usaha/kemudahan akses
iptek dan informasi/dan
penguatan kelembagaan)
(RTP)
Penjaminan
Ketersediaan Sarana |Jumlah Sarana Dinas
Pembudidayaan Ikan |Pembudidayaan Ikan dalam . Ketahanan
25 |4 204 dalam 1 (Satu) 1 (Satu) Daerah Unit 3 20.000.000 0 - 0 - 0 0% 0% Pangan dan
Daerah Kabupaten/Kota Pertanian
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Jumlah pembudid'aya yang o o, |Dinas
25 | 4| 2.04 Pemantauan memperoleh pembinaan Orang 100 139.900.000 100 38.533.520 0 21.642.786 100 60.176.306| 100% 43% Ketahanan
dan pemantauan




Pembudidayaan Ikan
di Darat

pembudidayaan ikan di
darat
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PROGRAM
PENGAWASAN
SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Pengawasan Usaha
Perikanan Tangkap
di Wilayah Sungai,

Jumlah total produksi
perikanan tangkap

Jumlah dokumen hasil
pengawasan Sumber Daya

35.000.000

16.100.000

o

3.400.000

19.500.000

Perikanan Tangkap di Dinas
Danau, Waduk, wilayah sungai, danau Ketahanan
25 2.01 Rawa, dan Genangan Y gal, ’ Dokumen 2 16.100.000 1 3.400.000 1 19.500.000( 50% 56%
A . waduk, rawa, dan 35.000.000 Pangan dan
r Lainnya yang ir lai Pertani
Dapat Diusahakan genangan air lainnya yang ertanian
d dapat diusahakan dalam
alam Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota p
PROGRAM
PENGOLAHAN DAN (Tingkat Konsumsi Makan | Kg/Kapita o o
25 PEMASARAN HASIL |Ikan /tahun 16,1 214.032.000 3.735.000 (0] 38.745.800 (4] 42.480.800 0% 20%

25

2.02

PERIKANAN

Pelaksanaan
Bimbingan dan
Penerapan
Persyaratan atau
Standar pada Usaha
Pengolahan dan
Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil

Pemberian Fasilitas
bagi Pelaku Usaha
Perikanan Skala
Mikro dan Kecil

Jumlah Unit Usaha

Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan yang
Mendapatkan Pembinaan
Terhadap Penerapan
Persyaratan Perizinan
Berusaha pada Usaha
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan Sesuai
Skala Usaha dan Risiko

Jumlah Pelaku Usaha
Perikanan Skala Mikro dan

Kecil dalam 1 (Satu) Daerah

Unit Usaha

Usaha

30

67.141.000

146.891.000

3.735.000

30

25.887.800

12.858.000

30

29.622.800( 100%

12.858.000

44%

Dinas
Ketahanan
Pangan dan
Pertanian




dalam 1 (Satu)
Daerah

PROGRAM
PENINGKATAN
DAYA TARIK
DESTINASI

PARIWISATA

Kabupaten/Kota yang
Terfasilitasi

Persentase Peningkatan
Destinasi wisata daerah

%

100

317.660.866
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14.596.500

124.914.250

139.510.750

Kabuiaten i Kota —

0%

44%

Fasilitasi Kegiatan

Dinas
Pengembangan Jumlah lokasi destinasi Kebudayaan,
3] 26 |2 203 Destinasi Pariwisata |pariwisata yang Lokasi 2 2.800.000 9.280.250 12.080.250| 100% 24% |Pariwisata,
N 50.000.000
Kabupaten/Kota dikembangkan Kepemudaan
dan Olah Raga
Pemberdayaan Jumlah lokasi yang Dinas
Masyarakat dalam memperoleh pemberdayaan Kebudayaan,
3| 26 |2 2.03 Pengelolaan masyarakat dan pembinaan| Lokasi 12 11.796.500 115.634.000 127.430.500| 67% 48% |Pariwisata,
AN . ! 267.660.866
Destinasi Pariwisata |kemitraan usaha Kepemudaan
Kabupaten/Kota masyarakat dan Olah Raga
PROGRAM Persentase peningkatan
3|26 |3 PEMASARAN pemasaran pariwisata % 50 643.000.000 - 479.845.880 479.845.880 0% 75%
PARIWISATA diselenggarakan : .

PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

Fasilitasi
Pengembangan
Kompetensi Sumber
Daya Manusia
Ekonomi Kreatif

PROGRAM
PENYEDIAAN DAN

sektor kepariwisataan

Jumlah pengembangan
SDM ekonomi kreatif

Efektivitas sarana
pertanian

%

60

2.000.624.000

98.478.920

87.630.400

186.109.320

Dinas
Pemasaran
3|26 |3]| 201 Pariwisata Baik Jumlah promosi pariwisata |  Event 4 479.845.880 479.845.880| 100% | 75% gae?il‘;;ii:;ﬁan’
: Dalam dan Luar 643.000.000 - ) . : ) Kepemu. da’an
Negeri Pariwisata dan Olah Raga
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENGEMBANGAN Persentase SDM
3| 26 |5 SUMBER DAYA pariwisata pembekalan % 19,5 278.000.000 400.000 2.720.000 3.120.000 0% 1%

0%

Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Kepemudaan
dan Olah Raga

9%
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10=6+7+8+9

11=10/5 x 100%

2 s 4 K Rp. K Rp. Rp. Rp. Rp. K Rp. K (%) [RP. (%) 12
PENGEMBANGAN
SARANA
PERTANIAN
Pengawasan Prosentase ketersediaan
27 2.01 Penggunaan Sarana |sarana pertanian terhadap % 75 1.930.184.000 (o] 52.512.400 73.930.400 (4] 126.442.800 0% T%
Pertanian kebutuhan petani : . .
Pengawasan Jumlah Pengawasan
Penggunaan Sarana |Penggunaan Sarana Dinas
Pendukung Pertanian |Pendukung Pertanian Ketahanan
27 201 Sesuai dengan Sesuai dengan Komoditas, Laporan 1 23.550.000 0 - 5.700.000 0 5.700.000 0% 24% Pangan dan
Komoditas, Teknologi |Teknologi dan Spesifik Pertanian
dan Spesifik Lokasi |Lokasi
. . Dinas
Pendampingan Jumlah Pendampingan Ketahanan
27 2.01 Penggunaan Sarana |Penggunaan Sarana Laporan 1 1.906.634.000 0 52.512.400 68.230.400 0 120.742.800 0% 6% Pangan dan
Pendukung Pertanian [Pendukung Pertanian ’ ’ : gan
Pertanian
Peningkatan Mutu
dan Peredaran
Benih/Bibit Ternak |Prosentase jumlah bibit
27 2.03 dan Tanaman Pakan |[ternak dan produk pakan % 75 70.440.000 (o] 45.966.520 13.700.000 (o] 59.666.520 0% 85%
Ternak serta Pakan |yang bermutu baik : :
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pengawasan Mutu .
B/ i e, L7k Fengeesen Mat
27 2.03 Bahan Pakan /Pakan /T g Laporan 12 70.440.000 30 45.966.520 13.700.000 35 59.666.520| 292% 85% P d
Pakan/Pakan/Tana akan / akan /Tanaman . . angan dan
. Skala Kecil Pertanian
man Skala Kecil
PROGRAM
PENYEDIAAN DAN |Prosentase pengembangan
27 PENGEMBANGAN prasarana yang berfungsi % 75 233.727.000 (o] 4.897.000 1.490.000 o] 6.387.000 0% 3%
PRASARANA dengan baik . :
PERTANIAN
Pengembangan Prosentase pengembangan
oy CHUE Prasarana Pertanian |prasarana pertanian 0 = 16.138.000 . - PRE LY Y e T e
Koordinasi dan Dinas
Sinkronisasi Jumlah koordinasi dan Ketahanan
27 2.01 Prasarana sinkronisasi prasarana Laporan 1 16.138.000 0 ~ 1.490.000 0 1.490.000 0% 9% P d
Pendukung Pertanian |pendukung pertanian : ’ angan dan
. g p gp Pertanian
Lainnya
e Prosentase prasarana
27 2.02 Prasarana Pertanian pertanian yang terbangun % 25 217.589.000 o 4.897.000 _ o 4.897.000 0% 2%
/rehabilitasi /dipelihara : *
Pembangunan, Jalan Usaha Tani yang Dinas
27 2.02 Rehabilitasi dan Dibangun, Direhabilitasi Unit 1 0 1 100% | o% [|Ketahanan
Pemeliharaan Jalan dan Dipelihara 52.815.000 - - Pangan dan
Usaha Tani Pertanian
Pembangunan, Jumlah rumah Potong Dinas
Rehabilitasi dan Hewan yang dibangun, . Ketahanan
27 2.02 Pemeliharaan Rumah direhab}illitagsi dan & Unit 1 8.009.000 0 4.897.000 - 1 4.897.000|  100% 61% Pangan dan
Potong Hewan dipelihara Pertanian
Pemba.n.gur.xan, Jumlah Prasarana Dinas
27 2.02 Eehalﬁlﬁtam dan Pertanian Lainnya yang Unit 2 0 0 0% 0% Ketahanan
: Pfizrlas;ag;‘r taniaq |Dibangun, Direhabilitasi nt 156.765.000 - - o ° |Pangan dan
Lainnya dan Dipelihara Pertanian
27 ggggngLmN SIS [EITID % 10 0 97.852.187 7.250.000 0 105.102.187| 0% 40%
kejadian dan jumlah 260.856.000

KESEHATAN
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HEWAN DAN kasus penyakit hewan
KESEHATAN menular
MASYARAKAT

VETERINER

Pengendalian dan Jumlah Wilayah Dinas
Penanggulangan Pengendalian dan o Ketahanan
Penyakit Hewan dan |Penanggulangan Penyakit 155.797.000 77.136.287 2 1.000.000 3 78.136.287)  75% Pangan dan
Zoonosis Hewan dan Zoonosis Pertanian

. Dinas
Ezgyzciiralndasa Jumlah pelayanan jasa Laporan 0% Ketahanan
Med}i,k Veteriner medik veterine P 15.000.000 ° Pangan dan

Pertanian

. . . Dinas
Pendampingan Unit |Jumlah Pendampingan Ketahanan
3| 27 | 4| 2.04 | 1 |Usaha Hewan dan Unit Usaha Hewan dan Laporan 10 0 1.368.000 0 0 1.368.000 0% 5%
25.000.000 - Pangan dan
Produk Hewan Produk Hewan .
Pertanian
Pengawasan Jumlah Pengawasan Egtl:tslanan
3| 27 | 4| 2.04 | 2 |Peredaran Hewan Peredaran Hewan dan Laporan 10 0 19.347.900 3 6.250.000 3 25.597.900| 30% 39%
65.059.000 Pangan dan
dan Produk Hewan |Produk Hewan .
Pertanian
PROGRAM
PENGENDALIAN
DAN Prosentase lahan aman s _ o 0
8|27 |58 PENANGGULANGAN |bencana pertanian % 74 112.370.000, ° 1.950.000| 0 0 1.950.0001 0% | 2%
BENCANA
PERTANIAN
Penger.ldallan Jumlah Luas Serangan
Organisme K .
Pongng, - [Orimiame onssane: pines
mbuhan anaman o o etahanan
3|27 |5]| 201 |1 ;umbuhan (OPT) Pangan, Hortikultura, dan Ha 50 112.370.000 0 1.950.000 0 B 0 1.950.000 0% 2% Pangan dan
anaman Pangan, .
Perkebunan yang Pertanian

Hortikultura, dan

Perkebunan Dikendalikan
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PROGRAM Prosentase kelompok tani
27 PERIZINAN USAHA |yang memiliki izin usaha % 33.600.000 1.000.000 1.000.000| 100% 3%
PERTANIAN pertanian . )

Pengembangan

Penilaian Kelayakan |Jumlah Penilaian Dinas
dan Pemberian Kelayakan dan Pemberian o o, |Ketahanan
3|2 2.01 Pertimbangan Teknis |Pertimbangan Teknis Izin Dokumen 2 33.600.000 0 - 0 1.000.000 0 1.000.000 0% 3% Pangan dan
Izin Usaha Pertanian |Usaha Pertanian Pertanian
PROGRAM
3| 27 PENYULUHAN Prosentase j“l‘“l;‘ﬁ‘ SpM % 20 35.475.000| © 1.350.000| O 119.899.060 o 121.249.060| 0% | 51%
PERTANIAN pertanian terlati 235.475.

. Jumlah Kelembagaan Dinas
Kapasitas Petani di Kecamatan dan Ketahanan
3| 27 2.01 Kelembagaan Petani e Kelompok 39 0 1.350.000| 38 47.698.760 38 49.048.760| 97% 35%
. Desa yang Ditingkatkan 138.975.000 Pangan dan
di Kecamatan dan . .
Desa Kapasitasnya Pertanian
Penyediaan dan Dinas
Pemanfaatan Sarana |Jumlah Sarana dan Ketahanan
3| 27 2.01 dan Prasarana Prasarana Penyuluhan Unit usaha 2 0 0 72.200.300 0 72.200.300 0% 75%
: 96.500.000 - Pangan dan
Penyuluhan Pertanian .
R Pertanian
Pertanian
:::I(;IN AN DAN Prosentase perusahaan
0, 0, 0,
3| 30 PENDAFTARAN y:l:ig.i:lazmperbarui % 100 164.204.400 18 46.769.000| 16 10.092.500 34 56.861.500| 34% 35%
PERUSAHAAN pery

Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Perolehan

Perizinan Pasar
Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan

Jumlah Rekomendasi
Pemenuhan Komitmen
Perolehan Perizinan Pasar

PERDAGANGAN

Rakyat, Pusat o o, |Dinas
3| 30 2.01 Toko Syva.layan Perbelanjaan, dan Toko dokumen 75 164.204.400 2 46.769.000f 12 10.092.500 14 56.861.500| 19% 35% Perdagangan
Melalui Sistem A
. Swalayan Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan L
Pelayanan Perizinan
Berusaha
. . Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
PROGRAM
PENINGKATAN Prosentase pasar yang
3| 30 SARANA dikelola sarana % 100 4.322.249.628 o] 691.241.000| 16 227.385.400 16 918.626.400| 16% 21%
DISTRIBUSI distribusinya eem




Penyediaan Sarana
Distribusi
Perdagangan

Jumlah Sarana Distribusi
Perdagangan

11.046.000
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9.608.000

9.608.000

Fasilitasi Pengelolaan

Sarana Distribusi
Perdagangan

Jumlah Fasilitasi
Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan

702.636.428

112.538.400

104.084.700

216.623.100

Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian Pembinaan dan Dinas
3| 30 2.02 Pengelola Sarana Pengendalian kepada dokumen 2 34.760.000 0 9.608.000 0 44.368.000 0% 21%
s . . . 210.310.000 Perdagangan
Distribusi Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan Perdagangan
Jumlah Dokumen Hasil
Pemberdayaan .
Pengelola Sarana Pembinaan dan Dinas
3| 30 2.02 “ge . Pengendalian kepada dokumen 4 543.942.600 1 104.084.700 1 648.027.300| 25% 19%
Distribusi P lola S Distribusi 3.398.257.200 Perdagangan
Perdagangan engelola Sarana Distribusi
Perdagangan
PROGRAM
STABILISASI
HARGA BARANG Persentase pelaksanaan . . .
3| 30 KEBUTUHAN g::g:::::an :a:ll:aian pokok % 100 254.657.000 67.411.200| 41,8 23.762.800 41,8 91.174.000| 42% 36%
POKOK DAN g penting
BARANG PENTING

Pemantauan Harga
dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok

Jumlah Laporan
Pemantauan Harga dan
Stok Barang Kebutuhan

(Satu)
Kabupaten/Kota

Pengawasan
Pengadaan Pupuk
dan Pestisida
Bersubsidi

yang Berdampak dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan
Pengawasan Pengadaan
Pupuk dan Pestisida
Bersubsidi

Laporan

17.993.000

dan Barang Penting . o ,, |Dinas
3| 30 2.02 pada Pelaku Usaha Pokok dan Barang Penting Laporan 3 100.707.000 30.497.200 1 15.638.800 1 46.136.000| 33% 46% Perdagangan
e X pada Pelaku Usaha
Distribusi Barang . -
Distribusi Barang dalam 1
dalam 1 (Satu) (Satu) Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota p
Pelaksanaan Operasi Jumlah Laporan
Pasar Reguler dan Pelak o ip
Pasar Khusus yang ca lsanaan peras;l asar 7 o ,, |Dinas
3| 30 2.02 Berdampak dalam 1 Reguler dan Pasar Khusus Laporan 1 135.957.000 31.344.000 0 3.716.000 0 35.060.000 0% 26% Perdagangan
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9 3 4 &) 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
K Rp. K Rp. K Rp. K | Rp. Rp. K Rp. K (%) [RP. (%)
g?:;g:gms ASI Prosentase UTTP dan
BDKT yg telah melakukan
3| 30 DAN % 100 14 35.168.400 13 26.505.000 27 61.673.400| 27% 29%
PERLINDUNGAN tera dan pengawasan 214.569.024
KONSUMEN e
::::;sling?itgal Jumlah terlaksananya
9 s
3| 30 2.01 Berupa Tera, Tera £°1“yana“ m“’°l°lg‘ legal,| 4 lan 12 3 35.168.400| 2 26.505.000 5 61.673.400| 42% | 29%
Ulang, dan erupa tera, tera ulang 214.569.024
Penga,wasan dan pengawasannya
Pelaksanaan Jumlah Alat Ukur, Alat
Metrologi Legal, Takar, Alat Timbang, dan : o o, |Dinas
3| 30 2.01 1 Berupa Tera, Tera Alat Perlengkapan Ditera Unit 7000 205.301.024 963 30.718.400| 1823 26.505.000 2786 57.223.400 40% 28% Perdagangan
Ulang Ulang
Pengawasan/Penyulu Jumlah Pelaku Usaha di Dinas
1 3 0, 0,
3| 30 2.01 2 han Metrologi Legal Bldang.l\/!etrologl Legal Orang 150 9.268.000 0 4.450.000 0 B 0 4.450.000 0% 48% Perdagangan
yang Dibina
PROGRAM
PENGGUNAAN DAN |Persentase produk
3| 30 PEMASARAN perdagangan yang % 100 309.031.550 o | 25 10.000.000 25 10.000.000( 25% 3%
PRODUK DALAM dipromosikan . :
NEGERI
ll::tl)ﬁ::?a;:masaran Jumlah terlaksananya
¢l .
3| 30 2.01 dan Peningkatan  |PrOmosi, pemasaran dan kali 4 0 1 10.000.000 1 10.000.000| 25% 3%
Penggunaan Produk peningkatan penggunaan 309.031.550 -
Dalam Negeri produk dalam negeri.
Pelaksanaan Promosi [Jumlah UMKM yang
Penggunaan Produk |Melaksanakan Promosi Dinas
3| 30 2.01 1 (Dalam Negeri di Penggunaan Produk Dalam UMKM 4 0 0 0 0% 0%
Ti AR, 129.031.550 - - Perdagangan
ingkat Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
gzr;ujilr(ianta:n&stem Jumlah Data dan Informasi Dinas
3| 30 2.01 |3 18 Sistem dan Jaringan dokumen 2 0 1 10.000.000 1 10.000.000| 50% 6%
Informasi . 180.000.000 - Perdagangan
Perdagansan Informasi Perdagangan
PROGRAM
Persentase IKM yang
PERENCANAAN DAN
3| 31 PEMBANGUNAN mutu Produk dan . % 5 89.492.950 o 4.400.000 o 20.501.195 o 24.901.195 0% 28%
INDUSTRI kapasitasnya meningkat
:::ly‘:lass?::n‘:::a Jumlah IKM yang mutu
3| 31 2.01 Pembangunan I LS ::“ kapfs;tas“ya IKM 20 0 4.400.000| © 20.501.195 0 24.901.195 0% | 28%
Industri menll:.lg t setelal 89.492.950
Kabupaten/Kota pembinaan
Kf)ordmgsL . Jumlah Dokumen Hasil .
Sinkronisasi, dan . © s N Dinas Tenaga
Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Kerja, Koperasi
3| 31 2.01 |3 dan pelaksanaan Dokumen 1 0 1 5.300.000 1 5.300.000| 100% 23% i X
Pembangunan 22.906.150 - Usaha Kecil
Pembangunan Sumber
Sumber Daya . Dan Menengah
Industri Daya Industri
K_oordln{isL . Jumlah Dokumen Hasil .
Sinkronisasi, dan ) C s N Dinas Tenaga
Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Keria. Koperasi
3| 31 2.01 4 dan Pelaksanaan Dokumen 2 0 1 2.320.000 1 2.320.000( 50% 10% Ja, 1ope
Pembangunan 23.000.000 - Usaha Kecil
Pembangunan Sarana dan
Sarana dan ) Dan Menengah
Prasarana Industri Prasarana Industri




- 139 -

9 3 4 &) 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
K Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. K Rp. K (%) |RP. (%)

K.oordln'asL . Jumlah Dokumen Hasil .

Sinkronisasi, dan . S s L Dinas Tenaga

Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Keria. Koperasi
31 2.01 dan Pelaksanaan Dokumen 1 4.400.000 12.881.195 0 17.281.195 0% 40% 12, F.0pe

Pemberdayaan . 43.586.800 Usaha Kecil

) Pemberdayaan Industri dan

Industri dan Peran Peran Serta Masvarakat Dan Menengah

Serta Masyarakat h

PROGRAM

PENGELOLAAN persentase IKM yang
31 SISTEM INFORMASI \mengikuti publikasi % 12,8 16.927.000 91.743.800 (V] 108.670.800 0% 52%

210.795.438
INDUSTRI produk
NASIONAL

Diseminasi, Publikasi
Data Informasi dan
Analisa Industri
Kabupaten/Kota
Melalui SIINas

PROGRAM
PEMBANGUNAN
KAWASAN
TRANSMIGRASI

Jumlah Dokumen Hasil
Diseminasi dan Publikasi
Data Informasi dan Analisis
Industri Kabupaten/Kota
Melalui SIINas

Persentase Penduduk
yang mendapatkan
sosialisasi
ketransmigrasian

Dokumen

100

Persentase Penduduk
yang mendapatkan
sosialisasi
ketransmigrasian

Persentase Penduduk
yang mendapatkan
sosialisasi
ketransmigrasian

210.795.438

39.101.000

16.927.000

91.743.800

108.670.800

50%

0%

0%

0%

52%

0%

Dinas Tenaga
Kerja, Koperasi
Usaha Kecil

Dan Menengah

Dinas
. Penanaman
Jumlah Calon Transmigran
32 2.01 Penyuluhan yang Mendapatkan Kepala 40 0 0% 0% |Modal dan
Transmigrasi Keluarga 23.301.000 - - Pelayanan
Penyuluhan T
erpadu Satu
Pintu
Dinas
Jumlah Calon Transmigran Penanaman
Pelatihan dan/atau Transmigran o o Modal dan
32 2.01 Transmigrasi yang Mendapatkan Orang 30 15.800.000 - - 0 0% 0% Pelayanan
Pelatihan Terpadu Satu
Pintu
Rata - Rata Capaian Kinerja (%) 30% 27%
s s .. | Sangat Sangat
Predikat Kinerja Rendah Renda
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| 5 6 [ 7 [ 8 ] 9 10=6+7+8+9 [11=10/5 x 100% |
1 2 3 4 12
[ K ] Rp. I Rp. I Rp. [K[Rp. [K[ Rp. [ K ] Rp. | K(%) [RP. (%)
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :
1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan
2. Sinergitas Hubungan antar stackholder menjadikan pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik
Faktor Penghambat :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:
1. Terus melakukaan kordinasi antar lembaga dan memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :
Tingkat Capaian
Urusan/ Bidang Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Perangkat
Kode Urusan/ Program/ Indikator Program/ Satuan Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Daerah
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Berjalan yang di Evaluasi RKPD yang di Evaluasi | Anggaran RKPD | Penanggung
Kegiatan (2023) Murni I I 111 v Tahun 2023 Tahun 2023 (%) Jawab
Murni
: B P A [ 5 6 7 8 | 9 10=6+7+8+9 [ 11=10/5x 100% | -
K Rp. Rp. K Rp. K| Rp.| K| Rp. K Rp. K (% RP. (%

PROGRAM Prosentase Penyediaan
PEMERINTAHAN | -09C0 000 4
0, 0, 0,
4 01 2 o EJAHTERAAN |Pemerintahan dan % 100 | 44.720.893.789 855.642.620| 0 4.211.713.860 0 5.067.356.480| 0% 43%
RAKYAT Kesejahteraan rakyat
Prosentase Laporan
Administrasi Tata |Administrasi o o o
4 1 2 20 Pemerintahan Pemerintahan yang % 100 1.449.948.600 366.245.600| 0 562.252.675 o 928.498.275 0% 64%
disusun tepat waktu
Penataan Jumlah Dokumen Hasil Bagian
. . s . o o
4 1| 2| 2.01 Qg;nézlstzijn g:;a;iral?aﬁgﬁmlstra31 Dokumen 4 1.214.948.600 340.327.600| 1 425.442.000 2 765.769.600 50% 63% Pemerintahan
Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Bagian
i o o
4 1| 2| 2.01 gi?f:;?;a;rah ga;zglg;silgzﬁl;;anaan Dokumen 7 935.000.000 25.918.000| O 136810675 0 162.728.675 0% 69% Pemerintahan
Pelaksanaan
Kebijakan Prosentase pelaksanaan s 3 5
HoE g e Kesejahteraan kebijakan rakyat % 100 | 5.248.290.929 ERASRELELY) Y 3.396.314.500 S0 3.690.668.000| 0% | 40%
Rakyat
Bagian
Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Perekonomian
ili 1 0, 0,
4| 1| 2| 2.02 Bina Mental Spiritual ngﬂltam Penge.lo.laan Dokumen 6 0.248.290.929 294.353.500| 2 3.396.314.500 3 3.690.668.000 50% 40% |dan )
Bina Mental Spiritual Kesejahteraan
Rakyat
Fasilitasi dan Pesentase Produk o 5 o
e Koordinasi Hukum |Hukum yang disusun 2 o 677.654.260 i e ke 5 199.358.305 i B
Fasilitasi
Jumlah Produk Hukum o o, i
4| 1| 2| 2.03 giri{y;l;usz:rzioduk Daerah yang Disusun Dokumen 20 266.750.000 | 3 97.200.000 3 97.200.000 15% 36% |Bagian Hukum
Fasilitasi Bantuan Jumlah Kasus yang
A o o .
4| 1| 2| 2.03 Hukum g:g$£;§3§5;5111ta31 Kasus 25 226.275.880 67.958.620( O 34.199.685 ) 102.158.305 20% 45% |Bagian Hukum
Pendokumentasian |Jumlah Produk Hukum
Produk Hukum dan |dan Pengelolaan o o .
41 2] 208 Pengelolaan Informasi Hukum yang Dokumen | 400 184.628.380 -| 56 - 56 - 14% 0% Bagian Hulkum
Informasi Hukum Didokumentasi




Fasilitasi Kerja Sama
Dalam Negeri

Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Kerja Sama
Dalam Negeri

Dokumen
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345.000.000 127.084.900

121.747.000

248.831.900

Bagian
Pemerintahan

PROGRAM
PEREKONOMIAN
DAN
PEMBANGUNAN

Persentase Penyediaan
Data Bidang
Perekonomian dan
Pembangunan

841.765.595

134.361.671| 25

151.665.500

286.027.171

Bagian
Pengendalian dan Jumlah Laporan Hasil Perekonomian
2.01 Distribusi ) Pt?ngt_enda_lian dan ) Laporan 2 235.984.960 0 17.565.500 66.574.500 84.140.000 50% 36% |dan )
Perekonomian Distribusi Perekonomian Kesejahteraan
Rakyat
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi .
Koordinasi, dan Evaluasi Kebijakan Dokumen 2 0 50% lsaglin .
2.01 Sinkronisasi dan Pendirian BUMD 20.731.000 20.731.000 41% dzf onomian
’ Evaluasi Kebijakan |jumlah koordinasi, 100.784.640 ’ ’ ’ ’ 41.462.000 Keseiahteraan
Pendirian BUMD sinkronisasi dan kegiatan 2 0 50% R ak;at
evaluasi kebijakan g °
endirian BUMD

e s Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan
Fasilitasi Fasilitasi Penyusunan Barang / Jasa
0, 0,
2.02 g:;y;: rllma;lairogram Program Pembangunan Dokumen 1 31.496.300 0 - - - 0% 0% dan Administrasi
gu Daerah Pembangunan
Pengelolaan Evaluasi Jumlah Laporan Has:ﬂ Pengadaan
2.02 dan Pelaporan g:;glgle(f;afrlaivaluw Laporan | 12 3 15.084.651 9.750.000 50% 33y, |Barang/Jasa
: Pelaksanaan P lnkeaor P 76.015.360 vt Ehas 24.834.651 ° °  |dan Administrasi
Pembangunan Pembaneunan Pembangunan

Pengelolaan
Pengadaan Barang
dan Jasa

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa

92.664.800 51.304.520

22.500.000

73.804.520

Pengadaan
Barang / Jasa
dan Administrasi
Pembangunan

Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara
Elektronik

Jumlah Dokumen Hasil
Layanan Pengadaan
Secara Elektronik

Dokumen

106.689.440 29.676.000

21.400.000

51.076.000

Pengadaan
Barang / Jasa
dan Administrasi
Pembangunan
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Koordinasi
Sinkronisasi dan

1 |Evaluasi Kebijakan
Pertanian Kehutanan
dan Perikanan

PROGRAM
DUKUNGAN
PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI
DPRD

Pembahasan

Peraturan Daerah

Presentase Pemantauan
Kebijakan Sumber daya
Alam

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) DPRD
terhadap Layanan
Tugas dan Fungsi DPRD

Jumlah Dokumen Hasil
Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah

Skor

Dokumen

100

198.130.095

12.253.836.420

3.218.753.660

2.967.847.994

377.870.000

0

10.710.000

2.315.157.629

266.381.150

10.710.000

5.283.005.623

644.251.150

0%

0%

5%

43%

Bagian
Perekonomian
dan
Kesejahteraan
Rakyat

Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan
3 |Kajian Perundang-
Undangan

Pengawasan Tindak
Lanjut Hasil

Jumlah dokumen Kajian
Perundang-undangan
ang dilaksanakan

Jumlah Dokumen Hasil
Pengawasan Tindak

1.562.739.480

750.315.000

2.227.133.800

Sekretariat DPRD

Pemeriksaan Lanjut Hasil o o .
4 (2 |2]203 |6 Laporan Keuangan |Pemeriksaan Laporan Dokumen 1 338.831.780 162.642.000| O 29.945.100 0 192.587.100 0% 57% |Sekretariat DPRD
oleh Badan Keuangan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan |Pemeriksa Keuangan
Pengawasan Jumlah Dokumen Hasil
0, 0, 1
4 (2| 2] 203 | 7 |Penggunaan Pengawasan Penggunaan| Dokumen 1 235.723.120 14.000.000| 1 207.523.250 1 291.523.250 100% 94% |Sekretariat DPRD
Anggaran Anggaran
Pendalaman Tugas Jumlah Dokumen Hasil
0, 0, 1
4122|2042 DPRD E?g;laman Tugas Dokumen 6 2.003.790.000 545.011.794| O 121.767.000 1 666.778.794 17% 33% |Sekretariat DPRD
Jumlah Dokumen
Publikasi dan Penyebarluasan Produk
4122204 |3 Dokumentasi Dewan Huk\.,lm ]?aerah, Dokumen | 120 1.307.556.800 88.425.000( 20 144.800.000 20 233.225.000 17% 18% |Sekretariat DPRD
Publikasi dan
Dokumentasi Dewan
Penyusunan Program |Jumlah Dokumen o o .
4 (2 2]204 |7 Keria DPRD Rencana Keria DPRD Dokumen 1 892.910.480 16.500.000| 1 295.443.729 1 311.943.729 100% 35% |Sekretariat DPRD




- 143 -

1 2 3 4 &) 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
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Jumah Dokumen Hasil o o .
4 | 2 | 2 | 2.05 ‘ 3 |Pelaksanaan Reses Pelaksanaan Reses Dokumen 90 1.176.596.000 0 279.930.400( 29 315.607.400 29 595.537.800 32% 51% |Sekretariat DPRD
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)| 36% 40%
: : : Sangat Sangat
Predikat Kinerja Rendah | Rendah
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :
1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Faktor Penghambat :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :
Tingkat Capaian
Urusan/ Bidang Indikator Program/ Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan/ gub Satuan Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Perangkat Daerah
Kegiatan/ Sub Kegiatan Berjalan yang di RKPD yang di Anggaran RKPD Penanggung Jawab
Kegiatan € Evaluasi (2023) Murni Evaluasi Tahun 2023 Tahun 2023 (%)
I I III v Murni
. o o A [ 5 6 7 8 9 10=6+7+8+9 [ 11=10/5x100% | 19
K Rp. Rp. K Rp. Rp. | K | Rp. K Rp. K (%) RP. (%)
PROGRAM Persentase Perangkat
PERENCANAAN, Daerah yang Dokumen
PENGENDALIAN DAN Perencanaan i - .
AR EVALUASI Pengendalian dan e e 1.417.459.130 502.196.923 © 176.717.065 © 678.913.988 o e
PEMBANGUNAN Evaluasi Sesuai
DAERAH Ketentuan
Penyusunan
Jumlah Dokumen 3 5
S5(1]2) 20 Perencanaan dan Perencanaan Kota Dokumen| 3 1.197.420.880 477.732.573| © |154.581.065 0 632.313.638| °% 53%
Pendanaan
. . . Badan Perencanaan
Pelaksanaan Konsultasi [Jumlah Berita Acara Berita o o o ?
S| 12(201) 3 Ipuplix Konsultasi Publik Acara ! 138.605.400 129.361.700| ! 3.933.000 ! 133.204.700| 100% 96% |Penclitian dan
Pengembangan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Badan Perencanaan
Forum Perangkat Jumlah Berita Acara Berita o o s ’
5| 1| 2]2011 4 |nerah/Lintas Perangkat [Forum Perangkat Acara ! 149.241.780 147.815.700| ! - ! 147.815.700 190% 99% Penelmf‘ dan
Dacrah Pengembangan Daerah
Pelaksanaan Musrenbang Jumlah Berita Acara Berita Badan Perencanaan,
0, 0, it
S| 1 [2|2011 5 Ixabupaten/Kota Musrenbang Acara 1 318.862.660 175.250.813| ! 86.800.000 1 262.050.813| 100% 82% |Penelitian dan
Kabupaten/Kota Pengembangan Daerah
. . Jumlah Dokumen
Koordinasi Penyusunan
Perencanaan
dan Penetapan Dokumen Pembangunan Daerah Badan Perencanaan,
0, 0, 11
5|1]2|201} 7 |Perencanaan Kabupaten/Kota yang Dokumen | 2 590.711.040 25.304.360| ° 63.848.065 0 89.152.425| % 15%  |Penelitian dan
Pembangunan Daerah Ditetapkan Pengembangan Daerah
Kabupaten/Kota P
(RPJPD/RPJMD/RKPD)
Pengendalian, Evaluasi |[jumlah dokumen berita
dan Pelaporan Bidang acara hasil verifikasi o o
S| e Perencanaan pengendalian rencana D £ 220.038.250 24.464.350 2 22.136.000 2 46.600.350 L2 Zhe
Pembangunan Daerah kerja perangkat daerah
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Koordinasi Pengendalian |Jumlah Laporan Hasil
Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan,
0, 0, 1t
2.03 Pelaksanaan ) Perencanaan dan Dokumen 2 93.060.650 19.478.600 16.255.000 35.733.600 50% 38% Penelitian dan
Pembangunan Daerah di |Pelaksanaan Pengembangan Daerah
Kabupaten /Kota Pembangunan
Monitoring, Evaluasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen o o Badap .Perencanaan,
2.03 Berkala Pelaksanaan ~ |Evaluasi Dokumen | = 4 126.977.600 4.985.750 5.881.000 10.866.750| 0% 9% |Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI
DAN SINKRONISASI Persentase Pelaksanaan
PERENCANAAN Program Pembangunan % 92 0% 11%
PEMBANGUNAN Daerah 977.516.400 56.263.100 50.830.000 107.093.100
DAERAH
Koordinasi Perencanaan
Bidang Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil o o
200 dan Pembangunan Verifikasi Dokumen| 1 343.409.120 34.906.000 24.255.000 59.161.000] °% 17%
Manusia
. . Jumlah Dokumen
Koordinasi Penyusunan
Perencanaan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Pt.embangunan. Daerah ; ., Badap .Perencanaan,
2.01 Bidang Pemerintahan | 09218 Pemerintahan Dokumen | = 1 72.000.000 17.428.200 5.864.000 23.202.200] 0% 82% |Penelitian dan
yang Dikoordinir Pengembangan Daerah
(RPJPD, RPJMD dan Penyusunannya (RPJPD
RKPD) RPJMD dan RKPD)
Pelaksanaan Monitoring Jum} ah.Laporan .
- Monitoring dan Evaluasi
dan Evaluasi Penyusunan
Penyusunan Dokumen Badan Perencanaan,
Dokumen Perencanaan s
2.01 Perencanaan Laporan 1 0% 0% Penelitian dan
Pembangunan Perangkat 53.280.000 - - -
- Pembangunan Perangkat Pengembangan Daerah
Daerah Bidang Daerah Bidan
Pemerintahan ) g
Pemerintahan
Jumlah Dokumen
Koordinasi Penyusunan |Perencanaan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
X Badan Perencanaan,
2.01 Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Dokumen 1 0% 15% Penelitian dan
’ Bidang Pembangunan Manusia yang 211.710.620 14.223.800 18.391.000 32.614.800 ° ° Pengembanean Daerah
Manusia (RPJPD, RPJMD |Dikoordinir engembangan Daera
dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD.
RPJMD dan RKPD)
Pelaksanaan Monitoring Jumlah Perangkat
dan Evaluasi Penyusunan Daerah yang
Dokumen Perencanaan Mendapatkan Monitoring Badan Perencanaan,
. o o i
2.01 Pembangunan Perangkat g:;‘ E‘;ilzzrsll dalam OPD 26 6.418.500 3.254.000 - 3.254.000] % 1% Ezgelelii‘;ga:n Daerah
Daerah Bidang yu U g g
. Renstra/Renja Bidang
Pembangunan Manusia ?
Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan
Bidang Perekonomian |Jumlah Dokumen Hasil o o
ZH2E dan SDA (Sumber Daya |Verifikasi wimmem 1 230.051.400 5.000.000 7.886.000 12.886.000| 9% e
Alam)
. . Jumlah Dokumen
Koordinasi Penyusunan
Perencanaan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Badan Perencanaan,
2.02 Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Dokumen 1 0% 6% Penelitian dan
’ Bidang Perekonomian L . 47.237.000 - 2.886.000 2.886.000
yang Dikoordinir Pengembangan Daerah
(RPJPD, RPJMD dan Penyusunannya (RPJPD
RKPD) RPJMD dan RKPD)
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Kewilayahan

Penyusunan
Renstra/Renja Bidang

! 2 3 4 K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K (%) RP. (%) 12
Pelaksanaan Monitoring Jumlah Perangkat
. Daerah yang
dan Evaluasi Penyusunan s
Dokumen Perencanaan Mendapatkap Monitoring perangkat ) ., Badar} .Perencanaan,
S|1|3)202 Pembangunan Perangkat 920 Evaluasi dalam daerah 5 182.814.400| ° 5.000.000[ © 5.000.000 0 10.000.000| %% 5% |Penelitian dan
Daerah Bidang Penyusunan Pengembangan Daerah
N Renstra/Renja Bidang
Perekonomian .
Perekonomian
Koordinasi Perencanaan
q Jumlah Dokumen Hasil o o
5/1]|8]|208 Bidang Infrastruktur |y qyaci Dokumen | 1 404.055.880 © 16.357.100 © | 18.689.000 0 35.046.100] %% 9%
dan Kewilayahan
. . Jumlah Dokumen
Koordinasi Penyusunan
Perencanaan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Badan Perencanaan,
5|1]|3]|2.03 Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Dokumen 1 0 0 0 0% 13% Penelitian dan
’ Bidang Infrastruktur g .. 138.904.500 10.998.000 7.000.000 17.998.000 ° °
(RPJPD, RPJMD dan yang Dikoordinir Pengembangan Daerah
RKPD) ’ Penyusunannya (RPJPD.
RPJMD dan RKPD)
Pelaksanaan Monitoring Jumlah Perangkat
dan Evaluasi P Daerah yang
Diiuriir??’i;eﬁgzg;:r?an Mendapatkan Monitoring Badan Perencanaan,
. o o i
S|1|3)|208 Pembangunan Perangkat |90 Evaluasi dalam OPD 6 90.151.380| © 5.359.100| © 5.738.000 0 11.007.100| 9% 12%  |Penelitian dan
Daerah Bidang Penyusunan Pengembangan Daerah
Renstra/Renja Bidang
Infrastruktur
Infrastruktur
. . Jumlah Dokumen
Koordinasi Penyusunan
Perencanaan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Badan Perencanaan,
5|1]|3|203 Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang| Dokumen 1 0 0 0 0% 4% Penelitian dan
: Bidang Kewilayahan idang ewray yang 150.000.000 - 5.951.000 5.951.000 o 0
(RPJPD, RPJMD dan Dikoordinir Pengembangan Daerah
RKPD ’ Penyusunannya (RPJPD.
) RPJMD dan RKPD)
Pelaksanaan Monitoring Jumlah Perangkat
dan Evaluasi Penyusunan Daerah yang
Dokumen Perencanaan Mendapatkan Monitoring Badan Perencanaan,
1 0, 0, it
5|11 3203 Pembangunan Perangkat dan Evaluasi dalam Dokumen 6 25.000.000 0 | O . 0 B 0% 0% Penelitian dan

Kewilaiahan —

Pengembangan Daerah

DPA-SKPD

PROGRAM Realisasi Kinerja
5(2]|2 PENGELOLAAN Keuangan yang % 100 o 25 25 25% 13%
KEUANGAN DAERAH memenuhi target 5.224.351.023 236.665.850 426.550.100 663.215.950
Koordinasi dan
Pengesahan Perda APBD o o o
SRR :eny“s““"‘ Rencana |4, 12t waktu ) L 018.685.000| ° 28.335.600 2° |160.164.100 2= 188.499.700| 25% 2
nggaran Daerah
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen KUA o o Badan Keuangan dan
S1212|201 ile;\ysusunan KUA dan dan PPAS yang Disusun Dokumen 2 83.421.000 0 40 - 0 0% 0% Aset Daerah
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Penyusunan Perubahan |Perubahan KUA dan o o Badan Keuangan dan
51212201 KUA dan Perubahan Perubahan PPAS yang Dokumen 2 56.819.000 0 40 - 0 0% 0% Aset Daerah
PPAS Disusun
Koordinasi, Penyusunan |Jumlah DPA- SKPD yang o o Badan Keuangan dan
512]2|20 dan Verifikasi DPA-SKPD |Diverifikasi Dokumen |~ 28 16.876.000| 28 16.335.600| ° - 28 16.335.600] 100% | 97% |xcet Daerah
Koordinasi, Penyusunan
o Jumlah Perubahan DPA- o o Badan Keuangan dan
S1212|201 dan Verifikasi Perubahan |y pn vono Diverifikasi | DOKwmen | 28 16.111.000| © 40 8.200.800 0 8.200.800| % 51% | Aset Daerah
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ggr(i;il:uaj;gir;raturan Jumlah Peraturan
2.01 | 7 |Dacrah tentang APBD Eﬁﬁrﬁﬁrﬁﬂﬁiﬁgxﬁpfﬁ Dokumen | 2 0 0 0% 19% |Badan Keuangan dan
. dan Peraturan Kepala Dacrah temtan. p 154.679.000 - 28.640.500 28.640.500 ° °  |Aset Daerah
Daerah tentang Penjabaran AP%BD
Penjabaran APBD J
Koordinasi dan Jumlah Peraturan
Penyusunan Peraturan
Daerah tentang
Daerah tentang Perubahan APBD dan Badan Keuangan dan
2.01 | 8 |Perubahan APBD dan Dokumen 2 0 0 0% 0% g
Peraturan Kepala Daerah 154.679.000 - - Aset Daerah
Peraturan Kepala Daerah .
. tentang Penjabaran
tentang Penjabaran Perubahan APBD
Perubahan APBD
ggg;ilsnl,?r?;ga;;egulasi Jumlah Dokumen Badan Keuangan dan
1 11 0, 0,
2.01 1 9 I erta Kebijakan Bidang gfg:;aszzert:rﬁbuakan Dokumen | 3 436.100.000 12.000.000| © | 123.322.800 0 135.322.800| 9% 31% | Aset Daerah
Anggaran g ANgE
Koordinasi dan Pengelolaan Keuangan
0, () 0,
2.02 Pengelolaan yang Sesuai Dengan % 100 45.050.000 6.325.000 25 8.795.000 25 15.120.000 25% 34%
Perbendaharaan Daerah |Peraturan Perundangan
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Badan Keuangan dan
1 1 0, 0,
2921 1 |pengelolaan Kas Dacrah  |oordinast dan Dokumen | = 55 39.950.000 5.475.000 2% 7.350.000 24 12.825.000] 7% 32% | Aset Daerah
engelolaan Kas Daerah
Rekonsiliasi Data Jumlah. ]'Dol.iumen Hasil
. Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan .
Pengeluaran Kas serta Penerimaan dan Badan Keuangan dan
0, 0,
2.02 | 9 lpermungutan dan Eg;gjiluar;‘l I;Zfl serta Dokumen | 3 5.100.000 850.000| 2 1.445.000 2 2.205.000] 07 45% | Aset Daerah
Pemotongan atas SP2D gu
dengan Instansi Terkait Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait
Koordinasi dan .
2.03 Pelaksanaan Akuntansi | EeRs Teporan % 100 25 25 25% 36%
: dan Pelaporan 'gan yang ° 1.138.759.000 198.953.000 205.425.000 404.378.000 ° °
terfasilitasi
Keuangan Daerah
Koordinasi Penyusunan Jumlah Laporan
Laporan Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban o o Badan Keuangan dan
2:03| 3 Ipelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD Laporan 2 135.000.000 22.598.000 2 57.690.000 2 80.288.000| 100% 59% | Aset Daerah
. Bulanan, Triwulanan dan
Bulanan, Triwulanan dan s N
Semesteran emesteran
Penyusunan Analisis Jumlah Dokumen Hasil
203 8 Laporan Analisis Laporan Dokumen 9 0 0 0% 31% Badan Keuangan dan
’ Pertanggungjawaban Pertanggunjawaban 66.000.000 9.855.000 10.310.000 20.165.000 ° ° Aset Daerah
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Penyusunan Kebijakan Jumlah Kebijakan dan
dan Panduan Teknis Panduan Teknis
Operasional Operasional o o Badan Keuangan dan
2.031 9 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Dokumen 4 80.000.000 40 - 0 - 0% 0% Aset Daerah
Akuntansi Pemerintah Akuntansi Pemerintah
Daerah Daerah
Pembinaan Akuntansi, Jumlgh Qrang yang
Mengikuti Pembinaan
Pelaporan dan Akuntansi Pelaporan dan Badan Keuangan dan
1 0, 0,
2.03 | 11 igﬁiﬁiﬁgg}a‘”aban Pertanggunjawaban Orang | 600 857.759.000 166.500.000| %0 | 137.425.000 100 303.925.000| 7% 35% | Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten /
Kabupaten/Kota
Kota
Penunjang Urusan Persentase tersusunnya o o o
o Kewenangan Laporan BTT % 100 3.121.857.023 3.052.250 il 52.166.000 B 55.218.250 i 2
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Pengelolaan Keuangan
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Dana o o Badan Keuangan dan
204 | 9 |parurat dan Mendesak ~ |Fcngelolaan Dana Laporan | 12 3.121.857.023 3.052.250| ° 52.166.000 3 55.218.250] 2°%° 2% | Aset Daerah
Darurat dan Mendesak
RROCE SN Pengelolaan Aset yang
PENGELOLAAN BARANG S p % 100 1.462.324.00| 25 25 25% T7%
MILIK DAERAH Berkondisi Baik 1.939.948.000 o 26.155.000 1.488.479.000
Pengelolaan Barang Jumlah Laporan
0, '0,
Z0% Milik Daerah S B R e Lacoranyge2 1.939.948.000 1.462.324.00| 5 | 54 155.000 E 1.488.479.000| 23% e
Milik Daerah 8]
Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang o o Badan Keuangan dan
20115 I\jilik Daerah Penatausahaan Barang | Laporan | 2 97.142.000 41 12.500.000 ! 12.500.000 0% 13% | Aset Daerah
Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pengamanan Barang o o Badan Keuangan dan
201 | 7 \\kilik Daerah Pengamanan Barang Laporan 2 1.803.206.000 1.456.969.000 ° 9.120.000 1 1.466.089.000| 0% 81% | Aset Daerah
Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Rekonsiliasi dal Rekonsiliasi Dalam
cronsiiasi datam Rangka Penyusunan Laporan 18 4 4 22%
201 | 11 rangka Penyusunan Laporan Barang Milik 25% Badan Keuangan dan
’ Laporan Barang Milik Dagrah g 39.600.000 5.355.000 4.535.000 9.890.000 °  |Aset Daerah
Daerah
Pﬁjl'lgelolaa'n Aset yang % 100 0 0%
Dilindungi
PROGRAM Prosentase Peningkatan
PENGELOLAAN Data Potensi Wajib % 10 o 0 0% 18%
PENDAPATAN DAERAH |Pajak Daerah 1.302.297.752 13.876.200 218.527.000 232.403.200
Kegiatan Pengelolaan Pertumbuhan
i 0, 0, 0,
CHUE Pendapatan Daerah ;i’;‘::ll:at“ LS & LY 1.302.297.752 13.876.200| ° |[218.527.000 g 232.403.200| 9% S0
Jumlah dokumen
Perencanaan Pengelolaan |penyusunan o " Badan Pendapatan
2.01 1 Pajak Daerah perencanaan, dokumen 2 287.100.000 40 - 0 - 0% 0% Daerah
pengelolaan Pajak Daerah
Penyuluhan dan Jumlah laporan
pelaksanaan penyuluhan o o Badan Pendapatan
2011 3 |Penyebarluasan dan penyebarluasan dokumen | 1 185.268.002 6.857.400| © - 0 6.857.400 % 4% " |Daerah
Kebijakan Pajak Daerah . .
kebijakan Pajak Daerah
Jumlah laporan hasil
Pendataan dan pendataan dan Badan Pendapatan
1 1 1 0, 0,
2.01 | 5 [Pendaftaran Objek Pajak [pendaftaran obyek' pajak | dokumen 1 15.059.430 |1 O 1.086.000 0 1.086.000 0% 7% Daerah
Daerah daerah, subyek pajak dan
wajib pajak daerah
Pengolahan, ;gg;l;l;ﬁzﬁoran hasil
Pemeliharaan, dan . i o o Badan Pendapatan
2.01| 6 Pelaporan Basis Data pemehharaan,' dan dokumen 1 165.000.000 |1 O . 0 B 0% 0% Daerah
. pelaporan basis data
Pajak Daerah .
pajak daerah
Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan .
Jumlah Obyek Pajak
Perkotaan (PBBP2) serta X - o o Badan Pendapatan
2.011 7 Bea Perolehan Hak atas |78 disesuaikan NJOP wp 4303 183.016.800 40 - 0 - 0% 0% Daerah
nya
Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
Penetapan Wajib Pajak Jumlah Dokumen o o Badan Pendapatan
2.01 )8 Daerah Ketetapan Pajak Daerah dokumen ! 40.000.000 40 - 0 - 0% 0% Daerah
Pelayanan dan Konsultasi|Jumlah layanan dan Wajib o o Badan Pendapatan
20119 Pajak Daerah konsultasi Pajak Daerah Pajak 8923 6.993.000 1.656.000 0 - 0 1.656.000 0% 24% Daerah




148 -

2 3 4 &) 6 7 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
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ik . . [Jumlah Data Pelaporan
Penelitian dan Verifikasi K
. Pajak Daerah yang telah o " Badan Pendapatan
2.011 10 g:t;:}’f:laporan Pajak dilakukan penelitian dan 100 99.040.000 4o - 0 0% 0% Daerah
verifikasi
Jumlah dokumen hasil Badan Pendapatan
1 1 1 0, 0, 0,
2.01 | 11 |Penagihan Pajak Daerah gz;zlésgf;if:hpenaglhan % 100 310.550.520 4.480.400] © | 215.634.000 0 220.114.400 % 71% " |Daerah
. Jumlah dokumen hasil
Pengendalian, ik
Pemeriksaan dan pemert dsalfm s;rta dok 1 o o Badan Pendapatan
2.01 | 13 |pe sawasan Pajak giggzr‘;;;inpa?:k oxumen 10.270.000 g882.400| © 1.807.000 0 2.689.400| 0% 26%  |Daerah
Daerah daerah

Evaluasi Pengadaan ASN

Jumlah Laporan Hasil

Badan Kepegawaian

0, 0,
2011 4 | 4an Pengadaan ASN Evaluasi Pengadaan ASN | [@Poran 2 1.003.200.000 45.152.000| ! 51.794.200 1 96.946.200| °0% 10% |dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi Pelaksanaan |kegiatan Koordinasi Badan Kepegawaian
- . o o
2.01| 6 AdmlnlstraS} Pela1.<sz.inaar% Dokumen | 160 89.360.000 700.000 36 33.910.000 36 34.610.000 23% 39% dan Pengembangan )
Pemberhentian Administrasi Sumber Daya Manusia
Pemberhentian
Pengelolaan Data Jumlah Dokumen Hasil Badan Kepegawaian
0, 0,
2.01 | 11 Kepegawaian Pengelolaan Data Dokumen | 1000 110.000.000 12.178.000 #HH#H# 5.415.000 1380 17.593.000 138% 16% dan Pengembangan

Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Mutasi
Jabatan Pimpinan Tinggi,

Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian

1 0, 0,
2:02 | 1 |Pengelolaan Mutasi ASN | 1 oo Administrasi, Dokumen | 702 375.626.200 44.018.250| *° | 101.001.000 45 145.019.250| 6% 39% gf‘l?n Ez?g];;ngaﬁiiisia
Jabatan Pelaksana dan ¥y
Mutasi ASN antar Daerah
. Badan Kepegawaian
Pengelolaan Kenaikan Jumlah Pengelolaan o o
2:02 | 2 1, ngkat ASN Kenaikan Pangkat ASN | Dokumen | 455 86.158.000 25.500.000| - 7 25.500.000| 27 80% |dan Pengembangan

Pengelolaan Assessment
Center

Pelaksanaan Penilaian

Jumlah Dokumen

Pengelolaan Assessment
Center

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Penilaian

601.710.000

154.470.000

57.312.800

211.782.800

Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian

1 1 1 0, 0,

2.04 | 2 |dan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Kinerja Dokumen 1 14.391.000 |1 O ~ 0 ~ 0% 0% dan Pengembangan )
Aparatur Aparatur Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Pemberian Badan Kepegawaian

- Jumlah ASN yang o o

2.04 | 4 Penghafgaan bagi Diberikan Penghargaan Orang 1429 60.130.000 | 98 643.000 98 643.000 7% 1% dan Pengembangan )

Pegawai Sumber Daya Manusia




- 149 -

5(4]2]|201

Pembinaan Disiplin ASN

PROGRAM

PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA

MANUSIA

Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan Pilihan
bagi Jabatan
Administrasi
Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

Jumlah ASN yang
Mendapatkan Pembinaan
Kedisiplinan

Persentase Realisasi
Pengembangan SDM

Jumlah ASN yang
Mengikuti Pengembangan
Kompetensi

%

Orang

20

277

77.122.000

2.459.306.900

1.590.042.900

37

6.159.000

351.438.489

290.679.400

182

5.770.000

432.788.987

352.608.124

219

11.929.000

784.227.476

643.287.524

0%

79%

32%

40%

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

5(4]|2]|202

Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi bagi
Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan

Prajabatan

PROGRAM PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

Jumlah Laporan Hasil
Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi bagi
Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi,
JabatanFungsional,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan

Laporan

%

177

100

869.264.000

1.377.973.164

60.759.089

24.407.900

26

80.180.863

276.991.000

26

140.939.952

301.398.900

15%

0%

16%

[(S[S[ | | [veneirranpANPeNGEMBANGAN | [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ |

persentase hasil
penelitian/kajian yang
dapat dimanfaatkan

22%

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Fasilitasi, Pelaksanaan
dan Evaluasi Penelitian

Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Fasilitasi,
Pelaksanaan dan

Badan Perencanaan,

Peraturan

Terkelola dengan Baik

o o i
5|5| 2|20t} 2 |danPengembangan Evaluasi Penelitian dan | L2POTan ! 938.831.161| © 11.844.900 © | 266.114.700 0 277.959.600] 0% 30%  |Penelitian dan

Bidang Pemerintahan . Pengembangan Daerah

U Pengembangan Bidang

mum :
Pemerintahan Umum

Pengelolaan Data Jumlah Data Kelitbangan Badan Perencanaan,

5| 5| 2]201| 12 [Kelitbangan dan dan Peraturan yang Laporan 1 175.347.200 0 4.925.000 0 4.976.000 0 9.901.000 0% 6% Penelitian dan

Pengembangan Daerah




- 150 -

1 2 3 4 &) 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
K Rp. Rp. Rp. Rp. | K | Rp. K Rp. K (%) RP. (%)
i Jumlah Dokumen Hasil
Penelitian, o
Pengembangan, dan Penelitian, Badan Perencanaan,
4 0, 0, 1t
S |52 ]204 Perekayasaan di Bidang | Lcrgembangan, dan Dokumen | 1 263.794.803 7.638.000 5.900.300 0 13.538.300| 9% 5% |Penelitian dan
X . Perekayasaan di Bidang Pengembangan Daerah
Teknologi dan Inovasi ) X
Teknologi dan Inovasi
Rata - Rata Capaian Kinerja (%) 20% 30%
: ... | Sangat Sangat
Predikat Kinerja Rendah | Rendah
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :
1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Faktor Penghambat :
1. Masih cukup banyak Indikator Program dan Kegiatan yang baru bisa di evaluasi menjelang akhir tahun menjadikan sampai sekarang capaiannya masih terhitung nol
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:
1. Terus melakukaan kordinasi antar lembaga dan memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :
. Tingkat Capaian
Urusan/ Bidang q Easeciineriadas Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Indikator Program/ Anggaran RKPD q q -
Urusan/ Program/ q q Kinerja dan Anggaran Realisasi Perangkat Daerah
Kode q Kegiatan/ Sub Satuan Tahun Berjalan yang
Kegiatan/ Sub Kegiatan di Evaluasi (2023) RKPD yang di Anggaran RKPD Penanggung Jawab
Kegiatan Evaluasi Tahun 2023 Tahun 2023 (%)
Murni I I I v Murni
5 6 [ 7 8 9 10=6+7+8+9 [ 11=10/5x100% | -

PROGRAM Persentase OPD yang
6 (1|2 PENYELENGGARAAN maturitas SPInya level % 40 6 15% 38%
PENGAWASAN 3 386.115.900 119.540.798 25.860.000 145.400.798
Penyelenggaraan Jumlah laporan 5 5
6112|201 Pengawasan Internal __|kegiatan Laporan | 29 352.646.300 118.465.598 19.566.000 14 138.031.508| 8% 39%
Pengawasan Kinerja Jumlah Laporan Hasil
1 1 0, 0,
6|1|2]|201 Pemerintah Daerah gi;g;‘gij;n]il:f;ﬂa Laporan 3 51.712.800 19.140.000 5.400.000 1 24.540.000 33% 47% Inspektorat Daerah
Pengawasan Keuangan Jumlah Laporan Hasil
0, 0,
6(1|2]201 Pemerintah Daerah gz;gearxix;a;z;n])ieelizﬁgan Laporan 15 129.926.000 64.290.050 9.470.000 10 73.760.050 67% S57% Inspektorat Daerah
. R Jumlah Laporan Hasil o o
6(1|2]201 Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Kinerja Laporan 4 24.436.000 4.906.800 4.696.000 1 9.602.800 25% 39% Inspektorat Daerah
. Jumlah Laporan Hasil , N
6(1|2]201 Reviu Laporan Keuangan Reviu Laporan Keuangan Laporan 3 128.766.400 28.808.748 ~ 0 28.808.748 0% 22% Inspektorat Daerah
. . |[Jumlah Dokumen Hasil
Monitoring dan Evaluasi . .
. ) . Monitoring dan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut Hasil
1 0, 0,
6(1|2]201 ?ierrlrézrlikizsi ?:[I:SIEI dan Pemeriksaan BPK RI dan Dokumen 4 17.805.100 1.320.000 B 0 1.320.000 0% 7% Inspektorat Daerah
Pemeriksa. ajn APIP Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan
Prosentase pengaduan o o o
| L] e s Pengawasan dengan | .. ji¢indaklanjuti ) L 33.469.600 1.075.200 6.294.000 S 7.369.200, 9% 2z
Tujuan Tertentu
Jumlah Laporan
Penanganan Penyelesaian |Penyelesaian Kerugian o o
61112202 Kerugian Negara/Daerah |Negara/Daerah yang Laporan 2 5.364.000 - - 0 - 0% 0% Inspektorat Daerah
Ditangani
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DAN PELAYANAN
PUBLIK

Masyarakat

4.787.942.665

1 9 3 4 &) 6 7 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
K Rp. Rp. K Rp. Rp. | K | Rp. K Rp. K(%) RP. (%)
Pengawasan dengan Jumlah Laporan Hasil
0, 0,
6(1|2]202 Tujuan Tertentu ’li’\i?fzr\i/?rs;?er]?t?gan Laporan 3 28.105.600 1.075.200| 1 6.294.000 1 7.369.200 33% 26% Inspektorat Daerah
Persentase Dokumen
;l;gg?MK - lPI ERUMUSAN Kebijakan dan Sisdur
’ 0, 0, 0,
611,83 PENDAMPINGAN DAN [ ongawasan serta % 100 794.648.700 154.672.000| 1% | 167.831.600 15 322.503.600 157 41%
ASISTENSI yang
terpenuhi
Perumusan Kebijakan |Jumlah dokumen
613201 Teknis di Bidang kebijakan dan sisdur Dokumen 2 0 0 0% 0%
Pengawasan dan pengawasan yang 6.622.800 - - -
Fasilitasi Pengawasan |disusun
.. Jumlah Rekomendasi
Perumusan Kebijakan Kebiiakan Teknis di
613|201 Teknis di Bidang ey Rekomendasi| 2 0 0 0% 0% Inspektorat Daerah
Peneawasan Bidang Pengawasan yang 6.622.800 - -
g Disusun
Pendampingan dan Jumlah dokumen hasil
0y 0,
CH LR (=R (202 Asistensi ::;‘::::‘i’i“ga“ e LALDEIES | T 788.025.900 154.672.000| ° 167.831.600 E 322.503.600| 1% ciE
Jumlah Perangkat
Pendampingan, Asistensi, |[Daerah yang Dilakukan perangkat
. . s . . . o o
613|202 \égﬁ;ajsli g?lf(l)ll;’:arl;ilalan 522§§{1;§1n§;;1,})2§1§;e:§1, daerah 34 129.592.000 | 4 55.401.600 4 55.401.600 12% 43% Inspektorat Daerah
Reformasi Birokrasi
Koordinasi, Monitoring Jumla.h Ke;glatar? .
. Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi serta dan Evaluasi serta
1 1 1 0, 0,
6(1|3]202 ngf}};ﬁ;:::ﬁ:iz}rn Verifikasi Pencegahan Kegiatan 4 658.433.900 154.672.000| 1 112.430.000 1 267.102.000 25% 41% Inspektorat Daerah
- dan Pemberantasan
Korupsi K K
orupsi
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)| 22% 39%
. . .. | Sangat Sangat
Predikat Kinerja Rendah | Rendah
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :
1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Faktor Penghambat :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :
Tingkat Capaian
Urusan/ Bidang Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Perangkat
Kode Urusan/ Program/ Indikator Program/ Satuan Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Daerah
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Berjalan yang di Evaluasi RKPD yang di Evaluasi | Anggaran RKPD Penanggung
Kegiatan (2023) Murni 1 I 111 v Tahun 2023 Tahun 2023 (%) Jawab
Murni
2 4 [ 5 [ 6 7 [ 10=6+7+8+9 [ 11=10/5 x 100%] -
K Rp. K Rp. K Rp. K| Rp. K Rp. K Rp. K (% RP. (%)
PROGRAM
PENYELENGGARAA Indeks Kepuasan
71| 2 N PEMERINTAHAN P Indeks 89 o 1.390.826.032| 25 1.027.140.543 25 2.417.966.575| 28% 51%
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Peningkatan

Efektifitas Jumlah Laporan

Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
2.02 Pelayanan ke}?ada Pelaksanaan Pelayana}n Laporan 12 546.493.765 177.158.061 102.316.186 079.474.047 50% 51% Taman

Masyarakat di kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan

(Mojorejo)

Peningkatan

Efektifitas Jumlah Laporan

Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
2.02 Pelayanan ke;')ada Pelaksanaan Pelayane}n Laporan 12 514.902.000 141.565.972 131.618.342 273.184.314 50% 53% Taman

Masyarakat di kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan

(Pandean)

Peningkatan

Efektifitas Jumlah Laporan

Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
2.02 Pelayanan ke;_)ada Pelaksanaan Pelayane_ln Laporan 12 537.454.321 152.487.609 112.158.779 264.646.388 50% 49% Taman

Masyarakat di kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan

(Banjarejo)

Peningkatan

Efektifitas Jumlah Laporan

Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
2.02 Pelayanan ke}_)ada Pelaksanaan Pelayana}n Laporan 12 321.833.320 109.565.996 62.459.281 172.025.277 50% 53% Taman

Masyarakat di kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan

(Kuncen)

Peningkatan

Efektifitas Jumlah Laporan

Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
2.02 Pelayanan ke}?ada Pelaksanaan Pelayana}n Laporan 12 673.116.804 222.674.800 154.033.466 376.708.266 50% 56% Taman

Masyarakat di kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan

(Manisrejo)

Peningkatan

Efektifitas Jumlah Laporan

Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
2.02 Pelayanan ke?ada Pelaksanaan Pelayanap Laporan 12 551.971.326 137.101.588 107.652.590 244.754.178 50% 44% Taman

Masyarakat di kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan

(Kejuron)

Peningkatan

Efektifitas Jumlah Laporan

Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
2.02 Pelayanan ke?ada Pelaksanaan Pelayanap Laporan 12 491.145.017 167.533.994 106.443.804 273.977.798 50% 56% Taman

Masyarakat di kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan

(Josenan)

Peningkatan Jumlah Laporan Kecamatan
2.02 Efektifitas Peningkatan Efektifitas Laporan | 12 523.445.596 145.287.302 109.624.442 254.911.744] %% | %% |Taman
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10=6+7+8+9

11=10/5 x 100%]

! 2 3 4 K Rp. K Rp. Rp. Rp. Rp. K Rp. K (%) | RP. (%] 12
Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan
Pelayanan kepada kepada Masyarakat di
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Wilayah Kecamatan
(Demangan)
Peningkatan
Efektifitas Jumlah Laporan
Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
0, 0,
2.02 Pelayanan kepada Pelaksanaan Pelayana'n Laporan 12 605.532.116 3 137.450.710 138.395.653 6 075.846.363 50% 46% Taman
Masyarakat di kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan
(Taman)
Koordinasi Persentase hasil koordinasi
oGl pemeliharaan Sarpras
0, 0, 0,
2.03 Prasarana dan Pelayanan Umum yang %o 100 21.998.400 (o] _ 2.438.000 1 2.438.000 1% 11%
Sarana Pelayanan o] S
ditindaklanjuti
Umum
Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen
dengan Perangkat . s s .
Koordinasi/Sinergi dengan
Daerah dan/atau
Instansi Vertikal Perangk'at Da}erah dan/atau o o, |Kecamatan
2.03 yang Terkait dalam Instagm Vertikal yang Dokumen 4 21.998.400 0 ) 2.438.000 0 2.438.000 0% 11% Taman
) Terkait dalam Pemeliharaan
Pemeliharaan Sarana
Sarana dan Prasarana
dan Prasarana
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum
PROGRAM ze::enta:ekle:nzagan
PEMBERDAYAAN b:r ::Zi:iaa:i a:ialsa':ng % 100 70 592.466.800 548.451.556 70 1.140.918.356| 70% 71%
MASYARAKAT DESA enl:ber dapaan o asvarakat ° 1.596.029.695 -500- E9%. 20228 ° °
DAN KELURAHAN |Pemrereay A
di wilayah kecamatan
a Persentase masyarakat
LS yang berpartisipasi dalam
0, 0, 0,
2.02 Pemberdayaan kegiatan pemberdayaan % 100 1.558.434.695 70 592.466.800 548.451.556 70 1.140.918.356 70% 73%
Kelurahan
masyarakat
Peningkatan
Partisipasi Jumlah Lembaga
Masyarakat dalam Kemasyarakatan yang Kecamatan
ia1 1 0, 0,
2.02 Forum Musyawarah |Berpartisipasi dalam Forum | Lembaga 7 305.620.750 7 297.460.900 . 7 297.460.900 100% 97% Taman
Perencanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Pembangunan di Kelurahan
Kelurahan
ggﬁ??ﬁ:: o Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, 0,
2.02 Prasarana Kelurahan Prasarana Kelurahan yang Unit 3 40.000.000 0 39.694.250 3 39.694.250 100% 99% Taman
L Terbangun
(Mojorejo)
gg?;zzngig o Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, 0,
2.02 Prasarana Kelurahan Prasarana Kelurahan yang Unit 3 44.531.000 3 43.845.000 . 3 43.845.000 100% 98% Taman
Terbangun
(Pandean)
gg?;zzni: o Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, 0,
2.02 Prasarana Kelurahan Prasarana Kelurahan yang Unit 3 83.300.000 2 81.464.000 40.000.000 3 121.464.000 100% 146% Taman
. Terbangun
(Banjarejo)
gg?;zzni: o Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, 0,
2.02 Prasarana Kelurahan Prasarana Kelurahan yang Unit 5 109.588.612 0 . . 0 0% 0% Taman

(Kuncen)

Terbangun
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1 9 3 4 5 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100%) 12
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. K (%) | RP. (%]
gzrrr;?laang:: - Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, 0,
2:02 Prasarana Kelurahan igizzfri&l“mhan yang Unit 65.000.000 - 105.894.000 105.894.000 100% | 163% |10man
(Manisrejo) g€
gzrrr;?laang:: - Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, 0,
2.02 Prasarana Kelurahan ’I;razarana Kelurahan yang Unit 30.472.000 32.995.700 B 32.995.700 100% 108% Taman
(Kejuron) erbangun
gzrrr;?laang:: - Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, 0,
2.02 Prasarana Kelurahan ’Tirasarana Kelurahan yang Unit 217.187.240 20.500.000 122.096.706 142.596.706 50% 66% Taman
(Josenan) erbangun
g:l?:;lzn(%:: - Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, 0,
2.02 Prasarana Kelurahan ;iza;lzaatzarlﬁlKelurahan yang Unit 25.150.000 24.000.000 - 24.000.000 100% 95% Taman
(Demangan) g
gzr;;?lzng;: o Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, 0,
2:02 Prasarana Kelurahan ,Tirazarana Kelurahan yang Unit 190.171.781 34.019.200 - 34.019.200[ 9% 18% | Taman
(Taman) erbangun
Jumlah Pokmas dan Ormas
2.02 ;Ieg?;b;;;ilii ?zril yang Melaksanakan Pokmas/ 23.700.000 33% 47% Kecamatan
’ 4 L Pemberdayaan Masyarakat Ormas 79.263.000 ’ ’ 37.200.000 ° ° |Taman
Kelurahan (Mojorejo) di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas
2.02 if;gb:;gig ?Zril yang Melaksanakan Pokmas/ 39.500.000 50% 5% Kecamatan
’ 4 Pemberdayaan Masyarakat Ormas 76.043.272 - ’ ! 39.500.000 ° ° |Taman
Kelurahan (Pandean) di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas
2.02 ﬁibfigﬁita 31;1 yang Melaksanakan Pokmas/ 13.500.000 23.453.400 67% 799, |Kecamatan
’ Y .. |Pemberdayaan Masyarakat Ormas 46.486.400 ’ : ’ ! 36.953.400 ° ° |Taman
Kelurahan (Banjarejo) di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas
2.02 if:slbaeiglz ?3? yang Melaksanakan Pokmas/ 7.000.000 67% 61% Kecamatan
’ h Pemberdayaan Masyarakat Ormas 11.520.000 - ’ : 7.000.000 ° ° |Taman
Kelurahan (Kuncen) di Kelurahan
Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas
Masyarakat di yang Melaksanakan Pokmas/ o ., |Kecamatan
2.02 Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Ormas 36.500.000 - 36.500.000 36.500.000 100% 100% Taman
(Manisrejo) di Kelurahan
Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas
) yang Melaksanakan Pokmas/ o o, |Kecamatan
2.02 Masyarakat dl. Pemberdayaan Masyarakat Ormas 51.297.700 - 33.000.000 33.000.000 0% 64% Taman
Kelurahan (Kejuron) di Kelurahan
Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas
) yang Melaksanakan Pokmas/ o o, |Kecamatan
2.02 Masyarakat di Pemberdayaan Masyarakat Ormas 44.901.040 - 23.500.000 23.500.000 0% 52% Taman
Kelurahan (Josenan) di Kelurahan
Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas
Masyarakat di yang Melaksanakan Pokmas/ o o, |Kecamatan
2.02 Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Ormas 55.138.700 44.682.000 9:400.000 54.082.000 100% 98% Taman
(Demangan) di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas
Pemberdayaan yang Melaksanakan Pokmas/ Kecamatan
i 0, 0,
2.02 Masyarakat di Pemberdayaan Masyarakat Ormas 46.263.200 - 44.713.200 44.713.200 100% 97% Taman
Kelurahan (Taman) di Kelurahan
Pemberdayaan o o
2.03 Lembaga 37.595.000 - - 0% 0%
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Fasilitasi lah L Fasilitasi

Pengembangan Jum aporan alsll itasi . o Kecamatan
7|11|3] 203 Usaha Ekonomi Pengeml?angan Usaha Laporan 1 37.595.000 0 | 0 R 0 R 0% 0% Taman

Ekonomi Masyarakat

Masyarakat

PROGRAM Persentase

KOORDINASI Pengkoordinasian
71| 4 KETENTRAMAN Ketentraman dan % 100 338.399.400 (o] 50.165.500| 67 357.802.500 67 407.968.000| 67% 121%

DAN KETERTIBAN
UMUM

Harmonisasi

Hubungan dengan
Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat

Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan

Ketertiban Umum di
Kecamatan

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Harmonisasi
Hubungan dengan Tokoh
Agama dan Tokoh
Masyarakat

Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah yang
Tugas dan Fungsinya di

326.487.500

344.145.000

Kecamatan
Taman

Kecamatan

THL 4] 202 Peraturan Bidang Penegakan Peraturan| -2P°Tan | 10 200.023.400| 2 82.508.000) 1 81.315.000 8 63.823.000] 9% | 32% Itaman
Perundang- Perundang-Undangan
Undangan dan/atau |dan/atau Kepolisian Negara
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia
PROGRAM Persentase Kewenangan
PENYELENGGARAA ang dijalankan
7|1|5 N URUSAN § 2 % 100 o 38.544.300| 25 18.139.000 25 56.683.300| 25% 52%
ecamatan dan tidak 108.919.600
PEMERINTAHAN | jilaksanakan OPD lain
UMUM
Pembinaan Wawasan [Jumlah Orang yang
Kebangsaan dan Mengikuti Pembinaan
Ketahanan Nasional |Wawasan Kebangsaan dan
dalam rangka Ketahanan Nasional dalam
Memantapkan rangka Memantapkan Kecamatan
7115|201 Pengarr'lalan Pengamalan Pancasila, Orang 120 35.140.000 47 18.204.000| O 18.139.000 47 36.343.000 39% 103% Taman
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Pelaksanaan Undang Dasar Negara

Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia

Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
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Tahun 1945, Pemertahanan dan

Pelestarian Bhinneka |Pemeliharaan Keutuhan

Tunggal Ika serta Negara Kesatuan Republik

Pemertahanan dan Indonesia

Pemeliharaan

Keutuhan Negara

Kesatuan Republik

Indonesia

Pengnganan .Konﬂlk Jumlah Laporan Konflik
2.01 EOSI&I Sesu;l ! yang Ditangani Sesuai L 4 11.162.100 0% 21% Kecamatan

! Petentuan eraturan Ketentuan Peraturan aporan 52.594.400 : : - 11.162.100 ° ° |Taman
erundang-
Undanean Perundang-Undangan
£

Pelaksanaan Semua

Urusan Jumlah Dokumen Semua

Pemerintahan yang |Urusan Pemerintahan yang

Bukan Merupakan Bukan Merupakan Kecamatan
2.01 Kewenangan Daerah |Kewenangan Daerah dan Dokumen 4 21.185.200 9:178.200 - 9.178.200 0% 43% Taman

dan Tidak Tidak Dilaksanakan oleh

Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Instansi Vertikal

PROGRAM

AT T LY Indek Kepuasan

N PEMERINTAHAN Masyarakat indeks 88 4.459.731.365 994.143.204 954.332.811 1.948.476.015 0% 44%

DAN PELAYANAN ¥y A0S

PUBLIK

Peningkatan

Efektifitas Jumlah Laporan

Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
2.02 Pelayanan kepada Pelaksanaan Pelayana}n Laporan 12 537.265.700 125.869.693 134.951.949 260.821.642 42% 49% Kartoharjo

Masyarakat di kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan

(Oro - Oro Ombo)

Peningkatan

Efektifitas Jumlah Laporan

Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
2.02 Pelayanan kePada Pelaksanaan Pelayanap Laporan 12 463.782.228 103.042.665 96.350.934 199.393.599 42% 43% Kartoharjo

Masyarakat di kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan

(Sukosari)

Peningkatan

Efektifitas Jumlah Laporan

Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
2.02 ;elayanan ke;_)ada Pelaksanaan Pelayanap Laporan 12 556.783.020 121.471.208 116.530.252 238.001.460 42% 43% Kartoharjo

asyarakat di kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan

(Klegen)

Peningkatan Jumlah Laporan Kecamatan
2.02 Efekti%ll‘:as Peningkatan Efektifitas Laporan | 12 505.787.293 117.146.491 110.846.585 227.993.076]  *?* | *5% |Kartoharjo
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Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan
Pelayanan kepada kepada Masyarakat di
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Wilayah Kecamatan
(Rejomulyo)
Peningkatan
Efektifitas Jumlah Laporan
Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
0, 0,
2.02 Pelayanan kepada Pelaksanaan Pelayana'n laporan 12 483.760.059 109.691.513| 2 108.587.786 5 218.279.299 42% 45% Kartoharjo
Masyarakat di kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan
(Pilangbango)
Peningkatan
Efektifitas Jumlah Laporan
Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
0, 0,
2.02 Pelayanan kepada Pelaksanaan Pelayane}n laporan 12 425.042.900 92.602.926| 2 67.539.305 5 160.142.231 42% 38% Kartoharjo
Masyarakat di kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan
(Tawangrejo)
Peningkatan
Efektifitas Jumlah Laporan
Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
0, 0,
2.02 Pelayanan kepada Pelaksanaan Pelayana.m laporan 12 506.945.530 121.234.122| 2 118.218.205 5 239.452.327 42% 47% Kartoharjo
Masyarakat di kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan
(Kanigoro)
Peningkatan
Efektifitas Jumlah Laporan
Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
0, 0,
2.02 Pelayanan ke}_)ada Pelaksanaan Pelayana_ln laporan 12 467.384.605 100.925.392| 2 96.730.543 5 197.655.935 42% 42% Kartoharjo
Masyarakat di kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan
(Kartoharjo)
Peningkatan
Efektifitas Jumlah Laporan
Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
0, 0,
2.02 Pelayanan kepada Pelaksanaan Pelayane'm laporan 12 474.324.030 93.629.194| 2 104.577.252 5 198.206.446 42% 42% Kartoharjo
Masyarakat di kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan
(Kelun)
Koordfnasl Persentase hasil koordinasi
S T pemeliharaan Sarpras
0, 0, 0,
2.03 Prasarana dan Pelayanan Umum yang %o 100 38.656.000 8.530.000| O _ 4] 8.530.000 0% 22%
Sarana Pelayanan
ditindaklanjuti
Umum
Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen
dengan Perangkat ) o .
Koordinasi/Sinergi dengan
Daerah dan/atau
Instansi Vertikal Perangkat Dgerah dan/atau o o, |Kecamatan
2.03 yang Terkait dalam Instar}31 Vertikal yang Dokumen 4 38.656.000 8.530.000( O B 1 8.530.000 25% 22% Kartoharjo
. Terkait dalam Pemeliharaan
Pemeliharaan Sarana
Sarana dan Prasarana
dan Prasarana
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum
PROGRAM persentase lembaga
masyarakat yang
PEMBERDAYAAN |, ortisipasi aktif dalam % 100 496.181.813| 25 158.460.500 25 654.642.313| 25% | 29%

MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

pemberdayaan masyarakat
di wilayah kecamatan

2.256.448.569
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Kegiatan Persentase kelurahan yang
0, 0, 0,
2.02 Pemberdayaan terklasifikasi swasembada % 55 2.172.713.769 489.078.013 150.400.500 639.478.513 0% 29%
Kelurahan di Kecamatan Kartoharjo
Peningkatan
Partisipasi Jumlah Lembaga
Masyarakat dalam Kemasyarakatan yang Kecamatan
2.02 Forum Musyawarah |Berpartisipasi dalam Forum | lembaga 7 269.452.000 256.978.013 B 256.978.013 100% 95% Kartohario
Perencanaan Musyawarah Perencanaan ’ : ’ : J
Pembangunan di Pembangunan di Kelurahan
Kelurahan
22222n$§ o Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, o,
2.02 Prasarana Kelurahan ?:}s)z;ar:;Kelurahan yang unit 2 59.400.000 12.750.000 - 12.750.000 0% 21% Kartoharjo
(Oro - Oro Ombo) g
gzr:;ze;ng;: o Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, 0,
2.02 Prasarana Kelurahan ?:}s)z;ar:;Kelurahan yang unit 2 173.488.547 12.750.000 - 12.750.000 0% 7% Kartoharjo
(Sukosari) g
gzr:;ze;ng;: o Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, o,
2.02 Prasarana Kelurahan ?:}s)z;ar:;Kelurahan yang unit 2 305.879.969 12.750.000 - 12.750.000 0% 4% Kartoharjo
(Klegen) g
gzl;lal:;ngzr? - Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, 0,
2.02 Prasarana Kelurahan ?:}s)z;ar:;Kelurahan yang unit 2 160.855.200 12.750.000 - 12.750.000 0% 8% Kartoharjo
(Rejomulyo) g
g?:a?iangz: - Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, 0,
2:02 Prasarana Kelurahan ?Z";;Z;a‘andurahan yang unit 2 169.920.000 12.750.000 - 12.750.000| 9% 8% |Kartoharjo
(Pilangbango) g
g?:a?iangz: - Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, 0,
2:02 Prasarana Kelurahan ?Z";;Z;a‘andurahan yang unit 2 163.734.000 12.500.000 - 12.500.000| 9% 8% |Kartoharjo
(Tawangrejo) g
g?:a?iangz: - Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, 0,
2:02 Prasarana Kelurahan ?Z";;Z;a‘andurahan yang unit 2 145.618.400 12.750.000 - 12.750.000| 9% 9% |Kartoharjo
(Kanigoro) g
g?:a?iangz: - Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, 0,
2:02 Prasarana Kelurahan ?Zf;i;a‘imlurahan yang unit 2 161.167.600 12.750.000 - 12.750.000| 9% 8% |Kartoharjo
(Kartoharjo) g
g:}labnaangz: o Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, 0,
2.02 Prasarana Kelurahan gils)?l;arlliKelurahan yang unit 2 221.200.000 12.750.000 - 12.750.000 0% 6% Kartoharjo
(Kelun) g
Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas
Masyarakat di yang Melaksanakan o ., |Kecamatan
2.02 Kelurahan (Oro - Oro |Pemberdayaan Masyarakat pokmas 5 41.503.200 15.900.000 25.398.400 41.298.400 100% 100% Kartoharjo
Ombo) di Kelurahan
Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas
. yang Melaksanakan " o, |Kecamatan
2.02 Masyarakat di ., |Pemberdayaan Masyarakat pokmas 5 26.511.453 7.500.000 19.009.200 26.509.200 100% 100% Kartoharjo
Kelurahan (Sukosari) di Kelurahan
Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas
. yang Melaksanakan o o, |Kecamatan
2.02 Masyarakat di Pemberdayaan Masyarakat pokmas 5 43.759.000 17.700.000 11.800.000 29.500.000 100% 67% Kartoharjo

Kelurahan (Klegen)

di Kelurahan
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2.02

Harmonisasi

Hubungan dengan
Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat

Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan
Peraturan
Perundang-

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Harmonisasi
Hubungan dengan Tokoh
Agama dan Tokoh
Masyarakat

Jumlah Laporan Hasil

Sinergitas dengan Kepolisian

Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia
dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatananjuti

Laporan 16

Laporan 6

200.338.600

111.922.050

62.495.000

224.780.200

2 46.457.000

0 860.000

47.317.000

33%

Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas
Masyarakat di yang Melaksanakan " o, |Kecamatan
T3] 202 Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat pokmas 5 39.144.800 2 15.000.000 3 10.000.000 5 25.000.000 100% 64% Kartoharjo
(Rejomulyo) di Kelurahan
Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas
Masyarakat di yang Melaksanakan " o, |Kecamatan
T3] 202 Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat pokmas 5 30.080.000 1 8.400.000| 3 21.569.000 4 29.969.000 80% 100% Kartoharjo
(Pilangbango) di Kelurahan
Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas
Masyarakat di yang Melaksanakan " o, |Kecamatan
T3] 202 Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat pokmas 5 36.266.000 1 9-300.000) 3 5.890.000 4 15.190.000 80% 42% Kartoharjo
(Tawangrejo) di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas
Pemberdayaan yang Melaksanakan Kecamatan
1 0, 0,
711|3] 202 Masyarakat di ) Pemberdayaan Masyarakat pokmas 5 54.381.600 1 19.500.000| 3 13.000.000 4 32.500.000 80% 60% Kartoharjo
Kelurahan (Kanigoro) di Kelurahan
Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas
Masyarakat di yang Melaksanakan " o, |Kecamatan
T3] 202 Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat pokmas 5 38.832.400 1 14.400.000| 3 24.062.800 4 38.462.800 80% 99% Kartoharjo
(Kartoharjo) di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas
Pemberdayaan yang Melaksanakan Kecamatan
1 0, 0,
711|3] 202 Masyarakat di Pemberdayaan Masyarakat pokmas 5 31.519.600 1 9.900.000| 3 19.671.100 4 29.571.100 80% 94% Kartoharjo
Kelurahan (Kelun) di Kelurahan
E:rslggr?lsl;angan Jumlah Laporan Fasilitasi Kecamatan
0, 0,
7113 2083 Usaha Ekonomi Pingeml?angan Uaskaha Laporan 12 83.734.800 3 7.103.800( 2 8.060.000 5 15.163.800 42% 18% Kartoharjo
Masyarakat Ekonomi Masyarakat
PROGRAM persentase
KOORDINASI pengkoordinasian
71| 4 KETENTRAMAN ketentraman dan % 100 312.260.650 o 108.952.000| 25 225.640.200 25 334.592.200| 25% 107%
DAN KETERTIBAN |ketertiban umum di : :
UMUM kecamatan

42%

Kecamatan
Kartoharjo

Kecamatan
Kartoharjo
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Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
gggERl;AlngGG ARAA |Persentase kewenangan
N URUSAN e GO Or woom [y ¥im % 100 0 44.390.000| 15 22.265.000 15 66.655.000| 15% | 36%
PEMERINTAHAN (tidak dilaksanakan OPD 186.232.000 . : . . . .

UMUM

lain )

Pembinaan Wawasan

Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan

Memantapkan Wawasan Kebangsaan dan

Pengamalan Ketahanan Nasional dalam

Pancasila, rangka Memantapkan

Pelaksanaan Pengamalan Pancasila,

Undang-Undang Pelaksanaan Undang- Kecamatan
2.01 Dasar Negara ) Undang Dasar Negara orang 275 100.000.000 35 22.475.000 22.265.000 35 44.740.000 13% 45% Kartoharjo

Republik Indonesia  |Republik Indonesia Tahun

Tahun 1945, 1945, Pelestarian Bhinneka

Pelestarian Bhinneka |Tunggal Ika serta

Tunggal Ika serta Pemertahanan dan

Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan

Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik

Keutuhan Negara Indonesia

Kesatuan Republik

Indonesia

Pengnganan .Konﬂlk Jumlah Laporan Konflik
2.01 ioflaltsesulgl turan Y208 Ditangani Sesuai La 4 1 18.685.000| 0 1 25% | 25% |Kecamatan

: P:nirrll;ailn 3 eraturan ¥ etentuan Peraturan poran 75.000.000 ' : - 18.685.000 ° ° Kartoharjo
Und g Perundang-Undangan
ndangan

Pelaksanaan Semua

Urusan Jumlah Dokumen Semua

Pemerintahan yang |Urusan Pemerintahan yang

Bukan Merupakan Bukan Merupakan Kecamatan
2.01 Kewenangan Daerah |Kewenangan Daerah dan Dokumen 2 11.232.000 0 3.230.0001 0 - 0 3.230.000 0% 29% Kartoharjo

dan Tidak Tidak Dilaksanakan oleh

Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Instansi Vertikal

PROGRAM

PENYELENGGARAA Indeks Kepuasan

N PEMERINTAHAN Skor 90 o 1.511.996.191| O 959.794.984 (0] 2.471.791.175 0% 56%

DAN PELAYANAN
PUBLIK

Masyarakat Kecamatan

4.390.172.597
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yang Ada di

Kecamatan

Peningkatan

Efektifitas Jumlah Laporan

Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
2.02 ;Ielayanan kePada Pelaksanaan Pelayana'ln Laporan 12 593.449.399 202.808.490 132.551.873 335.360.363 42% 57% Manguharjo

asyarakat di kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan

(Manguharijo)

Peningkatan

Efektifitas Jumlah Laporan

Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
2.02 Pelayanan kePada Pelaksanaan Pelayane.m Laporan 12 424.953.987 174.972.705 70.676.904 245.649.609 42% 58% Manguharjo

Masyarakat di kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan

(Sogaten)

Peningkatan

Efektifitas Jumlah Laporan

Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
2.02 Pelayanan kepada Pelaksanaan Pelayanan Laporan 12 128.004.109 100.435.643 42% 51% X

Masyarakat di kepada Masyarakat di 447.580.000 228.439.752 Manguharjo

Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan

(Patihan)

Peningkatan

Efektifitas Jumlah Laporan

Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
2.02 Pelayanan kepada Pelaksanaan Pelayanan Laporan 12 162.873.518 59.723.874 42% 59% X

Masyarakat di kepada Masyarakat Di 376.301.600 222.597.392 Manguharjo

Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan

(Ngegong)

Peningkatan

Efektifitas Jumlah Laporan

Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
2.02 ;{elayanan ke}_)ada Pelaksanaan Pelayana_ln Laporan 12 472.146.352 134.993.091 100.265.281 235.258.372 42% 50% Manguharjo

asyarakat di kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan

(Winongo)

Peningkatan

Efektifitas Jumlah Laporan

Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
2.02 Pelayanan kepada Pelaksanaan Pelayanan Laporan 12 153.099.059 116.623.539 42% 57% X

Masyarakat di kepada Masyarakat di 470.394.344 269.722.598 Manguharjo

Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan

(Madiun Lor)

Peningkatan

Efektifitas Jumlah Laporan

Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
2.02 Pelayanan kepada Pelaksanaan Pelayanan Laporan 12 147.559.788 74.511.259 42% 53% X

Masyarakat di kepada Masyarakat di 422.765.484 222.071.047 Manguharjo

Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan

(Pangongangan)

Peningkatan

Efektifitas Jumlah Laporan

Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
2.02 Pelayanan kepada Pelaksanaan Pelayanan Laporan 12 795 758.000 241.466.033 183.383.442 404.849 475 42% 59% Manguharjo

Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
(Nambangan Lor)

kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
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Peningkatan
Efektifitas Jumlah Laporan
Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kecamatan
2.02 Pelayanan kepada Pelaksanaan Pelayanan Laporan 12 156.002.998 121.623.169 42% 63% X
Masyarakat di kepada Masyarakat Di 438.671.431 277.626.167 Manguharjo
Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan
(Nambangan Kidul)
Koordinasi
Pemeliharaan persentase hasil koordinasi
0, 0, 0,
2.03 Prasarana dan sarpras pelayanan umum % 100 18.152.000 10.216.400 _ 10.216.400 0% 56%
Sarana Pelayanan |yang ditindaklanjuti
Umum
Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen
dengan Perangkat . s s .
Koordinasi/Sinergi dengan
Daerah dan/atau
Instansi Vertikal Perangkat Dgerah dan/atau o ,, |Kecamatan
2.03 yang Terkait dalam Instat}m Vertikal yang Dokumen 1 18.152.000 10.216.400 - 10.216.400 0% 56% Manguharjo
. Terkait dalam Pemeliharaan
Pemeliharaan Sarana
Sarana dan Prasarana
dan Prasarana
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum
rrocmaw  [Fereeniae nbeer
PEMBERDAYAAN - o o o
MASYARAKAT DESA b:z;:::is;p::;d::smamkat %o 100 2.476.496.919 327.943.460 288.514.967 616.458.427 0% 25%
DAN KELURAHAN |PS™ u o
diwilayah kecamatan
: Persentase masyarakat
L yang berpartisipasi dalam
0, 0, ()
2.02 Pemberdayaan B e e e % 100 2.413.084.519 327.943.460 280.695.967 608.639.427 0% 25%
Kelurahan
masyarakat
Peningkatan
Partisipasi Jumlah Lembaga
Masyarakat dalam Kemasyarakatan yang Kecamatan
iai 1 0, 0,
2.02 Forum Musyawarah |Berpartisipasi dalam Forum lembaga 7 280.755.080 277.339.360 ) 277.339.360 100% 99% Manguharjo
Perencanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Pembangunan di Kelurahan
Kelurahan
gg?;zaani: an Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, 0,
2.02 Prasarana Kelurahan ?2i§22ar;iKelurahan yang Unit 2 150.800.000 - - 0% 0% Manguharjo
(Manguharijo) g
gzxzini: an Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, 0,
2.02 Prasarana Kelurahan ?2?§Z;aiiKelurahan yang unit 2 47.919.500 - 23.809.500 23.809.500 50% 50% Manguharjo
(Sogaten) g
Pembangunan Jumlah Sarana dan
2.02 Sarana dan Prasarana Kelurahan yan nit 2 0% 0% Kecamatan
’ Prasarana Kelurahan Terbaneun u yang u 50.000.000 - - ° ° |Manguharjo
(Patihan) g
gg?;‘i;ng: rr:an Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, 0,
2.02 Prasarana Kelurahan ?2?;2;211Kelurahan yang Unit 2 101.800.000 - 18.731.250 18.731.250 50% 18% Manguharjo
(Ngegong)
Pembangunan Jumlah Sarana dan
2.02 Sarana dan Prasarana Kelurahan yan unit 2 0% 0% Kecamatan
’ Prasarana Kelurahan Terbaneun yang 406.806.750 - - ° °  |Manguharjo
(Winongo) g
Pembangunan Jumlah Sarana dan Kecamatan
i 0, 0,
2.02 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang unit 2 120.487.100 B B 0% 0% Manguharjo

Terbangun
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Prasarana Kelurahan
(Madiun Lor)
g::::;zncilr? o Jumlah Sarana dan Kecamatan
i 0, 0,
2.02 Prasarana Kelurahan Prasarana Kelurahan yang unit 09.251.000 B 30.646.667 30.646.667 50% 31% Manguharjo
(Pangongangan) Terbangun
2.02 gz;‘;zng;l:an g?;?;i};rxsaa;:?SrgiZn an unit 2.300.000 17.205.000 50% | 63% |Kecamatan
’ Prasarana Kelurahan Terb yang 31.000.000 ’ : ’ : 19.505.000 ° ° Manguharjo
(Nambangan Lor) erbangun
22222n$§ o Jumlah Sarana dan Kecamatan
1 0, 0,
2.02 Prasarana Kelurahan Prasarana Kelurahan yang unit 497.200.000 - - - 0% 0% Manguharjo
. Terbangun
(Nambangan Kidul)
Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas
Masyarakat di yang Melaksanakan Pokmas/ o o, |Kecamatan
2.02 Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Ormas 82.434.281 35.559.600 22.500.000 58.059.600 60% 70% Manguharjo
(Manguharjo) di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas
Pemberdayaan ang Melaksanakan Pokmas/ Kecamatan
2.02 Masyarakat di yang 0% 0% ;
Pemberdayaan Masyarakat Ormas 54.457.288 - - - Manguharjo
Kelurahan (Sogaten) di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas
Pemberdayaan ang Melaksanakan Pokmas/ Kecamatan
2.02 Masyarakat di yang 0% 0% )
. Pemberdayaan Masyarakat Ormas 52.400.000 - - - Manguharjo
Kelurahan (Patihan) di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas
Pemberdayaan yang Melaksanakan Pokmas/ Kecamatan
3 0, 0,
2:02 Masyarakat di Pemberdayaan Masyarakat Ormas 75.000.000 - 11.500.000 11.500.000 40% 15% Manguharjo
Kelurahan (Ngegong) di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas
Pemberdayaan yang Melaksanakan Pokmas/ Kecamatan
3 0, 0,
2:02 Masyarakat dl. Pemberdayaan Masyarakat Ormas 69.075.110 - 24.480.000 24.480.000 60% 35% Manguharjo
Kelurahan (Winongo) di Kelurahan
Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas
Masyarakat di yang Melaksanakan Pokmas/ o o, |Kecamatan
2:02 Kelurahan (Madiun |Pemberdayaan Masyarakat Ormas 75.000.000 1.500.000 26.000.000 27.500.000 40% 37% Manguharjo
Lor) di Kelurahan
Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas
Masyarakat di yang Melaksanakan Pokmas/ o o, |Kecamatan
2:02 Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Ormas 74.787.910 9.744.500 20.826.000 30.570.500 60% 41% Manguharjo
(Pangongangan) di Kelurahan
Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas
Masyarakat di yang Melaksanakan Pokmas/ o o, |Kecamatan
2.02 Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Ormas 75.000.000 1.500.000 53.997.550 55.497.550 60% 74% Manguharjo
(Nambangan Lor) di Kelurahan
Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas
Masyarakat di yang Melaksanakan Pokmas/ o o, |Kecamatan
2.02 Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Ormas 68.910.500 - 31.000.000 31.000.000 60% +5% Manguharjo
(Nambangan Kidul) di Kelurahan
Pemberdayaan
Lembaga o o
ZH Kemasyarakatan 63.412.400 - L LY 7.819.000 R H
Tingkat Kecamatan
gjrsllghetlilstiangan Jumlah Laporan Fasilitasi Kecamatan
0, 0,
2.03 Usaha Ekonomi Pengembangan Usaha Laporan 63.412.400 B 7.819.000 7.819.000 0% 12% Manguharjo

Masyarakat

Ekonomi Masyarakat




PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM

Harmonisasi

Hubungan dengan
Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat

persentase
pengkoordinasian
ketentraman dan
ketertiban umum di
kecamatan

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Harmonisasi
Hubungan dengan Tokoh
Agama dan Tokoh
Masyarakat

338.346.450

90.176.600
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93.079.000 H 314.836.600 III.H 407.915.600

44.883.000 I 240.883.600 III.I

285.766.600

Kecamatan
Manguharjo

Koordinasi/Sinergi

dengan Perangkat Jumlah Laporan

Daerah yang Tugas |Koordinasi/Sinergi dengan

dan Fungsinya di Perangkat Daerah yang

Bidang Penegakan Tugas dan Fungsinya di Kecamatan
2:02 Peraturan Bidang Penegakan Peraturan| -2P°Ta? | 1 248.169.850 48.196.000) 0 73.953.000 0 122.149.000] 2% 49% | Manguharjo

Perundang- Perundang- Undangan

Undangan dan/atau |dan/atau Kepolisian Negara

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia

:gggEngw GGARAA Perse:;:.aj: k:awenangan

N URUSAN Y e tidak % 100 s77 30 52.921.000 30 52.921.000| 30% | 51%

PEMERINTAHAN ecamatan ( tidal 103. .200 -

UMUM dilaksanakan OPD lain)

2.01

Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang -
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Orang

350

37.482.000

20.241.000

20.241.000

0%

54%

Kecamatan
Manguharjo
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1 9 3 4 5 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
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Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
Pengnganan .Konﬂlk Jumlah Laporan Konflik
Sosial Sesuai yang Ditangani Sesuai Kecamatan
0, 0,
7115 201 5 |[Ketentuan Peraturan Ketentuan Peraturan Laporan 1 51.076.000 0 1 0 16.340.000 0 16.340.000 0% 32% Manguharjo
Perundang-
Perundang - Undangan
Undangan
Pelaksanaan Semua
Urusan Jumlah Dokumen Semua
Pemerintahan yang |Urusan Pmerintahan yang
Bukan Merupakan Bukan Merupakan o o, |Kecamatan
TS5 |20l 7 Kewenangan Daerah [Kewenangan Daerah dan Dokumen 2 15.019.200 0 - - 0 - 0% 0% Manguharjo
dan Tidak Tidak Dilaksanakan oleh
Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
Instansi Vertikal
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)| 36% 64%
. . ..| Sangat [Renda
Predikat Kinerja Rendah h
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :
1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan
2. Sinergitas Hubungan antar stackholder menjadikan pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik
Faktor Penghambat :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:
1. Terus melakukaan kordinasi antar lembaga dan memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :
Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Reﬁ;;;sam. Capaian ng.kat .capalan Perangkat
. . nerja dan Kinerja dan
K Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ \Anggaran RKPD Tahun . s Daerah
L Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan/ Sub Kegiatan Eatess Berjalan yang di A e K ST Penanggun,
gt & &t g Jjalan yang q di Evaluasi Tahun (RKPD Tahun 2023 ggung
Evaluasi (2023) Murni o . Jawab
1 I 111 v 2023 (%) Murni
[ 5 [ 6 [ 7 [ 8 [ 9 [ 10=6+7+8+9 [ 11=10/5x 100% |

12

PROGRAM PENGUATAN Cakupan pembinaan
8|12 IDEOLOGI PANCASILA DAN Ideologi Pancasila dan % 100 o 0 0 0% 51%
KARAKTER KEBANGSAAN karakter kebangsaan 314.049.297 22.547.080 138.880.100 161.427.180
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
R Ideologi Pancasila dan Karakter |0 "rlah jenis kegiatan Jenis 2 314.049.297| © | 22.547.080| © | 138.880.100 % li61.427.180] ©°% oLl
Kebangsaan
Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang |Mengikuti Koordinasi di
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela |Bidang Ideologi Wawasan Badan Kesatuan
g8l 112201 Negara, Karakter Bangsa, Kebangsaan, Bela Negara, Orang 125 0 0% 51% |Bangsa dan
: Pembauran Kebangsaan, Bineka Karakter Bangsa, 314.049.297 22.547.080 138.880.100 161.427.180 Politik
Tunggal Ika dan Sejarah Pembauran Kebangsaan,
Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
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PROGRAM PENINGKATAN PERAN
ggﬁg?;ll;{%lgﬁg&ilfnl‘ IIHER Persentase pendidikan
iti i o, 0, 0,
PENDIDIKAN POLITIK DAN §°:ftf:: kepada P“:,“‘ . % 100 |1 900.062.030 0 | 950.563.500 0 l9s0.563.500| ©% 50%
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA |FCltik pemenang Pemilu
BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pers;x;:la‘se kegl:ait: ?‘ d o o 509
2o Pemerintahan, Perwakilan dan  |Pcndidikan politik kepada 2 100 1, 900.062.030 % | 950.563.500 0 l9s50.563.500] ©°% L
Partai Politik, Pemilihan masyarakat
'y
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik
Jumlah orang yang
mengikuti pelaksanaan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kebgg;in di bidalil g ik
Pendidikan Politik, Etika Budaya ~ |Pendidikan po itik, etika
Politik, Peningkatan Demokrasi, ud.a ya politik, .
Fasilitasi Kelembagaan pernimn, gkatan demokras, Badan Kesatuan
: saan fasilitaskelembagaan o, o
2.01 Pemerintahan, Perwakilan dan Pemerintah, perwakilan Orang 33 980.581.030 33 | 950.563.500 33 | 950.563.500| 100% | 97% |Bangsadan
Partai Politik, Pemilihan . s Politik
. dan Partai Politik,
Umum/Pemilihan Umum Kepala s
- . |Pemilihan
Daerah, serta Pemantauan Situasi ..
Politik di Daerah Umum /Pemilihan umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan situasi Politik
di Daerah
Jumlah orang yang
mengikuti koordinasi di
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang |bidang Pendidikan Politik,
Pendidikan Politik, Etika Budaya Etikan Budaya Politik,
Politik, Peningkatan Demokrasi, Peningkatan demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan fasilitasi kelembagaan Badan Kesatuan
2.01 Pemerintahan, Perwakilan dan Pemerintah, Perwakilan 125 34.353.000 0 ) 0 0% 0% Bangsa dan
Partai Politik, Pemilihan dan Partai Politik, : : Politik
Umum /Pemilihan Umum Kepala Pemilihan
Daerah, serta Pemantauan Situasi |Umum/Pemilihan Umum
Politik di Daerah Kepala Daerah, serta
Pemantauan situasi Politik
di Daerah
Jumlah laporan hasil
monitoring, evaluasi dan
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi |pelaporan di bidang
dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, etika
Pendidikan Politik, Etika Budaya Budaya Politik,
Politik, Peningkatan Demokrasi, Peningkatan Demokrasi, Badan Kesatuan
201 Fasilitasi Kelembagaan Fasilitasi kelembagaan laporan 1 0 0 0% 0% Bangsa dan
. Pemerintahan, Perwakilan dan Pemerintah, Perwakilan 885.128.000 - Politik
Partai Politik, Pemilihan dan Partai Politik,
Umum/Pemilihan Umum Kepala Pemilihan
Daerah, serta Pemantauan Situasi |Umum/Pemilihan Umum
Politik di Daerah Kepala Daerah, serta
Pemantauan situasi Politik
di Daerah
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1 9 3 4 5 6 7 8 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
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PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Persentase Status
PENGAWASAN ORGANISASI % 68 0 0 (s 0% 16%
KEMASYARAKATAN Kelembagaan Orkemas 185.337.000 - 29.538.000 29.538.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan q
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pers::;:ase ngli:at 4 o 7 o o
208 PemberdayaanldaniPengawasant | ostifaniOrganisas % e 185.337.000| ° 4 © 29.538.000 © 20.538.000| %% L0
Kemasyarakatan
Organisasi Kemasyarakatan
Jumlah orang yang
mengikuti pelaksanaan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang |kebijakan di bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan |Pendaftaran Ormas, Badan Kesatuan
2.01 Ormas, Evaluasi dan Mediasi Pemberdayaan Ormas, Orang 75 0 1 0 0 0% 16% |Bangsa dan
Sengketa Ormas, Pengawasan Evaluasi dan Mediasi 185.337.000 29.538.000 29.538.000 Politik
Ormas dan Ormas Asing di Daerah [sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas asing di Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase koordinasi
PENGEMBANGAN KETAHANAN yang dilakukan dengan % 100 o 0 0 0% 49%
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA |[pemangku kepentingan 593.661.370 105.204.000 185.036.831 290.240.831
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang . s o, o,
2oL Ketahanan Ekonomi) Sosialldan) |b2ial koordinasi Ll € 503.661.370| ° |105.204.000 ° 185.036.831 0 l200.240.831| °% %
Budaya
Jumlah yang mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang p§laksanaan kebijakan di .
. . bidang ketahanan ekonomi,
Ketahanan Ekonomi, Sosial, X
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan sosial, budaya, dan Badan Kesatuan
M 1 0, 0,
2.01 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi |2S1itasi pencegahan Orang 100 60.000.000| ° .| 20 20.736.831 20 20.736.831| 20% 85% |Bangsa dan
penyalahgunaan narkotika, Politik
Kerukunan Umat Beragama dan S
Penghayat Kepercayaan di Daerah fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat
kepercayaan di Daerah
Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Meng1kut1 Koordinasi di
. . Bidang Ketahanan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, . R
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Ekonom},' SO§1al, Budaya . . Badan Kesatuan
2.01 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi g"m Fasilitasi Pencegahan Orang 400 533.661.370| '° | 105.204.000| 23 164.300.000 163 | 169.504.000] *17 51% |Bangsa dan
enyalagunaan Narkotika, Politik
Kerukunan Umat Beragama dan AN
Penghayat Kepercayaan di Daerah Fasilitasi Kerukunan Umat
ghay p Yy Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN Persentase konflik yang
PENINGKATAN KUALITAS DAN o] % 100 o 0 0 0% 13%
FASILITASI PENANGANAN terfasilitasi 1.711.599.350 133.024.600 84.285.900 217.310.500
KONFLIK SOSIAL
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan o o
20 Kewaspadaan Nasional dan QAT SRS konflik | 0 |, 717 590.350, © |133.024.600 ° 84.285.900 0 1217.310.500| 100% | 13%
Penanganan Konflik Sosial
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlgh orangyang -
. . mengikuti koordinasi di
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama . ..
. . bidang kewaspadaan dini,
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, . . .
. X kerjasama intelejen, Badan Kesatuan
2.01 Tenaga Kerja Asing dan Lembaga pemantauan orang asing Orang 100 0 0 0 0% 4% Bangsa dan
' Asing, Kewaspadaan Perbatasan . L 1.335.350.000 59.047.600 - 59.047.600 i
P tenaga kerja orang asing Politik
antar Negara, Fasilitasi .
) dan lembaga asing,
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
o s kewaspadaan perbatasan
serta Penanganan Konflik di Daerah e
antar negara, fasilitasi
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kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta
penanganan konflik di
daerah
Jumlah dokumen hasil
Pelaksanaan Forum Koordinasi pelaksanaan Forum Badan Kesatuan
0, 0,
8|1]6]201 Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota |Koordinasi Pimpinan Dokumen | 12 376.249.350| ° 73.977.000 84.285.900 6 158.262.900| 0% 42% E;?Eia dan
Daerah Kota
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)| 16% 36%
. ... | Sangat | Sangat
Predikat Kinerja Rendah | Rendah
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :
1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Faktor Penghambat :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :
Tingkat Capaian
Urusan/ Bidang Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Perangkat
Kode Urusan/ Program/ Indikator Program/ Satuan Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi Daerah
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Berjalan yang di Evaluasi RKPD yang di Evaluasi | Anggaran RKPD Penanggung
Kegiatan (2023) Murni 1 b1 g 111 v Tahun 2023 Tahun 2023 (%) Jawab
Murni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
K Rp. K Rp. K Rp. K[Rp. [K[Rp.| K Rp. K (%) [ RP. (%)
PROGRAM
Eﬁ%gﬂ;ANG Nilai Evaluasi
i o 0,
1 1 1 PEMERINTAHAN gli'lrll)len;e:;:-il‘sl;ksaAnKIP Skor A 674.683.764.842 0 86.702.123.241 o 130.150.460.167 0 216.852.583.408 0% 32%
DAERAH as e
KABUPATEN/KOTA
Persentase pemenuhan
Perencanaan,
Pengangparan) dan dokumen perencanaan, ) 5 .
111201 Evaluasi Kinerja  |Pengendalian dan % 100 4.927.900.000| 2% 501.819.814 13 | 2.766.372.000 <L) 3.268.191.814| 8% | 66%
evaluasi perangkat
Perangkat Daerah
daerah
Dinas
Dokumens Jumlah Dokumen Pemgondatian
0, 0,
L2120 Perencanaan Perencanaan Perangkat Dokumen | = 8 88.079.900| 2 6.766.400| 2 65.408.000 4 72.174.400| °°% | 82% |penduduk dan
Daerah
Perangkat Daerah Keluarga
Berencana
PDeOrlzlunsl:;lan Jumlah dokumen Dinas Pekerjaan
0, 0,
L s prjzol Perencanaan perencanaan perangkat Dokumen | 1 50.000.000| ° 9.662.200] © 11.495.497 0 21.157.697| °% 42% - |Umum dan
daerah Penataan Ruang
Perangkat Daerah
Penvusunan Dinas Sosial,
Dok}ilumen Jumlah Dokumen Pemberdayaan
0, 0,
16 |1]201 Perencanaan Perencanaan Perangkat Dokumen 4 128.694.300 0 75.327.000| 2 7.500.000 2 82.827.000 50% 64% Pergmpuan dan
Daerah Perlindungan
Perangkat Daerah
Anak
Penyusunan Jumlah Dokumen Dinas Tenaga
0, 0,
2|7 |1]201 Dokamen PDt;r:rr;c;maan Perangkat Dokumen 6 71.280.000 1 33.909.400| 2 9.250.000 3 43.159.400 50% 61% Kerja, Koperasi
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Perencanaan Usaha Kecil Dan
Perangkat Daerah Menengah
girl;ylll;srr:an Jumlah Dokumen Dinas
0, 0,
15 2.01 Perencanaan Perencanaan Perangkat Dokumen 6 97.600.000 10.211.185 42.984.500 53.195.685 50% 55% Perhubungan
Daerah
Perangkat Daerah
Dinas
Fusunan|yumtan Dokumen Fonenaman
0, ()
18 201 Perencanaan E‘::;?“aan Perangkat Dokumen | 5 30.491.000 15.698.000 2.772.500 18.470.500| 0% 61% | pelayanan
Perangkat Daerah Terpadu Satu
Pintu
geiyuniugan Jumlah Dokumen Dina.
30 2.01 oxume Perencanaan Perangkat dokumen 6 67% 0% S
Perencanaan 894 - - - Perdagangan
Daerah
Perangkat Daerah
EZT{};U;ES - Jumlah Dokumen Sekretariat
0, 0,
2 2:01 Perencanaan Perencanaan Perangkat | Dokumen | 6 75.329.977 8.466.329 10.480.300 18.946.629| 7% | 2% Ipprp
Daerah
Perangkat Daerah
Penyusunan Badan
Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan,
o o i
1 2.01 Perencanaan Perencanaan Perangkat Dokumen 7 20.129.900 8.623.000 784.400 9.407.400 43% 47% |Penelitian dan
Daerah Pengembangan
Perangkat Daerah Daerah
Eiﬁunizr?an Jumlah Dokumen Badan Kesatuan
0, 0,
1 2.01 Perencanaan Perencanaan Perangkat Dokumen 10 12.837.000 3.158.800 1.609.200 4.768.000 50% 37% Bapgsa dan
Daerah Politik
Perangkat Daerah
Eeorglunig;lan Jumlah Dokumen Kecamatan
0, 0,
! 201 Perencanaan Perencanaan Perangkat | Dokumen | 18 10.086.000 700.000 - 700.000| 9% ™ ITaman
Daerah
Perangkat Daerah
Eiﬁunizx? - Jumlah Dokumen Kecamatan
0, 0,
1 2.01 Perencanaan Perencanaan Perangkat Dokumen 18 15.083.568 B B | 17% 0% Kartoharjo
Daerah
Perangkat Daerah
Eiﬁunizx? - Jumlah Dokumen Kecamatan
0, 0,
1 2.01 Perencanaan Perencanaan Perangkat Dokumen | 20 24.507.000 3.710.000 4.570.000 8.280.000| *0% 34% | Manguharjo
Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
. . Realisasi Kinerja SKPD
Koordinasi dan :
dan Laporan Hasil o
Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 6 17% Dinas
- . o
1 2.01 Capaian Kinerja dan ;o5 Capaian Kinerja 4.927.900.000 . 2.766.372.000 2.766.372.000 56% | pendidikan
Ikhtisar Realisasi . L
Kineria SKPD dan Ikhtisar Realisasi
merja Kinerja SKPD
Jumlah Mahasiswa . o
Penerima BBM Mahasiswa | 1000 0%
Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Kinerja dan Ikhtisar Dinas
00 asi da Realisasi Kinerja SKPD Kesehatan,
Penyusunan Laporan dan Laporan Hasil Pengendalian
H i 1 0, 0,
2 2:01 Capaian Kinerja dan. |y 4ina5i Penyusunan Laporan | 3 121.618.400 10.000.000 22.540.000 32.540.000 9% 27%  |penduduk dan
Ikhtisar Realisasi . L
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja Keluarga
dan Ikhtisar Realisasi Berencana
Kinerja SKPD
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2 3 4 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
K Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. K (%) | RP. (%)
Jumlah Laporan Capaian
. . Kinerja dan Ikhtisar .
ggg;izfs;r?a};poran Realisasi Kinerja S KPD g:r}lal{rsnahan
4 2.01 Capaian Kinerja dan dan Lgporfin Hasil laporan 20 25% 18% |Rakyat dan
Ikhtisar Realisasi Koordinasi Pegyusgnar; 18.673.400 2.353.750 994.020 3.347.770 Kawasan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja Permukiman
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Kine.rja c.iar.l Ikhtisar L
Penyusunan Laporan dReah]fam Klnel?a ?KPD lEatuan P1;311§1
- - an Laporan Hasi o o among Praja
5 2.01 ﬁgﬁ?slz? g;zﬁg:sfan Koordinasi Penyusunan Laporan 12 163.974.000 106.470.000 - 106.470.000 50% 65% dan Pemadam
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja Kebakaran
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Kine.rja <.iar.1 Ikhtisar
Penyusunan Laporan E;allf:;:,g?ii iSIKPD Badan
1 1 1 0, 0,
5 2.01 ﬁip;s‘;] ggzﬁgjsfan Koordinasi Penyusunan Laporan 6 2.250.000 - 420.000 420.000| %% 19% gz‘:i‘;rgéugjgzﬁ
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
. . Kinerja dan Ikhtisar . .
KOORnSL20 o st Kincra SKeD pines St
6 2.01 Capaian Kinerja dan dan Laporan Hasil Laporan 14 50% 4% Perempuan dan
: Ikhtisar Realisasi Koordinasi Penyusunan 170.122.119 6.016.100 - 6.016.100 Perlindungan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja Anak
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian
Koordinasi dan kine_rja Siap ikl_ltisar .
Penyusunan Laporan 1reahs{:1511’iﬂn.61:ri]{a SIEPD d.an Eutla}sl
- A aporan hasil koordinasi o o etahanan
J 2.01 giﬂ?;i? g;zﬁg:sfan penyusunan laporan Dokumen 8 102.025.000 56.910.000 7.188.500 64.098.500 63% 63% Pangan dan
Kinerja SKPD capaian kinerja dan Pertanian
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Kine_rja <_iag Ik}_ltisar
Penyusunan Laporan g;ilf:;;f;;le}gis 3 KPD Dinas
- A o o .
11 2.01 ﬁ;‘féi? é{;zﬁgjsfan Koordinasi Penyusunan Laporan 6 67.000.100 56.745.500 8.178.000 64.923.500| 3% 7% ];Ili‘éil;u“gan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Kine.rja c.iar.l Ikhtisar .
Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD Dinas
12 2.01 Capaian Kinerja dan ian Lgporgn Hasil laporan 20 45% 0% Kependudukan
Ikhtisar Realisasi oordinasi Pepyusqnag 9.892.000 - - - dgg Pencatatan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja Sipil
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Dinas
16 2.01 Penyusunan Laporan |Kinerja dan Ikhtisar Laporan 10 50% 1% |Komunikasi dan
Capaian Kinerja dan |Realisasi Kinerja SKPD 200.000.000 j 1.156.500 1.156.500 Informatika




-171 -

2 3 4 &) 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
K Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. K (%) | RP. (%)
Ikhtisar Realisasi dan Laporan Hasil
Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Klne‘r_]a cliar? Ikhtlsar Dinas
Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD Kebudayaan
- A dan Laporan Hasil o o L ’
22 2.01 Capglan Kmetrja fian Koordinasi Penyusunan Laporan 5 30.000.000 14.230.250 6.076.400 20.306.650 60% 68% |Pariwisata,
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian Kinerja Kepemudaan
Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi dan Olah Raga
Kinerja SKPD
Koordinasi dan Jumlah dokumen .
Penyusunan Laporan perencanaan Dinas
. . . > 0, 0o,
23 2.01 Capr?uan Kmffr]a f:lan pengendalian dan evaluasi dokumen 10 58.118.820 741.000 - 741.000 10% 1% Perpustak:aan
Ikhtisar Realisasi dan Kearsipan
Kinerja SKPD perangkat daerah
Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Kinerja dan Ikhtisar
Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD
- A dan Laporan Hasil o o Bagian
1 2:01 ﬁ;‘ﬁ‘;‘? gg;‘ﬁg:sfan Koordinasi Penyusunan Laporan | 6 8.000.000 2.529.000 1.421.000 3.950.000| 3% | *9% |pemerintahan
Ki ‘2 SKPD Laporan Capaian Kinerja
merja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Kinerja dan Ikhtisar
Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD
- R dan Laporan Hasil o o Bagian
1 2.01 ﬁfhﬁi:?é{;‘ﬁgssfan Koordinasi Penyusunan Laporan | 12 15.000.000 4.409.000 2.166.000 6.575.000] 0% 4% | Organisasi
Kineria SKPD Laporan Capaian Kinerja
J dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Kinerja dan Ikhtisar
Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD
1 2.01 Capaian Kinerja dan ian zgpor?; Hasil Laporan 6 17% 0% |Bagian Hukum
Ikhtisar Realisasi oordinasi Penyusunan 1.000.000 - - -
Kineria SKPD Laporan Capaian Kinerja
J dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Kinerja dan Ikhtisar
Penvusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD Pengadaan
1 2.01 Ca }z:;an Kiner'z‘f dan dan Laporan Hasil Laporan 12 50% 27% Barang / Jasa
: Ikh‘;isar Reahslasi Koordinasi Penyusunan P 14.358.960 2.534.500 1.350.000 3.884.500 o ° |dan Administrasi
Kineria SKPD Laporan Capaian Kinerja Pembangunan
J dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan K1ne'r_]a Qag Ikhtlsar Bagian
Realisasi Kinerja SKPD .
Penyusunan Laporan dan Laporan Hasil Perekonomian
; . o o
1 1201 Capaian Kinerja dan |y . qin0.i Penyusunan Laporan | 2 20.000.000 374.500 874.500 1.249.000| °0% | ©6% \dan
Ikhtisar Realisasi . L Kesejahteraan
Kineria SKPD Laporan Capaian Kinerja Rakvat
J dan Ikhtisar Realisasi 4
Kinerja SKPD




-172 -

2 3 4 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
K Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. K (%) | RP. (%)
Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan dan Laporan Hasil
- . o o .
2.01 Capaian Kinerja dan |y, qin ¢ penyusunan Laporan | 21 5.000.000 763.500 1.130.000 1.893.500| 2°% | 38% |Bagian Umum
Ikhtisar Realisasi . L
Kineria SKPD Laporan Capaian Kinerja
J dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Klne.r_]a c.iar.l Ikhtlsar Badan
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan . Perencanaan,
2.01 Capaian Kinerja dan dan Laporan Hasil Laporan 4 0% 10% |Penelitian dan
' . Lo Koordinasi Penyusunan 11.655.600 520.000 680.000 1.200.000
Ikhtisar Realisasi . L Pengembangan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja Daerah
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
. . Kinerja dan Ikhtisar
Koordinasi dan e
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan dan Laporan Hasil Badan
2.01 Capaian Kinerja dan ApOT? Laporan 8 50% 0% Keuangan dan
X Lo Koordinasi Penyusunan 2.000.000 - -
Ikhtisar Realisasi . L Aset Daerah
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
. . Kinerja dan Ikhtisar
Koordinasi dan S
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan dan Laporan Hasil Badan
i 1 1 0, 0,
2.01 Capaian Kinerja dan |y qino i Penyusunan Laporan | 4 5.000.000 388.600 - 388.600 2°% 8% |Pendapatan
Ikhtisar Realisasi . L Daerah
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
L Kinerja dan Ikhtisar Badan
Koordinasi dan e X
Realisasi Kinerja SKPD Kepegawaian
Penyusunan Laporan .
2.01 Capaian Kinerja dan dan Laporan Hasil Laporan 5 80% 10% dan
! . Lo Koordinasi Penyusunan 19.400.000 1.720.000 280.000 2.000.000 Pengembangan
Ikhtisar Realisasi . L
Kineria SKPD Laporan Capaian Kinerja Sumber Daya
ena dan Ikhtisar Realisasi Manusia
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
. . Kinerja dan Ikhtisar
Koordinasi dan .
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan dan Laporan Hasil Inspektorat
- A o o
2.01 Cap.alan Klngrja fian Koordinasi Penyusunan Laporan 20 1.861.500 1.800.000 - 1.800.000 25% 97% Daerah
Ikhtisar Realisasi . L
Kineria SKPD Laporan Capaian Kinerja
ena dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
. . Kinerja dan Ikhtisar
Koordinasi dan .
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan . Badan Kesatuan
. L dan Laporan Hasil
2.01 Capaian Kinerja dan . X Laporan 1 0% 0% Bangsa dan
X Lo Koordinasi Penyusunan 45.000.000 - - - s
Ikhtisar Realisasi . L Politik
Kineria SKPD Laporan Capaian Kinerja
ena dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
R . . Dinas
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi o o
2:01 Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Laporan S 129.497.100 - - [ 0% 0% Kesehatan.’
Pengendalian
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1 2 3 4 &) 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K (%) | RP. (%)
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Dinas Sosial,
C e . Pemberdayaan
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi o o
6 2.01 Perangkat Daerah  |Kinerja Perangkat Daerah | -2Poran | 2 61.842.200| ©° 57.081.800| 2 1.230.000 2 58.311.800| 100% | 94% |Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Dinas
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi o " Kependudukan
12 2:01 Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah laporan 12 12.350.000 3 403 - 8 | 7% 0% dan Pencatatan
Sipil
Badan
R . . Perencanaan
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi o o i !
1 2.01 Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Laporan 2 9.703.287 0 4o - 0 [ 0% 0% Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Administrasi |0 e etrael
0, 0, 0,
1 2.02 Keuangan e % 100 468.353.441.160 25 61.609.281.230 | 17 106.942.857.443 42 168.552.138.673| 42% 36%
Perangkat Daerah
Daerah
. . Jumlah Orang yang .
1 2.02 Penyediaan Gaji dan |yrenerima Gaji dan Orang/bull 1549 | 175.699.025.000| 1549 |  27.440.208.086 | 1549 1549 75.725.503.636| 100% | 43% |Dinas
Tunjangan ASN . an 48.285.295.550 Pendidikan
Tunjangan ASN
Dinas
Keseh:
2 2.02 Penyediaan Gaji dan if{umla‘h Orgng zlang Orang/bul| 5,4 313 6.018.201.944| 313 313 19.321.166.981| 100% | 37% szgezgﬁan
: Tunjangan ASN T enerma Lajl dan an 52.675.045.551 it 13.302.965.037 e 200 ° °  |Penduduk dan
unjangan ASN
Keluarga
Berencana
Dinas
. . Kesehatan,
Penyediaan Gaji dan |Jumlah orang yang Orang/bul Pengendalian
. . ° o o
2 2.02 Tunjangan ASN menerima gaji dan an 228 03.808.447.460 228 2.982.637.574| 228 5.829.090.692 228 8.811.728.266| 100% 37% Penduduk dan
(RSUD) tunjangan ASN
Keluarga
Berencana
. . Jumlah orang yang Dinas Pekerjaan
Penyediaan Gaji dan . > orang/bula o o
3 2.02 Tunjangan ASN menerima gaji dan o 51 7.792.677.420 51 937.747.737| 51 1.703.700.695 51 2.641.448.432| 100% 34% |Umum dan
tunjangan ASN Penataan Ruang
Dinas
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang orang/bula Perumahan
N 2 o o
4 2.02 Tunjangan ASN Menpnma Gaji dan o 34 7.997.329.160 34 733.483.651| 34 1.078.223.636 34 1.811.707.287| 100% 25% |Rakyat dan
Tunjangan ASN Kawasan
Permukiman
Polisi
5 2.02 Penyediaan Gaji dan i/{llerrrlléiﬁngrézgl ﬁiig Orang/bul| 5, 54 930.700.186| 54 54 2.343.861.398| 100% | 39% Ezgl::g ;r;;
: Tunjangan ASN . J an 6.038.083.000 : ’ 1.413.161.212 : ’ : ° °  |dan Pemadam
Tunjangan ASN Kebakaran
. . Jumlah Orang yang Badan
Penyediaan Gaji dan . > Orang/bul o o
5 2.02 Tunjangan ASN Men'enma Gaji dan an 13 1.823.700.000 13 216.572.600| O 358.465.292 13 575.037.892 100% 32% |Penanggulangan
Tunjangan ASN Bencana Daerah
Dinas Sosial,
. . Jumlah Orang yang Pemberdayaan
Penyediaan Gaji dan . > Orang/bul o o
6 2.02 Tunjangan ASN Men'enma Gaji dan an 35 6.088.945.055 35 750.600.660| 35 1.189.708.037 35 1.940.308.697| 100% 32% Pere'mpuan dan
Tunjangan ASN Perlindungan
Anak
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Orang/bul Dinas Tenaga
X S o o
7 2.02 Tunjangan ASN Tl\flfg;r]l}r;l;n(iaélNdan an 36 5.219.111.176 36 695.756.799| 35 1.152.964.922 35 1.848.721.721| 97% 35% Kerja, Koperasi
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1 2 3 4 &) 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K (%) | RP. (%)
Usaha Kecil Dan
Menengah
Penyediaan Gaji dan Jumlah orang yang orang/bula E(lertlgl'slanan
. S o o
9 2.02 Tunjangan ASN menerima gaji dan o 27 4.975.918.000 27 560.419.234| 26 034.208.709 26 1.494.627.943| 96% 30% Pangan dan
tunjangan ASN Pertanian
. s Jumlah Orang yang Dinas
Penyediaan Gaji dan . o orang/bula o o .
11 2.02 Tunjangan ASN Men_enma Gaji dan o 89 10.148.268.592 89 1.529.805.368| O 0.138.332.483 89 3.668.137.851| 100% 36% Llpgkungan
Tunjangan ASN Hidup
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Orang/Bul Eg}l)aefldudukan
1 11 o, 0,
12 2.02 Tunjangan ASN Men.erlrna Gaji dan an 28 4.161.881.310 28 559.164.962| 29 925.115.815 29 1.484.280.777| 104% 36% dan Pencatatan
Tunjangan ASN Sipil
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Orang/bul Dinas
. 2 5 o
15 2.02 Tunjangan ASN Menpnma Gaji dan o 54 7 072.466.452 54 941.024.840| 54 1.368.454.005 54 2.309.478.845| 100% 33% Perhubungan
Tunjangan ASN
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Dinas
. 2 o o s
16 2.02 Tunjangan ASN Men_enrna Gaji dan orang 37 5.155.263.990 33 695.434.303| 33 1.066.245.588 33 1.761.679.891| 89% 34% Komumk_a51 dan
Tunjangan ASN Informatika
Dinas
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Orang/bul Ir\’/fciiaar;a:i?in
. 2 o o
18 2.02 Tunjangan ASN Menpnma Gaji dan o 26 4.173.982.800 26 510.645.448| 26 849.605.822 52 1.360.251.270 200% 33% Pelayanan
Tunjangan ASN
Terpadu Satu
Pintu
Dinas
. o Jumlah Orang yang Kebudayaan,
Penyediaan Gaji dan . > Orang/bul o o L
22 2.02 Tunjangan ASN Men.enma Gaji dan an 25 4.142.500.000 25 587.803.207| 25 1.025.916.609 25 1.613.719.816| 100% 39% |Pariwisata,
Tunjangan ASN Kepemudaan
dan Olah Raga
Penyediaan Gaji dan Persentase pemenuhan Dinas
1 o, 0, 0,
23 2.02 Tunjangan ASN kebutuhan gaji ASN %o 100 3.766.524.636 25 499.994.834| 25 830.868.378 50 1.332.863.212| 50% 35% Perpustakgan
perangkat daerah dan Kearsipan
. . Jumlah Orang yang .
Penyediaan Gaji dan . ° orang/bula o o Dinas
30 2.02 Tunjangan ASN ’Il\flen.erlma Gaji dan n 75 9.504.392.000 75 1.251.579.728| 75 1.888.467.524 150 3.140.047.252| 200% 33% Perdagangan
unjangan ASN
. . Jumlah Orang yang .
Penyediaan Gaji dan . 2 Orang/bul o o Bagian
1 2.02 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan an 11 840.696.000| 1! 66.695.533) 11 218.079.785 11 284.775.318| 100% | 3% Ip i erintahan
Tunjangan ASN
. .. Jumlah Orang yang .
Penyediaan Gaji dan . > Orang/bul o o Bagian
1 2.02 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan an 9 7098.134.736| ° 77.014.399| 9 187.020.352 18 264.034.751| 200% | 33% |5 canisasi
‘unjangan ASN
. " Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan . > Orang/Bul o o .
11202 Tunjangan ASN ,l}quzr;‘;fnc’aﬂ dan an 10 1.438.916.360| 1° 66.264.426| 10 202.791.986 20 269.056.412| 200% | 19% |Bagian Hukum
Pengadaan
. " Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan . 2 Orang/Bul o o Barang / Jasa

! 2:02 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan an 15 1.596.391.040| 1° 95.094.183) 8 389.284.182 8 484.378.365| 2% | 39% l4an Administrasi
Tunjangan ASN Pembangunan
Jumlah Orang yang Bagian

Penyediaan Gaji dan Menerima Gaji dan Orar;i/ bul 0 0 0% Perekonomian
1 0,

1 2.02 Tunjangan ASN Tunjangan ASN 1.025.442.780 77.166.980 295.009.457 372.176.437 36% |dan
persentase pemenuhan % 100 100 100 100 100% Kesejahteraan
gaji ASN perangkat daerah ° ° Rakyat

. .. Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan . o Orang/bul o o .
1 2.02 Tunjangan ASN ’[Msrrlljzrrllrg;niaél]vdan an 163 12.616.719.810 163 1.572.089.800| 163 2.268.878.560 163 3.840.968.360| 100% 30% |Bagian Umum
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1 2 3 4 &) 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K (%) | RP. (%)
. " Jumlah Orang yang .
Penyediaan Gaji dan . > Orang/bul o o Sekretariat
2 2.02 Tunjangan ASN Men'enma Gaji dan an 19 3.679.743.078 19 409.038.339| O 669.477.393 19 1.078.515.732| 100% 29% DPRD
Tunjangan ASN
Badan
. " Jumlah Orang yang Perencanaan,
1 2.02 Penyediaan Gaji dan |yrenerima Gaji dan Orang/bul| 3, 31 592.760.103| 31 31 1.604.610.430| 100% | 26% |Penelitian dan
Tunjangan ASN ) an 6.254.954.457 1.011.850.327
Tunjangan ASN Pengembangan
Daerah
. " Jumlah Orang yang Badan
Penyediaan Gaji dan . > Orang/bul o o
2 2.02 Tunjangan ASN Men'erlma Gaji dan an 3000 37.000.000.000 3000 3.192.905.889| 3000 3.807.285.943 300 7.020.191.832| 10% 19% |Keuangan dan
Tunjangan ASN Aset Daerah
. i Jumlah orang yang Badan
Penyediaan Gaji dan . > orang/bula o o
2 2.02 Tunjangan ASN menerima Gaji dan o 31 8.151.715.664 31 643.597.241| 31 1.476.321.881 31 2.119.919.122| 100% 26% |Pendapatan
Tunjangan ASN Daerah
Badan
Kepegawaian
. " Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan . < Orang/bul o o dan
3 2.02 Tunjangan ASN Tl\iluerrll_e;rllm:niaélNdan an 43 6.099.847.949 43 777.433.299| 43 1.243.605.933 43 2.021.039.232| 100% 33% Pengembangan
Jang Sumber Daya
Manusia
1 2.02 Penyediaan Gayi dan [Jm) OfE0E Y808 Orang/bul| 45 45 982.897.587| 45 45 2.574.018.001| 100% | 29% |Tspektorat
: Tunjangan ASN ene J an 8.895.736.674 S 1.591.120.504 TS ° ° |Daerah
Tunjangan ASN
. i Jumlah Orang yang Badan Kesatuan
1 2.02 Penyediaan Gaji dan |\ po o rima Gaji dan Orang/bul| 4 23 500.629.165| 23 46 1.310.039.416| 200% | 34% |Bangsa dan
Tunjangan ASN ) an 3.861.088.819 809.410.251 i
Tunjangan ASN Politik
. o Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan . > Orang/bul o o Kecamatan
1 2.02 Tunjangan ASN Mengnma Gaji dan an 76 12.381.426.184 76 1.529.981.508| 76 0.387.972.445 76 3.917.953.953| 100% 32% Taman
Tunjangan ASN
. . Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan . > Orang/bul o o Kecamatan
1 2.02 Tunjangan ASN Tl\f[enfenma Gaji dan an 70 12.174.001.118 70 1.564.667.103| O 2449 336.863 70 4.014.003.966| 100% 33% Kartoharjo
unjangan ASN
. s Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan . ° Orang/bul o o Kecamatan
1 2.02 Tunjangan ASN Men}erlma Gaji dan o 70 11.785.398.481 70 1.573.436.314| 70 2.529.553.925 70 4.102.990.239| 100% 35% Manguharjo
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dinas
Penatausahaan dan [Penatausahaan dan o o Kependudukan
12 2.02 Pengujian/Verifikasi |Pengujian/Verifikasi dokumen | 12 78.680.000 ° 48 19.170.000 8 19.170.000] ©7% | 2%% |dan Pencatatan
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Sipil
Jumlah Laporan Keuangan
. . Bulanan/ Triwulanan/ .
Koordinasi dan Dinas
Semesteran SKPD dan
Penyusunan Laporan Laporan Koordinasi Perumahan
0, 0,
4 2.02 Ke}langan Bulanan/ Penyusunan Laporan Dokumen 13 61.000.000 3 11.799.500| 1 3.118.000 4 14.917.500 31% 24% |Rakyat dan
Triwulanan/ Kawasan
Keuangan Bulanan r
Semesteran SKPD . Permukiman
/Triwulanan /Semesteran
SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
. . Bulanan/ Triwulanan/ . .
Koordinasi dan Semesteran SKPD dan Dinas Sosial,
Penyusunan Laporan Laporan Koordinasi Pemberdayaan
0, 0,
6 2.02 Ke}langan Bulanan/ Penyusunan Laporan Laporan 13 122.551.408 3 33.282.800| 3 17.799.350 6 51.082.150 46% 42% Perqmpuan dan
Triwulanan/ Keuangan Perlindungan
Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Sem Anak
esteran SKPD
Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Badan
1 0, 0,
1 2.02 Penyusunan Laporan |Bulanan/ Triwulanan/ Dokumen 2 13.435.000 0 246.000 0 2.790.300 0 2.966.300 0% 22% Peren_cz_maan,
Keuangan Bulanan/ |Semesteran SKPD dan Penelitian dan
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2 3 4 &) 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5 x 100% 12
K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K (%) | RP. (%)
Triwulanan/ Laporan Koordinasi Pengembangan
Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Daerah
Keuangan Bulanan
/Triwulanan /Semesteran
SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Bulanan/ Triwulanan /
Semesteran SKPD dan
Penyusunan Laporan Laporan Koordinasi Kecamatan
0, 0,
! 2:02 ?;‘;ﬁiiznla’/ulana“/ Penyusunan Laporan Laporan | 13 2.000.000 3 499.900| 2 260.000 5 759.900| 8% 88% | Kartoharjo
Keuangan Bulanan
Semesteran SKPD .
/Triwulanan /Semesteran
SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Penyusunan Laporan Laporan Koordinasi Kecamatan
1 2.02 Keuangan Bulanan/ p Laporan 26 0 0 0 0% 0% X
B Penyusunan Laporan 2.000.000 - - - Manguharjo
Triwulanan/ K
Semesteran SKPD euangan
Bulanan/Triwulanan/Sem
esteran SKPD
Administrasi Prosentase pemenuhan
0, 0, 0,
© g e bt Gol ] % e 11.002.948.201| 25 809.152.217| 2° 500.251.425 = 1.309.403.642| 0% | 12%
Perangkat Daerah |kepegawaian
Dinas
Pengadaan Pakaian |Jumlah Paket Pakaian Perumahan
1 1 1 1 0, 0,
4 2.05 Dinas beserta Atribut|Dinas beserta Atribut Paket 1 132.950.000 0 | O 129.363.525 0 129.363.525 0% 97% |Rakyat dan
Kelengkapannya Kelengkapan Kawasan
Permukiman
Pengadaan Pakaian |Jumlah Paket Pakaian Ezgls:gp;’)rl;;
1 1 1 1 0, 0,
5 2.05 Dinas beserta Atribut|Dinas beserta Atribut Paket 1 684.175.000 0 8.466.000 0 B 0 8.466.000 0% 1% dan Pemadam
Kelengkapannya Kelengkapan Kebakaran
Pengadaan Pakaian |Jumlah Paket Pakaian Dinas
X B : . o o f
11 2.05 Dinas beserta Atribut|Dinas beserta Atribut paket 3 154.049.325 1 99.953.250| 2 21.400.800 3 121.354.050 100% 79% Llpgkungan
Kelengkapannya Kelengkapan Hidup
Pengadaan Pakaian |Jumlah Paket Pakaian Dinas
1 1 1 1 0, 0,
15 2.05 Dinas beserta Atribut|Dinas beserta Atribut Paket 1 204.240.000 0 126.352.360| 1 70.292.000 1 196.644.360 100% 96% Perhubungan
Kelengkapannya Kelengkapan
Dinas
Pengadaan Pakaian |Jumlah Paket Pakaian Kebudayaan,
22 2.05 Dinas beserta Atribut|Dinas beserta Atribut Paket 1 0 0 0 0% 0% Pariwisata,
32.250.000 - -
Kelengkapannya Kelengkapan Kepemudaan
dan Olah Raga
Pengadaan Pakaian |Jumlah Paket Pakaian Dinas
30 2.05 Dinas beserta Atribut|Dinas beserta Atribut paket 1 0 0 0 0% 0%
61.544.700 - - - Perdagangan
Kelengkapannya Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian |Jumlah Paket Pakaian
. B . ; o o .
1 2.05 Dinas beserta Atribut|Dinas beserta Atribut Paket 3 8.294.786.000 0 69.936.000| O 107.608.000 0 177.544.000 0% 2% Bagian Umum
Kelengkapannya Kelengkapan
Pengadaan Pakaian |Jumlah Paket Pakaian Sekretariat
2 2.05 Dinas beserta Atribut|Dinas beserta Atribut Paket 1 0 0 0 0% 0%
64.818.894 - - - DPRD
Kelengkapannya Kelengkapan
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Dinas
Pelaksanaan Sistem |Koordinasi dan o o Ketahanan
9 205 Informasi Pelaksanaaan Sistem Dokumen | 3 44.208.500| 1 8.536.500| - 2 8.536.500| ©7% 19% |pangan dan
Kepegawaian Informasi Kepegawaian Pertanian
Pendidikan dan Jumlah Pegawai o o Dinas Sosial,
6 2.05 Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Orang 59 104.586.000 0 | S8 100.478.000 58 100.478.000 98% 96% Pemberdayaan
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Berdasarkan Tugas |Fungsi yang Mengikuti Perempuan dan
dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Perlindungan
Anak
Pendidikan dan Jumlah Pegawai Dinas
11 2.05| o |Pelatihan Pegawai —|Berdasarkan Tugas dan orang | 230 135 97.007.000| 95 230 100% | 74% |Lingkungan
' Berdasarkan Tugas |Fungsi yang Mengikuti 150.306.500 : ’ 14.082.000 111.089.000 Hidu
dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan p
i . Badan
Pendidikan dan Jumlah Pegawai Perencanaan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan i ?
1 2.05 9 . . orang 31 0 0 0 0% 0%  |Penelitian dan
Berdasarkan Tugas |Fungsi yang Mengikuti 160.250.000 - -
f g R Pengembangan
dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Pendidikan dan Jumlah Pegawai
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan o o Kecamatan
1 2:05 9 Berdasarkan Tugas |Fungsi yang Mengikuti Orang 70 1.500.000 0 10 - 0 0% 0% Manguharjo
dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
o reman "Jumlah Orang yang Dinas
Sosialisasi Peraturan Mengikuti Sosialisasi Perumahan
— 0, 0,
4 2.05| 10 |Perundang Peraturan Perundang- orang 34 10.000.000| © 1.898.800| © 1.252.700 0 3.151.500] 0% 82% |Rakyat dan
Undangan " Kawasan
Undangan .
Permukiman
o ienan Jumlah Orang yang Dinas Sosial,
Sosialisasi Peraturan Mengikuti Sosialisasi Pemberdayaan
— 0, 0,
6 2.05| 10 |Perundang Peraturan Perundang- Orang 60 26.487.000] 1° 6.735.000 °8 8.615.100 73 15.350.100| 122% | 58% |Perempuan dan
Undangan Perlindungan
Undangan Anak
Sosialisasi Peraturan i’[lizrrl:;?llzu?irg&gizs;agsi E:er:)aels'ldudukan
- 0, 0,
12 2.05| 10 |Perundang Peraturan Perundang orang 350 29.810.000 0 40 - 0 [ % 0% dan Pencatatan
Undangan Undangan Sipil
- 0, 0,
15 2.05| 10 |Perundang Peraturan Perundang- Orang | 134 202.050.000| 37 73.717.680 0 2.929.000 37 76.646.680| 8% 38%  |perhubungan
Undangan Undangan
Sosialisasi Peraturan Lli’[iilgll:u(t)irggsgi;’ﬁ;agsi Sekretariat
- 0, 0,
2 2.05| 10 |Perundang Peraturan Perundang- Orang | 19 226.268.400| 2 26.000.000) 5 - 4 26.000.000| 37 | 11% Ipprp
Undangan
Undangan
Badan
Sosialisasi Peraturan Jumlgh O'rang' yang Perencanaan,
1 2.05| 10 |Perundang- Mengikuti Sosialisasi orang/keg | 67 67 53.962.997| 67 67 100% | 19% |Penelitian dan
' Peraturan Perundang- 310.000.000 : ’ 3.465.000 57.427.997
Undangan Pengembangan
Undangan Daerah
Sosialisasi Peraturan ﬁ?;iuiirasrggs i}z; ?iréisi Badan Kesatuan
- 0, 0,
1 2.05| 10 [Perundang Peraturan Perundang- Orang 30 62.815.812 30 55.410.830| O ~ 30 55.410.830 100% 88% Baggsa dan
Undangan Politik
undang
Sosialisasi Peraturan ‘I{Jiiléililu(t)irggsgigﬁgagsi Kecamatan
— 0, 0,
1 2.05| 10 |Perundang Peraturan Perundang- Orang | 100 14.854.000| 100 51.893.000} 100 13.142.000 100 65.035.000| 100% | 438% |pan
Undangan
Undangan
Sosialisasi Peraturan ‘I{Jiiléililu(t)irggsgigﬁgagsi Kecamatan
- 0, 0,
1 2.05| 10 |Perundang Peraturan Perundang- orang | 70 14.644.320] 7 125.230.000] 70 23.570.500 70 148.800.500| 100% | 1016% Iy i oharjo
Undangan Undangan
Sosialisasi Peraturan ‘liflljelrl;l;ll:u?irggsgigﬁgagsi Kecamatan
- 0, 0,
1 2.05| 10 |Perundang Peraturan Perundang- Orang | 100 16.263.750| 2° 4.052.800| 2° 4.052.800 50 8.105.600] %% | 50% IManguhario
Undangan Undangan
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Administrasi Umum persentase pemenuhan
0, 0, 0,
11206 Perangkat Daerah :::‘;‘:en administrasi % 100 | 18.004.609.180 | 25 8.558.601.177| 18 | 4 371.584.903 43 7.830.186.170| 3% | 43%
. Jumlah Paket Komponen
Penyediaan X
Komponen Instalasi Instalasi
s o o .
1| 2.06 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Paket 1 250.000.000 0 25.895.000| O 175.071.005 0 200.966.005 0% 80% |Bagian Umum
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Peralatan|Jumlah Paket Peralatan Dinas
0, 0,
1 2.06 dan Perlengkapan dan Peljleng.kapan Kantor Paket 37 3.898.202.000 12 543.023.286 8 873.709.951 20 1.416.733.237| 54% 36% Pendidikan
Kantor yang Disediakan
Dinas
. Kesehatan,
Penyediaan Peralatan|Jumlah Paket Peralatan Pengendalian
0, 0,
2 2.06 dan Perlengkapan dan Pel.”lengkapan Kantor Paket 1 1.784.927.716 0 289.614.835| O 389.628.766 0 679.243.601 0% 38% Penduduk dan
Kantor yang Disediakan
Keluarga
Berencana
Penyediaan Peralatan|Jumlah Paket Peralatan E;;.&: ’Izz;i%:si
0, 0, e
7 2.06 dan Perlengkapan dan Peljlengkapan Kantor Paket 9 500.000.000 1 78.799.356| 1 69.327. 514 2 148.126.870 22% 30% Usaha Kecil Dan
Kantor yang Disediakan
Menengah
Penyediaan Peralatan|Jumlah paket peralatan E(lertl:l'slanan
0, 0,
9 2.06 dan Perlengkapan dan pe.rlen.gkapan kantor Paket 19 627.605.500 3 105.988.775| 5 91.880.400 8 197.869.175 42% 32% Pangan dan
Kantor yang disediakan .
Pertanian
. Dinas
Penyediaan Peralatan|Jumlah Paket Peralatan Kependudukan
0, 0,
12 2.06 dan Perlengkapan dan Peljlengkapan Kantor paket 12 994.694.116 3 29.961.250| 5 49.612.030 8 79.573.280 67% 35% dan Pencatatan
Kantor yang Disediakan Sipil
Penyediaan Peralatan|Jumlah Paket Peralatan Inspektorat
1 0, 0,
1 2.06 dan Perlengkapan dan Peljlengkapan Kantor Jenis 9 413.842.990 1 102.231.200| 1 77.032.500 2 179.263.700 22% 43% Daerah
Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan|Jumlah paket peralatan Badan Kesatuan
0, 0,
1 2.06 dan Perlengkapan dan pe.rlen.gkapan kantor paket 1 593.150.940 0 101.473.235| O 74.443.000 0 175.916.235 0% 30% Bapg.sa dan
Kantor yang disediakan Politik
Dinas
. Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan o o Kependudukan
12 2.06 Rumah Tangga Rumah Tangga yang paket 12 19.103.116| ° 10.638.050 5 5.381.000 8 16.019.050| 67% 84% | dan Pencatatan
Disediakan .
Sipil
Penyediaan Barang |Jumlah Paket Barang Eé;ii dudukan
0, 0,
12 2.06 Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan | paket | 12 23.356.970| ° 3.935.000 ° 7.169.600 8 11.104.600] 7% | 4% 4an Pencatatan
Penggandaan yang Disediakan Sipil
Dinas
Fasilitasi Kunjungan |Jumlah Laporan Fasilitasi o o Ketahanan
o 2.06 Tamu Kunjungan Tamu Laporan | 12 18.541.900| ° 3.630.000| ° 2.767.000 8 6.397.000] 7% 35%  |pangan dan
Pertanian
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Dinas
1 i 0, 0,
! 2.06 Rapat Koordinasi g, dinasi dan Konsultasi | [2Poran | 148 280.950.000| °° 34.920.320) 29 86.071.659 64 120.991.979| *3% | 4% Ipendidikan
dan Konsultasi SKPD SKPD
Dinas
Jumlah Laporan Kesehatan,
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Pengendalian
H 1 0, 0,
2 2.06 Rapat Koordinasi |y dinasi dan Konsultasi | -2Poran | 120 463.220.000 % 81